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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena perdagangan orang diibaratkan seperti fenomena gunung
es. Terlihat kecil di permukaan, padahal sesungguhnya persoalan. besar
berada jauh di kedalaman. Perdagangan orang terjadi dikarenakan faktor
kemiskinan sehingga memaksa seseorang untuk memperbaiki kehidupan
mereka dengan berupaya mencari pekerjaan, atau bahkan terjerat hutang,
bahkan tanpa disadari telah menjadi korban eksploitasi ekonomi dan
seksual. Keinginan untuk mencari kekayaan secara cepat serta beum
optimalnya perlindungan kepada korban seringkali menjadi akibat
terjadinya secara berulang kasus perdagangan orang. Seain itu
ketidaksadaran bahwa dirinya merupakan korban menjadi kendala
tersendiri dalam penanganan kasus perdagangan orang. Hal tersebut
mengakibatkan tidak terdatanya secara akurat berapa jumlah dari korban
perdagangan orang itu sendiri.

Peristiwa perdagangan orang yang terjadi dewasa ini sangat menarik
perhatian karena perdagangan orang menjadi kasus yang paling dominan
terjadi di Indonesia. Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam Laporan
Tahun 2018 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2017 Kepolisian
Republik Indonesia melaporkan 123 penyelidikan kasus perdagangan
orang.! Sementara itu, sepanjang tahun 2018 L embaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) menerima sebanyak 465 permohonan perlindungan
saks atau korban. Permohonan perdagangan orang yang diterima oleh
LPSK sebanyak 41.2

! Kedutaan Besar Amerika Serikat, Laporan Perdagangan Orang Tahun 2018,
https://id.usembassy.gov/id/our-rel ati onshi p-i d/offi cial -reports-i d/l aporan-tahunan-
perdagangan-orang-2018/ (diaksestanggal 29 Januari 2019, pukul 21.00)

2 httpi/mww.lpsk.go.id/ (diakses tanggal 29 Januari 2019, pukul 11.00)



Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga merilis bahwa
sepanjang tahun 2018 Indonesia masih berada dalam Tiers 2. Negara yang
tergabung dalam kelompok Tiers 2 tersebut berjumlah sekitar 80 negara.
Disebutkan bahwa negara yang masuk dalam kelompok Tiers 2 tersebut
pemerintahannya belum memenuhi  standar minimum  dalam
mengupayakan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Kelompok
negara dalam Tiers 2 tersebut telah berupaya secara signifikan melakukan
penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui berbagai aturan
perundang-undangan yang diterbitkan agar korban dapat dilindungi hak-
haknya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar sehingga untuk
beberapa alasan seringkali dijadikan sebagai tempat untuk singgah karena
letaknya yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Beberapa
provinsi di Indonesia menjadi daerah dengan kontribusi yang cukup besar
dalam mengirimkan tenaga kerja ilegal baik perempuan maupun anak-
anak. Perempuan dan anak tersebut seringkali dijadikan pekerja paksa atau
menjadi korban di industri perdagangan seksual. Pemerintah menyebutkan
1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. Pekerja
tersebut didominasi oleh perempuan dan mereka tidak memiliki dokumen
atau telah tinggal melewati batasizin tinggal .2

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pemberantasan
perdagangan orang. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut
dirasakan belum maksimal karena beberapa kasus perdagangan orang
masih terjadi. Beberapa faktor menyebabkan kasus perdagangan orang di
Indonesia masih terus berkembang, di antaranya adalah:

1) Pendidikan

Rendahnya ilmu pengetahuan serta pendidikan seseorang membuat
sulitnya mencari pekerjaan. Rayuan untuk mendapatkan kehidupan yang
lebih baik di kota dengan gaji yang tinggi membuat seseorang tanpa
berfikir panjang akan mengambil kesempatan tersebut untuk mengubah
nasib. Tanpa pendidikan yang memadai, tidak memiliki keterampilan tentu
pada akhirnya membuat seseorang dengan sangat mudahnya terjerat dalam
dunia prostitusi.

3 http://id.usembassy.gov/id/our-rel ationship-id/official -reports-id/l aporan-tahunan-

Perdagangan-orang-2016/(diakses tanggal 29 Januari 2019, pukul 21.00)



2) Kemiskinan

Kasus perdagangan orang sangat berkaitan dengan kemiskinan. Hal
tersebut dapat dilihat dari kondisi korban yang berasal dari keluarga
kurang mampu. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga
membuat masyarakat mengambil tawaran pekerjaan di luar kampungnya.
Pada akhirnya seseorang akan terjebak dalam rayuan perekrut tenaga kerja
dan tidak menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Ketika pada akhirnya
sudah terjebak dalam dunia prostitusi, maka mereka beranggapan bahwa
hal tersebut menjadi sumber nafkah untuk memperbaiki kehidupannya
Faktor kemiskinan juga menjadi sebab seorang ibu menjadi tenaga kerja di
luar daerahnya serta tidak dapat melakukan pengawasan terhadap anak-
anak yang ditinggalkan di rumah. Tanpa perlindungan dan pengawasan
orang tua, biasanya anak-anak tersebut menjadi telantar dan memiliki
risiko menjadi korban perdagangan orang.

3) Lemahnya pencatatan dokumentasi kependudukan.

Perspalan yang sering ditemui dalam kasus perdagangan orang
adalah ditemukannya pemalsuan data “kependudukan. Dokumentasi
kependudukan dimulai dari tidak terdatanya registrasi kelahiran
mengakibatnya terbitnya akta kelahiran palsu, tidak adanya akta kelahiran,
kartu tanda penduduk (KTP) palsu, hingga kartu keluarga palsu. Anak-
anak yang masih dibawah umur seringkali dimanfaatkan untuk menjadi
tenaga kerja dengan cara memalsukan tahun kelahirannya agar dapat
mencari pekerjaan.

4) Globalisasi dan perubahan sosial budaya

Globalisasi saat ini menjadi faktor pendukung terjadinya
perdagangan orang, hal tersebut disebabkan terjadinya pergeseran sosial
budaya di masyarakat. Penggunaan sosial media yang begitu marak
membuat seseorang akan tergiur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih
baik. Teknologi yang ada saat ini seringkali dimanfaatkan oleh para
trafficker untuk mencari mangsanya. Ketika tawaran pekerjaan datang,
maka tanpa berfikir panjang kesempatan tersebut akan diambilnya tanpa
memikirkan riskko yang akan dihadapi. Hal yang harus diingat bahwa
dalam perkembangan globalisasi tersebut juga melibatkan organisasi
kejahatan lintas negara dalam kasus perdagangan orang.

Berkaitan dengan sosial budaya, di Indonesia masih terjadi
perkawinan di usia muda. Perkawinan dalam usia muda mengakibatkan
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rentan terjadinya perceraian. Ketika terjadi perceraian maka untuk tetap
bertahan hidup, menerima tawaran pekerjaan di luar kampung menjadi
upaya untuk dapat menghidupi dirinya.
5) Permintaan meningkat
Terbatasnya lapangan pekerjaan di  Indonesia mengakibatkan
masyarakat menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan. Selain itu
banyak permintaan tenaga kerja dengan harga yang murah menyebabkan
pencari pekerjaan terjebak dalam lingkaran perdagangan orang dan
menjadi buruh ilegal.
6) Korups danlemahnya penegakan hukum
L emahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus perdagangan
orang seringkali terjadi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus
perdagangan orang. Selain itu, korupsi juga memiliki peran penting dalam
memfasilitasi terjadinya perdagangan orang. Aparat desa juga seringkali
terlibat dalam pemalsuan dokumen maupun tagihan atas biaya tidak resmi
pada saat seseorang mencari pekerjaan.

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menyebutkan bahwa
setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak untuk
mendapatkan restitusi. Namun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 UU PTPPO dirasakan belum memenuhi rasa keadilan
masyarakat, karena undang-undang tersebut belum optimal dalam
menyel esaikan permasalahan yang muncul.

Penentuan pemberian hak restitusi dinyatakan dalam Pasal 7A (1)
UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban tindak pidana berhak
memperoleh restitusi berupa:

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

C. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi yang diberikan kepada korban perdagangan orang
merupakan upaya untuk melindungi secara khusus seperti  yang
diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO yang menyatakan bahwa
asal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana
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perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.
Pemberian restitusi kepada korban yang mengalami kehilangan kekayaan
atau kehilangan penghasilan, mengalami penderitaan, biaya untuk tindakan
perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain, penderitaan
yang timbul karena terjadinya perdagangan orang.* Sementara kerugian
lain tersebut adalah mencakup kehilangan harta milik, biaya transportasi
dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berkaitan dengan proses
hukum, ataupun hilangnya penghasilan yang dijanjikan pdaku.®

Ancaman pidana tersebut tidak berjalan dikarenakan adanya
ancaman pidana pengganti sebagai pengganti restitusi yang ditetapkan
dalam Pasal 50 ayat (4) dalam UU PTPPO di mana menyebabkan hadirnya
masalah, di antaranya dengan ditetapkannya pidana kurungan sebagai
pengganti restitusi, korban dan atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak
atas restitusinya. Sementara jika putusan restitusinya besar, dengan adanya
ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk
menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sgja. Masalah lain yaitu
tentang aturan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun terlalu singkat
sebagai sanksi akibat pelaku menolak ataupun tidak mampu membayar
restitusi.

Disharmonisasi antara Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (4)
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
tersebut tentu saja tidak akan menguntungkan bagi pihak korban dan
keluarganya. Ketentuan pada Pasal 50 ayat (4) tersebut pada akhirnya
harus dilakukan rekonstruksi demi terjaminnya hak korban tindak pidana
perdagangan orang.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang upaya untuk memberikan restitusi
kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Beberapa upaya
ditawarkan untuk dapat memberikan akses kepada korban untuk dapat
memperoleh hak-haknya. Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai
berikut.

4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Pasal 48 ayat (2)

5 Penjelasan Pasa 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



a. Bagaimana rekonstruksi pidanarestitus yang dapat dilakukan dalam
tindak pidana perdagangan orang?

b. Bagaimana pidana kurungan pengganti diterapkan dalam tindak
pidana perdagangan orang?

3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:
a Rekonstruks pidana restitusi yang dapat dilakukan dalam tindak
pidana perdagangan orang.
b. Rekonstruksi pidana kurungan pengganti yang diterapkan dalam
tindak pidana perdagangan orang.

4. Metode Pendlitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum
secara normatif. Penyusunan dan pembahasan permasalahan melalui
pendekatan penelitian hukum hormatif yakni beranjak dari adanya konflik
antar norma hukum.® Konflik antar norma hukum dalam penelitian ini
terdapat di dalam ketentuan Pasal 48 dengan Pasal 50 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Dalam Pasal 48 disebutkan tentang pemberian hak
restitusi bagi korban perdagangan orang, namun hal tersebut tidak dapat
terpenuhi karena dalam Pasal 50 ayat (4) dimungkinkan bagi pelaku untuk
tidak membayar hak restitusi dan diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) tahun.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun teori-teori hukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi.” Jenis penditian yang digunakan dalam
penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara mendliti bahan pustaka.® Dalam penelitian ini
dikhususkan tentang rekonstruksi terhadap pidana restitusi dan pidana

5 Jhony Ibrahim, Teori & Metodelogi Pendlitian Hukum Normatif, Surabaya, 2005, him.
284

7 Petter Mahmud Marzuki, Penditian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2009, him. 35

8  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Rga Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him, 13



kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan
metode pendekatan yang dipakai dalam penditian ini adalah statute
approach (pendekatan undang-undang) dan conceptual approach
(pendekatan kasus), pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.
Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan
teknik library research.

Sementara spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan
yuridis empiris:

a.  Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan

dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-
aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.’
Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai
macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-
literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan
dibahas.

Pendekatan Y uridis Empiris, adalah pendekatan dengan meneliti dan
mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari
objek penelitian melalui wawancara dengan nara sumber yang
berhubungan dengan pendlitian’® Data ini merupakan data
pelengkap dari pendekatan yuridis normatif yang dilakukan oleh
pendliti.

9

Soerjono Soekanto, Pengantar Pendlitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 56

10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,

him.10



BAB II

HASIL PENELITIAN

Penelitian

ini

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran
beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang dari beberapa putusan di
antaranya sebagai berikut.

Tabd 1. Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

No Nompoerrll(?:%ster AnSaC?}TSn/ Putusan PN Restitus Keterangan
1 [Nomor: 565/Fid. 3-15 tahun 3 tahun pidana| Mgédis
B/2007/PN. SBR  |pidanapenjara. | penjara, denda | hakim
Denda Rp120 Rp120 juta menol ak
juta-600 juta bilatidak permohonan
dibayar restitusi bagi
diganti pidana | korban
3 bulan pidana
kurungan
2 | Putusan Mahkamah |Pidanapenjara |4 tahun pidana| Menolak
Agung RI 10 tahun penjara, denda | permohonan
Nomor:1501 dikurangi selama | Rp120 juta restitusi
K/Pid.Sus/2008 terdakwa berada
dalam tahanan.
Membayar denda
Rp120 juta
subsider 6 bulan
kurungan.
Restitusi:
1. Seni binti
Darsono
sebesar
Rp25.599.700
2.lin Maryatin
Rp24.799.700,
3. Yayah
Mariyah binti
Surip
Rp24.199.700




No NomF?errll(?:rgalster Aréac?]r;;}n/ Putusan PN Restitus Keterangan
3 |Pengadilan Negeri |6 tahun pidana |Membebaskan |Tidek Ada |Atas putusan
Cibinong penjaradikurangi | terdakwa Mageis hakim
Nomor:269/Pid.B/ |selamaterdakwa | Muhammad Pengadilan
2009/PN.Cbn berada dalam Rizky bin Negeri
masa Hasan Basri. Cibinong Jaksa
penangkapan dan Penuntut
atau penahanan, Umum
denda sebesar mengajukan
Rp120 juta Kasas pada
subsider 3 bulan Mahkamah
latihan kerja Agung RI
dengan nomor
register perkara
142K/Pd.Sus/2
010. Isi putusan
bahwa
terdakwa Rizky
dinyatakan
bersalah telah
mel akukan
pemufakatan
jahat
perdagangan
anak. Majelis
hakim
memutuskan
terdakwa  di
pidana sdama
3 tahun, denda
Rp100 juta
4 | Pengadilan Negeri |8 tahun penjara | 6 tahun Tidak ada
Cibadak Nomor: dikurangi masa | penjara, denda
382/Fid.B/201Y/ tahanan Denda | Rp150 juta
PN.Chd Rp120 juta-600
juta
5 |Pengadilan Negeri |4 tahun denda 3 tahun denda | Tidak ada
Kalabahi Nomor: | Rp120juta Rp120 juta
71/Pid. Sug2012/ | subsider 6 bulan | subsider
PN. Klb kurungan pidana
kurungan 3
bulan
6 |Pengadilan Negeri |5 tahun denda 3 tahun denda | Membayar
Bekas Rp120 juta Rpl2juta resitusi
Nomor:246/Pid.Sus | subsider 6 bulan | pidana sebesar
/2015/PN Bekas kurungan kurungan 1 Rp3.000.000.
bulan -




No Nom;(;rll(?:gster AnSaC?]T;.‘n/ Putusan PN Restitus Keterangan
Membayar
restitusi kepada
korban
7 |Pengadilan Negeri |3 tahuns.d 15 pidana penjara| membayar
Kupang Nomor: tahun pidana 8 tahun restitusi
Putusan PN dendaRpl120— | dikurangi kepada ahli
KUPANG Nomor | Rp600 juta sepenuhnya  |waris
22/Pid.Sus/2017/ selama Y urinda
PN Kpg terdakwa Selan sebesar
beradadaam |RpRp
tahanan 5.000.000,-
sementara jikaterdakwa
dengan tidak mampu
perintah membayar
terdakwa tetap | diganti
ditahandan | dengan
dendasebesar | pidana
Rp200.000.00 | kurungan
Osubsider 3 |selamal
bulan tahun
kurungan
8 |Pengadilan Negeri |3 tahuns.d 15 pidana penjara| Membeban-
Semarang Nomor | tahun pidana masing- kan kepada
120/Pid.Sus/2015/ |dendaRpl120- |masing selama|para
PN Smg. Rp600 juta 6 tahun terdakwa
dikurangi untuk
selama membayar
terdakwa restitusi
beradadalam | sebesar
tahanan Rp3.200.000
dengan secara
perintah tanggung
terdakwa tetap | renteng
ditahan, dan  |kepada
denda sebesar | masing-
Rp200.000.00 | masing
0,00 subsider | korban,
6 apabilatidak
bulan membayar
kurungan diganti
dengan
kurungan
pengganti
selama 6
bulan
9 |Pengadilan Negeri |3 tahuns.d 15 pidana penjara | dibebankan
Jakarta Timur tahun pidana selama4 untuk
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No NomF?errll(?:gster Ar;acc’;l]r;sn/ Putusan PN Restitus Keterangan
Nomor: dendaRpl120 - |tahun pidana | membayar
55/Pid.Sus/2014/ | Rp600 juta dendasebesar | regtitusi
PN.Jak.Tim. Rp120.000.00 | kepada saksi

0,- korban
dengan sebesar
ketentuan Rp20.000.00
apabiladenda |0,- sehingga
tersebut tidak | total sebesar
dibayar Rp120.000.0
diganti dengan| 00,- dengan
pidana ketentuan
kurungan apabila
selama 3 dalamjangka
(tiga) bulan | waktu 14
(empat belas)
hari setelah
putusan ini
berkekuatan
hukum tetap
ternyata
terdakwa
tidak
membayar
restitusi
tersebut,
maka diganti
dengan
pidana
kurungan
selama 3
bulan.

Sumber: Hasil Studi Putusan Tahun 2018

Berdasarkan 9 (sembilan) hasil studi putusan tersebut diatas, peneliti
melihat bahwa 5 (lima) putusan kasus perdagangan orang tersebut tidak
menyebutkan perihal pemberian restitusi bagi korban. Sementara keempat
kasus lainnya yang dipilih mencantumkan tentang pemberian restitusi bagi
korban tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, jika
diperhatikan meskipun pelaku telah dibebankan untuk membayar restitusi,
dalam putusan tersebut dan dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak
membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan
pengganti selama 1 (satu) tahun seperti yang diamanahkan oleh Pasal 50
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ayat (4) UU PTPPO. Jika diperhatikan hasil putusan tersebut, dapat
dikatakan bahwa korban perdagangan orang masih harus berjuang untuk
mendapatkan restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya.

Peneliti menilai bahwa dalam 48 ayat (1) UU PTPPO tidak
memberikan  kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada
pengimplementasiannya. Restitusi yang diamanatkan dalam UU PTPPO
tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban
dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, di antaranya hal yang mengatur
mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan
mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formal)
yang seharusnya diatur tersendiri sehingga aturan-mengenai mekanisme
pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.

Selain tentang pemberian restitusi bagi korban perdagangan orang,
UU PTPPO, juga mengatur mengenai pemberian ancaman hukuman yang
lebih berat serta ancaman lainnya kepada peaku tindak pidana
perdagangan orang. Sanksi pidana perdagangan orang diberikan kepada
para pelaku secara kumulatif yaitu pidana penjara sdama 3-15 tahun dan
denda antara Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta) sampai dengan
Rp600.000.000,-. (enam ratus juta). Jika perbuatan pelaku mengakibatkan
korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular
lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau
hilangnya fungs reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3
(satu per tiga) dari ancaman pidana tersebut diatas. Jika mengakibatkan
kematian seseorang, maka pelaku diancam penjara 5 (lima) tahun sampai
seumur hidup dan denda antara Rp200.000.000,- (dua ratus juta) sampai
dengan Rp5.000.000.000,-. (lima miliar).

Ancaman pidana tersebut tidak berjalan dikarenakan adanya
ancaman pidana pengganti sebagai pengganti restitusi yang ditetapkan
pada Pasal 50 ayat (4) dalam UU PTPPO di mana menimbulkan
permasalahan sebagai berikut, pertama, dengan pidana kurungan sebagai
pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak
atas restitusinya. Sdlain dari itu, kalau putusan restitusinya cukup besar,
dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung
memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu)
tahun. Kedua, pidana kurungan pengganti tersebut paling lama hanya 1
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(satu) tahun. Aturan kurungan maksimal 1 (satu) tahun tersebut dirasa
terlalu singkat sebagai sanksi dari akibat pelaku tidak mampu membayar
restitusi. Dari permasalahan tersebut tentunya akan mengganggu bahkan
dapat menghilangkan hak korban untuk memperoleh restitusi. Berdasarkan
uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan terdapat kelemahan peraturan
pemberian restitusi bagi korban kejahatan, di antaranya;

1. Lemahnya upaya paksa dan eksekus pelaksanaan restitusi. UU
Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU
Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO tidak mengatur tentang upaya
paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang
berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut.

2. Tidak seperti dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana
pencucian uang, penyitaan aset tersangka/terdakwa tindak pidana
perdagangan orang didasarkan pada putusan hakim bukan sgak
awal proses penyidikan. Hal ini tentu sgja akan menimbulkan
kesulitan pada saat korban meminta ganti rugi.

3. Tidak terlaksananya pemberian restitusi dikarenakan adanya
penetapan pidana kurungan pengganti jika peaku tidak mampu
memberikan ganti rugi kepada korban perdagangan orang.

Kelemahan aturan tersebut akan menghalangi pelaksanaan
penegakan hukum pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang.
Lemahnya pengaturan subtansi hukum tentang penegakan hukum terhadap
korban tindak pidana perdagangan orang tersebut seharusnya dapat
dilakukan suatu upaya paksa kepada pelaku untuk dapat melaksanakan
pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti sehingga dapat menjamin
keadilan bagi korban.
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BAB III

PEMBAHASAN

1. Upaya Paksa Pidana Restitus dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Indonesia sebagai negara hukum  berupaya memberikan
perlindungan hukum pada seluruh warga hegaranya dengan cara
memberikan perlindungan terhadap hak asasi. Bentuk dari perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan cara memberikan
perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia. Ketika pelanggaran
hukum dialami oleh seseorang, maka negara wajib melaksanakan dan
menegakkan hukum demi. memberikan rasa keadilan bagi korban.
Perlindungan hukum bagi sduruh warga negara merupakan konsep
universal, dapat dipastikan bahwa setiap negara memiliki cara sendiri
untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Salah satu upaya memberikan perlindungan hukum bagi warga
negara yang menjadi korban tindak pidana dilakukan dalam sistem
peradilan. Korban kegjahatan dalam sistem hukum nasional seringkali
belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari
minimnya pemberian hak-hak korban kejahatan yang telah diakomodir
dalam ketentuan perundang-undangan. Hakikatnya korban dari suatu
tindak pidana merupakan pihak yang sangat dirugikan, mengalami
penderitaan yang berkepanjangan karena trauma yang dimilikinya akibat
dari tindak pidana yang dialaminya. Korban seringkali tidak memperoleh
perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada
pelaku kejahatan. Hal ini tentu mengakibat pada saat pdaku kejahatan
telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban masih
terabaikan karena tidak terpenuhi hak-haknya.

Masalah pemidanaan dalam hukum pidana akan terkait dengan
perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kehidupan
bermasyarakat, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan
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dikenakan sanksi. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik,
dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara
kepada pembuat delik itu.” * Sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut akan
mencabut hak-hak seseorang untuk menikmati kemerdekaan termasuk
pencabutan hak-hak dasar seseorang.

Penjatuhan pidana terhadap seorang tersangka merupakan tujuan
dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi pidana merupakan ancaman
hukuman berupa penderitaan dan siksaan. Penerapan sanksi pidana bagi
seorang pelaku kejahatan secara tegas tentu diharapkan dapat memberikan
pembelgjaran bagi masyarakat agar dapat menghindari suatu perbuatan
jahat. Hal yang harus diingat dari penjatuhan pidana tersebut adalah bahwa
hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan
kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Atas dasar hal tersebut maka
setigp manusia harus memiliki rambu-rambu dan batasan-batasan untuk
tidak mengganggu dan melanggar kepentingan orang lain. Namun
demikian, dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah dapat dihindari adanya
suatu kejahatan.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya
kegjahatan dalam masyarakat dianggap sebagai suatu hal biasa dalam
memberantas suatu keahatan. Penggunaan hukum pidana dalam
memberantas suatu kejahatan tentu harus dipikirkan tentang tujuan yang
ingin dicapai, memilih cara dan sarana yang tepat untuk mengembalikan
kondisi masyarakat pada kondisi sebelum terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal kejahatan yang dialami seseorang yang menjadi korban
dari tindak pidana perdagangan orang, seringkali mengalami trauma atau
penyakit yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, akibat dari adanya
tindak pidana perdagangan tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan dan
peraturan hukum yang dapat memberikan keadilan, memberikan
perlindungan hukum serta kepastian hukum.

Upaya mengembalikan kondisi korban tindak pidana perdagangan
orang dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum berkaitan
dengan hak-hak korban. Dalam Declaration of Basic Principles of Justice
for Victims of Crimes and Abuse of Power tahun 1985 disebutkan bahwa

1 Roeslan Sdeh, Selsd Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, him. 9.
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hak-hak korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi,
rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana
perdagangan orang apabila pelaku tidak melaksanakan pemberian hak
restitusi kepada korban. Negara berkewajiban mengusahakan kompensasi
finansial kepada korban tindak pidana perdagangan orang karena pelaku
tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban. Pemberian ganti
kerugian oleh pemerintah tersebut merupakan upaya mengembangkan
kebenaran, keadilan bagi korban.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia berlandaskan pada Pancasila dan. Undang-undang Dasar 1945
harus dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Atas dasar Pasal tersebut, maka negara harus berkomitmen bahwa setiap
warga negara akan diperlakukan baik dan adil, memiliki kedudukan yang
sama dalam hukum sesuai dengan asas equality before the law. Bentuk
pertanggungjawaban negara tersebut merupakan upaya perlindungan Hak
Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Hal ini menjadi dasar hukum
dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih
terhadap terutama bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban tindak pidana perdagangan orang tentu saja berharap dengan
diundangkannya UU PTPPO No. 21 Tahun 2007 dapat memberikan
keadilan bagi mereka dalam mengajukan hak-haknya. Korban
perdagangan orang dilindungi hak-haknya sesuai dengan Pasal 43 sampai
dengan Pasal 47. Sdain itu UU PTPPO tdah memuat unsur-unsur dan
sistem perlindungan hukum bagi korban dengan memberikan kompensasi,
restitusi, repatriasi dan rehabilitasi bagi korban.

Dalam hal pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana
menurut Mardjono Reksodiputro sudah sepantasnya pdaku perbuatan
pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat
dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.** Purwoto S.

2" Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan System Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Cetakan Pertama (Edis
Pertama), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, him. 77
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Gandasubrata menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan pidana yang melawan
hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak
menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) sgja,
sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak
dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).“™

Pemberian hak restitusi bagi korban kejahatan di dalam konteks
hubungan pelaku dan korban, menurut Romli Atmasasmita, merupakan
suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai- warga
masyarakat. Mdalui proses resosialisas dimaksudkan dan diharapkan
tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku.™

Tanggungjawab sosial pelaku terhadap korban dengan memberikan
restituss merupakan bentuk dari sistem pertanggungjawaban. pidana.
Seperti diketahui bahwa hukum pidana positif Indonesia menganut asas
kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas.
Pertanggungjawaban pidana akibat dari terjadinya perbuatan peaku tindak
pidana atas kesalahan yang dilakukannya. Pelaku yang melanggar
ketentuan UU PTPPO maka dia harus bertanggungjawab atas
kesalahannya.

Pada bab 2 telah disebutkan beberapa contoh kasus tindak pidana
perdagangan orang di mana tuntutan restitusi bagi korban tidak terpenuhi.
Dalam perkara Yuki Irawan, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya
mengajukan tuntutan pidana penjara sdama 13 (tiga belas) tahun, denda
sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan
kurungan dan dinyatakan harus membayar restitusi  sebesar
Rpl17.822.694.212,- (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta
enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah). Pada
akhirnya hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus terdakwa Y uki
Irawan dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan menolak tuntutan
pembayaran restitusi kepada korban. Penolakan atas pembayaran restitusi
bagi korban karena dianggap permintaan tersebut tidak masuk akal dan
korban tidak memiliki bukti-bukti pendukung untuk dijadikan alat bukti.

B Purwoto ' S.  Gandasubrata, “Masalah  Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara
Pidana,” Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, (ed.) Badan Kontak
Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1997. him. 117-118

4 Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana, Majaah
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992. him. 44-45
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Kasus lain yang ditolak tuntutan pidana restitusinya adalah kasus
Muhammad Rizki bin Hasan Basri yang pada tingkat Pengadilan Negeri
dibebaskan dari segala tuntutan tentang tindak pidana perdagangan anak.
Dalam putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya kasasi.
Pada putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan
Muhammad Rizki bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan anak. Muhammad Rizki
dihukum dengan pidana penjara sdama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut
tidak dibayarkan maka diganti dengan latihan kerja sdlama 3 (tiga) bulan.

Kasus Rudi Yulianta bin Suparman, Jaksa Penuntut Umum
menuntut agar terdakwa dipidana 8 tahun pidana penjara, pidana denda
sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan membayar
restitusi kepada masing-masing korban sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar
restitusi diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kasus terdakwa Sanidi binti Basro, terbukti terdakwa telah
melakukan pemufakatan jahat untuk merekrut dan melakukan penipuan
terhadap korban dengan cara mengeksploitasinya. Jaksa Penuntut Umum
mengajukan tuntutan pidana penjara sdama 10 (sepuluh) tahun dan
membayar denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta)
subsider 6 (enam) bulan kurungan. Membayar restitusi kepada para korban
sebesar Rp25.599.700,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh
sembilan ribu tujuh ratus rupiah) kepada korban Seni binti Darsono.
Kepada korban lin Maryatin binti Juri sebesar Rp24.799.700,- (dua puluh
empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan
kepada Yayah Mariyah binti Surip sebesar Rp24.199.700,- (dua puluh
empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Pada
kasus Sanidi tersebut akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara sdama
4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua
puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda akan
diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Hakim
juga menolak pembayaran restitusi kepada korban karena tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti di persidangan.

Sementara itu, dalam kasus lain yaitu terdakwa atas nama Dini
Nuraeni, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 8 (delapan)
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tahun pidana penjara. Dalam kasus ini tidak diajukan restitusi bagi korban.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Cibadak akhirnya menjatuhkan pidana
penjara 6 (enam), denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah).

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas, diketahui bahwa gugatan
restituss dalam tindak pidana perdagangan orang seharusnya dapat
digjukan sejak awal proses penyidikan. Selain itu gugatan restitusi juga
dapat digjukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil korban:dalam
penuntutan. Pemberian restitusi bagi korban tindak pidana merupakan
upaya mewujudkan keadilan dengan mengembalikan hak-hak korban yang
hilang akibat dari terjadinya kejahatan, sehingga hak-hak yang hilang
tersebut harus segera dipulihkan.

Berkaitan dengan keadilan bagi korban dalam tindak pidana
perdagangan orang dapat merujuk pada teori keadilan distributif
Aristotdes. Dalam pandangannya keadilan distributif merupakan keadilan
yang sifathya proporsional. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan
keadilan secara setara, tanpa dibeda-bedakan. Dalam UU PTPPO korban
telah disebutkan berhak untuk mendapatkan restitusi atas apa yang
dialaminya. Hal tersebut berarti bahwa setiap korban tanpa melihat siapa
dirinya berhak untuk mengajukan restitusi sesuai yang diamanatkan dalam
perundang-undangan.

Untuk mewujudkan keadilan tersebut, maka penegak hukum
memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis hukum atas suatu
perkara yang diselesaikannya dan peka terhadap masalah yang timbul dari
perkara tersebut dengan menggunakan hati nuraninya. Jika dikaitkan
dengan teori pertanggungjawaban pidana, pendapat dari Roeslan Saleh®™
dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa dalam membicarakan tentang
pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek
yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu di
antaranya adalah  keadilan, sehingga pembicaraan  tentang
pertanggungjawaban pidana akan memberikan bentuk yang lebih jelas.
Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan
keadilan sebagai soal filsafat.

® Roeslan Sdeh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia,
Indonesia, Jakarta, 1982, him. 10
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Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana
adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang
dilakukannya.’® Hal ini berarti orang yang telah melakukan tindak pidana
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Mekanisme yang
dibangun oleh hukum pidana merupakan akibat dari adanya pelanggaran
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga pada akhirnya pelaku
pelanggaran tersebut harus bertanggung jawab.

Terdapat dua pandangan berkaitan dengan pertanggungjawaban
pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simong yang menyatakan
bahwa “strafbaarfeit” sebagai “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige,
met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar
persoon” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman,
bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan
orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)”.’’ Aliran
monisme menyebutkan bahwa unsur-unsur strafbaarfeit meliputi unsur
perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang
lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur
perbuatan dengan unsur pembuatnya, dapat disimpulkan bahwa
strafbaarfeit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana,
sehingga jika terjadi strafbaarfeit, maka pasti peakunya dapat dipidana.

Herman Kontorowicz pada tahun 1933 mengungkapkan pandangan
dualistis, dalam bukunya yang berjudul Tut und Schuld. Herman
menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (schuld) yang ketika
itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “objective schuld”. Kesalahan
tersebut dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der
handlung). Untuk adanya strafvoraussetzungen (syarat-syarat penjatuhan
pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya
strafbare handlung (perbuatan pidana), kemudian dibuktikan schuld atau
kesalahan subjektif pembuat.*®

6 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2011, him.70

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporas, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2010, him. 61

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, pidato
diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal
19 Desember 1985, Bina Aksara, Jakarta, 1985, him. 22-23
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Atas dasar pendapat para pakar hukum tersebut, maka restitusi
merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan
pelaku terhadap korban sehingga dapat memberikan keadilan. Bentuk dari
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku perdagangan orang
dilakukan dengan melaksanakan pemberian hak restitusi bagi korban.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa tujuan dari pidana adalah™
Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. Reformasi
berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan
berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar
dari masyarakat, juga tersingkirnya pedanggar hukum dari masyarakat,
berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah
pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan.
Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai
individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera
atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa.

Kepentingan utama dalam hal pemidanaan restitusi pada dasarnya
merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan
hak-hak korban. Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO disebutkan bahwa
yang dimaksud restitusi adalah: “pembayaran ganti kerugian yang
dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang
diderita korban atau ahli warisnya.” Ganti rugi yang dimaknai dalam
tindak pidana perdagangan orang adalah ganti kerugian bersifat materiel
dan atau imateriel. Idealnya pemulihan korban tindak pidana perdagangan
orang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial,
karena pada dasarnya konsep dari restitusi secara subtans merupakan
bagian dari pemulihan korban agar kembali dalam kondisi semua sebelum
terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam hal penegakan hukum untuk memberikan restitusi kepada
korban perdagangan orang, secara tegas dijelaskan dalam mekanisme
penggjuan restitusi dilakukan sgak korban melaporkan kasus yang
dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Restitusi yang

¥ Andi Hamzah, Sstem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta,
1993, him. 26.
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diminta oleh korban digjukan sgjak proses penyidikan hingga akhirnya
dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Sementara
pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung
sgjak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Peaporan tersebut ditangani oleh penyidik bersamaan dengan
penanganan tindak pidana yang dilakukan. Dalam proses penanganan
kasus tersebut, maka penuntut umum wajib memberitahukan kepada
korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Penuntut umum dapat
menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana
perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Pengajuan restitusi dengan
mekanisme tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan
sendiri gugatan atas kerugiannya.

Jika dicermati dalam Pasal 28 UU PTPPO disebutkan bahwa wajib
dilakukan pengajuan restitusi sgjak dari awal penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan penegakan hukum tindak
pidana perdagangan orang. Hal ini berarti upaya penegakan hukum untuk
mengajukan restitusi bagi korban sudah harus dilakukan sejak awal proses
penyidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengajuan restitusi
tersebut tidak terlaksana. Atas dasar hal tersebut, jika merujuk pada Pasal
48 ayat (5) yang memuat tentang ketentuan penitipan restitusi dalam
bentuk uang di pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang—
undangan haruslah dilaksanakan demi tercapainya penegak hukum atas
restitusi itu sendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan proses penanganan
perkara perdata dalam konsinyasi. Atas dasar hal tersebut, maka sejak awal
penyidikan harus dilakukan perhitungan kerugian yang diderita oleh
korban, Besarnya kerugian yang dialami korban tersebut akan dilaporkan
oleh penyidik kepada Jaksa sdaku penuntut umum. Atas dasar laporan
tersebut, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan
setempat melalui panitera untuk dapat dibuatkan surat ketetapan agar
pelaku menitipkan sgumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa
Penitipan uang restitusi tersebut juga dapat dilakukan setelah adanya
putusan dari Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksud agar hakim mudah
dalam melakukan perhitungan kerugian yang dialami korban.

Pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang atau ahli
warisnya diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan
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pengadilan (Pasal 48 ayat (3)), dan dilaksanakan sgjak putusan pengadilan
tingkat pertama (Pasal 48 ayat (4)). Dalam Pasal 48 ayat (6) restitusi
diberikan dalam jangka waktu 14 (empat beas) hari terhitung sejak
diberitahukan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
pembayaran restitusi tersebut merupakan pembayaran yang riil dari jumlah
restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat
pertama.

Berdasarkan ketentuan UU PTPPO tersebut, maka ketentuan tentang
restituss adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan,
penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis
dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan
orang. Kerugian lain tersebut dapat berupa kehilangan harta milik, biaya
transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berkaitan dengan
proses hukum, atau hilangnya penghasilan yang telah dijanjikan oleh
pelaku.

Setiap kerugian yang dialami oleh korban perdagangan orang akan
digjukan restitusi. Ketentuan dalam Pasal 49 UU PTPPO menyebutkan
bahwa pelaksanaan pemberian restitusi harus dilaporkan kepada ketua
pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti
pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Tanda bukti tersebut diterima
oleh Ketua Pengadilan dan akan diumumkan di papan pengumuman
pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian
restitusi tersebut akhirnya akan disampaikan oleh pengadilan kepada
korban atau ahli warisnya.

Jika restitusi tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka sesuai
ketentuan Pasal 50 ayat (1) maka korban atau ahli warisnya harus segera
memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. memberikan surat
peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenunhi
kewgjiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
Pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan agar pemberian restitusi
tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
Ketika surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka pengadilan akan
mengeluarkan perintah kepada Penuntut Umum untuk menyita harta
kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi
kepada korban maupun ahli warisnya.
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Pengaturan tentang pemberian restitusi bagi korban perdagangan
orang bertujuan agar tercipta keseimbangan antara pelaku dan korban.
Korban berhak untuk mendapatkan perlakukan, kedudukan serta perhatian
yang sama dalam proses persidangan. Pelaku mendapat sanksi berupa
pidana dan tindakan, penerapan sanksi tersebut merupakan wujud bahwa
setiagp orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum apabila
mereka melanggar hukum. Sedangkan korban akan mendapatkan
perlindungan atas haknya atas pemberian restitusi yang wajib diberikan
oleh pelaku. Penerapan persamaan kedudukan dalam hukum tersebut
merupakan konsekuensi dari penghormatan dan perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan keadilan distributif Aristoteles.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana restitusi tersebut, saat ini
belum berjalan sebagaimana mestinya. Seperti telah diuraikan sebelumnya
bahwa beberapa putusan pengadilan tentang perdagangan orang tidaklah
mengabulkan perolehan restitusi ‘bagi korban. Bahkan jika digjukan,
tuntutan tersebut ditolak karena dianggap tidak ada pengajuan dari korban.
Kalaupun digjukan segak proses penyidikan, korban harus dapat
memberikan bukti-bukti yang jelas, baik bukti kuitansi atas biaya yang
sudah dikeluarkan maupun bukti-bukti atas aset yang rusak atau hilang
kepada penuntut umum. Atas dasar bukti-bukti tersebut, penuntut umum
akan meminta pengadilan untuk menghukum pelaku dengan cara
membayar restitusi.

Dalam beberapa putusan yang menjadi objek dari penelitian ini,
dapat dilihat bahwa putusan akhir terhadap terdakwa tindak pidana
perdagangan orang tidaklah mencerminkan keadilan bagi korban. Pada
dasarnya, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memperhatikan fakta-
fakta hukum yang disampaikan dalam tuntutan maupun di dalam
persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut harus disesuaikan dengan aturan-
aturan hukum dan argumentas hukum yang dapat menginterpretas
undang-undang untuk mencari keadilan yang sesungguhnya bagi korban.
Hakim harus dapat melakukan penafsiran yang berbasis keadilan tanpa
melupakan kepastian hukum, kemanfaatan serta kesetaraan hukum dari
penjatuhan pidana itu sendiri.

24



Kesetaraan hukum atau equity of law merupakan kepatutan yang
harus dilakukan dalam melihat suatu perkara. Soerjono Soekanto® melihat
kepatutan atau equity merupakan nilai-nilai yang ada dalam kepentingan
pribadi/bagian. Di dalam hukum, biasanya nilai-nilai digambarkan sebagai
berpasang-pasangan, tetapi dalam formasi selalu bertegangan, seperti
misalnya antara kesetaraan atau kesetimpalan (rechtvaardigheid,
billijkheid) dengan kepastian hukum (rechtszekerheid). Kepastian Hukum
dan kesetaraan merupakan dua tugas pokok dari hukum. Namun dalam
pelaksanaannya kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan secara merata.
Asas kepastian hukum merupakan jaminan bahwa dalam pelaksanaannya
hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian
adalah tujuan dari pelaksanaan hukum itu sendiri, jika tidak ada kepastian
hukum maka hukum akan kehilangan jati dirinya.

Dalam hal penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana
perdagangan orang, hakim harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan
dari penjatuhan pidana itu sendiri. Sesuai dengan asas kemanfaatan, maka
penjatuhan pidana tersebut harus dapat bermanfaat bagi korban, pelaku
dan memenuhi kepentingan masyarakat. Keadilan itu sendiri pada
dasarnya merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh hukum.
Keadilan dalam tindak pidana perdagangan orang harus memuat dimensi
keadilan secara prosedural, akses keadilan bagi korban untuk mendapatkan
hak restitusi, dan terlaksananya putusan hakim dalam penjatuhan pidana
kurungan pengganti bagi pelaku.

Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan pidanatidak akan terlepas
dari sistem aturan pidana. Namun demikian, hakim diberikan kekuasaan
untuk menggali dan melihat perubahan sosial dan pemenuhan rasa
keadilan bagi masyarakat atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.

Dalam penelusuran pustaka, diketahui bahwa hukum positif
Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dan Peraturan
Pemerintah yang berkaitan dengan pemberian hak restitusi. Peraturan
tersebut terdiri atas;

1) Pasal 98-101 KUHAP yang menyebutkan tentang; penggabungan
perkara ganti kerugian, bentuk: kerugian materiel, ganti kerugian

2 5oejono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 1982, him. 14-15
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2)

3)

4)

26

akan dikabulkan setelah pokok perkaranya telah berkekuatan hukum
tetap, korban harus aktif berhubungan dengan JPU - untuk
memastikan ganti kerugian dimasukkan dalam tuntutan JPU, Jika
tidak dimasukkan dalam tuntutan, masih ada peluang sebelum
putusan eksekusi putusan.

Pasal 35 UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
menyebutkan tentang bentuk pengembalian harta milik, ganti
kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya
untuk tindakan tertentu, dimasukkan dalam tuntutan Jaksa,
Pengadilan HAM memutuskan dalam amar putusannya dalam 30
hari peaku melaksanakan putusan .tidak melaksanakan putusan,
maka korban/keluarga/ahli warisnya melaporkan ke Jaksa Agung
dan dilakukan perintah agar dalam 7 (tujuh) hari pelaku membayar
restitusi.

Pasal 36-42 UU No. 15/2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme. M enyebutkan tentang pemberian restitusi
dilakukan melalui putusan pengadilan, tuntutan restitusi harus
dimasukkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diajukan paling
lambat 60 (enam puluh) hari melaksanakan putusan untuk
memberikan restitusi, jika melampaui batas, dapat melaporkan
kepada pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari pengadilan
akan membuat penetapan untuk memerintahkan pembayaran
restitusi tersebut.

Pasal 48-50 UU No. 13/2006 Jo UU No. 31/2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Menyebutkan tentang bentuk:
kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya perawatan
medis, psikologis, kerugian lain yang diderita oleh korban, diajukan
sebelum putusan karena akan dijatuhkan sekaligus dalam amar
putusan, restitus diberikan dalam 14 (empat belas) hari setelah
putusan berkekuatan tetap dan dititipkan di Pengadilan Negeri, jika
tidak memenuhi kewajiban restitusi, dapat melapor kepada
pengadilan dan pengadilan membuat surat peringatan tertulis, jika
diabaikan maka dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk
menyita dan melelang barang, jika tidak mampu membayar diganti
dengan kurungan maksimum 1 (satu) tahun.



5) Pasal 7A UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Menyebutkan tentang restitusi yang diminta
dalam bentuk: kehilangan penghasilan/kekayaan, penderitaan,
perawatan medis/psikologis permohonan restitusi digjukan ke LPSK
sebelum atau setdlah putusan pengadilan sebelum  putusan:
dimasukkan dalam tuntutan, setdah putusan: mengajukan ke
pengadilan untuk meminta penetapan.

6) Pasal 71 D UU No. 35/2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor
23/2002 Tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan tentang bentuk:
kehilangan kekayaan, penderitaan, perawatan medis dan psikologis,
digjukan sebelum putusan: penyidikan atau penuntutan atau melalui
LPSK.

7) Pasal 10 UU 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Menyebutkan tentang bentuk: pengembalian kerugian, rehabilitasi
medis dan psikologis dilakukan melalui diversi dan ditetapkan oleh
pengadilan, jika tidak melaksanakan penetapan pengadilan maka
proses SPPA akan dilaksanakan.

Jika diperhatikan beberapa ketentuan tersebut, diketahui bahwa
peraturan tentang pidana restitusi seharusnya adalah seperti yang
diamanatkan dalam UU No.21 tahun 2017 Tentang PTPPO. Atas dasar hal
tersebut, maka sebagai upaya untuk memenuhi keadilan dan terlaksananya
penegakan hukum, maka dalam penanganan kasus korban perdagangan
orang terutama untuk pemenuhan pemberian restituss maka digjukan
rekomendasi untuk melakukan upaya paksa sita harta kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Rekomendas Upaya Paksa Pidana Restitus Méalui Sita

Harta K ekayaan

Rekomendasi pidana restituss melalui upaya paksa sita harta
kekayaan sebaiknya dilakukan segjak awal penyidikan. Hal ini dilakukan
karena tindak perdagangan orang merupakan extra ordinary crime,
kejahatan yang sangat luar biasa karena telah melanggar HAM dan juga
menyebabkan kerugian psikis maupun secara ekonomi bagi korban. Oleh
karena itu sita harta hasil dari tindak pidana perdagangan orang setara
dengan besarnya kerugian yang dialami korban. Konsep sita harta hasil
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tindak pidana perdagangan orang tersebut dapat memproyeksikan nilai
sistem peradilan pidana yang dapat memberikan keadilan bagi korban dan
keluarganya. Melalui sita harta kekayaan, maka sistem peradilan pidana
dapat memberikan kepuasan kepada korban terhadap penjatuhan sanksi
bagi peaku melalui batasan maksimum yang pasti.

Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam
keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan
undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai
pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan
pribadi dari orang yang ditindak.*

Dalam KUHAP disebutkan bahwa upaya paksa dapat dilakukan
dengan cara penyitaan. Dasar Hukum Penyitaan dapat dilihat dalam Pasal
5 ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHAP,
Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 9d Pasal 49 KUHAP, Pasal 128 s/d Pasal 132
KUHAP.

Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan bahwa: Penyitaan adalah
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan
di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan. Setelah ditemukannya bukti-bukti dari hasil
penggeledahan terhadap tersangka, maka penyitaan akan dilakukan
sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan.

Penyidik dapat meakukan penyitaan atas barang bukti yang
memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sehingga dapat
membuktikan suatu perkara. Pembuktian suatu tindak pidana
membutuhkan berbagai berkas yang digunakan dalam proses penyidikan,
penuntutan dan peradilan. Kriteria benda yang dapat dikenakan penyitaan
diatur secara limitatif dalam KUHAP. Adapun benda tersebut adalah: %

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari
tindak pidana;

2" Nikolas S manjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Srkus Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2009, him. 77.
2 |ihat ketentuan Pasal 39 KUHAP
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2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak
pidang;

4) Bendayang khusus dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana;

5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan;

6) Benda yang berada dalam sitaan dalam perkara perdata atau karena
pailit sepanjang memenuhi ketentuan poin (1) sampai dengan (5)
juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan
mengadili perkara pidana.

Dalam Pasal 6 Protocol To Prevent, Suppress And Punish
Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing
The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan
Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
yang Terorganisasi) disebutkan tentang kriminalisasi pencucian hasil
tindak pidana. Bahwa negara yang meratifikasi konvensi ini harus
mengadopsinya dalam peraturan perundang-undangan untuk memberantas
tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang yang dibuat harus
sesuai dengan prinsip dasar konvensi tersebut dan disesuaikan dengan
prinsip hukum nasionalnya. Konvensi tersebut berharap negara melalui
badan legislatifnya dapat melakukan tindakan tentang penyitaan hasil
kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang. Pasal
tersebut juga menyebutkan tentang pengalihan harta benda yang dipastikan
bahwa properti yang dimiliki pelaku merupakan hasil dari keahatan
perdagangan orang. Tujuan dari penyitaan tersebut adalah untuk
menghindari disembunyikan atau bahkan disamarkan asal usul dari harta
benda tersebut.

Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut
harus ikut melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Oleh
karena itu kebijakan pidana penyitaan harta hasil tindak pidana
perdagangan orang harus menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk
penjatuhan sanksi. Langkah utama untuk dapat melakukan penyitaan aset
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hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut akan memberikan
kepastian hukum bagi korban dalam upaya melakukan tuntutan . hak
restitusi. Selain itu sita harta kekayaan tersebut akan melindungi hak asasi
korban perdagangan orang serta dapat memberikan kemanfaatan dan
kesgjahteraan bagi korban dan atau keluarga korban. Berdasarkan uraian
tersebut, maka Indonesia wajib melakukan pengawasan tentang:

1)
2)
3)

4)

Kemungkinan terjadinya upaya pencucian uang dari hasil kejahatan
tindak pidana perdagangan orang.

Memberikan kepastian hukum bagi  korban tindak pidana
perdagangan orang dalam upaya untuk memperaoleh ganti rugi.
Mengupayakan pemberian ganti rugi berupa restitusi kepada korban
tindak perdagangan orang sejak awal proses penyidikan.

Melakukan perbaikan sistem perolehan restitusi bagi korban tindak
pidana perdagangan orang.

Lazimnya penyitaan dilakukan dengan tata sebagai berikut.

1)

2)
3)
4)

5)
6)

Pasal 38 [1] KUHAP, ada surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan
Negeri setempat.

Pasal 128, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal.

Pasal 129, memperlihatkan benda yang akan disita.

Pasal 129 [1], penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus
disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang
saksi.

Pasal 129 [2], membuat berita acara penyitaan.

Pasal 129 [4], menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada
atasannya dan kepada keluarga pihak di mana barang itu disita serta
kepada kepala desa.

Pasal 130 [1], membungkus benda sitaan, seandainya barang sitaan
tidak memungkinkan untuk dibungkus, maka harus dibuat catatan
atau data tentang barang sitaan, kemudian catatan itu ditulis di atas
label yang ditempelkan dan dikaitkan pada barang sitaan (Pasal 130

[2]).
Selain tata cara penyitaan biasa tersebut diatas, KUHAP juga

mengatur tentang penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Kondisi
penyitaan secara mendesak diatur dalam Pasal 38 [2]. Penyitaan secara
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mendesak dilakukan untuk memberi kemungkinan melakukan penyitaan
tanpa melalui tata cara yang ditentukan oleh Pasal 38 [1]. Hal ini
diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat
sesuai dengan keadaan yang diperlukan.

Konsep sita harta dalam hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh
penyidik jika mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Namun demikian, jika dalam keadaan mendesak, penyidik dapat bertindak
sendiri jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak.
Setelah dilakukan penyitaan penyidik wajib melaporkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan atas proses penyitaan
tersebut.

Berkaitan dengan benda yang dapat disita, dijelaskan dalam Pasal 39
KUHAP, bahwa benda yang dapat disita adalah benda yang berkaitan
dengan peristiwa tindak pidana. Penyitaan merupakan tindakan yang
dilakukan oleh penggugat dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri
setempat untuk menghindari kemungkinan tergugat mengalihkan harta
kekayaannya pada orang lain. Penggugat dapat mengajukan agar harta
kekayaan dari hasil kejahatan tersebut dibekukan, - disimpan sebagai
jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun dijual.

Menurut Yahya Harahap, penyitaan (beslag) merupakan tindakan
menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam
penjagaan resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.? Penetapan
dan penyitaan atas barang yang disita berlangsung sgak proses
pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
yang tetap yang menyatakan secara sah atau tidaknya penyitaan tersebut.?

Djamanat Samosir berpendapat bahwa penyitaan merupakan suatu
tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang sifathya eksepsional,
atas permohonan salah satu pihak, untuk mengamankan barang dari
kemungkinan pemindahan tangan, atau pembebanan atas jaminan,
perusakan oleh pihak yang memegang atau menguasai barang supaya
putusan hakim dapat dilaksanakan.?

;3 M. Y ahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 282
4 bid:
z Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, Nuansa Nauli, Bandung, 2011, him. 126
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Pasal 32 UU PTPPO menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum,
atau hakim berwenang untuk memerintahkan kepada penyedia jasa
keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap kekayaan setiap orang
yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.
UU PTPPO memang tidak menyebutkan secara rinci bagaimana
pemblokiran harta kekayaan tersebut akan dilaksanakan, bahkan mungkin
sgja akan ditemukan kesulitan dalam pelaksanaannya. Namun demikian,
berkaitan dengan pemblokiran harta kekayaan hasil tindak pidana
perdagangan orang juga dapat merujuk pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 butir (13) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau
benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara
dalam Pasal 2 ayat (1) butir (I) menyebutkan bahwa hasil tindak pidana
adalah harta kekayaan yang dapat disita diperoleh dari tindak pidana
perdagangan orang.

Atas dasar hal tersebut maka disarankan ketika dalam proses
penyidikan terhadap pelaku perdagangan orang, patut diduga bahwa
pelaku memiliki rekening pada bank tertentu yang dipergunakan untuk
bertransaksi. Penyidik dapat meminta izin kepada Gubernur Bank
Indonesia untuk mendapatkan keterangan dari bank dan lembaga jasa
keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diduga telah
melakukan perdagangan orang. Penyidik berwenang dapat memerintahkan
kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran
terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
tindak pidana perdagangan Orang. Harta kekayaan yang diblokir tersebut
tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

Jka dalam proses persidangan terbukti bahwa harta kekayaan
tersebut diperoleh pelaku dari kegiatan perdagangan orang, maka harta
kekayaan tersebut akan menjadi jaminan untuk membayar denda maupun
restitusi bagi korban.

Berkaitan dengan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan
orang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 10
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November 2017 mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
mengesahkan Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang melalui UU
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Against
Trafficking In Persons Especially Women And Children. Melalui konvensi
tersebut, upaya untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan
bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan
dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 12/2017 pada Paragraf (f) disebutkan
bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang serius.
Oleh karena itu tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindak
pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan
paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu,
bentuk sanksi yang berat di antaranya adalah menyita kekayaan miliki
pelaku tindak pidana perdagangan orang. Paragraf (j) menyebutkan bahwa
“Kekayaan" adalah aset berbentuk apapun, baik berbentuk maupun tak
bentuk, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan
dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas, atau
kepentingan terhadap, aset tersebut. Sementara dalam butir (k), disebutkan
kekayaan dari "Hasil tindak pidana' adalah setiap kekayaan berasal dari
atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan
suatu tindak pidana.

Kekayaan dari hasil tindak pidana perdagangan orang termasuk di
dalamnya adalah alat, atau sarana dan prasarana dalam melakukan tindak
pidana. Bahkan harta yang digunakan untuk melakukan pembiayaan
kegiatan tindak pidana perdagangan orang, termasuk harta kekayaan yang
diperoleh dari hasil keuntungan dari kegiatan tindak pidana tersebut.
Upaya paksa dari penyitaan harta tersebut merupakan cara paling efektif
agar pelaku memberikan hak restitus bagi korban tindak pidana
perdagangan orang.

Pada butir () UU Nomor 12/2017 juga menyebutkan bahwa
terhadap kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang
dapat dilakukan "pembekuan' atau “penyitaan", vyaitu péarangan
sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan,
atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara
berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan
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berwenang lainnya. Sementara butir (m) menyebutkan bahwa hasil
kekayaan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan "Perampasan”,
yaitu perampasan meliputi pencabutan permanen atas kekayaan dengan
perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Pasal 17 UU Nomor 12/2017 juga menyatakan bahwa Perampasan
dan Penyitaan dilakukan oleh negara atas hasil tindak pidana yang berasal
dari tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini atau kekayaan yang
nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut. Kekayaan, perangkat,
atau peralatan lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan
dalam tindak pidana yang tercakup dalam konvensi. Negara wajib
mengadopsi  tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan
identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun
sebagai mana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini untuk tujuan perampasan.

Pasal 3 menyatakan bahwa jika hasil tindak pidana telah diubah atau
dialihkan, sebagian atau sduruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan
tersebut wajib dikenai tanggung jawab atas tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini alih-alih hasil tindak pidana. Pasal 4 juga
menyebutkan bahwa jika hasil tindak pidana telah tercampur dengan
kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib,
tanpa mengabaikan kewenangan pembekuan atau penyitaan, dapat
dirampas hingga sgumlah nilai yang sudah dihitung dari hasil tindak
pidana yang tercampur.

Pasal 21 Konvens ini, negara wajib memberdayakan pengadilan
atau otoritas berkompeten lainnya untuk memerintahkan agar catatan bank,
keuangan, atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Sdlain itu negara
dilarang menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini dengan
alasan kerahasiaan bank.

Atas dasar ketentuan konvensi tersebut, maka sita harta kekayaan
dari hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan dasar
untuk menjamin bahwa hak atas barang yang menjadi harta kekayaan dari
hasil suatu tindak pidana harus dapat dijamin tidak akan dilakukan
pengalihan, dihilangkan atau bahkan dirusak sehingga dapat merugikan
pihak pemohon sita. Penyitaan adalah upaya untuk menjamin bahwa hak
korban dalam proses berperkara di pengadilan tetap akan terpenuhi.
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Meryjuk pada UU Nomor 12 tahun 2017, maka upaya untuk
memperoleh restitusi bagi korban perdagangan orang dapat dilakukan
upaya paksa untuk dilakukan penyitaan atas harta benda yang dimiliki
tersangka yang diperoleh dari kegiatan perdagangan orang yang
dilakukannya. Dalam tahap awal proses penyidikan, dapat dilakukan
penyitaan atas benda-benda yang dimiliki oleh tersangka yang diduga
diperolen secara langsung maupun hasil dari perbuatan pidana yang
dikerjakan. Benda lain yang dapat disita adalah tagihan tersangka baik
secara keseluruhan atau sebagian. Penyitaan juga dapat dilakukan pada
benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
atau pada saat tindak pidana tersebut disiapkan. Benda lainnya yang dapat
disita adadlah benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi
penyidikan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung
dengan tindak pidana yang dilakukan, benda yang berada dalam sitaan
karena perkara perdata atau kepailitan.

Kebijakan penyitaan aset milik pelaku tindak pidana perdagangan
orang tentu saja harus meliputi konstruksi hukum yang memadai untuk
melancarkan pelacakan atas aset itu sendiri hingga pengelolaan aset
tersebut sdlama masa penyidikan, persidangan ataupun setelah putusan
hakim dijatuhkan. Konstruksi hukum dalam penyitaan aset merupakan
kerangka kerja yang dapat digunakan para penegak hukum sebagai suatu
upaya untuk melaksanakan kebijakan pidana dalam tindak pidana
perdagangan orang.

Atas dasar uraian tersebut, maka secara umum sita aset dalam tindak
pidana perdagangan orang terdiri atas;

1) Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan
tindak pidana perdagangan orang baik dalam bentuk uang tunai
maupun uang yang disimpan di bank.

2) Harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, yang
dipergunakan dalam kegiatan tindak pidana perdagangan orang dan
atau harta kekayaan hasil tindak perdagangan orang.

Penyitaan tersebut tentu sgja harus mempunyai kekuatan hukum
yang kuat pada saat dilakukan eksekusi sita harta hasil tindak pidana
perdagangan orang. Hal tersebut tentu saja juga harus memperhatikan pada
asas hukum bahwa perlindungan hukum atas hak milik kebendaan
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sesorang baru dapat dilakukan jika harta tersebut diperoleh secara sah. Hal
ini berarti jika terbukti dalam persidangan bahwa harta kekayaan yang
diperoleh secarailegal dari hasil tindak pidana perdagangan orang tidaklah
layak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan rekonstruksi
mekanisme atas pengajuan pidana restitusi dalam tindak pidana
perdagangan orang sebagai berikut.

N\

*Korbun stan keluargs horbsn ochipurkan tedak podans padagangen
orarg kepoda Kepolistan setempat
S

«Polist meoenima lapocan korbart aten keloprgn koebas tindalk pxum\
pecdagangan orang dan melaskukan poradiken

* Duloms preses penyidikan, Penyidik Poli memberikan infompas kepada
korban atoe keloarganyva sefang Hak Restitust yung dapat diterima olch
koebun  stsvpun keluargines  sclaku abli wans, ks korbem  tehah
meninggl J

-

- — ~

sPenvidik  Polrl “aban meminsa Kocdun mes Keluarga hth‘.
mesgumpalkan bokii-bakt berupo kagansi otas selunih biays yong 1edah
dikessarkos. \

« Hukt-buktl yang telah dikusgpulkan okh pemidik Polel akan dsatuban |
tkam berkas turiulan yang akan dajukan ke Jaksa Possntut Unsm

-

* Paula permenisasan torsangka, penyidik melakukan upsss pakss st harts
dun maties pesad untek melakukan sits darm kekaysan vang dpemlch
dars hesil tndak pidoss pesdagangan cemg.

*Dalam permeriksass teraangha tersehut, Penidik Poles dsput melikukse
wpaye cocdiast peoal antars tersanghn desgen kochan ataupen keluargs
kochan setuk enembocarakan perihal ganti rugi,

* Proses pentutan, Jakss Ponuntul Umom mencantumian poogajisan
restrist bagl Kochan todai pecking penagangs onng

\

« Proses Persidangaa. Baksa Penuntut Umom sosegajukan rostitusi sebelom
Pt Gan Scanturmbang Sl putusan

« Restitua Slaksamakan sopk dijstuhi putusan oleh Hakim

Gambar 1. Rekonstruksi mekanisme pengajuan restitusi korban tindak
pidana perdagangan orang
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3. Upaya Paksa Pidana Restitusi M elalui M ediasi Penal

Selain melalui upaya paksa sita harta kekayaan hasil tindak pidana
perdagangan orang, perlu dilakukan rekonstruksi Pidana Restitusi melalui
Mediasi Penal. Hukum positif Indonesia mengenal asas bahwa perkara
pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun demikian,
dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar
pengadilan. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, beberapa kasus
pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi penegak
hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam
perkembangan hukum pidana akan ditemukan konsekuensi logis bahwa
dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat akan
ditemukan adanya suatu sifat privat. Sesuai eksistensinya, hukum pidana
merupakan hukum publik yang memiliki tujuan melindungi kepentingan
masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang selaras atas
kejahatan yang terjadi. Perimbangan atas peristiwa pidana yang terjadi
terlihat dari regulasi pembuatan peraturan perundangan-undangan yang
merupakan kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik
dari hukum pidana bergeser sifatnya memasuki  ranah hukum privat yang
dikenal sebagai mediasi penal.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memang tidak mengatur
tentang mediasi penal. Namun demikian upaya perdamaian melalui
mediasi penal tersebut secara parsial diatur dalam Surat Kapolri Nomor
Pol: B/3022/X11/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang
Penanganan Kasus Melalui Alternatve Dispute Resolution (ADR) serta
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Aturan Kapolri tersebut
dibuat sebagai dasar untuk mengatur penanganan kasus pidana melalui
ADR serta disepakati oleh para pihak. Mediasi tersebut dilakukan melalui
prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat serta
memenuhi asas keadilan.

Mediasi penal dikenal dengan istilah mediation in criminal cases,
mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim
arrangement.® Implikasi dari penyelesaian perkara di luar pengadilan

% jlik Mulyadi, Medias Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni,
Jakarta, 2015, him.3.
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tersebut memang tidak ada landasan formalnya, hingga lazimnya dalam
suatu perkara dilakukan penyeesaian damai melalui mekanisme hukum
adat, tapi tetap disdesaikan juga melalui proses pengadilan sesuai hukum
positif yang berlaku. Salah satu eksistensi dari mediasi penal dalam
penyelesaian perkara perdata di bidang hukum pidana adalah dengan
pemberian restitusi dalam proses peradilan pidana.

Mediasi penal dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dalam
hukum pidana. Perkembangan tersebut merupakan pembaharuan di bidang
hukum pidana, di mana dimensi dari mediasi penal tersebut yang dicapai
bukan keadilan formal melalui subsistem: peradilan pidana yang diatur
dalam peraturan pidana yang bersifat legal formal. Secara filosofis,
mediasi penal mengupayakan win-win solus bagi para pihak, tersangka
maupun korban. Mediasi penal dapat memberikan keadilan tertinggi bagi
para pihak karena terjadi kesepakatan di antara tersangka dan korban
kejahatan.

Dalam proses Sistem Peradilan Pidana mediasi penal menurut
“Explanatory Memorandunt” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99)
19 tentang Mediation in Penal Matters dapat dilakukan dalam langkah
berikut. %

a. Modd informal mediation dilakukan dengan mengundang para
pihak untuk dilakukan penyelesaian secara informal, mengupayakan
kesepakatan antara pdaku dengan korban agar tidak melanjutkan
proses penuntutan. Kasus pidana dari penuntutan atau peradilan
pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dalam
melakukan negosiasi.

b. Modd victim offender mediation dilakukan dengan cara semua
pihak bertemu untuk membicarakan konflik keahatan dan
melibatkan seorang mediator yang telah ditunjuk. Mediator dapat
berasal dari pegabat formal, mediator independent atau bahkan
kombinasi di antara keduanya. Mediasi dalam bentuk seperti ini
dapat dilakukan pada tahap kebijakan Kepolisian, tahap penuntutan
atau bahkan setelah pemidanaan.

c. Mode reparation negitation programmes dilakukan untuk menilai,
menaksir jumlah kompensasi atau jumlah perbaikan yang harus

2" Barda Nawawi Arief, Medias Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan,
Pustaka Magister, Semarang, 2008, him.7-12
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dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Program ini menjadi
rekonsiliasi di antara para pihak yang berkaitan dengan perencanaan
perbaikan materiel. Model mediasi seperti ini dapat dikenakan pada
pelaku tindak pidana melalui program kerja agar pelaku dapat
menyimpan uang untuk membayar ganti rugi kepada korban.

d. Modd traditional village or tribal moots, model ini mengupayakan
agar sduruh masyarakat di lingkungannya saling bertemu dan
memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model
pertemuan suku (tribal moots) memberikan keuntungan -bahwa
bentuk hukum yang ada disesuaikan dengan struktur masyarakat
modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

e. Modd community panels of courts, medias dilakukan secara
fleksibel dan informal dengan cara mediasi dan negosiasi. Tujuan
dari model ini adalah menghindari suatu kasus dari penuntutan atau
peradilan.

f. Model family and community group references, model ini
dikembangkan melalui partisipasi  masyarakat dalam sistem
peradilan pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga peaku
dan korban, warga masyarakat, penegak hukum.

RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana nasional
mengupayakan agar pengaruh tindak pidana terhadap korban atau
keluarganya serta memberikan maaf dari korban maupun keluarganya
menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) huruf 1,
j dan k). Pemberian ganti kerugian yang layak sebagai bentuk perbaikan
kerusakan yang dilakukan secara sukarela atas akibat yang ditimbulkan
dari tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal
139). Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan
(’rechterlijk pardon”) tanpa menjatuhkan pidana apapun terhadap
terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.?

Dalam polarisasi dan mekanisme mediasi penal, jika hal tersebut
sungguh-sungguh diinginkan oleh pdaku maupun korban serta untuk
mencapai kepentingan yang lebih luas, maka mediasi merupakan upaya
yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara atas kejahatan yang

% Naskah Akademik RUU KUHP 2017, him.120
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dialami oleh korban perdagangan orang. Mediasi tersebut dilakukan
sebagai bentuk keseriusan dari pelaku atas keadaan-keadaan yang dialami
korban saat tindak pidana tersebut dilakukan serta keadaan lainnya yang
timbul terjadinya tindak pidana itu. Medias dilakukan agar korban
mendapatkan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaannya
terlebih dahulu tanpa menunggu proses persidangan.

Dalam Pasal 82 KUHP disebutkan sebagai berikut.

Ayat (1) Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam
hukuman utama tidak lain daripada denda, tiada berlaku lagi jika
maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian
juga dibayar ongkos perkara, jika'penuntutan telah dilakukan,
dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum,
dalam tempo yang ditetapkannya.

Ayat 2

Jika perbuatan itu terancam selainnya denda juga rampasan, maka
harus diserahkan juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar
harganya, yang ditaksir oleh amtenar yang tersebut dalam ayat
pertama.

Berdasarkan Pasal 82 KUHP tersebut diatas, penyelesaian di luar
pengadilan belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan
upaya penyeesaian perkara secara damai atau dilakukannya mediasi bagi
pelaku dan korban. Namun demikian, masalah pemberian ganti rugi atau
kompensasi dalam perkara pidana merupakan “sarana pengalihan/diversi”
(means of diversion)” agar dapat dihentikannya penuntutan maupun
penjatuhan pidana.

Alasan penghapus penuntutan dalam Pasal 82 KUHP tersebut bukan
hanya karena telah ada upaya ganti rugi/kompensasi yang diberikan
kepada korban, tetapi dikarenakan ganti rugi terseébut merupakan
pembayaran denda maksimum yang diancamkan dalam tindak pidana
perdagangan orang. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi
kepada korban perdagangan orang tidak akan menghapus penuntutan atau
pemidanaan pokok.

Berdasarkan uraian diatas, maka proses mediasi dan pemberian
ganti rugi di awal proses penyidikan merupakan upaya yang dapat
dilakukan oleh pelaku untuk menyatakan penyesalannya dan bersimpati
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atas penderitaan korban. Sdain itu, proses medias dapat menjadi
pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar tidak
menjadi lebih berat karena adanya itikad baik dari pelaku sejak awal
proses peradilan.

Model mediasi penal yang dapat digunakan dalam kasus tindak
pidana perdagangan orang adalah kombinasi dari model victim offender
mediation dan model reparation negitation programmes. Segjak awal
penyidikan diupayakan untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara
pidana dengan cara perdamaian kepada para pihak. Meskipun bentuk
mediasi tersebut tidak akan menghilangkan tuntutan atas pidana pokok dari
pidana perdagangan orang, namun para pihak tetap mengupayakan hal
terbaik bagi pelaku maupun korban perdagangan orang.

Dalam hal penyelesaian perkara pidana perdagangan orang, proses
mediasi tersebut dapat terus dilakukan berbarengan dengan proses dalam
sistem peradilan pidana. Proses tersebut dilakukan secara bersamaan
sebagai upaya bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan
dapat mencapai suatu penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum.
Kekhawatiran bahwa salah satu pihak menghindari kesepakatan tersebut
menjadi mentah, maka kemungkinan bahwa perkara tersebut tetap berjalan
sebelum jatuh tempo daluarsa atas penuntutannya.

Pihak pelaku dan pihak korban tindak pidana perdagangan orang
dapat melakukan proses negosiasi sebelum dilakukan proses pemeriksaan
di depan sidang pengadilan. Pada proses penyidikan tersebut, negosiasi
dilakukan dengan cara menitikberatkan pada pembayaran kompensasi dari
pelaku kepada korban. Konsep rekonsiliasi di antara pelaku dan korban
mengupayakan adanya kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada
korban.

Upaya medias tersebut dilakukan agar para pihak baik pelaku
maupun korban menyadari dan menghargai hasil yang diperoleh dari
proses mediasi tersebut. Mediasi tersebut tetap berpegang pada prinsip
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Prinsip bahwa
mediasi dilakukan untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh
pelaku dan pemberian maaf dari korban sebagai pihak yang dirugikan
akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi win win
solution.
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4. Tentang Tindak Pidana Kurungan Pengganti dalam

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terjadinya peristiwa kejahatan yang dialami oleh korban tentu saja
akan menghancurkan sistem kepercayaan terhadap pengaturan hukum
pidana yang ada. Bahwa negara seharusnya hadir dan menjaga
warganegaranya pada akhirnya hancur karena ketidakpercayaan
masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, “negara harus dapat
menyelesaikan konflik yang diakibatkan karena adanya tindak pidana,
berupaya untuk memulihkan kembali keseimbangan dan memberikan rasa
damai kepada masyarakat. Korban kejahatan didefinisikan sebagai
seseorang yang menderita kerugian akibat terjadinya suatu kejahatan.
Esensi kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya bersifat materiel
ataupun penderitaan fisik tapi juga bersifat psikologis. Korban akan
kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, lingkungan sekitar ataupun
ketertiban umum. Atas dasar pemikiran tersebut, maka untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat, dibutuhkan pengaturan hukum
yang berpihak pada korban kejahatan.

Ada beberapa model berkaitan dengan pengaturan hukum pidana
terhadap korban kgjahatan® yaitu:

1) Model hak prosedural, modd ini memberikan kesempatan pada
korban untuk aktif dalam jalannya proses peradilan. Korban
kejahatan diberikan hak untuk mengajukan tuntutan pidana, berhak
untuk hadir dan didengarkan pendapatnya di setiap tingkat
pengadilan. Pendekatan yang dilakukan dalam model ini menjadikan
korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridisnya
secara luas untuk melakukan penuntutan atas kerugian yang
dialaminya.

2) Modd pelayanan, pendekatan yang dilakukan model ini adalah
diciptakannya standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang
dapat digunakan oleh para penegak hukum. Misalnya dalam bentuk
pedoman dalam rangka memberikan notifikasi kepada korban dan
atau Kegaksaan dalam penanganan perkaranya, memberikan
kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan

% Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010,
him.85.

42



dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatunkan. Korban
kegahatan dilihat sebagai pihak yang harus dilayani. Mode ini
merupakan sarana untuk mengembalikan integrity of the system of
institutionalized trust.

Jika diperhatikan model pengaturan pidana tersebut, perlu dilakukan
berbagai pendekatan kebijakan secara integral dalam penanggulangan
kejahatan. Apa yang dikemukakan oleh Prof. Muladi tentang model
prosedural yang melibatkan korban kejahatan dalam proses peradilan
maupun pemberian hak untuk mengajukan tuntutan pidana merupakan
kebijakan integral hukum pidana dalam memperhatikan hak-hak korban
kejahatan. Hal tersebut juga terlihat dalam Kongres PBB ke 7 di Milan
yang menyebutkan bahwa “victim’s right should be perceived as integral
part of the total criminal justice system”. (Hak korban harus dilihat secara
integral sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.)
Bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti
pelibatan seluruh masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang
sebagai bagian dari politik kriminal. Menyadari bahwa penanggulangan
suatu keahatan harus dilakukan melalui kebijakan integral, maka
kebijakan penanggulangan terhadap kejahatan tersebut tentu saja harus
melibatkan berbagai instansi.

Haruslah disadari bahwa suatu kejahatan merupakan masalah social
pathology yang kompleks, tidak semata-mata hanya dipandang sebagai
urusan dan tanggung jawab aparat penegak hukum tertentu sgja. Hal
tersebut menjadi tanggung jawab bagi semua instansi yang terlibat sejak
mulai dari penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan pidana.

Dua masalah utama dari kebijakan kriminal dengan menggunakan
sarana penal (hukum pidand) adalah tentang penentuan apa yang
seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebagainya
digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Kedua masalah
tersebut merupakan konsepsi integral atas kebijakan kriminal dengan
kebijakan sosial maupun kebijakan dari pembangunan nasional. Hal ini
berarti bahwa pendekatan yang berorientasi pada suatu kebijakan secara
integral tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pembangunan
pada khususnya. Suatu kebijakan integral dalam penanganan suatu
kejahatan akan bicara tentang kebijakan atas penetapan sanksi pidana yang
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merupakan suatu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi
dalam masyarakat.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana dan pemidanaan tentu saja
tidak terlepas dari perspektif filosofis negara yaitu Pancasila. Kerangka
pemikiran filosofi Pancasila telah tercantum dalam UU PTPPO. Adanya
unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum bagi korban perdagangan
orang dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi, repatriasi dan
rehabilitasi. Unsur-unsur dan ketentuan perlindungan hukum tersebut
merupakan upaya negara untuk hadir dan memberikan keadilan.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang
dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini
alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara
pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada
pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam filsafat pemidanaan
sebagai landasan filosofis dirumuskan bahwa ukuran dasar keadilan bila
terjadi pelanggaran hukum pidana maka sangat erat hubungannya dengan
proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan sudut fungsional, sistem
pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-
undangan) untuk fungsionalisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan
perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana
ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dapat
dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Berdasarkan sudut pandang ini maka, sissem pemidanaan identik
dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem
Hukum Pidana materiel/substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan
subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sementara dalam sudut norma-
substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem
aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau Kesduruhan
sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan
dan pdaksanaan pidana. Atas dasar pengertian tersebut maka, keseluruhan
peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-
undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan
sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules) dan
aturan khusus (special rules).
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Pengaturan tentang pidana khusus dikemukakan oleh K. Wantjik
Saleh™ bahwa apa yang dimuat dalam K UHP pasti tidak dapat mengikuti
perkembangan zaman. Akan timbul berbagai perbuatan yang tidak
disebutkan dalam KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan
masyarakat dan melawan hukum. Oleh karena itu penguasa/pemerintah
harus dapat mengeluarkan suatu peraturan atau perundang-undangan yang
menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung
tindak pidana tersebut tidak berada dalam KUHP maka disebut sebagai
tindak pidana di luar KUHP.

Salah satu bentuk dari tindak pidana khusus tersebut adalah tindak
pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU TPPO. Undang-undang
ini dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada seuruh
warga Negara Indonesia yang menjadi korban dari tindak pidana
perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Tindak pidana
perdagangan orang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat
manusia serta melanggar hak asasi manusia. Atas dasar hal tersebut, dalam
perkara tindak pidana perdagangan orang, hal yang patut diingat adalah
memberikan perlindungan terhadap korban agar tidak berlanjut menjadi
korban kembali dalam suatu proses tindak pidana. Korban harus
terlindungi kepentingan hukumnya serta tidak dilanggar haknya sebagai
manusia. Perlindungan bagi korban juga berarti adanya jaminan santunan
yang diberikan akibat dari penderitaan ataupun kerugian yang timbul dari
suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana perdagangan orang, santunan
yang diberikan berupa pemberian ganti rugi (restitusi, kompensas,
rehabilitasi maupun jaminan kesgjahteraan sosial. Pemberian ganti rugi
bagi korban tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak
asasi di bidang kesgjahteraan atau jaminan sosial.

Konsep tentang ganti rugi tersebut merupakan ide dasar yang
berorientasi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh korban. Ganti rugi
dapat disebut sebagai pidana tambahan, namun demikian kebijakan pidana
ganti rugi tersebut dapat ditetapkan sebagai kebijakan pemidanaan umum
untuk semua delik pidana yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
Adanya kebijakan tersebut tentu akan memberikan peluang dan jaminan

0 Azis Samsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 13
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bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi di samping
pidana pokok yang ditetapkan kepada pelaku.

Ganti rugi dalam tindak pidana perdagangan orang diberikan dalam
bentuk restitusi. Konsep pidana restitusi bagi korban perdagangan orang
telah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50
UU PTPPO. Sdain itu korban tindak pidana perdagangan orang juga
dilindungi untuk mendapatkan hak restitusi berdasarkan UU Perlindungan
Saks dan Korban. Namun demikian, dalam pelaksanaannya korban
perdagangan orang untuk mendapat hak restitusi seringkali tidak terpenuhi.

Restitusi merupakan upaya korban tindak pidana perdagangan orang
untuk memperoleh keadilan. Hukum yang' ditetapkan oleh negara tentu
diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, memberikan pengayoman
bagi seluruh masyarakat. Hukum dan keadilan merupakan subtansi yang
berbeda, namun tetap harus ditegakkan sebagai suatu kesatuan yang dapat
membela kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai pencari keadilan
beranggapan bahwa suatu keadilan melekat pada hukum yang dibentuk
oleh negara.

Berdasarkan kajian filsafat, keadilan harus memenuhi dua prinsip
yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada
tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.® Jika kedua prinsip tersebut
terpenuhi, maka keadilan baru dapat tercapai. Secara hukum, keadilan
memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang
tunduk dan taat pada hukum harus dilindungi oleh negara. Bahwa suatu
keadilan merupakan suatu kejujuran, memberikan kebebasan kepada
seluruh warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-
wenang oleh orang lain.

Negara sebagai organisasi yang besar memiliki hak dan kewajiban
timbal balik terhadap warga negaranya. Perlindungan yang diberikan
terhadap warga negara merupakan hak positif yang wajib dipenuhi oleh
negara. Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28
| ayat (2) (4) UUD 1945 Amendemen Kedua Tahun 2000 jaminan hak
tersebut menyatakan bahwa:

SLHM. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2012, him.85.
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Pasal 28 D ayat (1):

Setigp orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

Pasal 28 G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 | ayat (2) dan ayat (4):

(2) Setigp orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas, maka UUD 1945 menjamin
bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan atas diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda setiap warga negara
melalui  perangkat-perangkat hukumnya. Oleh karena itu, jika warga
negara menjadi korban suatu tindak pidana, secara moral negara wajib
memikul tanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

Kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi merupakan bentuk
keadilan yang dapat diberikan negara kepada setiap warga negara. Dalam
tindak pidana perdagangan orang, keadilan yang diharapkan adalah
penerapan sanksi yang sepadan dengan perbuatan pelaku. Pelaku tindak
pidana perdagangan orang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara,
pidana denda, dan pidana tambahan. Sanksi dalam tindak pidana
perdagangan orang terdiri atas pasal-pasal yang menggunakan sanksi
pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal. Ada juga pasal
yang hanya menggunakan sanksi pidana sgja dengan sanksi pidana
minimal-maksimal. Ada sanksi yang ditetapkan dengan pidana maksimal
dan denda maksimal serta penggunaan pasal-pasal dengan sanksi pidana
maksimal sgja. Ketentuan Pasal 48 maupun Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO
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menjadi ambigu dan sangat bertentangan dengan tujuan utama dibuatnya
undang-undang tersebut.

Dalam beberapa putusan kasus tindak pidana perdagangan orang
yang telah diuraikan pada bab sebdumnya, terlihat hakim memang
menjatuhkan sanksi pidana kurungan pengganti bagi pelaku dengan
rentang waktu sekitar 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Hal ini tentu saja
sangat merugikan korban, karena secara otomatis pilihan pidana kurungan
pengganti tersebut pada akhirnya akan menjadi pilihan bagi pelaku
dibandingkan harus membayar sgumlah uang restitusi.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan rekonstruksi sanksi
pidana restitusi yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana perdagangan
orang. Hal tersebut harus dilakukan mengingat bahwa restitusi merupakan
kewgjiban yang harus diberikan oleh pelaku perdagangan orang dan harus
dibayarkan kepada korban ataupun ahli warisnya dengan menghitung
jumlah kerugian yang diderita oleh korban baik secara materiel maupun
non materiel. Rekonstruksi dapat dimaknai sebagai proses membangun
kembali atau mengorganisasikan kembali atas sesuatu.¥ Sementara
menurut B.N Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke
tempat semula; penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan
yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kegjadian semula.®

Rekonstruksi dapat dikatakan sebagai suatu upaya dari pembaharuan
hukum. Indonesia sebagai organisasi yang besar, negara yang berdasarkan
hukum, maka dalam menjalankan kegiatannya wajib memberikan
perlindungan hak asasi kepada seluruh warga negaranya berdasarkan
hukum yang berlaku. Menurut Soedarto, pembaharuan hukum pidana
dilakukan dengan berbagai alasan, di antaranya alasan politik, sosiologis,
dan praktis (kebutuhan dalam praktik).* Oleh karena itu pembaharuan
hukum yang dilakukan merupakan upaya untuk perkembangan kasus yang
terjadi di dalam masyarakat dan perkembangan dari hukum itu sendiri.

%2 Joenaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai
Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenadamedia, Depok,
2018, him.55

3" B.N. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, him. 469

% Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta,
2016, him. 1
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Rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem hukum pidana
nasional. Istilah rekonstruksi berkaitan erat dengan masalah law reform
dan law development. Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum
pidana penal system reform atau devel opment atau penal reform. Indonesia
yang sedang berupaya melakukan pembangunan hukum, terus
meningkatkan upaya pembaharuan hukum secara terpadu melalui
kodifikasi dan unifikasi hukum di berbagai bidang hukum. Pembaharuan
hukum tersebut dilakukan untuk mendukung perubahan di berbagai bidang
serta mengikuti dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat.
Menurut Sudarto pembaharuan bidang hukum tersebut berlandaskan pada
berbagai alasan yaitu: *

1) Alasan Pdlitis, yaitu bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai
hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional.

2) Alasan Sosiologis, yaitu alasan yang menghendaki adanya hukum
yang mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa.

3) Alasan Praktis, yaitu alasan yang antara lain bersumber pada
kenyataan bahwa biasanya bekas negara-negara jgjahan mewarisi
hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa asli yang banyak
dipakai dan tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang
baru merdeka tersebut.

Berbagai alasan tersebut tentu akan ikut mendukung berbagai upaya
pembangunan hukum agar dapat mempercepat serta meningkatkan
kegiatan pembaharuan hukum dan membantu pembentukan sistem hukum
nasional dalam berbagai aspek. Pembaharuan hukum tersebut akan
menjamin kelestarian dan integritas bangsa dan memberi patokan, arahan
serta dorongan terjadinya perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

Pembaharuan dari substansi hukum pidana dapat dimulai dengan
pembaharuan hukum pidana material (KUHP dan UU di luar KUHP),
hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana.
Sementara Pembaharuan struktur hukum pidana, dilakukan dengan
pembaharuan melalui penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata

% gudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1993,
him. 66-68.
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laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem
penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana). Selain itu dilakukan
pula pembaharuan budaya hukum pidana, yaitu masalah kesadaran hukum,
perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa pemikiran tentang hukum harus
kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum itu ada untuk manusia.®
Berdasarkan filosofis tersebut, maka manusia menjadi titik orientas
hukum. Hukum yang akan melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh
karena itu, hukum itu bukan merupakan institus yang lepas dari
kepentingan manusia.

Proses dari berlakunya hukum dilakukan® melalui perubahan-
perubahan yang tidak berpusat pada peraturan sgja, tetapi dibutuhkan
kreativitas para pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum pada
ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum dapat melakukan
perubahan atas makna dari suatu perundang-undangan tanpa harus
menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang ada
dan terlihat tidak efektif dalam pelaksanaannya harus dapat dirubah agar
keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Penegak
hukum harus dapat melakukan interpretasi terhadap setiap peraturan
perundang-undangan yang ada. Interpretasi tersebut akan memberikan
manfaat bagi setiap kepentingan-kepentingan sosial dan masyarakat luas.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles disebutkan
bahwa, keadilan tidak hanya bicara tentang kebahagiaan atas dirinya
sendiri, akan tetapi bicara tentang kebahagiaan orang lain. Bahwa keadilan
merupakan bagian dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, keadilan
tersebut merupakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada
Keadilan merupakan perbaikan yang harus dilakukan atas terjadinya suatu
kejahatan.

Aristotdes mengembangkan konsep keadilan menjadi beberapa
bagian yaitu:

a.  Keadilan distribusi, merupakan bentuk keadilan dalam hal
pembagian yang setara. Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan
adalah tentang bagaimana seseorang mendapatkan bagian yang

% satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Urgens dan Praktik, Epistema Institut, Semarang,
2011, him. 5
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sama, baik itu dalam hal kehormatan, harta benda, maupun
kekuasaan politik. Sifat adil berfungsi untuk memperbaiki sifat-sifat
kepribadian yang terlihat pada perbuatan yang disengaja maupun
perbuatan yang tak disengaja. Bahwa keadilan distributif merupakan
keadilan doktrin tengah antara dua ekstrem tentang ketidaksamaan
antara dua ujung ketidakpatutan. Setiap tindakan yang dilakukan
secara berlebih atau kurang juga menghendaki kesamaan.
Seandainya bertindak tidak adil berarti tidak sama rata sedangkan
yang adil berarti sama rata. Keadilan merupakan suatu jalan tengah
yang harus diwujudkan.

b. Keadilan rectification (koreksi). Setigp orang akan mencari
perlindungan dari hakim ketika berhadapan dengan hukum, karena
hakim yang akan berperan memutuskan apakah seseorang bersalah
atau tidak. Keputusan akhir secara adil dalam suatu perkara akan
menjadi suatu jalan tengah bagi para pihak yang sedang berperkara.
Hakim akan berada di posisi pertengahan di antara dua perkara yaitu
keadilan.

Aristotdes menyatakan bahwa dalam keadilan yang paling utama
adalah moral yang bersumber dari akal budi. Konsep keadilan dalam
pandangan Aristoteles bersifat teologis, di mana jika seseorang bertindak
adil maka hal tersebut merupakan puncak dari kebahagiaan. Teori keadilan
Aristotdes dilakukan melalui dua metode teoretis, di mana seseorang
dapat mengetahui tentang keadilan melalui teori yang ada. Kedua
mengetahui keadilan melalu metode praktis yaitu penekanan pada aspek
tindakan dan pembuktian mengenai tindakan adil yang dilakukan.

Penerapan hukum secara adil dalam proses hukum tindak pidana
perdagangan orang, dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan secara
tuntas terutama dalam memberikan keadilan substantif bagi para korban.
Proses hukum yang buntu dalam penerapan sanksi pidana restitusi kepada
pelaku kejahatan perdagangan orang diharapkan dapat sdesai melalui
keadilan distributif. Konsep kesetaraan secara proporsional (seimbang)
diberikan kepada korban dalam menuntut haknya untuk mendapatkan
restitusi. Penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk dapat
memenuhi hak restitusi bagi korban perdagangan orang.
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Konsep keadilan distributif dalam mengupayakan restitus  bagi
korban perdagangan orang dilakukan dengan mempertimbangkan hasrat
dan akal untuk memberikan hak restitusi bagi korban perdagangan orang.
Bahwa mengupayakan restitusi bagi korban perdagangan orang dapat
memberikan keadilan bagi para korban. Aristoteles berpendapat bahwa
suatu keadilan yang dapat diberikan kepada masyarakat merupakan bagian
dari pada etika itu sendiri. Dalam penilaian masyarakat, jika seseorang
dapat bertindak secara adil bagi orang lain maka secara etik keadilan telah
terwujud. Keadilan merupakan aspek hukum yang dapat dilakukan untuk
melihat pelaksanaan sanksi, berat ataupun ringannya suatu perbuatan
kegahatan. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dan tata nilai saling
berkaitan karena memiliki esensi nilai etika yang hidup dalam masyarakat.
Ketidakadilan dalam hubungan sosial, dapat mengakibatkan gejolak-
gejolak sosial yang negatif yang berakibat adanya perlakukan diskriminatif
dan keserakahan.

Melalui rekonstruksi sistem sanksi pidana restitusi dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang. Ketentuan mengenai sanksi ganti kerugian kepada
korban harus diatur kembali agar dapat memberikan jaminan bahwa
korban untuk mendapatkan hak-hak ganti rugi tersebut. Penerapan sanksi
pidana restitusi tersebut digunakan untuk memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat yang diberikan kepada pelanggar kejahatan perdagangan
orang. ldealnya, jika pelaku tindak pidana perdagangan orang belum
memiliki uang, maka restitusi harus dijadikan sebagai hutang. Hal ini
berarti kapan saja pdaku memiliki uang ataupun kekayaan di kemudian
hari, maka Jaksa dapat melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut dan
diberikan kepada korban ataupun ahli warisnya.

Rekonstruksi atas pidana restitusi bagi korban perdagangan orang
saat ini membutuhkan perubahan prosedur tentang ganti rugi. Terutama
soal pengajuan hak-hak ganti rugi yang diberikan kepada korban.
Persoalan tentang besaran ganti kerugian kepada korban akan dirumuskan
sebagaimana dalam pidana denda dan bukan semata-mata diserahkan
kepada hakim untuk menentukan besaran ganti kerugian kepada korban.
Namun kebijakan pemberian restitus bagi korban dilakukan untuk
membangun suatu sistem yang dapat digunakan untuk memberikan
kemudahan bagi korban perdagangan orang dalam pengajuan hak restitusi.
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Pemberian restitusi bagi korban perdagangan orang merupakan
suatu upaya penegakan hukum pidana yang merupakan suatu kebijakan
yang dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari tahap formulasi, aplikasi
dan eksekusi. Tahap formulasi dari penegakan hukum dalam hal hak
restitusi bagi korban perdagangan orang dilakukan oleh pembuat undang-
undang. Dalam tahap legidatif tersebut, para pembuat undang-undang
telah menuangkan tentang hak restitusi dalam Pasal 48 UU PTPPO. Dalam
penjelasan Pasal 48 Ayat (1) bahwa mekanisme pengajuan dilaksanakan
sgjak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepalisian
Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik
bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut
umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan
restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang
diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan
tuntutan. Namun demikian dalam mekanisme tersebut tidak
menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas
kerugiannya. Restitusi yang ditetapkan oleh hakim tersebut dapat
dititipkan di Pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 ayat (5) UU
PTPPO).

Sementara dalam tahap aplikasi, penerapan hukum dilakukan oleh
aparat penegak hukum, yaitu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan
hakim. Dalam tahap yudikatif ini, akan terlihat bagaimana aparat penegak
hukum berupaya agar para korban perdagangan orang tersebut
mendapatkan hak restitusi melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pada
dasarnya permohonan restitusi oleh korban dapat diajukan dengan cara
sebagai berikut.

a.  Pengajuan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke polisi
setempat.

b. Permohonan restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan
perdata atas kerugian ke pengadilan negeri setempat.

Mekanisme pengajuan restitusi dalam tindak perdagangan tersebut
pada dasarnya telah mengupayakan agar restitusi dapat digjukan oleh
korban. Namun dalam pelaksanaannya, pengajuan restitusi tersebut
seringkali tidak terealisasi. Tidak terlaksananya pemberian hak restitusi
bagi korban seringkali terjadi dalam tahap eksekusi yang merupakan tahap
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pelaksanaan keputusan hakim, yaitu kebijakan eksekutif atau administratif.
Salah satu hal yang mengakibatkan tidak terlaksananya restitusi dalam
tahap eksekusi dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) yang
menyebutkan bahwa jika peaku tidak mampu untuk pemberian restitusi
maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.
Hal ini tentu sgja sangat merugikan korban dan keluarganya, karena pelaku
dapat memilih melakukan pidana kurungan pengganti dibandingkan harus
membayar restitusi pada korban.

Konsep bahwa korban perdagangan orang sejak awal pelaporan
kasusnya ke kepolisian akan diinformasikan tentang hak restitusi yang
dapat digjukannya dan dimasukan ke dalam berita acara pemeriksaan
(BAP). Dalam tahap ini, Penyidik dalam melakukan pemeriksaan perkara
terhadap korban wajib memberikan informasi_tentang hak restitusi yang
dapat diterima oleh korban. Sdlain itu, penyidik wajib menanyakan tentang
kerugian yang telah dialami korban, Dasar untuk mengajukan ganti rugi
tersebut, korban diarahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa biaya-
biaya yang sudah dikduarkan seak direkrut oleh pelaku perdagangan
orang. Bukti berupa bon dan atau kuitansi dapat memudahkan korban
untuk mengajukan restitusi dan meminta kepada penyidik agar bukti-bukti
tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Selain penyidik, peran Penuntut Umum juga sangat penting dalam
proses pengajuan hak restitusi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh
penyidik tentang kerugian yang diderita oleh korban, Penuntut Umum
dapat menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban secara
bersamaan dalam tuntutan. Dalam Pasal 48 UU PTPPO tercantum
kewgjiban Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa
korban berhak mengajukan restitusi. Dibandingkan dengan ketentuan
dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai
dengan Pasal 101 KUHAP). Pasal dalam KUHAP tersebut tidak
menyebutkan bahwa Penuntut Umum wajib memberitahukan hak korban
atas ganti rugi dan digjukan sebelum requisitor/tuntutan, atau selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. (Pasal 98) Perbedaan
yang jelas antara ketentuan tersebut dan untuk dilaksanakan, mengingat
korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum
mengetahui  hak-hak apa sgja yang dimiliki seorang korban TPPO
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memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan
bantuan besar bagi seorang korban. Selain tdah melakukan kewajiban
hukumnya, Penuntut Umum akan sangat membantu korban dalam mencari
keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya.
Daftar kerugian yang diberikan oleh korban melalui penyidik akan
menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum untuk menuntut pelaku agar
memberikan restitusi bagi korban perdagangan orang. Restitusi merupakan
aat yang berharga bagi Penuntut Umum dalam menentukan hukuman,
pencegahan, rehabilitasi, dan memberikan kompensasi bagi korban
perdagangan orang. Sejak awal penyidikan, korban akan diminta untuk
mengisi tentang kerugian yang sudah dideritanya. Bahwa restitusi bagi
korban perdagangan orang tidak terbatas pada kompensasi untuk
perawatan medis, perawatan psikologis, pelayanan masyarakat, gross
income/nilai layanan, biaya pengacara, ataupun relokasi biaya yang telah
dikeluarkan oleh korban sgak dimulainya perekrutan. Pengajuan tentang
biaya apa sgja yang sudah dikeluarkan oleh korban dapat dilihat dari
klasifikasi kerugian yang diderita oleh korban dengan rincian sebagai
berikut.
1) Biayabeban kerugian yang diderita korban
a. Biaya atas cedera yang ditimbulkan dari kejahatan yang dialami
korban.
b. Biaya kesehatan dan konseling atas trauma yang dialami.
c. Biaya proses peradilan.
d. Biaya atasluka fisik dan psikis yang dialami oleh korban.
2) Biaya pemeriksaan medis
a. Biaya perawatan korban.
b. Biaya atas perawatan bagi korban yang sdlamat dari upaya
perdagangan orang.
3) Biayalain-lain
a. Biaya duka dan pemakaman jika korban meninggal.
Biaya sewa rumah aman selama proses persidangan.
Biaya pengurusan dokumen saat sebelum keberangkatan.
Biaya transportasi sebelum maupun setelah terjadi tindak pidana.
Biaya tidak resmi yang dibayarkan kepada agen tenaga kerja
pada saat perekrutan.

® oo o
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f. Biaya denda yang ditetapkan oleh perekrut jika korban
melakukan kesalahan.

g. Biaya atas pemotongan gagji yang berlebihan untuk membayar
pajak, transportasi, maupun jaminan sosial korban yang tidak
resmi.

Seluruh perkiraan biaya tersebut akan dicantumkan dalam BAP,
kemudian disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum, dan dimuat dalam
tuntutan. selain mencantumkan biaya dalam BAP, maka dalam proses
penyidikan hendaknya juga dilakukan mediasi antara korban dan atau
keluarganya.

5. Rekomendas Rekonstruks < Pidana Sanks Kurungan

Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal asas nullum delictum nulla poena
sine praevia lege poenali (tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada
hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya). Hal ini berarti
kepastian hukum harus dapat dijamin dan harus dapat memberikan
keadilan bagi terdakwa. Bahwa suatu pidana harus berdasarkan undang-
undang, maka pengertian tentang hukuman akan menjadi Iebih luas karena
di dalamnya tercantum tentang keseluruhan norma, yaitu norma kepatutan,
norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma kebiasaan. Sistem
hukum di Indonesia menyebutkan bahwa pidana maupun perbuatan-
perbuatan yang diancam pidana harus tercantum dalam undang-undang
pidana. Oleh karena itu seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana
adalah orang yang dinyatakan bersalah atau tedah melanggar suatu
peraturan hukum pidana. Namun demikian, seseorang juga mungkin
dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana.
Atas dasar hal tersebut, mengutip pendapat Sudarto bahwa hukum pidana
merupakan sistem sanksi yang bersifat negatif. Diterapkan sebagai sarana
penjatuhan sanksi jika upaya lain sudah tidak memadai. Oleh karena itu,
hukum pidana dapat dikatakan memiliki fungsi atau sifat yang subsider.*

Penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu cara dalam
penanggulangan suatu tindak pidana. Sanksi pidana merupakan reaksi atas

87 sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him. 30.
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delik yang dijatuhkan berdasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan
atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sdain
itu, penjatuhan sanksi pidana merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri.
Penjatuhan pidana tentu akan memberikan kepastian hukum dan keadilan
tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi korban tindak pidana. Kepastian
hukum tersebut berpegang pada asas legalitas bahwa tiada perbuatan yang
disebut sebagai suatu tindak pidana terkecuali telah diatur dalam peraturan
tertulis.

Dalam kebijakan legislasi, penetapan sanksi dalam hukum pidana,
menjadi bagian penting dalam sistem pemidanaan. Penjatuhan sanksi
pidana dapat memberikan arah dan pertimbangan tentang apa yang akan
dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Kebijakan penjatuhan sanksi
pidana merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan, yang dilakukan
dengan berbagai pertimbangan rasional serta kebijakan yang disesuaikan
dengan keadaan dan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat.

Bicara tentang perkembangan sanksi dalam hukum pidana terlihat
bahwa sedapat mungkin sanksi yang dijatuhkan akan bermanfaat untuk
resosialisas pelaku tindak pidana. Solehuddin menyebutkan bahwa
terdapat dua jalur atau double track system dalam penjatuhan sanksi
pidana, yaitu sanksi pidana bersifat punishment di satu pihak dan sanksi
pidana yang bersifat tindakan (treatment) di lain pihak.® Dalam
penjelasannya Solehuddin menyebutkan bahwa sanksi pidana yang bersifat
hukuman maupun tindakan mempunyai ide dasar yang berbeda. Ide dasar
sanksi pidana adalah tentang mengapa diadakan suatu pemidanaan, hal ini
berarti bahwa sanksi pidana tersebut bersifat reaktif dan menekankan pada
unsur pembalasan. Penderitaan sengaja dibebankan kepada pelaku yang
melanggar peraturan perundang-undangan dan memberikan penderitaan
agar pelaku sadar akibat dari perbuatannya.

Sementara dalam sanksi tindakan berdasarkan pada ide untuk apa
dilakukan suatu pemidanaan, yaitu sanksi yang diberikan kepada peaku
yang bersifat antisipatif. Sanksi tindakan diberikan sebagai upaya untuk
memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan melakukan pembinaan

% M. Sholehuddin, Sstem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System
dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him.17.
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terhadap pelaku agar dapat mengubah perilaku buruknya. Tujuan dari
sanksi tindakan adalah untuk mendidik pelaku agar menjadi lebih baik.
Perbedaan orientasi dasar dari jenis sanksi pidana maupun sanksi tindakan
terlihat dari paham indeterminisme yang diakui dalam sanksi pidana.
Dalam filsafat indeterminisme disebutkan bahwa sgatinya manusia
memiliki kehendak bebas, oleh karena itu setiap pemidanaan yang
dilakukan akan diarahkan pada pencelaan moral dan penderitaan bagi
pelaku. Sedangkan dalam paham filsafat determinisme menyebutkan
tentang asumsi kondisi kehidupan dan perilaku sesorang secara individu
maupun sebagai sekelompok masyarakat. Kedudukan sanksi pidana
maupun sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan sepatunya sejgjar dalam
peraturan legislasi, hal tersebut dikarenakan double track system memiliki
peluang difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan
teleol ogis secara seimbang dan proporsional.

Sudarto® menyebutkan bahwa sanksi pidana merupakan penderitaan
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan
dengan syarat-syarat tertentu yang bersifat pembalasan atas kesalahan si
pembuat. Sedangkan sanksi tindakan merupakan sanksi yang dilakukan
untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sdain dilakukan
juga pembinaan terhadap si pelaku.

Sanksi pidana sesungguhnya merupakan sifat reaktif atas suatu
perbuatan pidana yang dilakukan oleh pdaku. Namun demikian
penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana harus menjadi
pertimbangan bagi hakim untuk memikirkan pula nasib dari korban yang
mengalami kerugian dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Hakim dalam dapat melakukan suatu kebijakan dalam penggunaan hukum
pidana yang merupakan sarana penanggulangan suatu kejahatan.
K ebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui proses sistematik, yaitu
melalui penegakan hukum pidana dalam arti luas.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses kebijakan, yang
dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstrakto oleh
badan pembuat undang-undang yang merupakan tahap kebijakan
legiglatif.

% gydarto, Hukum Pidana, Jilid 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, him.7
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2) Tahap aplikas, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat
penegak hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga
pengadilan. Tahap ini merupakan tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap eksekusi, yaitu tahap di mana aparat penegak hukum
melaksanakan hukuman pidana secara konkrit untuk melaksanakan
sanksi pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif
atau administratif.

Dalam kegiatan penegakan hukum, maka tahap kebijakan aplikas
dan tahap kebijakan eksekusi merupakan kegiatan pilihan pidana yang
dapat dilakukan oleh para penegak hukum. PFilihan pidana yang akan
digunakan dalam kebijakan formulasi dapat dipilih melalui berbagai jenis
sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana.

Secara garis besar sistem pemidanaan terdiri atas 3 (tiga)
permasalahan pokok, yaitu tentang jenis pidana (strafsoort), lamanya
ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus). Dalam
ketentuan Pasal 10 KUHP jenis pidana (strafsoort) terdiri atas:

1) Pidana pokok berupa; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,
pidana denda dan pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa; pencabutan beberapa hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dalam pidana pokok, seringkali diancam dengan perbuatan pidana
yang sama. Atas dasar hal tersebut hakim hanya dapat menjatuhkan satu di
antara pidana yang diancamkan itu. Hakim bebas dalam memilih ancaman
pidana, namun demikian lamanya ancaman pidana (strafmaat) atau jumlah
ancaman, ditentukan oleh maksimum dan minimum ancaman. Ketentuan
tentang batas-batas maksimum dan minimum ini membuat hakim bebas
bergerak untuk menentukan pidana yang tepat dalam suatu perkara
Namun demikian, kebebasan hakim ini bukan berarti dapat membuat
hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat
yang subjektif.

Batas maksimum dan minimum dalam pemidanaan dapat
dipergunakan hakim untuk memperhitungkan latar belakang dari suatu
peristiwa pidana yang terjadi, yaitu melihat berat atau ringannya delik dan
cara ddik tersebut dilakukan. Sdlain itu pribadi tersangka juga menjadi
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bahan pertimbangan bagi hakim, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana
saat ddik tersebut dilakukan, di samping pertimbangan lain yang berkaitan
dengan tingkat intel ektual atau kecerdasan tersangka.
Mengenai masalah maksimum khusus dan minimum khusus untuk
pidana penjara dan pidana denda diuraikan sebagai berikut.
a.  Masalah Maksimum Khusus
Penentuan tentang lamanya atau berat ringannya suatu pidana
penjara pada dasarnya merupakan masalah dari kebijakan pidana. Masalah
tentang minimum dan maksimum penjatuhan pidana penjara saat ini masih
menjadi isu utama dalam rekonstruksi dari KUHP. Dalam konsep KUHP
Buku I, tetap mempertahankan sistem yang selama ini berlaku menurut
KUHP (WvS). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 58 konsep dan
penjelasannya sebagai berikut.”
1) Tetap membagi pidana penjara untuk seumur hidup dan untuk waktu
tertentu;
2) untuk pidana penjara dalam waktu tertentu tetap dianut sistem
minimum dan maksimum umum serta maksimum khusus untuk tiap-
tiap jenis tindak pidana.

Sistem minimum dan maksimum tersebut saat ini masih digunakan
dalam praktik legislatif.

Sementara itu dalam Pasal 65 RUU KUHP buku | tahun disebutkan
bahwa maksimum pidana penjara yang dapat diancamkan untuk delik-
delik dimuat pada Buku |l ialah penjara seumur hidup atau pidana dalam
waktu tertentu paling lama 15 (lima belas) tahun. Batas maksimum 15
(lima belas) tahun ini dapat dilampaui sampai maksimum 20 (dua puluh)
tahun, tetapi hanya sebagai pemberatan bagi delik-delik tertentu. Hal ini
berarti tidak dimungkinkan suatu delik semata-mata diancam dengan
maksimum 20 (dua puluh) tahun, kecuali sebagai alternatif dari delik yang
diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, atau sebagai pemberatan
untuk delik pokok yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15
(lima belas) tahun.

4" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi kedua cetakan keempat, Prenamedia Group,
Jakarta, 2014, him. 172
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Prinsip bahwa batas maksimum khusus tertinggi untuk pidana
penjara dalam waktu tertentu adalah 15 (lima belas) tahun. Namun
demikian, tidak ditentukan secara pasti batas maksimum khusus yang
paling rendah untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
Berdasarkan Pasal 78 (2) RUU KUHP, bahwa ada tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, namun
untuk menetapkan maksimum khusus yang paling rendah adalah 1 (satu)
tahun.** Untuk delik-delik yang bobotnya dinilai kurang dari satu tahun
penjara, hanya akan diancam dengan pidana denda. Masalah berikutnya
iadlah menentukan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana yang
berkisar antara 1 (satu) tahun sampai maksimum 15 (lima belas) tahun atau
seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun.

Penentuan maksimum khusus dikaitkan dengan aspek materiel atau
aspek simbolik, yaitu untuk menunjukkan = tingkat keseriusan
(bobot/kualitas) dari suatu tindak pidana. Penentuan maksimum pidana
memberikan batas atau ukuran objektif mengenai kualitas perbuatan yang
“tidak disukai” atau yang dipandang “merugikan atau membahayakan”
masyarakat. Bahan pertimbangan lain dari penentuan maksimum pidana
mengandung aspek moral, yaitu untuk memberikan batas objektif kapan si
pelaku dapat ditahan kapan terjadi daluwarsa penuntutan dan daluwarsa
pelaksanaan pidana.

Penjatuhan pidana maksimum khusus dalam KUHP juga berbicara
tentang ditambah atau dikuranginya pidana penjara menjadi satu per tiga
berdasarkan pemberat/peringanan. Ketentuan penjatuhan pidana penjara
1/3 (satu per tiga) tersebut tidak hanya terhadap ancaman maksimum,
tetapi juga terhadap ancaman minimumnya. Termasuk penjatuhan pidana
terhadap anak yang pidana maksimumnya menjadi setengah dari
maksimum deik yang bersangkutan, yaitu terhadap anak dibawah 18
(delapan belas) tahun dan percobaan tidak mampu.

b. Masalah Minimum Khusus
Ketentuan minimum khusus untuk delik-delik tertentu dirumuskan
di dalam Pasal 65 (2) RUU KUHP Buku I. Ketentuan ini dimaksud bahwa

“ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademik RUU tentang KUHP,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, him. 58
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minimum umum satu hari perlu diimbangi dengan minimum Kkhusus
terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau
membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang
dikualifikasi oleh akibatnya. Mengenai sistem minimum khusus ini, perlu
ditegaskan bahwa hanya dimungkinkan minimum khusus untuk pidana
penjara; tidak dimungkinkan untuk pidana denda. Berapa lamanya
minimum khusus (untuk pidana penjara), dapat lebih dari 1 (satu) hari.
Lamanya minimum khusus tersebut tidak memberikan batasan, berapa
lamanya minimum khusus yang paling rendah atau paling tinggi. Lamanya
minimum khusus harus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan
kausalitas/bobot delik yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi pidana merupakan suatu upaya untuk
merehabilitas perilaku dari pelaku kejahatan. Meskipun demikian, sanksi
pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia karena
telah melakukan suatu keahatan, sehingga pelaku akan mengalami
kenestapaan karena dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana
juga merupakan suatu upaya untuk dapat memperoleh kepastian hukum
dan keadilan. Berbicara tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dan
pengaruh pidana bagi korban kejahatan, maka berat ringannya suatu
pidana yang dijatuhkan hakim menjadi tujuan utama dari pemidanaan itu
sendiri.

Sepanjang segjarah perkembangan penjatunan hukuman, dikenal
dalam 3 (tiga) carayaitu: ©

1) Cara membalas atau lex talionis (asas pembalasan). Cara ini
dilakukan dengan menggunakan penyelesaian pembalasan yang
sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun
seiring waktu, cara tersebut dianggap kurang mendukung
masyarakat untuk menjadi lebih tertib. Oleh karena itu, sebagai
bentuk pembalasan, maka cara ini diganti dengan memberikan ganti
rugi kepada korban.

2) Tahap kedua yang dilakukan adalah memberikan ganti rugi kepada
korban atau keluarga korban tindak pidana dalam bentuk uang atau
benda tertentu yang tedah disepakati. Namun demikian, muncul

2 c. Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasyarakatan, Penerbit Nuansa Aulia,
Bandung, 2016, him.8
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persoalan lain dari pemberian ganti rugi tersebut, yaitu tentang
jumlah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban ataupun
keluarganya.

3) Tahap ketiga, dilakukan mealui negara. Setelah terbentuknya
negara, maka hukum pidana dilaksanakan oleh penegak hukum
yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman termasuk juga advokat
untuk membela kepentingan tersangka.

Jika diperhatikan ketiga tahapan tersebut, maka pelaku kejahatan
akan dikenakan sanksi atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan
olehnya. Penentuan atas suatu perbuatan menjadi suatu kejahatan harus
berdasarkan asas legalitas. Usaha negara untuk memberikan sanksi melalui
aparat penegak hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi korban
kejahatan itu sendiri.

Dalam hal penerapan sanksi pidana, pertimbangan harus dilakukan
secara saksama, objektif, dan rasional. Prinsip bahwa Indonesia adalah
negara hukum, maka negara akan meminta pertanggungjawaban pelaku
atau perbuatan jahat yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana
tersebut merupakan keadilan dan hukum dasar dalam mengatur kehidupan
manusia. Namun demikian, dalam penerapan hukum pidana baik polisi,
jaksa maupun hakim harus berhati-hati dan bijaksana agar hak pelaku
maupun korban tindak pidana tidak dilanggar.

Hakim pada dasarnya dapat menetapkan jangka waktu minimum,
namun demikian untuk kejahatan yang bersifat berat dan sangat serius
tidak dapat dijatuhi pidana kurang dari tiga tahun dan untuk kejahatan
beratnya sekurang-kurangnya satu tahun. Dalam penjatuhan pidana
tersebut, hakim juga dapat melakukan berbagai pendekatan. Terdapat tiga
pendekatan/sistem dalam menetapkan lamanya ancaman pidana yaitu; *®

a) Pendekatan tradisional dengan sistem indefinite atau sistem
maksimum, yaitu menetapkan maksimum umum dan maksimum
khusus untuk setiap tindak pidana.

b) Pendekatan imajinatif atau pendekatan relatif, yaitu dengan
melakukan penyederhanaan penggolongan tindak pidana dalam

“  BardaNawawi Arief, Op.Cit. hm.178
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beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana
untuk tiap kelompok tindak pidana tersebut.

¢) Pendekatan praktis, yaitu dengan menetapkan maksimum pidana
yang disesuaikan dengan maksimum pidana yang pada umumnya
sering dijatuhkan dalam praktik pengadilan secara nyata.

Keunggulan dari penjatuhan pidana yang bersifat maksimum
tersebut pada intinya mengandung aspek perlindungan kepada masyarakat
dan memberikan perlindungan kepada setiap individu. Hal tersebut
dikarenakan pidana maksimum menunjukkan tingkat keseriusan dari
tindak pidana itu sendiri, memberikan peluang kepada kekuasaan
pemidanaan untuk melakukan diskresi secara fleksibel dan memberikan
perlindungan kepada pelaku dalam menetapkan batas-batas kebebasan dari
kekuasaan pemidanaan. Jika dilihat secara objektif, penjatuhan pidana
secara maksimum merupakan simbol dari kualitas norma yang berada
dalam masyarakat yang butuh mendapatkan perlindungan.

Menurut Muladi*, apabila menggunakan pendekatan yang bersifat
tradisional maka fungsi hukum pidana akan sdlalu diarahkan untuk
mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Akibatnya, kesalahan
akan selalu menjadi unsur utama dalam menentukan syarat pemidanaan.
Hal tersebut berkaitan dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif.
Sementara menurut Herbert L. Packer,®® ada dua pandangan konseptual
yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama
lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan pandangan
utilitarian (utilitarian view).

Dalam pandangan retributif, pemidanaan merupakan ganjaran
negatif yang diberikan kepada pelaku atas perilaku menyimpang yang
telah dilakukannya. Pemidanaan digunakan sebagai pembalasan atas
kesalahan yang dilakukan serta berdasar pada tanggung jawab moralnya
masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang
(backward-looking). Sementara dalam Pandangan utilitarian, pemidanaan
harus dilihat dari segi manfaat atau kegunaannya, yaitu manfaat apa yang
akan diperoleh dari situasi atau keadaan yang ingin dicapai dalam

4" C. Djisman Samosir, Op.Cit, him.171.
% Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press,
Cdlifornia, 1968, him. 9.
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penjatuhan pidana. Di sisi lain, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki
sikap atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah orang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan
berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat
pencegahan (detterence).®

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran
terhadap tertib publik (public order) atau suatu perbuatan melawan
masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang
serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratis masyarakat sehingga
administras peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara
eksklusif olen negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya.
Pemidanaan mode retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban
terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap
agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan
pertanyaan yang tidak relevan atau merendahkannya.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan
dalih membantu kepentingan korban, tetapi- dalam praktiknya korbanlah
yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya,
karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai
salah satu aat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban
sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan
(pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap
kejahatan.

Elemen-demen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan,
isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan. Pemidanaan secara retributif memiliki
ciri-ciri sebagai berikut.

1) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

2) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-
sarana untuk tujuan lain, misalnya kesegjahteraan rakyat;

3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;

4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;

5) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni
dan ‘tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau
memasyarakatkan kembali pelanggar.

% |pid, him.10
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Aspek retributif dalam penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan
ketercdlaan yang dibuat oleh si pelaku pembuat pidana. Gagasan
penjatuhan pidana secara retributif tersebut tentu sagja tidak lepas dari asas
proporsionalitas. Dalam teori desert, pemikiran tentang proposionalitas
dalam pemidanaan. Andrew Hirsch dalam Eva Achjani*’ menyebutkan
bahwa dessert theory diterjemahkan sebagai dessert rational rest on the
idea the penal sanction should fairly the degree of reprehensibleness. (that
is, the harmfulness and culpability) of the actor conduct. Hirsch
menyebutkan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan
kesalahan pdaku. Hal terseébut sama halnya dalam pandangan asas
retributif, bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu penjatuhan pidana juga
harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana yang
proporsional akan memastikan bahwa penghukuman pidana yang
dijatuhkan pada pelaku harus sebanding dengan kerugian yang dialami
korban. Sanksi yang diberikan kepada pelaku harus menimbang kerugian
yang telah ditimbulkan. Oleh karena itu penjatuhan pidana yang sepadan
dengan kesalahan pelaku akan memberikan perlindungan bagi masyarakat
dan memberikan kepercayaan bahwa hukum telah ditegakkan.

Selain aspek retributif, penjatuhan sanksi pidana juga dilihat pada
aspek preventif, yaitu memandang kesalahan secara prospektif sebagai
ukuran untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan. Aspek preventif
juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak
pidana. Masyarakat juga diminta untuk menghindari perbuatan pidana.
Aspek retributif dan preventif dari penjatuhan tersebut tentu saja tidak
terlepas dari asas proporsionalitas, bahwa harus ada perimbangan antara
kesalahan dan hukuman. Untuk menimbang besar kecilnya suatu kesalahan
pelaku tentu saja akan melihat jenis tindak pidana yang dilakukannya.
Untuk melihat apakah suatu tindak pidana berat atau ringan harus
dipertimbangkan tentang;

a) nilai kerugian materiel yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak
pidana

4 EvaAchjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, CV Lubuk Agung, Bandung,
2011, him. 38
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b) pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan
tertentu untuk waktu tertentu.

Asas proporsionalitas wajib dilakukan dalam pengadilan oleh hakim
dengan pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana yang sepadan dari
suatu tindak pidana, dengan cara menentukan berat atau ringannya
ancaman suatu pidana harus dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana
yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Menurut Andrew Von Hirs,®
kesepadanan pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi prinsip
keadilan. Oleh karena itu, pidana tidak boleh lebih rendah atau melebihi
ancaman pidana. Penentuan jumlah atau lamanya ancaman pidana
menganut sistem maksimum, di samping adanya minimum umum akan
tetap dipertahankan adanya maksimum khusus untuk tiap tindak pidana.
Sistem minimum khusus tersebut dapat digunakan dalam tindak pidana
tertentu.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus
yang berkaitan dengan kejahatan dan perampasan kemerdekaan orang.
Pertimbangan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu
tindak pidana yang bersifat khusus karena bertentangan dengan harkat dan
martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Dalam Hukum Pidana
Khusus sering digunakan sanksi pidana yang berat, seperti pidana penjara
seumur hidup dan pidana mati. KUHP maupun Undang-Undang Pidana
Khusus menjatuhkan pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang
mempunyai unsur khusus.

Kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan
tentang Tindak Pidana (K ejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik
yang terdapat dalam Buku |1 dan Buku 111 KUHP. Pola pemberatan khusus
dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu kelompok pertama merupakan
pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola
seragam seperti pemberatan dalam kategori umum dan diperberat satu per
tiga.

Dalam konsep RUU KUHP Pasal 141 disebutkan bahwa faktor yang
dapat memperberat pidana terdiri atas:

“  Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,
PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, him. 149
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a) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang
dimilikinya akibat jabatan yang diberikan. Pelanggaran yang
dilakukan karena jabatan tersebut diancam dengan pidana atau
tindak pidang;

b) Tindak pidana yang dilakukan menggunakan bendera kebangsaan,
menggunakan lambang Negara Indonesia maupun menggunakan
lagu kebangsaan Indonesia;

¢) Meakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian
maupun profesi yang dimilikinya;

d) Melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak di bawah
umur 18 (delapan belas) tahun;

€) Melakukan tindak pidana secara bersekutu, bersama-sama, dengan
kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;

f) Melakukan tindak pidana pada ssat terjadi huru-hara ataupun
bencana alam;

0) Meakukan tindak pidana pada saat kondisi negara dalam keadaan
bahaya;

h) Pengulangan tindak pidana; atau

i) Faktor lain yang bersumber -dari hukum yang hidup dalam
masyarakat.

Berdasarkan konsep Pasal 140 dan Pasal 141 RUU KUHP tersebut
maka pemberatan 1/3 (satu per tiga) dilakukan bagi pembarengan tindak
pidana. Pemberatan 1/3 (satu per tiga) ancaman pidana tersebut ditetapkan
pada tindak pidana dengan kualifikasi yang sesuai dengan teori hukum
pidana yang telah disebutkan diatas. Dapat katakan bahwa pemberat 1/3
(satu per tiga) pidana tersebut pada dasarnya bersifat kasuistik dengan
berbagai pertimbangan faktor-faktor pendukung seperti pengulangan
tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 24 ataupun tindak pidana
dalam masa jabatan yang ditentukan dalam Pasal 25. Oleh karena itu
dalam hal ancaman pidana diberatkan disebabkan adanya pengulangan
(recidive) ddlik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas
khusus pelaku (subjek delik). Kelompok kedua, yaitu pemberatan dalam
kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan
baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya.
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Dalam tindak pidana perdagangan orang, pemberatan penjatuhan
sanksi pidana terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan
jenis pidana penjara yang ditambahkan menjadi satu per tiga dari ancaman
pidana pokok atau menjadi penjara seumur hidup jika menyebabkan
kematian korban, ditambah dengan pidana denda dan pidana restitusi. Lain
halnya pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah
menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu
tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka
pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat
(pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana dapat dilakukan dengan
menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan
dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau
akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana.

Dalam ddik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dalam
suatu tindak pidana yang bersifat khusus akan diperberat ancaman
pidananya dalam UU Tindak Pidana Khusus, jika dibandingkan dengan
umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Dalam UU Pidana
Khusus, pola pemberatan pidana menggunakan model pengancaman
pidana kumulatif digunakan dalam UU PTPPO. Dalam Pasal 297 KUHP
tentang perdagangan wanita, anak, maupun laki-laki yang belum dewasa
diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Sementara dalam Pasal
324 KUHP, barang siapa yang menjalankan perniagaan budak atau dengan
sengaja turut serta dan langsung dalam kegiatan perniagaan budak tersebut
diancam dengan pidana penjara sebagai satu-satunya pidana yang
diancamkan 12 (dua belas) tahun.

Daam UU PTPPO yang merupakan UU pidana khusus,
perdagangan budak diperberat menjadi maksimum 15 (lima belas) tahun
penjara dan denda sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah). Sementara dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa, jika perdagangan
orang tersebut dilakukan oleh korporasi maka, dijatuhi pidana denda
dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda yang ditetapkan dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pdaku korporasi juga
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan
kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan
pengurus serta larangan mendirikan korporasi yang sama.
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Dalam UU PTPPO faktor pemberat pidana yang diberikan sudah
merujuk pada ketentuan dalam KUHP yang bersifat umum (untuk semua
pidana) dan berlaku pemberatan satu per tiga dari ancaman pidana. Dalam
beberapa Pasal UU PTPPO pengaturan pemberatan 1/3 (satu per tiga)
pidana tersebut sangat relevan dalam arti bahwa kejahatan yang dilakukan
dalam kondisi dan waktu tertentu baik karena dilakukan oleh pejabat
dengan profesi dan keahlian tertentu maupun dikarenakan akibat yang
ditimbulkan dari pidana perdagangan orang tersebut. Pemberatan satu per
tiga ancaman pidana tersebut secara signifikan merupakan akibat dari
dergjat ketercelaan perbuatan yang telah dilakukan. Perbedaan ancaman
hukuman antara satu perbuatan dengan perbuatan lain dalam UU PTPPO
tersebut diharapkan dapat membuat pelaku menjadi jera.

Hal yang perlu diingat bahwa perbuatan yang dilakukan secara
bersama-sama dalam suatu tindak pidana harus dianggap meningkatkan
ketercdlaan perbuatan secara signifikan. Tindak pidana yang dilakukan
secara bersama-sama biasanya dilakukan karena pelaku merupakan bagian
dari kelompok perdagangan orang. Dampak dari tindakan bersama-sama
tersebut akan memberikan dampak lebih besar pada korban karena pada
akhirnya korban tidak mampu melakukan perlawanan. Tindak pidana
perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut
menunjukkan adanya perencanaan kejahatan, oleh karena itu dapat
dijadikan sebagai unsur pemberat. Pemberatan tindak pidana tersebut
ditetapkan karena faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup
dalam masyarakat, ataupun akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak
pidana perdagangan orang.

Hal lain yang perlu diingat bahwa perkembangan dalam Hukum
Pidana yang memasukkan korporasi sebagai subjek delik justru dapat
menjadi faktor yang melatarbelakangi mengapa dalam berbagai undang-
undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Hukum Pidana Khusus,
diadakan model pengancaman pidana alternatif-kumulatif, yang dengannya
dapat meningkatkan daya tangkis (detterence) sanksi pidana dan sifat
jeranya. Penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi terdiri dari pidana pokok
berupa denda dan/atau pidana tambahan, seperti uang pengganti. Pidana
denda dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh
korporasi berupa denda maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
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dengan pemberatan tiga kali dari pidana pokok penutupan, dan penjatuhan
pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan
hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus,
pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang
usaha yang sama, pemberian ganti rugi dan restitusi.

Penjatuhan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana
perdagangan orang menjadi tidak efektif jika hanya dijatuhkan pidana
denda. Hal lain yang perlu diingat bahwa dalam hal penjatuhan pidana
penjara terhadap korporasi pada akhirnya akan menjadi kendala tersendiri
dalam pelaksanaannya. Efektivitas pidana denda bagi korporas sangatlah
rendah karena para pengurus korporasi dapat menyiasati dengan cara
penggjuan dipailitkannya korporasi tersebut jika denda ataupun hak
restitusi bagi korban dianggap terlalu membebankan. Hal lain yang perlu
diingat, dalam penjatuhan pidana tidak semua tindak pidana dapat
dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 10 KUHP.

Pasal 11 UU PTPPO tentang permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana perdagangan orang diancam pidana lebih berat sesuai
ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 jika perbuatan
tersebut benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya
permufakatan jahat dalam hal memberikan bantuan saat perang, KUHP
menjatuhi pidana tersebut dengan pidana penjara enam tahun. Undang-
Undang Pidana K husus juga mengadakan pidana pada perbuatan persiapan
(selain permufakatan jahat) yang umumnya dalam KUHP tidak dapat
dikenakan pidana. Dalam doktrin tentang percobaan delik misalnya,
“perbuatan persiapan” melakukan tindak pidana yang belum dapat
dikualifikasi sebagai “permulaan pelaksanaan” yang dapat dipidana, tidak
dijadikan tindak pidana. Berbeda halnya dalam tindak pidana perdagangan
orang, pidana yang sama diancamkan dengan tindak pidana yang selesai
sekalipun masih dalam tahap persiapan, seperti “merencanakan” atau
“mengumpul dana” untuk pelaksanaan suatu tindak pidana melakukan
perekrutan maupun eksploitasi dan melakukan pengiriman ke luar wilayah
tempat tinggal korban.

Ancaman pidana dalam tindak pidana perdagangan orang
sebenarnya bukan sekadar “sanksi” yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang

71



telah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi juga merupakan justifikasi
moral atas kriminalisasi, terutama tentang pidana apa dan yang bagai mana
yang sesuai dan adil bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui
pendekatan penegakan hukum yang bersumberkan keinginan untuk
menghormati hak asasi manusia, yaitu korban. Oleh karena itu, ketika
dalam KUHP penentuan pidana bagi delik percobaan misalnya dilandasi
oleh “kehendak jahatnya” yang telah ternyata, yang dipandang tidak begitu
berbahaya apabila dibandingkan dengan deik yang sdesai sehingga
diancam pidana lebih ringan, maka dalam percobaan pidana perdagangan
orang pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara maksimum 15 (lima
belas) tahun, pidana denda paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus
jutarupiah).

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan
kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua
bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang
mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana
perdagangan orang misalnya, diancam dengan pidana seumur hidup jika
mengakibatkan kematian. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan
bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan
(diancam pidana 15 tahun), perampasan kemerdekaan (diancam pidana 8
tahun), perusakan fasilitas umum (diancam pidana 4 tahun).

Pemberatan kuantitas pidana dalam UU PTPPO cukup banyak
ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan
delik khususnya. Tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP diancam
pidana penjara paling lama enam tahun, tetapi diperberat dengan sangat
drastis kuantitas pidananya menjadi paling lama seumur hidup jika
mengakibatkan kematian, pidana 15 (lima belas) tahun bagi setiap orang
yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan penggunaan ancaman
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan
pembayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas orang lain dan bertujuan untuk dieksploitasi.
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Pemberatan kuantitas pidana yang signifikan terlihat dalam
ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, di mana ancaman pidana ditambah 1/3 (satu
per tiga) dari pidana pokok jika mengakibatkan korban mengalami luka
berat, gangguan jiwa berat, terkena penyakit menular yang membahayakan
jiwanya, menyebabkan kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksinya, ataupun mengakibatkan kematian.

Tergambar bahwa pembentuk undang-udang tidak menggunakan
“pola” tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana
cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan
KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (satu per tiga) lebih
berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun
dari delik generalisnya. Pengancaman kumulatif dalam UU PTPPO
mengakibatkan hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis
pidana tersebut sekaligus (double penalties), yang dapat dipandang sebagai
pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang
menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatunkan oleh hakim menjadi
kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan, tidak diperkenankan
penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara
maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana tersebut.

Dalam UU PTPPO jenis pidana lain yang diancam kepada pelaku
terdiri atas pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan
berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya bagi
penyelenggaraan yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan
terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang juga
mengatur tentang pidana kurungan, namun demikian pidana kurungan
bukanlah pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana yang dijatuhkan
sebagai pidana pengganti dari pidana yang dijatuhkan sebagai pengganti
dari pidana denda yang tidak dibayarkan (Pasal 25) dan pidana kurungan
pengganti jika pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban
(Pasal 50 ayat (4)).

Pasal 22 KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara dan kurungan
adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati,
pidana denda, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP). Menurut Lamintang,
pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana
yang dilakukan dengan cara memasukan ke dalam lembaga

73



pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan dan tata tertib
yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu
tindakan jika melanggar peraturan tersebut.”® Atas dasar hal tersebut, maka
dapat dikatakan bahwa penjara merupakan salah satu pidana pokok yang
membatasi kebebasan seseorang dengan cara memasukan narapidana ke
dalam lembaga pemasyarakatan untuk dapat dilakukan pembinaan.
Sementara dalam Pasal 12 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara
dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu
hari hingga dua puluh tahun secara berturut-turut serta dalam masa
hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP).

Dalam Memorie van Todlichting, pidana kurungan dibentuk sebagai
salah satu pidana pokok dikarenakan dibutuhkan suatu jenis pidana yang
sederhana berupa pembatasan bergerak bagi pelaku tindak pidana yang
bersifat ringan dan dibutuhkan pula jenis pidana berupa pembatasan
kebebasan bergerak bagi pelaku tindak pidana yang tidak begitu jahat
(custodia honesta). Pidana kurungan berfungsi juga sebagai pengganti
pidana denda, apabila denda yang diputuskan tidak dipenuhi atau
dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pidana kurungan
berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP dikenakan paling pendek
satu hari dan paling lama satu tahun, dapat diperpanjang sebagai
pemberatan hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan (satu tahun
empat bulan) (Pasal 18 ayat (3) KUHP). Sdain itu dikenakan kewajiban
kerja tetapi Iebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (Pasal
19 ayat (2) KUHP). Sementara dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP
disebutkan bahwa pidana kurungan dikenakan kepada orang yang
melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda
yang tidak dapat dibayarkan.

Dalam perkara pidana nomor 396/Pid.B/2012/PN. Cbd dengan
terdakwa Johan, didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Rl Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal
48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Johan didakwa
sebagal orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut
serta melakukan perbuatan, yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam

“ PA.FLami ntang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, him. 56
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dan atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak
tersebut tereksploitasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan,
biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologi dan/atau
kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum, menuntut Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara
terdakwa Johan agar menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama
14 (empat belas tahun) penjara denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah), restitusi sebesar Rp156.965.000,- (seratus lima puluh enam
juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Apabila restitusi tidak
dibayarkan maka diganti dengan pidana pengganti 6 (enam) bulan,
dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.

Jika diperhatikan putusan tersebut diatas, terlihat bahwa pidana
kurungan pengganti merupakan "sanksi tambahan" yang dijatuhkan oleh
pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif. Terlihat alternatif sanksi pidana
yang dapat dipilih oleh Johan selaku terpidana untuk memilih, apakah akan
membayar sgumlah sanksi restitusi atau akan diganti dengan hukuman
kurungan bila restitusi tersebut tidak dibayarkan. Lamanya kurungan
pengganti ditentukan oleh Majelis hakim dalam rumusan amar putusannya.
Telihat sangat kontradiktif dalam stelsel pemidanaan restitusi dengan
hukuman pidana kurungan pengganti ini. Penjatuhan pidana oleh hakim
tersebut tentu saja berpedoman pada Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO, di mana
disebutkan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka dapat
diganti dengan pidana penjara kurungan pengganti paling lama 1 (satu)
tahun. Keberadaan pidana penjara kurungan pengganti tersebut tentu saja
tidak menguntungkan bagi korban, karena pada akhirnya pelaku memilih
pidana penjara kurungan pengganti dibandingkan membayarkan restitusi.
Hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakjelasan hukum. Di satu sisi
memberikan dukungan penuh bagi korban untuk mendapatkan hak
restitusi, namun disisi lain memberikan harapan palsu, karena jika pelaku
tidak mampu membayar diberikan keringanan dengan pidana kurungan
pengganti.

Tujuan pidana restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang
tentu saja untuk membuat efek jera, namun jika dilihat dari beberapa kasus
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yang diteliti seringkali terpidana memilih untuk menjalani pidana
kurungan pengganti dibandingkan membayar pidana restitusi. Pada
akhirnya pidana kurungan pengganti restitusi bukanlah jalan keluar yang
dibutuhkan untuk mengeksekusi putusan pidana restituss dalam
perdagangan orang.

Pada dasarnya berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan kepada
terpidana akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di- antaranya tujuan dari
pidana itu sendiri, motivasi seseorang saat melakukan tindak pidana
tersebut, jenis tindak pidana yang dilakukan seseorang, serta hal yang
meringankan ataupun memberatkan tindak pidana tersebut. Pengaruh berat
atau ringannya pidana yang dijatuhkan padaterdakwa tidak akan sama satu
sama lainnya, hal tersebut bergantung pada kesadaran hukum dan
mentalitas terpidana yang bersangkutan.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan
dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana
yang diatur dalam Aturan Umum Buku | KUHP. Dalam hal ini, KUHP
menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya
perbarengan, baik karena concursus idealis, concursus realis maupun
voortgezette handdling (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang
berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan
menjadi 1/3 (satu per tiga) lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat
dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat.
Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara satu per tiga
lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga
diikuti oleh RUU KUHP.®

KUHP juga menggunakan skema pola pemberatan ancaman pidana
bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama
dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang
diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).
Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan
menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan
dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau
akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana.

% Barda Nawawi, Op.Cit., him. 175,
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Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari
diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara
terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan
kumulasi murni (zuivere cumulatie),® untuk setiap bentuk perbarengan,
sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. Aliran
utilitarian percaya bahwa setiagp orang harus dipidana berdasarkan
pandangan untuk memberikan kebaikan pada masyarakat. Dalam aliran
utilitarian disebutkan bahwa pemidanaan merupakan efek atas perilaku
yang mengakibatkan suatu kerugian bagi masyarakat langsung maupun
negara. Oleh karena itu, bagi aliran ini, konsep sanksi pidana diletakkan
pada fungsi pencegahan atas terjadinya suatu tindak pidana di masa yang
akan datang.

Ketentuan pidana dalam UU PTPPO secara jelas menyebutkan
bahwa bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan pidana
penjara 3-15 tahun dan denda Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah) hingga Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah). Sanksi pidana
yang sedemikian berat tersebut ternyata tidak menurunkan jumlah kasus
dari perdagangan orang itu sendiri. Hal ini tentu sga sangat
memprihatinkan. Dalam ketentuan pidana UU PTPPO, bahwa semua unsur
tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat
dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua
bagian yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang
dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Pada bab Il UU PTPPO beberapa pasal menyebutkan tentang
ancaman sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Jika
diperhatikan pemberatan kuantitas pidana dalam UU PTPPO dapat dilihat
dari ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 7, 8, 16, maupun 17 UU
PTPPO. Terlihat bahwa pemberatan pidana dilakukan karena adanya
kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena pelaku berasal dari
kdluarga sendiri maupun korporas dan peabat negara yang
menyalahgunakan kekuasan, maka ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per
tiga) dari pidana pokok. Jika perbuatan pidana perdagangan orang tersebut
mengakibatkan kematian, menyebabkan penyakit menular, cacat, ataupun

5L Andi Zaena Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan
Hukum Penitensier, Rgja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 238.

77



jika korbannya adalah anak, maka ancaman pidana penjara juga ditambah
1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Ketentuan sanksi pidana dengan tambahan ancaman pidana penjara
1/3 (satu per tiga) bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam UU
PTPPO adalah sebagai berikut;

Tabe 2. Ketentuan Ancaman Pidana Perdagangan Orang

a) | Pasal 2 Dipidana dengan pidana penjara paling
Tentang perdagangan singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima beas) tahun. Pidana denda paling
sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak

Rp600.000.000, -

b) | Pasal 3 dan Pasd 4 Dipidana dengan pidana penjara paling
Perdagangan orang ke dalam | singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
wilayah ataupun luar wilayah | (lima belas) tahun Pidana denda paling
Indonesia sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak

Rp600.000.000, -

c) | Pasal 5 Dipidana dengan pidana penjara paling
Pengangkatan anak untuk | singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
dieksploitasi (lima belas) tahun Pidana denda paling

sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak
Rp600.000.000, -

d) | Pasa 6 Dipidana dengan pidana penjara paling
Pengiriman anak  keluar | singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
negeri (lima bdas) tahun. Pidana denda paling

sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak
Rp600.000.000, -

e | Pasa 7 Ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per
Mengakibatkan korban | tiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2
menderita luka berat, | ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal
gangguan jiwa berat, | 6.
penyakit menular, kehamilan, | Jka mengakibatkan kematian, dipidana
terganggunya fungs | penjara paling lama seumur hidup dan
reproduksi pidana denda paling sedikit

Rp200.000.000,- dan paling banyak
Rp5.000.000.000,-

f) | Pasal 8 Ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per
Penyelenggara negara yang | tiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2
menyal ahgunakan kekuassan | ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasd

6 sdain itu dikenakan pidana tambahan
berupa pemberhentian secara tidak hormat
dari jabatannya.
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g) | Pasal 16 Ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per
Perdagangan orang dilakukan | tiga) kepada setiap orang dalam kelompok
oleh kelompok terorganisas terorganisas tersebut dari ancaman pidana

dalam Pasa 2.
h) | Pasal 17 Ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per
Korban perdagangan orang | tiga) dari ancaman pidana dalam Pasa 2,
adalah anak Pasal 3, Pasal 4.

Jika diperhatikan dari lamanya ancaman sanksi pidana tersebut,
terlihat bahwa UU PTPPO membedakan lamanya ancaman pidana yang
sangat berat dan ancaman pidana minimum khusus. Lamanya ancaman
pidana dalam UU PTPPO dapat digolongkan pidana yang sangat berat
karena sama dengan ancaman sanksi pidana maksimal dalam KUHP, yaitu
15 (lima belas) tahun untuk pidana penjara. Sementara untuk pidana denda
UU PTPPO menelapkan sanksi pidana maksmal  sebanyak
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan akan bertambah lagi jumlah
dendanya jika pelakunya adalah korporasi.

Dalam Pasal 2 hingga Pasal 7 UU PTPPO tersebut terlihat jenis
tindak pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam Pasal 7 ayat (1)
adalah 3 (tiga) tahun bagi pidana perdagangan kemudian ditambahkan
dengan sanksi 1/3 (satu per tiga) hukuman dari akibat yang ditimbulkan,
maka jumlah penjatuhan pidana adalah 4 (empat) tahun hukuman minimal
dan 15 (lima belas) tahun untuk perdagangan ditambah 1/3 (satu per tiga)
hukuman dari akibat yang ditimbulkan, maka jumlah sanksi yang
diberikan adalah 20 (dua puluh) tahun hukuman maksimal. Perhitungan
sanksi pidana dendanya menjadi paling sedikit Rp160.000.000,- (seratus
enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,-. (delapan
ratus juta rupiah).

Penjatuhan tambahan pidana 1/3 (satu per tiga) tersebut merupakan
salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban dan memberikan
penjeraan langsung kepada pelaku akibat kejahatan perdagangan orang
yang dilakukannya. Penjatuhan hukuman 1/3 (satu per tiga) dari pidana
pokok yang ditetapkan dalam hal pengganti pidana kurungan bagi pelaku
yang tidak ‘mau membayar restitusi kepada korban diharapkan dapat
memberikan efek jera. Penjatuhan pidana penjara pengganti menjadi satu
per tiga tersebut merupakan bentuk perwujudan kepastian hukum dan
pertimbangan bahwa kesetaraan yang tepat dengan pidana restitusi.
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Penggantian pidana kurungan menjadi penjatuhan pidana penjara 1/3 (satu
per tiga) dari hukuman pokok akan memberikan penjeraan dan sekaligus
menutup peluang bagi para terdakwa perdagangan orang untuk memilih
pengganti pidana penjara daripada memilih membayarkan restitusi kepada
korban. Peaku tindak pidana perdagangan orang akan melihat bahwa
akibat suatu pelanggaran hukum yang dilakukannya akan menjadi risiko
berupa tambahan pidana penjara.

Bagi pembentuk undang-undang menetapkan “jenis dan jumlah”
pidana adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan sifat ketercelaan dari
pidana itu sendiri. Standar untuk menentukan bahwa kejahatan
perdagangan orang merupakan suatu hukum pidana khusus sehingga harus
diperhitungkan tentang berat ringan sanksinya, apakah terlalu sedikit,
sudah cukup, atau sudah tepat dalam penerapannya.

Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman
pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang
dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi
hakim dalam menjatuhkan pidana.®> Pola pemidanaan (termasuk pola
pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat
dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam
perundang-undangan,® yang dengannya dapat diketahui kehendak
pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana
yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.

UU PTPPO sebagai undang-undang hukum pidana khusus,
dilakukan dengan menggunakan pemberatan dalam kategori khusus yang
tidak seragam tersebut dilakukan untuk peningkatan kualitas maupun
kuantitas ancaman pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Pola
pemberatan ancaman pidana dalam UU PTPPO tersebut menggunakan
skema maksimum khusus dan maksimum umum untuk pidana penjara.
Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan
menambahkan sanksi pidana restitusi yang harus diberikan kepada tindak
korban perdagangan orang.

%2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Adtya Bhakti,
Bandung, 1996, him. 167-168

5 Barda Nawawi Arief ddam Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum
Pidana Khusus, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, him. 513
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Pola pemberatan pidana dengan menggunakan model pengancaman
pidana kumulatif dalam UU PTPPO jika dibandingkan antara perdagangan
orang dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara sebagai satu-
satunya pidana yang diancamkan 12 tahun (dua belas tahun) diperberat
dalam undang-undang khusus menjadi maksimum 15 (lima belas) tahun
penjara dan denda sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah). Pola pidana maksimum tersebut tidak menggambarkan apa yang
digunakan oleh pembentuk undang-undang sebagai pola pengancaman
pidana dengan menggunakan model pengancaman pidana tunggal, pidana
kumulatif atau pidana alternatif-kumulatif.

Penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang tentu
sgja harus dipikirkan juga dampak yang ditimbulkan dari adanya perbuatan
jahat tersebut terhadap korbannya. Selain itu, penjatuhan pidana dalam
perdagangan orang juga harus melihat aspek kemanfaatan dari penjatuhan
sanksi pidana tersebut.

Barda Nawawi Arief > mengemukakan bahwa hukum pidana positif
saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban in abstracto dan
secara tidak langsung. Sementara Siswanto Sunarso™ mengutip pendapat
V.V. Stanciu bahwa bagi korban terdapat dua sifat mendasar yang mel ekat
pada korban, yaitu penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice).
Korban suatu tindak pidana tidak dapat hanya dipandang sebagai akibat
perbuatan yang ilegal, karena pada kenyataannya, hukum yang ada juga
dapat menimbulkan ketidakadilan.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya. Hakim dalam sistem peradilan pidana
merupakan pihak yang menentukan salah atau tidaknya seseorang, jika
terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan sanksi pidana. Berkaitan
dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut, hakim memiliki kebebasan

% Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.him. 86.

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2014, him. 52.
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untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendakinya, sehubungan
dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-
undang. Hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan beratnya
pidana (Strafmaat), yang dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-
undang hanya batas minimum dan maksimum (Pasal 12 KUHP).

Pada dasarnya hukuman itu bersifat prospektif, melihat pada masa
depan. Oleh karena itu hukuman diharapkan dapat memberikan perbaikan
skap pelaku kejahatan, hal ini dikarenakan hukuman memiliki sifat
korektif. Hukuman idealnya harus dapat memenuhi fungsi untuk melayani
tiga pihak, yaitu: *°

1) Retributif, melayani pihak yang dibina atau dilanggar haknya.
2) Korektif, melayani si pelanggar.
3) Preventif, melayani masyarakat luas.

Atas dasar uraian tersebut, hakim harus dapat melakukan penemuan
hukum agar pidana kurungan pengganti restitusi tersebut tidak merugikan
korban. Oleh karena itu, diusulkan ketentuan pidana kurungan pengganti
restitusi dalam Pasal 50 ayat (4) yang semula dikenakan pidana pengganti
kurungan dirubah menjadi satu per tiga dari pidana pokok seperti
ketentuan dalam Pasal 7, 8, 16, maupun 17 UU PTPPO. Penambahan
sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) tersebut dapat memberikan keadilan bagi
korban perdagangan orang. Keadilan dalam penambahan sanksi pidana
satu per tiga tersebut akan memelihara hak-hak korban serta memberikan
keadilan sosial bagi masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 12 RUU KUHP tahun 2015, disebutkan
bahwa

1) hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan
tegaknya hukum dan keadilan.

2) Jka dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan Kkeadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang
tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.

% Didin Sudirman, Konflik Tujuan dalam Pemidanaan dan Dampaknya Terhadap Tugas-
tugas Pemasyarakatan, Majalah Pemasyarakatan No. 10 Tahun ke Il Juli 2002, him.
36
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Atas dasar ketentuan Pasal 12 tersebut, maka seorang hakim harus
mampu melakukan penilaian kemampuan terpidana, harus berani dan
mampu mengambil keputusan yang dapat mewujudkan keadilan bagi
masyarakat. Dalam pandangan hakim Artijo>’, adalah suatu kewajiban bagi
hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan
memberikan rasa keadilan sesuai yang diamanatkan dalam UU Pokok
K ekuasaan K ehakiman.

Sementara Richard Poland® berpendapat bahwa seorang yuris atau
ahli hukum harus dapat mdihat kasus-kasus kongkret dengan melakukan
pendekatan secara komprehensif. Oleh karena itu “hakim dalam
pertimbangan hukumnya akan melakukan pertimbangan secara yuridis,
pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, memahami nilai-
nila keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam
melakukan pertimbangan berat ringannya penjatuhan pidana kepada
pelaku, hakim harus memikirkan tentang sifat-sifat jahat ataupun sifat baik
dari terpidana. Hakim juga harus menyesuaikan peraturan perundang-
undangan yang ada sesuai dengan kondisi peristiwanya. Hal tersebut
dilakukan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan
memberikan kebenaran dan kejelasan agar undang-undang yang ada dapat
diterapkan pada peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, maka perlu dilakukan
hal sebagai berikut. *

a) Politik hukum, yaitu merumuskan isi dan tujuan hukum kepada
masyarakat.

b) Membangkitkan kesadaran hukum dari pada pejabat hukum pada
lembaga legislatif, eksekutif, polisi dan pengadilan akan tujuan dan
fungsi hukum dalam pembaruan masyarakat.

" Djonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-
Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenamedia Group,
Depok, 2018, him. 296

Richard Poland, Legal Reasoning, http://www.flagler.edw/academics/departemens-
programs/humaniti es'maj ors-minors/pre-law/arti cl es/l egal -reasoning.html

O. Notohamidjodjo dalam Fontian Muzil, Kesetaraan Pidana Uang Pengganti dan
Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Mdindungi Hak Ekonomis negara
dan Kepastian Hukum, Hasil Penelitian Unggulan Institusi yang dibiayai oleh Dikti
meladui DIPA Kopertis Wilayah IV Jawa Bara, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Tahun Anggaran 2014, him. 16
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Sanksi hukum pidana dilakukan untuk menanggulangi kejahatan
yang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional
termasuk di bidang ekonomi yang mana kebijakan pidana tersebut meliputi
kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan pelaksanaan. ®

Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, hakim harus
melihat bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa
sehingga hukumannya dapat diperberat. Hakim dalam penjatuhan pidana
bagi pelaku perdagangan orang selain dapat menggunakan sanksi pidana
kumulatif yaitu dengan menggunakan pidana denda dan pidana penjara,
dapat juga digunakan tambahan pidana 1/3 (satu per tiga) dari pidana
pokok jika terpidana tidak dapat membayar restitusi.

Usulan tentang perubahan Pasal 50 ayat (4) tersebut dilakukan
mengingat bahwa hakim dapat melakukan terobosan-terobosan atas
penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan intuisi dan pertimbangan hati
nuraninya. Bicara tentang hukum, maka akan bicara tentang keadilan bagi
seluruh masyarakat. Hakim yang bertugas menjatuhkan sanksi pidana tentu
sgja harus memiliki pola pikir yang menyeluruh dan utuh untuk
memberikan keadilan bagi semua pihak. Hal yang harus diingat bahwa
prinsip dari keadilan hukum adalah bentuk dari kepastian hukum. Prinsip
keadilan akan menjadi pegangan bagi hakim untuk menganalisis semua
perkara hukum mulai dari tahap konstatir, tahap kualifikasi hingga tahap
konstituir. Keadilan merupakan tujuan yang istimewa dari tujuan hukum
karena akan menciptakan suatu peraturan yang adil yang mengatur
kepentingan seluruh masyarakat agar menjadi seimbang.

Dalam konteks penanganan tindak pidana perdagangan orang,
hakim harus mengingat bahwa keadilan merupakan konsensus sosial, maka
keadilan menjadi motor penggerak bagi semua perilaku manusia. Keadilan
harus terwujud bagi korban perdagangan orang dalam bentuk penjatuhan
pidanarestitusi yang harus dilaksanakan oleh pelaku.

Teori Keadilan Aristoteles sebagai grand theory dari penelitian ini
mengungkapkan tentang gagasan teori keadilan distributif. Untuk
mewujudkan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang
adalah melalui pemberian sanksi pidana restitusi bagi pelaku. Sanksi

60 Supanto, Kegjahatan Ekonom Global Dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Pertama,
Edis Pertama, Alumni, Bandung, 2010, him. 11
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pidanarestitusi tersebut merupakan bentuk dari keadilan distributif. Seperti
dikemukakan oleh Aristotdes bahwa keadilan distributif diberlakukan
kepada seseorang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Jika
pelaku tindak pidana perdagangan orang telah melakukan kesalahan
dengan cara memperdagangkan seseorang, maka dia harus dihukum sesuai
dengan apa yang telah diperbuatnya. Hal ini menguatkan dari Aristoteles
bahwa prinsip dari keadilan distributif adalah menekankan pada asas atau
kesebandingan yang dinilai berdasarkan atas perbuatan pelaku tindak
pidana perdagangan orang.

Jika dalam peraturan perundang-undangan tentang perdagangan
orang telah terkandung substansi keadilan bagi korban ‘dalam bentuk
perolehan restitusi, maka undang-undang tersebut harus dilaksanakan
sebagai bentuk penegakan hukum. Atas dasar pemikiran tersebut, maka
penjatuhan sanksi pidana restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban
pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Restitusi
merupakan sarana perbaikan yang harus dilakukan terhadap korban tindak
pidana perdagangan orang, karena hal tersebut merupakan rekonsiliasi dan
restorasi yang dapat dilakukan oleh pelaku. Jika pertanggungjawaban
pidana dirumuskan sebagai suatu bentuk perbuatan untuk menebus
kesalahan oleh pelaku, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban
pidana adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur
pidana ataupun terbuktinya suatu tindak pidana yang tdah dilakukan
seorang pelaku.

Unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tidak ada
suatu pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu dalam tindak pidana
perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana peaku sebagai pembuat
kesalahan memperdagangkan orang wajib dilihat unsur-unsur tindak
pidana yang telah dilakukannya. Bahwa tercelanya perbuatan pelaku dalam
tindak pidana perdagangan orang merupakan dasar baginya untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan secara
objektif, pelaku tindak pidana perdagangan orang telah melanggar aturan
yang ditetapkan dalam UU PTPPO.
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Menurut Roeslan Saleh® suatu bentuk kesalahan timbul karena dua
hal yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merupakan
suatu perbuatan tercela secara objektif dan akibat yang ditimbulkan dari
perbuatan seseorang sebagai orang yang tercela perbuatannya. Bahwa
kesalahan menjadi unsur utama dari bentuk pertanggungjawaban pidana di
mana di dalamnya terkandung pencelaan secara objektif maupun secara
subjektif. Secara subjektif, si pembuat kesalahan patut dipersalahkan atas
perbuatannya yang tercela sehingga dia harus dipidana. Sementara secara
objektif, pelaku telah melakukan perbuatan suatu tindak pidana atau suatu
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori pertanggungjawaban pidana yang menjadi middle theory dari
penelitian ini menjadi dasar untuk menegaskan bahwa setiap orang yang
melakukan kesalahan memperdagangkan orang lain dan mengambil
keuntungan secara materi dari  perbuatannya tersebut haruslah
bertanggungjawab memberikan sgjumlah ganti rugi kepada korbannya.
Pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam mengupayakan
pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hal
tersebut disebabkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah
konsekuensi yang ditimbulkan dari tindak pidana yang sudah dilakukan
oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi adjudikatif yang menjadi
pedoman bagi hakim dalam melihat kondisi-kondisi tertentu dari peristiwa
hukum yang terjadi dan menjadi dasar si pembuat tindak pidana untuk
bertanggungjawab. Pada tahap penegakan hukum yang merupakan applied
theory dari penelitian ini, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana
akan terlihat bagaimana hakim menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai
bagi peaku.

Untuk menegakkan aturan sanksi pidana kurungan pengganti dalam
tindak pidana perdagangan orang yang sudah tidak rdevan lagi, maka
hakim yang menangani kasus tindak pidana perdagangan orang harus
mampu  berpikir secara progresif untuk mengambil inisiatif dan
mengabaikan aturan perundang-undangan jika melihat hukum normatif

' Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana, cet. |1, Aksara Baru, Jakarta, 1981, him. 80
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tersebut tidak dapat menciptakan keadilan. Oleh karena itu, jika peraturan
perundang-undangan tersebut tidak mampu lagi memberikan keadilan,
maka hakim harus menerobos norma-norma tertulis tersebut.

Setelah proses pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pidana
tersangka tindak pidana perdagangan orang dapat dibuktikan, maka
berdasarkan kesalahan normatif hakim harus dapat membuktikan
ketercdaan tersangka atas perbuatannya tersebut sehingga - dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peran polisi di awal penyidikan
menjadi momentum untuk menegakkan keadilan bagi korban dalam
mendapatkan hak restitusi. Kerja sama antar penegak hukum dalam
mengupayakan hak restitusi tentu akan memberikan keadilan bagi korban
perdagangan orang.

Penjatuhan pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan
orang dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut.

a) Jika terpidana tidak mampu memberikan hak restitusi kepada korban
maka dikenakan pidana tambahan 1/3 (satu per tiga) dari pidana
pokok.

b) Jka terpidana tidak mampu membayarkan hak restitusi secara
penuh, maka pembayaran restitusi dapat dilakukan secara bertahap.

c) Terpidana juga dapat membayarkan hak restitusi bagi korban
perdagangan orang dengan cara mencicil.

Pengganti pidana hak restitusi berupa tambahan pidana penjara 1/3
(satu per tiga) yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan akibat dari
ketidakmampuan untuk membayar restitusi kepada korban. Jika dianalisis
aspek kesetaraan antara penjatuhan tambahan pidana penjara 1/3 (satu per
tiga) tersebut dari pidana pokok dibandingkan dengan besarnya uang yang
diperoleh oleh terdakwa dari hasil perdagangan orang ataupun kerugian
yang dialami korban, maka hal tersebut sudah dapat memberikan keadilan
bagi korban.

Pengganti pidana restitusi berupa penambahan satu per tiga pidana
penjara dari pidana pokok tentu saja untuk menghindari potensi bagi
terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara kurungan dibandingkan
memberikan pidana restitusi bagi korban. Uang restitusi maupun
perubahan pidana penjara 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok tersebut
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diharapkan akan sebanding dengan kerugian yang dialami korban
perdagangan orang.

Argumen mengajukan rekonstruksi penjatuhan pidana kurungan
pengganti menjadi 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok tersebut
berlandaskan pada:

1) Sanksi pidana yang ditetapkan pada pelaku tindak pidana
perdagangan orang harus dapat menjamin kerugian ekonomi yang
diderita oleh korban dan keluarganya.

2) Dalam proses sistem hukum pidana, aparat penegak hukum yang
terlibat dalam proses penanganan tindak pidana perdagangan orang
harus sudah dapat memastikan dan memiliki bukti jumlah kerugian
yang diderita oleh korban. Hal tersebut dilakukan agar dalam
mempertimbangkan pemidanaan penjara, kerugian secara ekonomi
yang dialami oleh korban harus setara dalam hal pemberian ganti
ruginya.

3) Bahwa pidana kurungan pengganti tidaklah sebanding dengan
kerugian yang dialami. oleh korban tindak pidana perdagangan
orang.

Para penegak hukum harus mampu mengejawantahkan peraturan
perundang-undangan tersebut dengan menggunakan kecerdasan intelektual
dan kecerdasan spiritual agar tercapai suatu keadilan bagi korban. Bahwa
hukum yang ada harus berpihak kepada manusia, karena hukum dibuat
untuk memenuhi rasa keadilan bagi manusia. Jika dalam berbagai putusan
dalam kasus tindak pidana perdagangan orang seringkali terjadi kebuntuan
dalam pelaksanaan pidana restitusi, maka penggunaan keadilan distributif
dapat membantu para penegak hukum dalam mengambil keputusan
penjatuhan sanksi yang setimpal bagi pelaku.

Esensinya upaya untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak
pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui tindakan preventif,
tindakan represif dan tindakan restoratif. Tindakan preventif telah
dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan
perundang-undangan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti
rugi melalui restitusi. Konsep ganti rugi tersebut ditawarkan melalui
mediasi penal di awal penyidikan. Di awal penyidikan juga dapat
dilakukan tindakan restoratif melalui upaya paksa sita harta kekayaan
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pelaku yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana perdagangan orang.
Meskipun tidak mudah untuk dilakukan upaya paksa sita harta tersebut,
tetap harus diupayakan sgak awal langkah-langkah prosedural sita harta
kekayaan tersebut. Dimulai dari pelacakan aset, pembekuan rekening
tabungan, dan penyitaan dari aset yang ada. Langkah-langkah tersebut
merupakan upaya dari setiap tahap penegakan hukum yang harus
dilaksanakan agar korban dapat memperoleh restitusi. Sita harta kekayaan
tersebut merupakan pesan yang dapat disampaikan oleh pemerintah kepada
masyarakat bahwa upaya memberantas perdagangan orang menjadi
prioritas utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada
masyarakat Indonesia
Jika pidana denda seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku,
maka upaya paksa sita harta kekayaan tentu akan membuat peaku jera dan
masyarakat takut untuk melakukannya. Pelaku tindak pidana perdagangan
orang akan takut jika hasil kekayaan yang diperolehnya akan disita negara
tanpa harus melalui peradilan pidana lebih dahulu. Upaya paksa harta
kekayaan dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui
perampasan aset pelaku. Dalam Pasal 1 angka 2 Naskah RUU tentang
Perampasan Aset Tindak Pidana (draf ke VII, September 2008) disebutkan
bahwa:
a) Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.
b) Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

Sementara dalam Pasal 4 disebutkan bahwa aset tindak pidana yang
dapat dirampas berupa:

1) Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal
dari tindak pidana, termasuk kekayaan di dalamnya setelah
dikonversi, diubah, digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan
atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut. Termasuk di
dalamnya, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya
yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

2) Aset yang diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai
sarana maupun prasarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

3) Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa
meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui
keberadaannya atau alasan lain.
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4) Aset berupa barang temuan.
5) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.

Asat yang ditemukan dalam proses penyidikan dapat dilakukan
perampasan untuk menghindari terjadinya penghilangan, perusakan
maupun manipulasi atas aset yang ada. Aset yang dapat dirampas adalah:

1) barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud maupun
barang tidak bergerak yang diperoleh dari ~tindak pidana
perdagangan orang.

2) Perampasan aset tersebut akan digunakan sebagai pembayaran ganti
rugi bagi korban yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh
dari tindak pidana perdagangan orang jika dia terbukti bersalah.

Sementara tindakan represif agar korban memperoleh ganti rugi,
Sanksi pidana yang ditetapkan juga cukup berat, harapannya masyarakat
akan takut dan tidak akan terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.
Sementara tindakan represif yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum
tindak pidana perdagangan orang, melakukan rekonstruksi atas penjatuhan
pidana kurungan pengganti yang semula hanya sdama 1 (satu) tahun
diganti menjadi sanksi pidana penjara 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok
yang ditetapkan dalam UU PTPPO. Jka dalam teori pemidanaan
disebutkan tentang teori pembalasan, teori relatif, ataupun teori gabungan
dalam penjatuhan sanksi pidana, maka dipilih penggunaan pemidanaan
yang bersifat keadilan distributif.

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, memahami nilai-
nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam
melakukan pertimbangan berat ringannya penjatuhan pidana kepada
pelaku, hakim harus memikirkan tentang sifat-sifat jahat ataupun sifat baik
dari terpidana. Hakim juga harus menyesuaikan peraturan perundang-
undangan yang ada sesuai dengan kondisi peristiwanya. Hal tersebut
dilakukan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan
memberikan kebenaran dan kejelasan agar undang-undang yang ada dapat
diterapkan pada peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.

Sanksi hukum pidana dilakukan untuk menanggulangi kejahatan
yang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional
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termasuk di bidang ekonomi yang mana kebijakan pidana tersebut meliputi
kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan pelaksanaan. ®

Hukuman merupakan instrumen dari hukum pidana, dan hukum
pidana memiliki nila yang tidak netral di mana nila tersebut
menggambarkan perhatian masyarakat untuk memperoleh keamanan dan
kesgjahteraan atas kehidupannya. Hal ini merupakan bentuk tanggung
jawab dari aturan hukum tentang penghukuman yang memastikan
keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan memiliki kesamaan
didepan hukum.

Usulan tentang perubahan Pasal 50 ayat (4) perlu dilakukan
mengingat bahwa hakim dapat melakukan terobosan-terobosan atas
penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan intuisi dan pertimbangan hati
nuraninya. Bicara tentang hukum, maka akan bicara tentang keadilan bagi
seluruh masyarakat. Hakim yang bertugas menjatuhkan sanksi pidana tentu
sgja harus memiliki pola pikir yang menyeluruh dan utuh untuk
memberikan keadilan bagi semua pihak. Hal yang harus diingat bahwa
prinsip dari keadilan hukum adalah bentuk dari kepastian hukum. Prinsip
keadilan akan menjadi pegangan bagi hakim untuk menganalisis semua
perkara hukum mulai dari tahap konstatir, tahap kualifikasi hingga tahap
konstituir. Keadilan merupakan tujuan yang istimewa dari tujuan hukum
karena akan menciptakan suatu peraturan yang adil yang mengatur
kepentingan seluruh masyarakat agar menjadi seimbang.

Dalam konteks penanganan tindak pidana perdagangan orang,
hakim harus mengingat bahwa keadilan merupakan konsensus sosial, maka
keadilan menjadi motor penggerak bagi semua perilaku manusia. Keadilan
harus terwujud bagi korban perdagangan orang dalam bentuk penjatuhan
pidanarestitusi yang harus dilaksanakan oleh pelaku.

€ gupanto, Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Pertama,
Edis Pertama, Alumni, Bandung, 2010, him. 11
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1.

BAB IV
PENUTUP

Kesmpulan
Pemenuhan pemberian restitus bagi korban perdagangan orang

harus dilakukan dengan melakukan beberapa upaya, di antaranya dengan
mengajukan rekomendasi sebagai berikut.
a.  Perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku melalui upaya paksa sita
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harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan
orang sgak proses penyidikan. Konsep sita harta dalam hukum
pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik jika mendapat surat izin
dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, jika
dalam keadaan mendesak, penyidik dapat bertindak sendiri jika
tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu.
Setelah dilakukan penyitaan aset, penyidik wajib melaporkan
kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan atas
proses penyitaan tersebut.

Dasar hukum dari penyitaan tersebut adalah Pasal 1 angka 16
KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyitaan merupakan
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Setelah
ditemukannya bukti-bukti dari hasil penggeledahan terhadap
tersangka, maka penyitaan merupakan tindak lanjut dari proses
penyidikan.

Dalam proses penyidikan langkah utama yang harus dilakukan
oleh penyidik adalah melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana
perdagangan orang tersebut agar dapat memberikan kepastian
hukum bagi korban pada saat melakukan upaya tuntutan hak
restitusi. Sita harta kekayaan tersebut akan melindungi hak asasi



korban perdagangan orang serta dapat memberikan kemanfaatan dan
kesegjahteraan bagi korban dan atau keluarga korban.

Upaya sita harta kekayaan tersebut dapat dilakukan lebih
dahulu tanpa menunggu perintah pengadilan, hal tersebut dilakukan
hanya sebagai upaya pencegahan beralihnya harta kekayaan tersebut
ke pihak lain. Setelah berlangsung proses penyidikan, sita harta
tersebut dapat digjukan untuk pengesahannya dan dititipkan ke
pengadilan sampai pelaku dinyatakan terbukti dan bersalah tdah
melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Mengupayakan pemberian restitusi melalui mediasi penal

Konsep pengaturan pidana restitus dalam tindak pidana
perdagangan orang dilakukan sejak awal proses penyidikan. Dalam
proses penyidikan, digjukan konsep medias sgak awal
dilaporkannya tindak pidana perdagangan orang. Proses mediasi
tersebut merupakan negosiasi yang dilakukan dengan cara
menitikberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada
korban dan keluarganya. Konsep mediasi tersebut dilakukan antara
pelaku dan korban demi mengupayakan adanya kesepakatan
pembayaran ganti kerugian kepada korban dan keluarganya. Mediasi
yang dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan hukum. Dalam proses mediasi tersebut
pelaku mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan
memohon adanya pemberian maaf dari korban dan keluarganya.
Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak menghilangkan
tuntutan pidananya. Pada prinsipnya mediasi tersebut dilakukan
untuk dapat ganti rugi terlebih dahulu kepada korban dan
keluarganya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim
dalam penjatuhan sanksi pidananya dalam proses peradilan. Proses
mediasi memang tidak lazim dilakukan dalam suatu peradilan
pidana, namun demikian harudah diingat bahwa dalam tindak
pidana perdagangan orang juga terjadi kerugian ekonomi yang
cukup besar bagi korban dan keluarga. Oleh karena itu, dalam tindak
pidana perdagangan orang tidak menutup kemungkinan dilakukan
mediasi penal.
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Untuk pelaksanaan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana
perdagangan orang, dilakukan rekonstruksi pidana kurungan
pengganti tersebut dilakukan dengan cara penambahan 1/3 (satu per
tiga) pidana penjara dari pidana pokok yang ditetapkan oleh UU
PTPPO dan menghapus pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak
mampu memberikan restitusi kepada korban ataupun keluarganya.
Pertimbangan penambahan 1/3 Satu per tiga) pidana penjara tersebut
dilakukan dengan perhitungan tentang pidana maksimum yang dapat
diberikan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang akan
menjadi  sebanding dibandingkan " jika pada akhirnya pelaku
menghindari pembayaran hak restitusi korban. Penjatuhan pidana
maksimum khusus juga terlihat dalam KUHP dengan melihat
pemberat atau peringanan dari tindak pidana yang dilakukan.
Dilakukan penjatuhan pidana 15 (lima belas) tahun jika dilakukan
eksploitasi terhadap korban. Pemberatan kuantitas pidana yang
signifikan terlihat dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, di mana
ancaman pidana ditambah sepertiga dari pidana pokok jika
mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat,
terkena penyakit menular yang membahayakan jiwanya,
menyebabkan kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksinya, ataupun mengakibatkan kematian.

Saran

Para penegak hukum harus bekerja sama dan memiliki kesamaan
pandangan berkaitan dengan hak restitusi yang wajib diberikan oleh
pelaku terhadap korban. Penjatuhan pidana restitusi merupakan
ketentuan mutlak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana
perdagangan orang ataupun keluarganya. Oleh karenaitu perumusan
tentang rekonstruksi dari upaya mediasi, sita harta kekayaan hasil
tindak pidana perdagangan orang harus dibuatkan pedomannya.
Dibutuhkan peningkatan jumlah pidana kurungan pengganti yang
semula ditetapkan hanya 1 (satu) tahun diganti menjadi pidana
kurungan pidana pengganti yang ditambahkan 1/3 (satu per tiga)
dari pidana pokok yang ditetapkan oleh hakim. Pertimbangan
peningkatan jumlah pidana kurungan pengganti menjadi 1/3 (satu



per tiga) tersebut di antaranya dikarenakan korban tidak hanya
mengalami  kerugian secara fiskk maupun psikis, tetapi juga
memiliki kerugian secara ekonomi. Oleh karena itu, ganti rugi
dalam bentuk restitusi akan sangat bermanfaat bagi pemulihan
korban. Tidak hanya pemulihan secara fisik dan psikis, tapi juga
pemulihan secara ekonomi karena uang restitusi tersebut dapat
digunakan sebagai modal usaha bagi korban ataupun keluarganya
karena kehilangan harapan untuk memperoleh pendapatan. yang
layak saat menerima tawaran pekerjaan yang ternyata hanya
merupakan tipuan yang dilakukan oleh pelaku.

Perlu dilakukan strategi dalam hal sosialisasi maupun advokasi bagi
korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh hak
restitusi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bentuk penyuluhan
kepada masyarakat tentang restitusi yang diterima bagi korban
tindak pidana. Sementara dalam melakukan advokasi, upaya untuk
memperoleh ganti rugi bagi korban tindak pidana sudah harus
dilakukan sejak awal proses penyidikan.

Dibutuhkan pemantauan maupun evaluasi atas keberhasilan
perolehan restitus yang diterima oleh korban tindak pidana
perdagangan orang maupun keluarganya. Jika jumlah penerimaan
restitusi masih minim, maka dapat dipastikan bahwa korban tindak
pidana perdagangan orang tidak memperoleh keadilan selama proses
persidangan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomens perdigangon onmg dilbarstkon seperti fenomens punuRg o,
Terlihat kecil di permukaan. padohal sesungouhnya persoalan besar berada jauh di
kedalaman. Perdagangan orang terjedi dikarenakan fskior kemiskinan schingga
memakss seseorang untuk memperbaiki kehsdupan mereks dengon berupayva
inEncan pekeriian, @au hahkan terperat itang. bakkan rpe desadan telab men )
korban cksploitasi ckonon dan seksual. Keinginan untuk mencari kekayaon secara
cepal =serts belum optimalnya pedindungan kepada korban senngkali menjadi
akibat  erfadinya secarn berulang Kases  perdagangan orang,  Selain i
ketidaksoderon bxhwa dirimpn merupokan korban menjadi kendols tersendin dolam
penanganan kasus perdagangan orang. Hal tersehul mengak ibatkan tidak terd stunya
secars shurat berapa jumlah dan korban perdaganean erang i sendiri.

Perstiwn perdaganean omng vong terjadi dewasn mi sangat mensnk perhotion
knrena perdaganganorang menjad) kssos vang paling domminan teradi di Indemesia.
Eeduizan Besar Amerika Seriku dalwm Laporan Tabun 2018 menyebuikan balvwa
sepanjang  tahun 2007 Kepolisian  Republik Indonesia melaporkan 123
penvedidikan kKasius perdapangan orang,' Sementara i, _13.1; talnm 2008

Lembaga Perlindungan Saksi dan Kstban {(LPSK) menenma sehanyuk 465

—i3
' Kohipan  Besar Amorika Saikey Lapoom Posdapangon Owang Tabum 2003,
TER bl e m by o - e L e R 0] s e ponts- kb T ADra - La 1 -

potderagareorany - 30EE cdinkses tnegnl 29 Runuerd 2069, puked 21 003




permiohonon perlindungan saksi ataw korban, Permohopon perdagongan orang yong
diterima oleh LPSK sebanvak 41.7

Sementara ilw, Kedutaan Besar Ameriki Serikat jugi merilis bahwa sepainjaog
taben 200 8 Inddonesia mosth berada dolom Tiers 2. Negar vong terpabung dolam
kebompok Thers 2 tersehut berpumlah sckitar 800 negara. Disebutkan kahwa Megam
yang masuk dalam kelompok Tiers 2 wersebut pemerintabannya belum memenahi
dandar minimuen dalam mesgupayakan pedindungan bagi kocban perdagangan
aring. Kelompok Negara dilam Tiers 2 tersebut telah berupaya secara signifikan
melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui berbagai sturan
perundang-unclangan yang diterbitkan agar korban dapar dalindungi bak-haknya.

Inddomesia merupakion mepar kepulasan Yang besar sehungga untuk beberips
alasan seringkali dijedikon sebogai fempat wntuk singgah karena letaknye vung
berhatasan dengan beberapa negars fetangos. Beberapa provinsi di Indomesin
menjadi deersh dengan komribesi yang cukup besar dalan menginmbkan 12nagn
kerjo ilegal baik perempusn moupun onak-anok, Perempeon dan snaok tersebut
semngkali dijadikan pekerjo paksas atan menjadi korban di industri perdagangan
sebosunl, Pemerimal menyebutkan 1% jurs daci 4.5 juis wargy Indonesio bekerja di
luar negeri, Pekerja reesebut didominasi olel perempuan dan mereks tidak memiliki
dhokaiinen aitai 2lah dnggeal melewan batas izin inggal '

Pemenimtah Indonesia terus bempaya melikukan pembersmasan perdigangisn

orang. Namun demikian, upava yang tekah dilakukan tersebin dirasakan belum

||u]!_:-m'-:-:.u':_l-.J.'l_-__l;l_-'_LLl_i_::,I:.m:_qugl.wl Z0 Januan 1009, ikl 110K
fitpe bl apemba sy s o r-rebationelm- il it l-reporma- il ppeoras-cabaman. Pe o sras i
a2 | A diskses tanggad 29 Janoari 2009, pukol 21 460




maksimal karens bebernpa kissus perdagongan orang masih terjadi. Beberapa faktor

menyehabkan kasus perdogangan nmng di Indonesia masih teres berkembang

dismtaranya adalah;

I, Pendidikan

z

Remndahnya ilmo pengetabtun serta pendidikan seseorang membuont sulitnya
mencan pekerjaan. Rayvwean Euk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di
kol dengan gaji yang tinggi membual seseorany tnpas berfikie panjang akan
metgambl Kesempitan lersebul uniik merishah fasib, Taivp prerdidikan yiamg
miensadai, tdak memiki keterampilan e pada akbhicsys membust sescorang
dengan sangat mudshnva tecerar dalam dalam donis prastins.

Kezmiskinaun

Kasus perdopangon orang sangatl berkaitan desgen kemiskinan, Hal tersebu
dapat dilihat dari kondi= korban yong bernsal dan keloarga kurang mampo.
Eeingiean wnmk memperbaiki el hidup keluorgs membust  masyaraka
mengambil fwaron pekerjoon i luor knmpasgnya, Poda skhimyn sessoromg
akan terjebak dolam rayumm perekmat tenagn kerja dan tidak menyadan bahwa
diriimya el teripu. Ketika pada akhimya sudish cerjebak dalam dunia prostisi,
maka mercka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi sumber nafkah untek
meiiperhaki kehbdupannys, Fakoor kesnskinan jugs menjadl sehab searang ibii
mienjdi tenagea kergs di loar daeralnya serta Gdak dapat melakoakan pengawiasan
terhadap anak-anak yong detinggalkan di romah. Tanpa pedmdmngan dan
pengawasan orang . bisanya aeak-anak ersebu menjadi erlanar dan

memiliki resiko menjadi korban perdagangom orang,




1, Lemahnya pencatatan dokumentosi kependwdukan,
Pemsoalan yang senng  ditemuoi dalam kasus  perdegangnn orang  adnlsh
ditermukannyis pemalsvan dota kependodukan. Dokumentasi kependedukin
dimmulai dari tiduk terdstamyn registrasi kelahimn mengakibsinya terbitnys akin
kelahiran paksie, tidak ndanya akta kelahirtan, kerto tanda pendoduk (KTPs palsa,
himgga karu keluargs palsu. Anak-anak vang musih ditawah wmor seringkali
dimanfaatkan wntuk menjadi lenags kerja dengan cars memalsukan tabun
kelahitannya agar dagar menearn pekerjsan.
4. Globalizasi dan perubaban sosial budaya

Cilohali eass saat ing menjadi fakioe pendukung regadamya perdagangan arang, hal
rersetril dizebabkan werjadinyva pergesaran sesial budava 0 masvarakal,
Penggunapn sosinl media vang begitn marak membuat sescomng akan tergiur
untok mendopatkan kehsdopan yang kebih baik. Teknologn yang ada saa i
senngkull dimanfasikan obeh pars rafifcfer uontek mencarl mangsanya. Ketka
townron pekerjoan detang, mako tenps berhkir panjang kesempatan tersebut
akan diambilnya tanpa memikirkan resko yang akan dihadapi. Hal yvang hanes
diingat bahwy dalum perkembangan globalisesi wersebut jugas  melibatkan
ofganisas kejahatan lintas pegars dalam kasus perdagangan orang.

Berkaitan dengan sosial budaya, di Indonesia masih teradi perkawinan Ji isia
muda. Perkiwinan  dabiom usse omuds mengakibstkan  reman  tegadin
prerceramn. Ketika terjads perce ranan maka uniuk tetap bertalan hidup, menerima
ppwaran pekerjosn i luar Bampung menjadi upova uniek dapan menghidugs

dirinya.




5, Permintoon  meningkat;  terbatasaye lopongan  pekerjoon i Indompesio
menzakibstkan masyaraksl menerima townran pekerjsgan yang ditnwarkan.
Selaim u banyak  permimtaan tenaga kerjp dengon harga svang  murish
menyebabkan pencun pekerjaun ferjebuk dalam lingkarn perdaganpan oromg
dan men jadi bunih ibegal

6. Komupst dan lemahnya penegakan hukum
Lemahnya penegokan hukum dalam penanganan kasus perdagongan orang
seringkali terjadi dalam penyelidikan don penunnitan kasus perdagangza ormng.,
Selain i, komupsi juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi erjadinya
perdagangan orang. Apara desa juga sevingkali serlilar dakam pemalsuan
dekumen maupun tagihan olas blaya ook resim pada s@l seseorang rensari
pekerjunn,

Lndang-Undang Nomor 21 Tehun 2007 tentang Pemberantasan Tindwsk

Pidana Perdagangan Orang (UL PTPPOY menyebuban babiwa setiap orang vang

mengadi korhon perdogongen omeg berhok wntuk mendopatkon restitusi, Momuon

E;nikian. Ishimmya Undang-LUndang Nomar 21 Tahun 2007 UL FTPPO diresakan

gum mementhi rass kesdilsn masy arakat, karens undang-undang tesebu belum

optinal dalam menvelesaikan permasalalan yang muncul.
Penennein pemmberian hak restitns) dovyatakan dadam Pasal 7A (1) UL No,

3l Tahun 2114 Tentang Perubaban Atas UL Mo, 13 Tabun 2008 Tentang

E'.;rlhﬂuﬂ@an Saksi dan Korban. Korban tindak padana berhak memperoleh restinns

benupa:

i ganti kerugion atos kehilongan kekoyson atou penghasilon;




b, ganti kemugion yang ditimbulkan akibst pendentoon vong berkaiton longsung
sehagsi skibal tindok pedana: danfatau
. penggantian bisve perawistan medis danfitan psikologis.

Restitesi yang diberikan kepada korben perdigongan orang merupaken wpvs
urtuk melindungi secars khesos Ep:ﬂi vang diamanatkon dalam Pazal 45 ayat (1}
UL PTPPO yvang menyatakian bahwa asal 48 ayat (1) yang mepentokan hahwa
“setiap korban findak pidans perdagangan orang afau ahli warisnys berhak
mempersdel resingsi™, Pemberan restitugl kepada korban vang  mengalami
kehilangan kekaysan atau kehilangan penghosilon, mengalami pendentaan, biaya
uiviik tindakan perawatan medss danfstan peikologs danfastan kerugian lan,
penderitaan vang mbul karenaterfadinye perdagangin orame.* Sementans kenigion
laim terschot adelab mencokup kehilangen harn milik, bioyve mansporiasi dosor,
higya pengacam atoo Mays lain yang herkaitan dengan proses hukum. ataupun
hilangnya penghasilan vang dijanjikan pelaky

Ancommn pidonn tersebut tidek berjalon dikarenaknn adanyi ancamon pidanon
pengoanti  schagai pengoanh restiisi yang ditetapsan dalam Pasal S0 ayal (4
dulam UL PTPPC dimem menyebubkan hadimys masalsh, dianmranya dengan
ditetapkonnya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi, korban dan ataw ahli
witFisiyd  Hdak  mendapikan hok @as  festfeinya.  Sementara  fikh  purisan
restilusinya besor, dengan adarya Beteniuan pasal tersebot, maka pelaku akan

cenderimg memilih sk menjalam Eﬂa'kumgm selara | {sat) tahiia sap.

* Undang=Uniang KE Nommor 21 Tiahun 2017 gentung Pemferantonen Tindak Midema Ferdepongor

B ang Pusal 45 aym i

* Pengefasany Pisal 45 mynn 20 Undeng-Undang B Monar 21 Takam T sentang Peotiemiitasi
Findnd Mo Perdepangon Chieg




Masnluh loin yoitu tentang atwran pidona kurungen maksimal 1 {sat tabon erlade
singksl schagai canksi akibat pelaky menolnk atnopun fidak mampo membayar
restiiesi,

Disharmoniznsi gﬂl’l Paral 48 aved (1) dm Pasal 5 ayor (4 Undong-
Unedang Pemberantasan %dﬂ: Pidsma Perdaganzan Orang tersebut tentu saja fidak
akan menguniungkan bagi pihak korban dan keluarganya. Keteniuan pada Pasal 30
ayat {4} tersebut pada akbirmya harus dilakukan rekonstruksi demi teramingya hak
kofhan tindak pidana perbagangan arang,

2. Rumusan Masulksh

Penelitian ini membahas tentang upaya untuk membenkan restitosi kepada
Rarrbsn tanduk padana peadaganzan erong . Beberapis upaya ditaswiarkan untuk Eapal
memberikan akses kepadn kocban unies dapat memperoleh hak -haknya, gmmnﬂ
masalah yang ditzlitn sdalah sehagai berikot:

4 Basaimans rekonswruksl pidang restiwsl vang dapan dilskookan dalam tinda
piclann perdognngan cesng?
bl Bapaimana E:I:lu kwungan pengganti dilerapkon dalam tindak  pidana
perdagangan orang?
A u]uﬂ Penelilian
Penelitian inl bermjuan unik mengetahu tentang;
) Rekenstruksi pidana restitus vang  dispal dilakukan didam ﬁd.ﬁ pidans
penfagangan orang
b Rekonsiroksi pidans kurungan pesggant yang diterapkan dalam !izl?liuh picdama

perdagnngan orang




4. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan metade penelitian hukum secarn
normative, Penyusunan dan pembiahasan permasalohen melalui pendekatan
penchitinn hukum hormatif yakni beranjok dan sdooyva konflik antar mormo
hukum * Konflik antar nomma bkem dalame penelitan ini ferdapst didalam
Eetentuan Pasal 48 dengan Pasal 50 ayat {4) Undang- Undang Momor 21 Tahun
2007 Tentung Pemberantsan Tindak Pidana Perdagangan Ovang. Dalam Pasal
45 digebutkan tentang pemberian hok festimis bagl koshan perdagangan oeing,
namu hal ersebut Gdek dapar weepenuhi kavena dalam Pasal 30 ayar (4)
dimungkimkan bag: pelaku unmuk fidak membayar hak restiusi dan diganti
dengian pidana Kuremgan ssbima 1 {satuh tabun,

Penclition hukum adalah suity proses untek mencatekon otumn hukam,
prinsip-primsip hokuem maspun teori-teon hukom gena menjopaab s hakem
vamg dihadapi.” Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini
ndolah yuridis normatf, yaite penelition hukum yang dilakukan dengan cam
mencliti kahan pustaka.” Dalam penelition ini dikhosuskan entang rekonstruksi
terhadap !:u?lhrlu. restitusi dan pidens kurungan pengganti dalam tindsk pidana
perdagangan orang. Sedanghan metode pendekatan yang dipakai dalam
penclitian il adalah Stende Approsch (peisdekatan  ondang-mndangh o

corcepiwd  approact (pendekston kous), pesdekstan konseptusl,  dan

" oy Bralim, Teowt d Metudedegi Penelitior Satan Nosoaril, Surshaya, 205, hlm. 284

T Petter Mahmod Marzuki, Peneliian Mok, Kencana Preroubs Media Ciroup, Jaicria, | AN, klm
i

B Serrpoma Soekania dan S Mamsd i Pewelinas Hiskirs Neomgrdl Somu Tingsuin Singkat, Rag
Giralincho Persade, Rakarta. 20005, him. 13X




pendekatan histons, Kermsdian teknik penelusumn bihan hukuam adaloh dengan

memzennkan teknik fbeary researck.

Sementar spesifikesi penelitian yang digunakan dislam penelition. ind

adolah pendekatwn yurdis normotf yong didukung dengan pendekatan yuridis

Cmpins:

¥

Pendekatian Y uridis Nomaal . yaite pemceksten ying dil siokan dengan cara
menelash  kadab-kaidah  afau  soemaenonma. aleran-aturan yang
herhuhungan dengan masalah yamg &En ditahas” Pendekatan tersehur
dinsaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perunsdong-
undangan, reoei-teart dan literame-lireratir vang erat hubungannyn dengan
permsalabon yang akian ditkshas,

Pendekatan Yuridis Empiris, adolsh pendekaton dengan meneliti din
mengumpulkan data pomer vang diperoleh secora langsung dari obyek
penclitian melalui wawanearn dengan nars sumber yang berhubupngsn

dengan penelitian.™ Dota ini merwpakan datn pelengkop don pendeknion

yuridis normntif yang dilakukan ok=h peneliti

" Soerjain Sockatia, Pesigarar Peredinga Hubom_ U Press, Inkerta, 1005, hlw, 56
" Pambang Sunggoni Mensde Peoelivan Hudam, Ghalia lsdonesia, Jakann, 1990 Elow Lo




BAR I

HASIL PENELITIAN

Penelitian mi dilakukan dengan cora melakukan penelusurn beberapa kisos

tindak pideng perdngengnn orsng dari bebernpa putwsan diantaranys sebagai

henkut:

Tabel. 1. Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Moy | Momor Begister | AncomanSanksi Putusan PN Festilisi Kelerangan
Perkara
1 Nanor: 3653F | 3-15 1ahun pidaia | 3 s pidara | Majels Hakim
LT A o pengar. [Derida | penpara, tdenda | mennlak
SER Bp 20 oM | Bpd 20 jom bl | peswsshonin
juia tidak dibuyar | restiiesi bagi
diganti pidana 3 | korhan
bakan piclara |
]z | karungin |
2 Putusan EDora penjara 10 | 4 dabun  pidara | Menokhk
Miabkanh thun  dikumng | penjara.dendas Bp. | pervohonian
Agumz Bl | selomi terdakaa | 120 juta | restifusi
Nomor:E501 berada dalam
Ko Sus 2008 | mhanan,
Membinvar  denda
Rp. 120 Jata
suhsidair i hualun
Kupingarn.
R nasi :
|. Senp hinti
Darsaiin
sohesar
Rp 25360 700
20 06m Marvatin
R 24 74 TOH,
3. Yavah Mariyah
hinti Surip
| B 24, 170 74 1
3 Fengadilan f tali@ERidana | Membelaskan - Tidak Ada Alas paiassn
Megen Cihinong | pengary dikumngi | terdakwa bujehs
Nomea:269/Pid. | sdlama  eedakwa | M ohanomad I Hakzm
BA20O0PN Chrn | berada dabaim | Rizky Bm Hisan | Penpsdilan
mass Basri I Meperi
penangkapan dan Cibinong
abii permhonan. Tak=a
| L denda  sebessr | L Fenuntut




Rp.120 ata Umum
subsidabr 3 hulan mereajukan
lutihan kera Kasasi  pada
Mahkaminh
Agpamg Rl
dengan
BT
register
prerkisa
142K Pid Su
L [ 1
putusan
bahwea
terelakwa
Rizky
dimyatukan
hzrsnlah
Lzlah
melalkukan
permifakaton
jahal
perdognngan
nrak . Majelic
Hakim
memulnskan
terclakwa i
pidana
wolorma 3
tnhum, dersda
a . R 100 juta.
| Pengodilun H thun penjara | & whon penjam. | Tidak ada
Megen Cibadak | dikorangi  masa | denda Bp 050 juda |
Namor: mhurman  [enda :
AP B0 1Y | Bp 20 juta-G00
|od_ m -
| Penzadilan 4 f@hun denda | 3 whun denda | Tidak ada
Megesi Halabahi | Rp.120 juta | Rp.120 jusa |
Nomor: TLP. | subsidair & bulan | subsidair  pidasa |
S 20PN, kurungan kamrungun 3 balan |
Kb [ 102 - —
| Pengadilan 5 rtahun  denda | 3 tahun  dends | Membayar
MNegen  Bekasi | Rp, 120 mia | Bp |2 juia pidomg | restinesi - schesar
Momuer:246/Pul. | subsidair B bolan | karungan | balen | Bp 3 000001~
S 05PN Knirungan
Bekasi Membmear
restias kepada
| kartam
| Pengudilan 3 shon =d 15| pudana penjom B | membayar
Nepesi  Kupang | ahun pilana | tahon dikarangi | restinsd kepada
| Mamer: Putuson - ahli s i E
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PM  EKUPANG | dendo Rp.120 sepenuhnya | Wunndn Hffn
Namos FLp. 800 gaitn selama  tercdakwa | whesar Rp. Rp.
2XPid Sus' 2017 beradn dalam | S0000000,- jiks
PN Kpe izhanan semontam | lerdokwa  tedak
dengan  penntah | mompu
verdakwa @ ap  membaya
ditahon dan dends | diganti  demgan
sethesar pedana burungan
B 2000 000,000 srlama | tahun
subsidair 3 bulon |
kamangan
8 8 | __@m
] Pengodilan 3 mhun z2d 15| pidane  pengam | Membebankon
MNepen tnhun piduna | musing-masing kepuda [
Semarany denda Bp 20 - | s2lama & w@hun | Erlakosa ook
LT T B, G000 jata dikumngi  selama | membazar
I VP Sos/201 terdakwa  berada | restiinsi sehesar
5PN Smge dalam  twhanun . Bp. 3200 00K
dengnn  penntub | secar lwngmang
ferdakwa  detap | weteng  kepada
ditahan, din | masing-niEe
dendn webesar korhan,  apabila
Rp AHKHAXN 0 | tidak memboyar
(b aabsilair & | ckgantl dengan
balan kurungan kurangan
pengganti
| | selama b bulan
9 Fengadilan 3 wmhwn zd 15 | pidana penjara dibebankan
Megen  Jakartn | mhun pidoma | selama 4 taban miluk
Timur ~ MNomor: | dends Bp I20 - | pidana dends el
5P Sus'30 4 | Rp GO0 jata sehesar Rp reatinsi kepada
AN Jak Tim. n'l.il.{[IJ.t'lIIJf saksi korben
dengan kéteniaan | sehesar Rp
apabila denida 20RO~
tersebud tidak schingga 1odal
dibayar - sehesar
diganti dengan - Ep
pidana kurungan | I20000,000 -
seluma 3 {tipa) demgan
teakan keteniu
apahik dalam
jangka
wakmi |4 (einpal
belas) han
wedetall putusan
ini berkekumidun
Fuikaiin tetap
[ 9
terdukwa tidak
1 | mermbasar




restnias
tersehot, minks
dganti dengan
pedana kurungm
seluma 3 hulan

aimber : Hasil Stedi Poisan Tahon 2008

Hendasarkim 9 Gsembiland hasl studh ponesan tecsebut daaias, penelin
melihat bahwa 5 (limw) puluson kasws perdagangan ompg tersebur  tidak
menyebutkan perihal pembenan restitusi bagi korban, Sementors ke-empat kases
lainnya yang dipilih mencaniumkan tentang permberian restitus g.lgi korban tindak
pidana perdngomean amng. MNamon demikian, jikn diperhstikan meskipun pelako
telah dibehankan untuk membayar restitesi, datam putssan fersebut dan dinystakan
babwa E.lam jangka wakia 14 (empat belas) han sewclah punesan beroeksatin
lukurn tetap Erdahua tidak ewembayar restitusi leesebut, maka digann desgan
pickana kurangan pengpanti selama | (satu) tahon seperti vang diamanahkan oleh
Pasal 50 ayad (43 ULT PTPPO. Jika diperhatikan hosil puiusan tersebuoi, dapai
dikatakan bahwa komas perdagangan orang omasih haros  berjuang  uniuk
rendiapsakan resiisi (panti kerugian) akibar keregian yang didenta i,

Penelitn menilo bishwa dalam 48 aynd (1) UL PTPPO tedak memberikian
kepastion hukum den kekoatan mengikat pods pengimplementasionnya. Festitus
yvang dinmanstkan dafam UL PTPPO tersebist belum sepenuhnyve memberikan
perhindungan  Kcpada korban  dikarcakan  fordapat  beberapa kelernshan,
diantaranyn hal vang mengatur mengenal mekanisme pengajuan restitosi yang
teriuny dulam penjelasan mekonisme pengajoan restitns mernpakan bukum sear
(hukum formil) vang seharusnya diatue tersendiel schingga aturan mengendad

mekanisme pengajusn restitis dapat jelas, tegas, dan erpering,
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Selnin tentang pemberion restitusi bagi korban perdagongan oromg, UL
FIPPO. juza mengatur mengenal pemberian ancaman hukuman vang lebih berai
serty ancimn lainnya kepada pelako tindak pidang perdagampan omng, Sanksi
pidann perdaganzun omng: ditenkon kepeds pom pelake secwrn kumualntf yaito
pickana penjara selama 3-15 tahon don denda :;nnl::nm Bp. | M ENHD - (seratus dua
pulah juia) sampal deogan Bp GO0 GOV -, (enom ratus juta). ?ﬁa per beatan
pelaku mengakibatkan kosban menderity luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit
menikar ldinnya yang membabayakan jiwanya, Kehamikan, atag ferganggu
hilangmya fungsi reproduksinya, moka ancaman pidenanya ditsmbah 153 (saou per
tiga) darm ancaman pedana tersebat diatas. Tika mengakibatkan kematian seseorang,
ik i pelaku diamcim pengars 3 i Ehun sampa seumar hidog dan denda antar
B, JO0O0 M) - (dun rotes juta) sampii dcngan%ﬁ SN =, (L o] yar)

Ancaman pidana tersebut tidak berjalan dikorenakan adenys ancaman
pldana pengoanti sebagal pengeantd restitust yang diewpkan pada Pasad 50 ayat
(4p dalom UL PTPPO dimoens menimbalkan permasalohsn sebagni benkut,
pertama, dengan pidana korungan sehagai pengoanti restitus maka korban ataw ahli
wirisnya tdsk mendapackan hak ais restinsioya. Sefain dari oo, kaliy purassn
restifusinya cubup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelabu
akan cendering memilih ik menjalim pidam kumangan yang pabing lma hanva
I {satu) tahon, Kedus, pidans kurengan penggant fersebut paling Jama hanva |
{satu) tabun, Atoran korengan maksimal | sate)  tabun tersebot dirasa terlals
singkal sebagai sanksi dan akiba pelaku vdok mampu membayar restinosi, Dari

perminsainhon fersebut tentunye akan mengganggy bohkon dopant menghilangken




hak korban untuk memperoleh restitusi . Berdasorkan urdsn tersebu dintios, mako

dnpat dikstakan terdapst kelemahan pemturan pemberion restifusi hagi korban

kejahatan, diantsrmya;

I

5

Lemnbnys upnyn pakss dan eksekusi peloksonann resitosi, UL Nomor | 272006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UL MNomor 21 tnhun 2007 tentang
FTPPOD tidek mengatwr ientang upaya paksa unnsx melakukan pembayaran dan
lembaga mana vang berwenang mengeksekusi pelaksansan restinesi tersebul.
'l'1:hh'm dalam tindak plding kirupsi aa tndak pidansg pencucian uang,
penyitaan  asel  emangkafesdskwa  tindak  pidana  perdagangan  orang
iiclasarkan pada putusan Hakam biskan sepk awal proses penyidikan. Hal ini
el sijia akin menimiba kan Kesalitam pada ssal karbi meminta gann rsgl,
Tidak terlaksananya pemberion restiiusi dikarcnakan adanyo penetapon pidan
kurngan pengganti jika pelabo tidak mampa memberiban gandi rugi kepadn
korhun perdsgangan orang,

Kelemehan nturan tersebod akan menghalang) pelok=maan pepegnkan hukumn

pemberian restitusi kepada korban perdazangan orang. Leminhnya pengaturan

a
siblamsi hukwem woang pencgakan hukum  jerhedap Korbas tndak pidang

[ 132]
perdagangan erang feesebut seharusnya dapat dilakukan suatu updya paksa kepada

pelaku unmik dapar melaksanakan pidana frestimsi dan pidana Kanmgan peng gantl

sehimgpa dapet menjamin kesdilan bigl korban,
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BAB I
PEMBAHASAN

@

I. Upaya Palza Pldans Restiisd Dalam Tindak Plians Perdagangan Orang
Indonesin sebagai Negarn hukam benepoyas memberikim perlindoungan bukum

pads se=huruh warga negaranya dengan cara membenkan perdindongan terhadap hak
assl. Benuk dan perindungan wrhadap hak ssasi munusia erscbut dilakskan
depgan cara memberikan pedindungan terhadap kepentingan setiap manuesia.
Rerika pelnggaran  hokom dalami oleh seseorang, maka MNegara wajib
melaksanakan dan menegaban hukum demi memberikan rasa keadilan bagi korbas,
Perlimdungan hukum bagi selursh warga Negara merupakan konsep universal,
dhapat dipastikan bawa selap segann memilikl cara sendin ek mewujudke
perlindungzen hukom bagi wargn negaranya,

Salah =afu upava T?émb::ihn perlindungan hukum bags warga negara yang
rnesnjadi koeban tndak psdona dilakuken dalam sisiem perudilm.?cthan kejaleanzn
dolam sistem hukum mesional seringkali belum mendopatkan perhation yang serius,
Hal ini dapsat dilibet cdar minimaya pembenan hak-hak korban kejahatan yang telah
diskomdir dalam ketentuan perondang-undapgan. Hakikatoya korban dan sus
tindsk pidana merupakan pihak ving sengat diugikan, meagalams penderitaan
yang berkepanmangan karena teanma yang dimilikinya akihor dan tindak phdani
ying dilaminya, korban serimpkals tidak mempereleh perlindun gan sebanyak vimg
ditenkan oleh perondang-undangan kepada pelaku kejahatan, Hal im desto
mengakibat pak san pelako keahatan welab Bgambi sanks pidanaoleh pengadilan,

kondisi korbon masih terabaiken korenno tidok terpenuhi hak-haknya,
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Mosalnh pemidansan dalam hukum pedane oken terkait dengon perbanton
pidana yang difnkukan obeh sesporang . Dalam kehidupan bermasyarakat, sesenmng
vimg melkukan suaty perbuatan pidan skan dikenokan sanksi, Memamt Boeslan
Saleh “pidans adalab renks: atas delik, don im bBerwaped suaiu nestapn yeng dengon
senanja difimpakan pegara kepada pembuoat delik w™ ' Sanks pidann vang
dijatuhkan  tersebul  skan  mencabul  hak-hak  seseorang  untuk  menikomt
kemerdekaan ermasuk pencabutan hak-hak dasar seseorang.

Petijanihan o lerhadap seorng rersingkn menapakin rojesn dar Pk i)
pidana itu sendici, Karend Eﬂb’li pidasa menpakan ancaman hukuman berupa
penderitaan dan ikzaan. Penerapan sanksi padana bagi seomng pelaku kejahatan
s begas teni diarapkan dagl memberkon memberikan pembelojaram bagi
migsyarake sgar dopet menghindian sento perbuston jahst, Hel vang haus diingal
don pengatuhan pidana fersehut adalah hahws bokem pidana E‘Eulgsi umiuk
meEnmzatsr dan menyelenggarnkan kefiidupsn masyarmber yvang winan don weiib. Avas
dosar hal temsebur maks setiap manwsia hervs memiliks ramibo-rombe don botasan-
hatasan untuk tidek menoganges dan melangzar kepentingan amng bin. Mamun
demikian, dolam kehidupan bermsasyaraks tidaklnh dapat dihindan adanya suiw
kejahatan.

Penggiinn hokum pidang dalam mesanggulang refjadinya kejahatan dalai
masyarakal dinnggap sebhogai suate ol biasa dalom memberanias susto keghatan,
Pengpumaan hukum pidana dalam memberaiias suati kejabatan temu hans

ahipi kirkan enting oajuan yang ingin dicapad, memilih cara dan sarana vang wepal

-
" Bgrcalin Saloh, Steised Frckann ffrresar: Abaum Baru. Jakards, 19657, &, 9,

17




uniuk mengembalikon kondisi masyarokat pada kondisi sebelum terjadinyn suatu
kojnhatan.
@

Driakairn haal ke jahistan vany dialiom seseorng yang menjadi korban dari tindisk
pidann perdngangan orang. seringkoli mengolonma taums staw penvekil yang
membahayakan dirinya, Cleh karema o, akibat dan sdanya timdak  pdana
perdazingan iersebut mako dibmuhkan suat kebijakan En peraturan hukim yang
dapat memberikan keadilin, memberikon perlindungan hukum sena bepastian
hirkaiin,

Upaya mengembalikan kondi= korban tindak pidana perdagangan orang
dilakukan dengan memberikan perlindungan hukom berkaitan dengan hak-hak
korban, Dalam Oeclgration ef Besic Principles of Jussice for Victmy of Crimes
apd Abwese of Penvgr tnhun 1885 disebwtican babwa hak-bok korban adalab hak
unduk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitnss, dan reintegras bagi korban
tindak pidons perdaganoan orang.

Kompensasi diberikan oleh Negars kepoda korban tindak pidonn perdagongon
areng apabila pelaku tidak melaksanokan pemberan hak restiusi kepada Korban.
Megars berkewajiban mengusehakan kompensasi lnansial kepads korban tndak
pidana perdagangan orang karena palaku Fdal mampy memberikan ganti rugi
kepiada kKocban. Femberian gantl Kerigian oleh pemenntah rersehul  menipakan
wpayin mengembangkan kebenpran, keadifion bap karban,

Ibonesiz sebagai Megara hokum yang menjuajueg tingm  Hak  Asesi

41
Manusin bedandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 harus dapa

12}
memberikan perlindungon kepadn setinp worga negoranya, Pasal 27 ayet (1) ULUD




1945 menyebutkon bohws segolo wargn negora bersamann kedudukonnyn di dalam
hukum dan pemerinishan dan wajb menjunjung hukom dan pemerintahaon i
depgan tidok ada Eecualinvs, Atas dasar Pasal tersebut, maks Megora hares
berkomitmen bahwa setisp warga negar akan diperakuken boik den adil, memiliki
udulan vang sama dalam hukum sesunl dengan asas equality bafore the faow
Benuk permanggungjawaban Negara terschut menapakan upaya ?:r]]m:lumgan Hak
Asasy Manusia bagi setiap warga degaranya, Hal ini menjadi dasoe hukum dalam
memberikan jaminan peflodungan terhadap warpga segara Tedehih terhadap
lerutama bagi pasa harhauﬁdaﬁ pidana pidana perdagangan orang.

Karban tindak pidana perdigangan orang feniu saja berharap Engm
divadangkannya UL FTPPO N 21 Tahuen 2000 dapat memberikion keadilan bagi
mereka dolam mengajukan hak-haknyn,  Korban perdagenzan omng dilindungi
hak-haknyn sesuai :k‘ngangﬂﬂ 43 sampai dengan Pasal 47 Seluin o UL PTPPO
telah memeal  wnsuer-unsur dan sisem perlindungan hukem bagi kocban dengan
memberikam nkmpmsasi. restitusi, repatrinsi dam nehobilitasi bagi korban.

Datam hal pemberian ﬁk mestitusi bagi korban tindak pidana menorn
Marndjono Reksodipumre sudeh sepaniasnya lul.u perbuatun pidana f(orang lain
tersebut) yang menvediakan ganti rugi g:i akibat dani perbuatan pidana yang
dilakukan terhacap orang laln.  Purwoto 5, Gandasubrons menvebutkan balvwa
“Buaty perbustan pidans yang melawsn bukom wiapi Gdek melsnggar hok

sesearang dan karenanva tidak mesimbalkan kerugian myata, cukup diberikan

W Mardpona Reksodipuirs, Krissavlep dar Saren Peraditan Maesa, Pusar Pelayasan Keodilan
clen Penpabclion Hukum (4T Lembass Knmisologis Cefakan Perama | Bdisi Penoma), Usiversites
Indonesia, Jakarin. 1994, him 77
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pidann {penjora} sajn, sedongkan schaliknya, baruloh spebils perbuaton pidons ind
melanggar hok dam menimbulkan kemsgian, moka pantas dijabshi gasti rogi
{restitusi). "

Pemberman hok restitusi bagi kejnhatan di dulem komteks hobungon
pelnku dan korban, menurut Bomli Atreasasmita, mempakan suabs perw ujudan dari
resoshilisash Engsung jawab polaku scbagal warga masyarakat, Melalui proses
resoaialisast dimaksudkan dan dibaraphan tertanam rass tanggung jawab sossal
dakam ¢l si pelaki

Tanggungjowab sosial pelaku terhadap korban dengan memberikan restitos
merupakan bentuk dari iktem pertanggungiawaban pedana. Seperti diketzhii
habwa hukum padaa presinl Indonesia mengam asas kesalahin sebagai salah s
asps disnmping asos legnlitns, Pertongzungjowaban pidang akabat dun terjodinys
perboatan pelako tindak pidona atss kesslaban yang dilakokanmya, Pelaku vang
melanggar kewenan UL PTPPO makys din bares  benonsgungjowsb  aces
kesalehnnnya,

Pada hab 2 delah  disebtkan beberapa contoh  kesus Eﬂﬂl pidana
perdagangan orang Jimena wntutan restiusi bagi korban tidak erpenohi. Dalam
perkara Yuki Irawan, Jaksa Peountul Umum dalon dakwassoya mengajuban
20

mauran  pidand penjard selama 13 dtga belas)  tabun,  dends  sebesar

B SO0 NKRD00 - {lims rates juts rupiah) subsider & fenam) bulan kenangan dan

EE.IH'-I‘.'&.‘I 5. Candesubrats, “Wecadek Ciannd Mugd DaloreKovaay Podbans Pidums, " Pemegokan
Huia Dtest e s @ embnpuns, (el ) Bodan Kontak Frofs) Hukum Lampong,
Adunnni, Bendung, 1907, hlm. 117112

¥ Homdi Almeasmite, Wasalsh Seomean Terhadop Korbae Tindme Plaeea, Maglah Halam
Masional Depanemen Kehakiman, 1952, hlm, 4445




dinyatakon harus membayor restitns Ebﬁar Rp 17 822694212 (tujuh belas
milyar delapan retus dua puluh dua juia enam ratus sembilan pubsh empat riba dun
ritus dua bebas rupihy, Peda akhimya Hakim Pengadilan Negeri Tangerang
memutus ferdokwn Yuki Imwan dengan pidena penjara 11 (sehelas) tabun dun
mennkak tuntutan pemibayaran restituss kepada korban. Penolakan afas pembayaran
restilusi bagi korban Korena diangeap permintaan tersebat tdak massk akal dan
korban tdak memiliki bukts-buk peadukusg untuk dijadikan ala bukii.

Koasiis Lain g ditolak iuntoean pidana restiiusinga adalah kasus Mubhammad
Rizki bin Hesan Basn yang pada tinghost Pengadilan Negeri dilbebaskan dari segala
Tnian entang tht pidamna perdagangan ansk. Dalam puiisan erebon. Taksa
Femimul Uniem nelahukan opaya Kasasa, Pada pitusas kasasi. majels Hakim
Mahkamah Agung menyninkan Muohammad Riekigmlnh telah melnkukan findok
pidana permutakaten jshat untuk melakokan tindak pidana perdagangan snak.
Mutusrmnad Riekd dibukum desgan pidong penjura selams 2 (tiga) cahon dan denda
sebesar Rp, 000 KR, - {seratss juis ropenh ) dengan ketentunn jiks denda terseb
tidak dihaj'urbcnrlrana]:a diganti dengan latinan kergn selama 3 {tiga) hulan,

Kasus Fudi Yuliaota bin Supsrman, Jaksy Penomuot Umom menunn sgar
terdakwa dipidana £ tahun pidana pe:tjam.pid:uuguda sebesar Bp. 120 D00 000,
(seratis dun puluh jurs fuplahy dan membayar ressinesi Lepoda masing -masing
korhan sehisar % 20N - (ehud puluh juta opial) dengan ketentuan jiks
terdakwa mdak mampu membayar restitisi Eﬂﬂi‘.‘l dengan pidana kunangan

pengpant sboma 3 (igal bulan.
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Datam kasus terdakwa Sonids binti Basro, terbukn terdakwn teloh melokuken
permufakatan jahat untuk mereknst dan melkokan pengpuan terhadap korban
dengian carn mengeksplodtusiny, Joksa Penuntut Umum mengajukan ﬂuulm
pidann penjors selams 10 (sepuluh) tahun don membaver dends sehespr Rp.
I B HHLNY - (sermus doa poluh juta) subsider 6 (engn) balin Eorungan.
Mlembiyar restitusi kepada para korbian ?:h:au: Rp. 23 5949 700 - (dua puluh lima
juta lima rutus sembilan pulub sembilan ribu twjeh s aapiab ) kepada korban Send
hinei Parsonn, Kepads kothan ﬁn Wlaryatin bing Juri sebesar Bp, 24,799 3K - (dus
puluby empat juta wjub et sembilan pulub sembilan el job rats aapialy dan
kepads Yavah Marivah binti Surip sebesar Bp.24 1959 700 - (dus paluh empar jot
seraiies sermbilan puluh sembikan mbi pul s ropaEh. Pada kasos Sanidi wersebu
akhimya Hakim menptuhkon pidana penjors seluma 4 (empat) tohun don pidans
denda sehesar Bp d H0U000NK - (seraius dun puluh dua juta mopish) desgan
kerenwan jiko tidak membayar depds abon digant dengsn pidans kurungan
penggontt seloma 2 (tiga) bulan. Hakim juza menolak pembayomn restitust kepadn
korhan karena tidak dapat menonjokan bukti-bokt di persidsngan.

Sementara i, dnlam kesos Lain yiiog terdokwa uens mama Dind Muraeni. Jaksa
Penusiut Umuem menesiut terdakwa dengan 8 (delapan) fabun pidana penjara.
Dalam kosis il tidak diajukan restinusi bagl korhan, Majelis Hakim Pengadilan
Megern Cibadak akhimyva menjotubkon pidana penjra 6 fenam), denda sebesar Bp,
| 500 CHH] AN = (Reratiis pdish juta ruguah).

Berdasarkan uraian beberapa kosus diatas, Sketaul balwa gugatan restins

dolom findok pidonn perdogongan orong schamseya depat dinjukan sejok awal
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proses penyidikon, Scloin ity gugnotan restitusi jugn dopat dai-lja.lhn nich Joksi
Penuntut Limem schngai wakil korhan dalam penuntutan. Pemberian restitosi bagi
korbiin  timdak pidana meropakan opaya mewojudkan kesdilan dengan
mengembal ikan -‘hn]: korhan yang hilang akibot dari tegodinys kemhatan,
sehingen hnk-hak yang hilamg fersebut hams segera dipulibkan,

Berkaitan dengan keadilan bagi korban dalam tindok pidana perdagangan
orang  dapat mejuk pads teori keadilan disteibunls Arisioteles. Dalam
pandapannya keadilan distriban merdpakan keaddan yang sifainya proposional,
Babwy sctisp orang berhak wntuk mendopakan beadilan secarn setara, tanpa
dibeda-bedakan. Dalam UL PTPPO kodban telah disebutkan berhak  ammk
mendapsakan restituss atas ap vang Jdialamnys, Hal tersebun benrt bisfow setiog
korban tanpa melihat sinpn dirinyn berhok vtk mengojukan restitoss sesuni vung
dinmanatcan dalam perondang-undangon.

Uk mewujodkan keadilan wersebur. maka penegak hukum memi ik
temggung poaoh untuk melakoksn onalisis bukom siss suate perkom veng
disclesmkanmys dan peka terhadap masalah yang timbal dand perkara tersebud
dengan mengpunakan  beti mwaninya. Jika  dikaikan  dengen  weodi
pertangeungjawabon pidana, pendapat dari Roeslan Saleh ™ dapat dijadikon sehagai
figjiskan bahws dalam membscarmkan fentang peraigping pvabnn pdara, tdak kb
dopat dilepaskan dan saiu dud aspek vang haros dilibat dengan pandangan-

pandmpgan falsafzh, Same diamaranys adalab kesdilan, sehingga pembicaraan

Y Rpedas Saleh. Prlfran-pikinan Temtang Ferfenpearpiovabar Prdana, Ghabiz, Inconesia, Jakorz,
1982, Bilim. 10
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tentang peranggungjpwabon pidino aken memberikon bentuk vang kehih jelas.
Pertanggungjawaban pidana sehagai seal hukam pidana terjalin dengan keadslan
sehigzai soal Filsafat

Chairul  Huda menyatakan bahws  “pertorggungjawsban  pidonn  sdalah
gta.nggmgﬁuwnhan orang terhadap tindnk pidana yang ditokukannya.™ Hal i
berart orsng yeang telah melakukan lindak pidana barus mempertanggung jawabkan
perbuatannya tersebul. ak.nigme vang dibangin oleh hukum pidans menpakan
akrbit i adkamy'a pelanggaran uniuk melkukan suai perbiala el sehmggs
pada akhienya pelabu pelang garan tersebul barus bertanggung jawab.

Terdapar dua pandangan beckaitan dengan pertang gungjawshan padana. vaitu
pardangan yang meenisiis aleh Simwong yang menysakan bahwa “steaifaarfei ©
sehogan “weme wrgfioar gestelde, onrechmotige, mer schuld in verband steands
handeling van een forekeningvatbaar perseww” (snatu perbustan yang oleh hukum
digneam dengan hukuman, beneniangsn dengan bk, dilakokan oleh seseorng
yang bersalah don omang ity dianggap bertonggpungiawsb atas perbumtannys)”. '
Aliran momizm menyebutkan kabosw unsur-unsur stegffeerfedd meliputi onsur
perbuaton, yvang lasim disebut unsur objekl, maupun unsur pembuaat yang lazin
dizebut unsur subjpektif. (deh karena i, dicampumya upssur perbuastan dengan
i perhiativy, dapal dishnpalka balvea ctraflaader adalah samn dengan
syarat-syaral penjatubon pidana, sehinges jika terjodi sorafbounfedr, maka pasti

pelakunya dapat dipadana,

" Chairal Mk, St Nadie Pidane Tamsa AR Menigy Kepeda TNade Perenggorgmsaian
Pt Tirwps Fesafmbon, Uctaban ko4, Kooang Presaads Media Croup Jakano, 200 1, hlm, 70

T Mutady dan Dwidea Priyamo. Pestongganghaoban Pldima Earporast, Kencons Prenpda Media
Ginoup. Jakarta., 2000, hlm. 61




Hermon Kontorowisz pado tihun 1933 menpungkapkon pondangan dealistis,
dninm bukunya yamg berpudul Tei g Schold. Herman menentang kebenaran
pendirian mengenai kesalahan (sohafd) vang ketika e berkuasa, yang obeh belise
diramakan “ohjective sehala™. Kesalahan tersebut dipandong sebagai sifof doeripado
kefnkuan Oeerfiral der Bardiong). Uniuk adanya strafiorepsseisungen | syarai-
syarat ponjatuhan pidena terhadap pembat) diperlukan kbl dahuls pembakiian
adunya sirafbare bandling (perbuatan pidana), kemuodian dibuktikon sehudd atau
kesalahan subjekif pembaear, '

Atgs dasar pendapat para pakar hukum tersebar, maks restiiusi menpakan
bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapar dilakukan pelako terhadap karban
sehimggn dapal membenkin Kead ik, Beniuk dan pertangzongjawiabsan pelins atis
perbuatan peloky perdogongan orong dilakukan dengoam melankspokan pemberion
hak restitusi bagi korban.

Andi Hamzah mengemokskan bahwa wjuan  dari  pidama  adalah™
Reformaion, Restraing, dan Restwiburion, serin Deterrence, Reformasi berarti
memperkaiki atin merchahilitasi penjahal menpidi orang haik dan berguna bagi
masyarabat, Kesvalny maksadnys mengasinghan pelanggar dan masyarakat, juga
tersinghkimya pelanggar hukum dan mesyarakat, berarti masyarakal itu akan
iy lebih aman, Retvibufion lalal pembalazan terhadip pelanggar bk

karena telah melokukon kejahatan, Deterrence berarti menjera staw mencegsh

g3|-I-E'-:-1j:lr||.'|. Perfaremn Pl dan Perrowge nrgensabas daliom Sk Plaane, pidoio ducaptan
oty Upacars Peringatan Dies Migalies V] Usiversilas Gadjah Madi. langgal 1% Desember FWES,
@ Akssan. Jakirta, E9R5, i 23-23

" Anadi Homesh . Siceo Mg oo Sesideeaon ldeese, Pracnea Porsmits, ko, 1093, ki
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sehinggn baik terdokwn schogal individuol, moupun omng lein yong potensiol
menjadi penjohat akan jera piao tukot onluk melakokan kejahatan karenn melihat
pickama yang di jutehkan kepadn terdakwi,

Kezpentingnn wtama dalom hal pemidenasn restinesi pado dasamys merspakon
WEYA g:gam untuk membenkan perlindungan dan pemenohan hak-hok korban.
Dalam Pas=al | Angka 13 UL PTPPC disebutkan bahwa yang dimaksod restitsi
adalah: “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan
pinusan pengadilan vang beckekuaran hukum eiap aas kerigian materil damndatm
immateril yang diderita korban atag ahli warsaya™ Gant rugi vang dimaknai
dalam tindak psdana perdagangan orang adalah ganti kerugaan berzifat material dan
ataun inersrerial. Wealnya pemulihan Korban lindak pidana perdsgangan arng
tidak perle dikpatkan dengan odn ston tidaknyn proses yudisinl, kirenn pada
dosarmyn konsep dan restiusi secara subtonsi meropaksn bagian dan pemulihan
korhan wgar kembali dalam bondisi semua sebelom terjsdinya suatu tindak pldama.

Dalam hol penegakan hukom umivk memberikan restitusi kepods korbon
perdazmnoan omang, secan tegss dijelaskan dalam mekanisme pengajuan restitosi
dilakukon sejak korban melaporken kesos vang dialuminya kepady E:pu]jﬁm
Megara Republik Indonesia, Restitua yang diminta oleh korban diajuken sejoak
proses penvidikan hingga akhirnya dicaniamkan sekaligns dalam amar purisan
pengslilan, Sementara pemberan restitusi dilaksanakan dalem 14 {fempat belas)
hari terhitung sejok diberitahukannya pamsan yang telah memperaleh kekuatan
Ikumn tetap, Pelaporan erebu ditngani oleh penyvidik bersansan dengan

penenganon findok pidang vang dilokukon, Dolam proses penangomon knses




terschut, makn penoptut umum wagih membentahokon kepoda korban tentong
hnknyva untuk mengajukan restitusi . Penontut umum dapat menyampaikan jumbinh
kerugimn ywang dedernitn korban akibal timdak padang perdapangan ormng bersamain
dengon  tunbwtan,  Pengajuan  restibesi dengan mekanisme  tersebot  tidek
menghilangkan hak korban untuk mengsjukan sendin gugatan atas kengiannyn.
Jika dicermati dalam Passl 28 UL FTPPO dischaskan bahwa wijib dilakiskan
peogajuan restitust sejak dan awal ﬁyidii:m, penunbutan, dan pemenksaan i
sidang pengadilan rerkail dengan penegakan hilkum nadek pldana  perdagangan
orang. Hal ini berarti upays penegakan bukom untuk mengajuken restitusi bagi
kerban sndabh haros dilakukan sejak dwal proses pervadikan. Namun demilkian,
ahaBam peloksamuaniyn pengisan resinsi ersebur tidak terlaksan, At dasar hal
tersehan, jikn menejuk  podn Posal 48 oyl {30 yime memast temang ketentuan
penitipan restitusi dalam benfuk vang di pengsdilan dilakekan sesum dengan
peraneran perundang—undangan honislabh dilsksanshan demi ecapainya penegsk
kv atns restitesi it sendin. Hul fersebat teloh sereni dengan proses peromganin
perkara perdata dalam konsinyesi. Atas dasar hal tersebul, maka sejak awal
peoyidikan hars dilakukan perhiiengan E;ugl.an vang diderica oleh korbon,
Besarnya kerugian vang dislami korban tersebut skan dilaporkan oleh penvidik
kopists Taksa selsin penuisiut umuii, Atas dasar lapocan tersebin, lakss dapat
ﬁlg:jutan perminiaan kepada Ketwa Pengodilan setempatl melalui ponitera untuk

dapat dibuatkan sural ketetapan agae pelaky meaitipkan sepumlsh wmng sesaai

dengin permintaan Joksa, Penitipan wang restimsi ersebun juga dapar dilakukan
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setelnh adanya putwsan dari Pengosiilon MNegeri, Hol ini dimoksud agar Hakim
mudixh dalom melakukan perhifungan kermgian vang dialami korbam.

Pembersn restitusi kepsda korbin perdaganpan orang atau ahli wardsnvi
diterikon don dicentombcan seknligus dolam ammsr putwsan pengodilen (Pasal 48 oy
{30 dan dilak=anakan sejak potesan pengadilan tingkat pertama { Pasal 48 ayat (410,
Dralam Pasal 48 ayal {6p restitusi ?i:r:nknn dalam |angka wakio 14 (cmpat belas)
has terhiiung sejak dibentahukan putusan vang memperoleh kebuatan bukum yang
tetap, pembayaran restitus rersehisr i:m pembayaran ving fil das jumish
restitusi yang diputus yang sebelumaya dititipkon pada pengadilan tingkst penams .

Besdasarkan ketentuan UL PFTPPO tersebut, maka keteniuan tentang restitusi
adalah mencakup kehilapgan kekaymin ataow penghasilan, penderitm, bioya unii
tindakan permaaton medis dondsine psikologis don'ston kerugian lnin yang diderin
korhan sebagai akibat perdagangan orang. Kerugian lain tersebust dopat berupa
kehilangan hars milik . biaya wansponesi dosar, bdava peagnears ats) bigys liin
vong berkaiton dengon proses hokem, ataw hilongnyva penghasilan vang telsh
dijanjikan nleh pelaku.

Setiep kerugian yvang dialami oleh korban perdagangan orang ukan diajukan
restifusi. Ketenmuan dalam Pazal 49 UU PTPPO menyebutkan bahwa pelaksanaan
permberian feslimis hafies delapockain kepﬂll] ket PEJ'I.Ei!ﬂ”iIH VaARE memniizkn
perkars, disertai dengan tonda bukti pelaksansan pemberian restitusl ersebut,

Tandi bakti tersehut diternma olel Ketua Peagadifan dan akan chumumbcan  di

papan  pengumuman pengedilbm ving  bersangkotan,  Salinan  weda bukn
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pelnksonnon  pemberion restitusi tersehut okhimya  okon disampaikon  ofeh
pengadilan kepada korban atao ahli wansnya:

Fika pestitusi terseban tidik dilaksanakan oleh pelako, makie sesui ketentusn
Poesail 50 avat {11 makn korban stau ahli warsnyo horus segern membentohukan hal
tersetunt kepads pengadilan. membenkan surst peringatan secan tertulis kepada
pember restitusi, untuk segera memenuhi kewajiben memberikan restitusi kepada
korban atau shli warisayva. Pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan agar
pemberian restitis tersebul hanis dilaksamakan dalam jangka wakm 14 fempan
belus) hari. Ketika surat peringatan terscbut tidak dilabsanakon, maks pengadilan
akan menge luarkan periniah kepads Pemiotut Ulsm antok meny it harta kekayaan
ferpichina dan melelng harta tersebut wmuk pembsaysiran resilisi kepasla korba
roupun ghli worisnva,

Pengaturan tentang pemberian restitusi bagi korban perdagsngan orang
bemujuan ager tercipia keseimbangan wntare pelaku dan korben. Kocban berhiak
urtuk mendopatkan perdakoken, kedodukan serta perhation yang soma dalom proses
persidangan. Pelaku mendapat sanksi berupa pidana dan findakan, penerapan sanksi
tersebul menpakan wujod behwa setigp orang mempunyai kedudukan yvang sanu
di depan hukum apabils mereka melangger hukum. Sedangkan korban akan
mendaparkan  perlindungan afhs haknyhd atas pemberin  fesnnesi yang  swapb
diberikan okeh petiky, Pererapan persamsan kedwlukin dadam hukum fersebut
merapakan konsekuensi dari Eﬂg]mn’naan dan perlindungan techadap Hak Asasi

Manusin don sesuai dengan keadifan disiribagl Arstonekes,




Berkaiton dengan pelaksonson pidona restitesi tersebut, sont ind belum
herjalan  sehapnimana  mestinya. Seperls telsh diomnskan sehefommyn haham
beberaps putusan pengadilan enfang perdagangin orang tidaklah mengabulkisn
percdehinn restitusi bagi korban, Bohkan jike disgukan, wniuton tersebut ditolok
karena dennggap tidak sda pengnjuean dari kothan. Kalaupun digukan sejak proses
penyidikan, kocban harus dopst memberikan bukii-bukt yang jelas, baik buki
kuitzanwi atas biaya vang sudah dike luarkan maupos bukti-bukis atas aset yang rusak
atii fuliang kepada penunial mmiim, Alas dasar hhhtlﬂhllhflTer'ﬂ."i'll.lf.|'ll:'1lll"l'll.|[ LT
akan meminte pengadilan untuk menghukom pelaku dengan cara wembayar
PRI,

Dakarm beberapi putusam vang menjodi oyek dam penelitian ind, Sapst diliha
bubwa putussn akhir wrhsdop terdakwa tindok pidena perdagangan omng tidaklsh
mencerminknn keadilan bagi korban. Pada desamys . putusim yang dijatuhbean oleh
ki harus memperbatibon Gakes-ako hukum yang disampaikan dalam wanioen
maepun i dalim persidongom, Fokts-faktn hokum tersebui hans disesenikon
dengan ateran-aberan hukum dan argpmentas hokum yang dapat menginter pretasi
wlang-wndang wmuk mencuri keadilan yang sesunggubnyyg bagi korban, Hakim
harus dapad Elaﬁ:ukan penafsivan vang berbasis kesdilan fanpa melupakan
kepastian hukum, kemanfaatan sena Kesetaran hukum dan perjatuban padanag i
sepidin.,

Kesetaman hukom atan equery of fow merupakon kepatutan vang  hanes

dilakukan dalam melihat soat perkara, Soerjono Soekanio™ melilar kepanstamn ati

“:'E-urrjl.um Sochanio, oo ek dolpm Mosvosabo, 1982, bl 14-15




eqeity merupakon niloi-nilad vong odao delom kepentingan prbodifbagian, Di dolam

hukumn ., bigsanya nilai-nile digambarkan sehagai berpasang-passngan, tetapi dalam
Formisi selaly beriegangan, seperti missdnya antam keselansn atay kesetimpalan
(rechiveardigheid,  billijkieidy denpan  kepostion hokum  (rechsszekerfeid),
%plﬂial Hokum dan kesetarsan metupakan dua tugns pokok dar hakom . Sarmim
dalam pelaksanannnya kedoea ugaes terscbun iidak dapat ditctapkan secara merata.
Asas kepontion hukum merupakan jamisan babwa dalam pelaksanaannya bukum
heprus chijadankam dengan cara yang balk dan benar, Kepastian adalah rajean dar
peluksanoan lokum itu seadin, jike tdak ada kepastian hukum maks hokum skan
kehilangan jati dicimya.

Dakarm hal penmtuban pidana dalam perkara tndak pidas perdagan g
armng, Hokim hams mengutamakan kewdilen dan kemanfantan diem penjabahon
pidang iy sendiri. Sesuai depgan asss kemanfastan, maka penjotuhan pidana
tersehi hares dapar bermanfin bagi korban, peloks den memenohi Kepentingan
mzsvaraket, Keadilan ity senditi pads desarnye merspokon suoto kondisi veng
hars diswujundkan sleh agum, Keadilan dalam timdok pidana perdagangan orsng
hams memug dimensi keadilun secary prosedural, akses keadilan bagi korbin
uniuk mesdapatkan hak resttusi, dan tedaksonanva putusan hakien  dadam
penatihad pedans kuruigan peng paitl bagl pelak,

Hakim dalam mengadill dan menptuhkan pidans tedak akan tedepas dar
sintern aturan prtana, Namun demzkian, hakim diberikan kebaasaan untok mengisali

i melihat pervbabon sosial dan pemenohan rasa keadilan bagi masyarakat atas

perbuaton yang dilareng olch peraturan perundang-undomgan.
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Balom pepclesuran pustokn, diketahwi bahwa hukvm positif Indosesio

memiliks bebempa perstuman perundang-undangan dan Peraturan Pemenntah vang

berksitan dengan pemberion hok restitusi, Peraturan tersebot terdini stas,;

I

Posal 48-101 KUHAP vang menyebutkan tentang; pengeabungan perkara ganti

kerugian, bentuk : kerugian materiil, ganty kerogian akan dikabulkan setelsh
pokok  perkaranya lah berkekumian  hukum tewp, korben hams okl
berhubungan dengan JPU untuk memastikan gants kerugian dimasukkan dalam
rumntitan JPLL Jika rigak dimasik kan dalam i, mash ot pelinng sebelun

priusan chschuss puinsan;

=]
. Pagal 33 ULI No. 32000 Tentang Pengadilan Hak Asacs Manugia menyebiick:n

rentang beniuk pengembalian ama milik. ganti keruglan untk Kelalangan atl
penderitnn, pengeantion bioyn wntuk tndokon tertente, dmasukkan dolam
tuntutan Jaksa, Pengadilan HAM memutuskan dalam amar putusanmys dalam 30
hari pelaky  melsksanakan  putesan tdak  meloksanakan  putusen. maka
korhnn/keluarga'ahli warisevn melaporkan ke Jokse Apung don dilokokon

penntah agar dalam 7 (tujuhl han pelako membayar restitusi.

@
. Pasul 36-42 UL Mo, (52003 Tenmng Penclapan Peratuwran Pemerinish

Pengganti ULT Mol tabun 2002 tentang Pemberatasan Tindak Pidanas Terorisme,
Memyebuekan tentang permberian restines ditakokan melalul punsan pengadilan,
tuntutan restitesi hares dimasokkan dalam tuntutan Jaksa Penomtat Unium,
diajukan paling lambat 60 {enam puleh) hari melaksanakan purusan itk

memberkom e jika melompowi baas, dopan eelaporkan kepada

EF




pengmlilan Eli.n;g lombat M) ftiga puluh) bori pengodilon akon membuat
penctapan snuk memerintahksn pembayaran restitus tersebut.

o Pasal 4850 UL Moo 132006 Jo L Ne, 3172004 tenteagg Perdindungim Saksi
dan Korhan. Menyebutkon tentang bentuk : kehilomgan kekoyoon'penghasilon,
penderi tann . biayva pemwatan medis, psikologis, kemeginn laim yang diderita oleh
korban, digjukan sebelum putuzan karena skan dijatahkan sckaligus dalam amar
puiusan, restitusa dbenkan dalam 14 fempat belas) har setelah puiusan
herkekisitan etap dan Gotipkan 0 Pengadilan Negeri, jika tidak memenahi
kewajiban restitusi, dapat melapos kepada pengadilan dan pengadilan membaat
sural peringatan terulis, jika dabaikan maks dapat memenntaldkas Taksa
Penwnmt Umiim oniuk. menyitd dan melelang banng. jika idak mamgs
membayvar dignnti dengan kunsngan maksimum | {satu) tahen;

- Pasal TA UL Mo 2174007 tentung Pemberantasan Tindak Pidana Perdagnngan
Orramg . Menyebutkan tentang restitusi vang dimints dalam benwk: kehilingan
penghnsslonkekavaan, penderitnen, pernwatan medis/psikologis permohonom
restitesi dinjukan ke LPSK sebelaom atan setelah putosan pengadilan sehelum
putusan; dimssukkun  dalam weonsan, setelah putusan: mengajukan ke
pengadilan uniuk meminia penetapan.

CPaal T LILE Mo, 350114 Tentang Peruhahan atg UL Nomor 230000
Tentang  Perlimfungan Apsk, Menvebutkan  wentang  bentvk:  kehilangan
kekayvaan, penderstann, perawatan medis dan psikologis. diajukan sehelum

s penyidikon st peouniutan atw melaio LPSK

EE




7. Posal 10 UL 1].'%1 Tentung Sistemn Persdilom Pidona Anok. Menyebutkan
temtang  bentuk: pengembalinon kervgian. rehshilitasi medis don psiknbogis
dilakukan  melaluy  diverss dan ditetaplkan ofeh pengadilan, ik fdok
melaksonmkon penstapen pengadilan maka proses SPPA nkon dilaksanakon,

lika diperhatikan beberapa ketentuan tersehat, diketahon babwa peraturan

tenmtang pidana restitusl sehansnya adalah seperti yang dismsnatkon dalzm 10

Mol tabun 2007 Tentang PTPPO. Adss dasar hal tersebut, maka sebaga upaya

itk inedtiemiahl Keadilon dan ferfaksananii pensgakon hukuim, maka dalaim

penangansn  kasus  korban  perdagangan oreng derutama ustuk pemsenuhan

permberian restius maka diajukan rekomendasi uamk melskukan wpaya paksa i

harta kekayaan vang dipereleh dan tindak pidana perdagangan onmg,

2, Rekomendasi Upnya Paksa Pidans Bestifusi Melolui Sita Harta Kekayaan

Rekomendast pidona restitusi melolui opava paksa sifa haria kekayasn
sebalknya dilokukan sejak swal penyidikan. Hal ini dilakusksn karens tinda

perdagengan orang merupakon exiva ordingy orime, kephaion vang sangot I

hidsa karena felah metanggar HAM dan juga menyebabkan kerogian psikis manmm

secarg ekonomi bagi korban, Oleh Karena b sits hano hasil dan gula]r. pidanu
perdagangan erang setara dengan besarnya kerugian yang dialami korban. Konsep

&ita harta hasil Hndak pidais perdagangan amnp fesebun dapat mempdaoye ksikn

nilai sistem peradilan pidinag yvang dapat memberikan keadilan bagi korban dan

kebuarganva, Melalun sita hara kekavaan, maka swem peradilan mdana dagpat
memberikan kepuasan kepidia Korbam terhadap penpiehan sankst bage pelako

melalui batason maksimum yong pasti,




Upayw pokso adolah serangkaion tindokon penyidik uniuk melaksonaken
penyidikan, vain  dalam  hal  melakukan  penangkapan,  penabanas,
pengeeledahan. penyifoan, dan pemerik=aan surat. Dialom keadnan normal,
Rilamana tndakon it dilakukon tanpa dasar Ketemtuan undapg-undang,
mutka hal fersebut depat dikeilifikasikan sebagal pelingparn bk asasi
manusia, khususeya teoting hak dan kebebasan pribadi dan ovang yang
ditindak .

Crakarm KUHAP disebuikan babvsn apoya pakss dapan dilasokan dengan cara
Eﬂ}'ibﬂ.ﬂl. Dratsor Hukom Penyitaen dopot dilihot dalam Pasal 5 eyat (1) hunaf (B)
angka (1) KUHAP; Pasal 7 ayat (1) humt (dy KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 38
sid Pasal 49 KUHAP. Pasal 128 <4 Pasal 132 KUHAFP.

Posal 1 angkn 16 KUHAF menvatnkon bohwa: Pepviimon  sadoloh
serangkaian tindakan penyidik unfuk mengambil alih dan atin menyimpan di
bawah penguassannyy benda bergerak sow tklak bergerak, berwujud atan ddek
berwujud untuk kepentingan pembukiian dalam penvidikan, penuntutan dan
peradilan, Setelah direnmikanig Bgni-bikn dan hasil pengpeledahan rechadag
lersangka, maka penyvitoan akan dilakukan sebagai tindak Bojet dan proses
oo
peryidikan.

Penvidik dapar melakukan penyitaan aas barang bokti vang meniliki
keterkaiton dengan tindok pidann vang terjodi schingga dapat membuktikon sustu

perkars.  Pembuoktion sunto tindak psdana membatuhkan berhagan berkas yvang

digunaken dalom proses peny idikan, penumotan dan peradilan. Kriteria bends yang

A K ikalis Simanjuntak, Acare Fidena fnaeeenia Delam Sirur Haksn, Ghalia Indonesia, lakors,
202, hilm. 77.
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dapot dikenakan penyition dintur securs limitative dadom KUHAP, Adepun bendo

tersetust adalah; <

1) Bemda arau agihan rersangka foo tendakwa vang selurah sty sebagian Jdiduga
diperoleh doci tindak pidana stow sebagai hasil dan findek pidana;

21 Bemda yang telah dipergunnkan secors langsung untuk melakukan tindak pidanz
At wntuk e persia plannya;

) Bendn yang dipergunakan untuk menghalangs penyidikan tindok pidana;

4] Bendn vang khusps dibuot uniuk melakukan susto tindak pidana:

5) Bemda lin vang mempunyail bubungad laegsung dengon tisdek pedaia vang
dilakukan;

a) Bemda yvang bBerada dilam sitsan dalam perkara pendata atan Kaeena paslil
sepanjang memenuhi ketemuan poin (1) sampai deagan (3) juga dapar disita
uniuk kepentingan peavidikan, penuntutan dan mengadili perkars pidans.

&

Dt Pasal & Prorocol To Prevent, Suppeess And Punish Trafticking In
Persons, Expeciolly Winnen And Childlren, Supnpementing The Ubited Natlans
Crwrvention At Tromsnetona! Orgarized Crime {Protokel ook Mencegsh,
Menimdak, dim Menghukuim Perdagampan o, Temtisng Perempian Gian Aok
Amak, Melengkapi Konvensi Perserikotan Bangan-Bangen Menenting Tindak
Fidana Transnasional yang Teroroamisgsi ) disehutkan tentang tentang kriminafi=asi
pencwciin hosil dndak pidans. Babwy Megars yang meratiflikasi konvensi ini hares

mengadopsinye delam peraturan peruncdong-endmngan untuk memberintos findek

| ihad keeniwan Pasal 2% KUHAF

e




pidann perdagangon orong, Undong-undong yang dibuat hams scsen dengon
prinsip dasar komvensi tersehot don disesuaikan dengan prinsip hukum nesionalnys.
Fomwvensi tersebut becharap Negara melaur badam legislotifnya dapat mekakukian
tindakan fentang penyitman Eam'] kekmyasn vong diperobeh dori timdek pidann
perdagangan orang. Pasal tersebut jugn menyebutkan tentang  pengalibhan harla
benda yang dipastikan bahwa propeni vang dimiliki pelaku merupakan hasil dari
kejahatan perdagungan orung. Tupan dad peoyitaan fersebul adalah ik
menghindar disembanyikan atau hahkan disamarkan aal usul dan hama bends
terselt,

[donesia sebagi Negara yang urul meranfikasi konvenst dersebal hans
ikt melakukan pencegahan tindak pidana perlagangan omng. Okh konena i
kebijakan pidona penyitann harta hasil tindak pidona perdagengan omng hanes
menpadi bahan pertimbangan sebagm bentuk penpatuhan sanksi. Langkah wtamn
ik dapot melakukan penyitaan aset hosil tindak pidana perdagangan orong
tersebui akan membtenkon kepastion mkum bagi korban dalom upays melnkokon
tuntutan hak restitusi, Selain it sita harta kebayvaan tersebot akan melindung hak
asgs| korban perdagangan orang  sens dopal memberikan kemanfsatn dan
kesejehtersan bagi korban dan atau keluargs korban. Berdasarkan uraian 1esebut,
ik Eedoaesia waill melakitkan pengawasan tentag
1) Kemungkinan terjadinys upaya pencucian vang dan hasil kejohatan tindak

pidana perdagangan arang.

21 Memberikan kepastion bukom bagi korban tindak pidana pendagangan orang

dalom vpaye wntuk memperobeh ganti nagi

ET




1) Mengupovakon pemberian ganti rugl berups restitesi kepodo korbon findek

perdagnnoan arang sepnk awal prises penvidikan

4) Melakukan perbatkan sistem perolehan restitusi bapi korbien tindaek pidanis

L

k]|
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perdagangan orong,

Lazimnya penyitann dilakukan dengan tata sehagm berikur

& ,
Pazal 38 [ 1] KUHAF. ada susat izin peayitaan dan Retua Pengaslilan Negeri

gelempat.

Pasal 128, memperitharkan dan menn juikai manda pebgenal

Pazal 129, memperlibakan benda vang akan disita

Pazal 1249 [1], penvitaan dan memperlihatkan benda sitan s disaksikan
el Kepala desa atau ketua lingkungan dengan dun orang suksi

Pusal 1249 2], memboat berta acom penyitaon

Pusal 124 [4], menvampaikan tiomanan berita scam penyiiazn kepods atasannya
dan kepuds kelusrgs pihak dimons berang in disis sena kepada kepala desy
Pazal 130 [F], membungkus bendn sitnan, seondainyn borng siaen fidek
mermungkinkan umtuk dibungkas, maka harus dibeat catatan ataon dotn tentang
braramy sitsan, keredian catstan itu divelis di aces label yang dicempelkan dan
dikaithan pads barang staan. (Pasal 130 [2])

Keloin Gila ooy iy Al heass terseblll dmatis, KLTHAP upa menpganir

tentang penyilaan dakam kesdaon perly don mendesak, Kondis penyitaan secans

mendesak dianer dalaom Pasal 38 [2], Penyitaan secora mendesak dibakukan wintuk

memberi kemungkinan melakukan peovitam aopa melidel wm s vang
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aditentukam oleh Pasel 38 | 1], Hal miti.ipmlu.km untuk member kebonggaran kepado
penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadoan vang diperiukan.

Ronsep sity harta dadem bhukvm padina ﬁﬂ_‘ﬁl dupat dilakukan oleh
penvidik jiko mendopat surat izin dor Keten Pengadilan Negen sctempat, MNomuan
demikian, jika dalam keadazn  mendesak, penyrdik dapat bertindak sendin jika
ticlzk mm:ungkinkuﬂﬁul mendapatkan surat izin werlebhih dabulu. Penyvidik dapat
melabukan penyiisan terhadap benda bergerak. ?;telah dilshukan penyitamn
penyidik wajib melaporkan kepada Kensd Pengadilan Meperl uimik mempenoleh
persciujuan atos proscs peayitaan ierschut.

Eﬂnﬁm“ dengan benda yang dapat desita, dijelskan dalam Pasal 39
KUHAF, bahwa benda samg dapal disity sdakah benda yang . berkaitan dengan
penstivwn tindak pikdonn, Penyitann merspakom l;'nndukm ving dilokukon olch
pengougat dalam benfuk permohopsn ke Pengadilan Megeni sctempat uniuk
menghindari kemungkinan wergugar mengalibhkon hana kekayannnye pada o
i . Pengpugat dapat mengajukomn agar hortn kekoyaon dan hosl kejahoton fersebut
dibekokan, disimpan schagai jaminam dan tidak dapat dinlibkon maopun dijoal,

Menuwmit  Yabya Harshap, penyiman (Desfog) merupakan  tindoakan
menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagann eesn

berdasarkan perintah pengadilan atsu Hakim ™ Penetapan dan penyitaan sas

barang vang disits berlangsung sejak proses pemeriksaan sampai adanya pulusan

0 Yakova Harahop, Hwkmw Acora Prefore, Sine Orafika, Fakarta, 2006, him. 242




pengedilon yang berkekootan bukom yang tetep yang menyitakm secum sah ot
tidaknyn penyvitasn tersehut

Djmamint Sumosir  berpendapal b penvitaan  merapiskan - suste
tindakan hukwm vong dilakuksn oleh Hokim yang sifatnyn eksepsional, otes
permohonan salah sate pibhak, unbuk mengamankan barsng dan kemongkinnn
pemindaban @ngan, oy pembebanan stas @minan, perosakan odeh pihak yang
memegang alay menguiss barang supaya patesan Hokim dapat dilaksanakean

Pasal 32 UL PTPPO menyatakan halvwa Penyidik. Penuniur Limum , ata
Hakim berwenang untuk memerintahkan kepada penyedia jasa keusngan uniek
melakukan pemblokican techadap kekavaan sefiap osang vang disangka atau
dlickak wa mmelakukan undak pidana perdagangan orang. UL PTPPO memang tidak
menyechuikom secars rinci bagaimann pemblokiran hartn kelkayvann ferschan akon
dilak=apakan, bahkan mungkin spja akan ditemokon kesulitan dalam
pelaksmineannya. Momun demikian, berkaitn dengan pemblokican hara bekyaan
hnsil tindak pidana perdogangan omeg juza dopat memjok pada Edmg-l]mlm
Repoblik Indonesia Nomor & Takun 2000 Tentang Pencegnhan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencocian Uang,

Pasal | butir (13} UL Nomor § Tahun 2000 teatang Pescegahon dan
Femberantasan Tindak Pidana Pencocian Usig menyvatakan bahwa yvang dimaksud
dengan Horta Kekayian sdudah serma benda berperak atay benda tidak bergerak,

bk vamg berwujud maopen yang tidak berwujud, vamg diperoleh bak secaa

“ Ihid,
™ Djarmaaal Samasis, Mok Avara Peeoess, Weansa Naali, Bandung, 2001, hlm. 120




langsung mavpun tidok longsung, Sementors dalom Posal 2 oyt (1) buier (0}
menychutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta keksyvaon vong dapat disifa
diperoleh dori tindok pidani perdiagangan onmng,

Atis dosar hal tersebut maka disomnkan ketikn dalam proses pemvidikon
terhatap pelnkyu perdagangan orang, patut dicugn babwa pelako memiliks rekenmg
puda bank tericn vang diperginakan untuk berransoksi. P:n}'idrkgapm: meninia
izim kepada Gubenur Bank Indonesis uatuk mendapatkan keterangan dan bank dan
lembaga fasa kenangan mengenal hara kekiyaan setiap arang yang dsduga rzlah
melakukan perdagungan ovang . Peiyidik berwenang dapat aemerintabkan kepada
hank dan lembapa jasa kevangan untuk melakukan pemblokiran erhadap haria
Kekinyain vanp diketisliog stan parel dichega bercal dan indak pedana perdaganzan
Orang, Horta kekwyaen yomg diblokir tersebut ieiap berado pada bank dan lembagi
jusa kevamzsn yang bersangkuton.

Jika dalum proses persidonoan erbuekl bahwas hans kelayean  ersebun
diperoleh peloku dari kegiwen perdagangan orong. mokn harta kekoyson tersebut
akan menjadi jaminan untuk membayar denda maupun restiusi bagi kerhan.

Berkaitan dengan penyitaun hany kekayaan pelako perdagangan ovamg,
Presiden Republik Indosesia Joko Widodo pada tangeal 10 Neovember 2007
fenpeliancan peraturan penmdang-undangan vang mengeahkon Konves A
Menentang Perdagangan Orang melsld UU Nomor 12 Taben 2007 Tentang
Penpesaban Avean Comventioer Against Teadfeking In Persoos Expeciolly Weenen
And Childenr, Melalui kovvenst tersebar, upaya uniek melindungi perempuan Jdan

anuk sertp memberikon bontuan erhadop korban tindak pidana perdagangan orang
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ditarapkon dopat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan findok
pidana perdsgangan crang.

Dalem Fasal | U Momor 1272017 pads Pargral () disebuikan bahwis
perdugongan orang merspokan sl tindek pidonn yong serfus, Oleh knrena i
tindak pxiana perdngangan omng merupakan soat findak pidana yvang dapat
dihusum den gan maksimum penghilangan kemerdekann paling kurang e mpat talan
atan sanksi vang lebah berat. Oleh karena i, bentuk sasksi yang berat diantaranya
adalah menyit kekayaan miliki FIEii'IH1I'I|1¥|1h prdaie perdagangan oramg. Faragral
() menyebutkan bahwa “Kekayaan® adalah aset berbeniuk apapun, baik berbenmus
maipun 13k bentuk, bergerak stau idak bergerak, berwujud atao tidak berwujod,
i ok ale st namen hukom yang membukiiban leik aias, atu kepenlinga
terhadnp, wset terscbut, Sementam dilom butir (k). @scbutkan Eekayean dan "Hasil
tindak pidana” adaloh setisp kekoyaon berasal dan staw diperodeh, secara langsung
Ay tidak langsung ., melalui pelaksanasn suau tdndak pidana.

Kekoyann dami hnsil tindok padana perdagengan orang termasuk didal omnyn
adalab olat, atau sarana dan prasarana dalam melakukan tindak pidana. Bahkan
hama yang digunskan unuk melakukan penrhioyisan kegiamn tindak pidan
perdagangan orang, termasuk harta kekayaan yvang diperoleh dan hasil keuntusgan
dan kegiatan tdak pidais tersebut. Upayva pakss dael peayvitaai hama ersebi
merupakan carn paling efektil agar pelake memberkon bk restitusi bagi korban
tindak padana perdagangan orang.

Pasda benr () UL Momor 122007 jugs menvebutan bahwa terhadap kekayaan

ying berasal daori tindak pidans perdagangan orung dapat dillokukan "Pembekwon®
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g "penyitaon”, yoitw pelaromgan sementara pemimdahan, kooversi, pelepasan oo
permindnban kekayaan . stan menenma penjagoan atau pengawasan kekayann secam
semmentir berdasarkan sustu perinteh yang dikeluarkcan oleh pengadilan gt badian
beroenang Ininmn, Sementara butird m) menyebatkon bahwn hasil kekoyann tinduk
pickana perdagangan omang dapat dilskukan “Perampasan®, yaih perampasan
meliputi pepcabutin permancn @as kekayaan dengan perinth pengadilun anai
badan berwenang laimnya.

Pasal 17 LILF Momee 122007 jupa menyatakan bahwa Perampasan dan
Penyitaan dlokukan oleh Megary aas hasil tindak pidans vang berasal dan tindak
pickana yang tercakup dalam konvenss ini atau kekayaan vang nilainya sama dengan
hasil tindak pidana lerseba, Kekoyvam, perangkal, ataw peralatan linnya v
digunaken atow dovjukan uniuk digumaksn dislom tindak pidima veng tercokup
dodam konvens. Megara wajib mengadops: tindakan vang disngeap perlu uniuk
mlabsanabkan idenifibasi, pelocaban. pembekiean ssn penyitian barang spapsn
sehagaimnnn dimaksed dolam Ayat 1 Pasal ini untuk tejenn perompasomn,

Pasal 3 menyvatakan hahwia jikn hasil tindok pidana telab diubab atawe dialibkan,
sebagian ataw selurdhnyy, ke dalum Eekayaan lain, kekaysun wersebut wajib dikenai
tangpung jawab atss tindakon sebagaimana dimaksud dakam Pasal ins alih-alih hasil
tindzk pidana, Pasal 2 juga menyvebutkan bahwa jika hasil ondak padana elah
tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yvang sah, kekayamn
tersebut wajib, tanga mengabakan kewenangan pernbekiian aia penvitaan ., dagal
dirampas hingga sejumiah mila vang sodab dilitong dari hasil vndak pidama vang

tercampr,
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Pasal 21 Konvensi ini, Megom wijib memberdayokan pengodilan ston oioritas
heskompeten lainaya untok memerintahkan agar catatan benk. kewangsn, afsu
perdagingan dapat dibuka atau disite, Selaip e Negam dilarang menokk wmok
bertinduk berdasarkan ketemtuan Posal i dengon alosan kershasian honk,

Atas dasar ketentuan konvensi tersebut, maka sita harta kekayaan dan hasil
tindak pidana perdagangen orang tersebut merspakan dasar untuk men jzmin hahwa
hak atas barang yong menjadi bara kekayaan da basal suate oodak pidana karus
dapar dijamin tdak akan dilakukan pengaliban, dibilangkan atai babkan dinessk
shinges dapat merugikan pibak pemobon s, Peoyitsan adalabh upaya wnoek
mengamin bahwa hak korban dalam proses berperkara di pengadilan tetap akan
lerpeeinalad,

Memjuk pads UL Nomor 12 tnhon 2017, make vpoys untuk mempenelch
resiiiusi hagl korhan pendagangan onsng dapat dilakoksn vpaya pakss untuk
dilakukon penyiman stes harea bends yang dimiliki wrsangkn vang dipersleh darl
keginton perdagongan orang vang dilakukannyo, Dalam twhop owal proses
penvidikan, dapat dilakukan penvitinn atas bendn-bends yang dimiliki oleh
tersangky yang didugs diperolch secuary langsung maupun hasil dori perbuatan
pidana vang dikerjakan. Benda lain vang dapat disita adalah tagiban temanghks baik
secr kKeselunilam arai sebagian, Pemyitaan jups dajat dilkikan pada benda vag
dipergunakan secars langsung untuk melokukan tindak pidana atau pada st tindak
pickania tersebut dsmpkan, Benda lainnya yang dapa disata alaloh besda yang

dipergunakan untuk menghalang-halangs peovidikon uekak pidana, benda lin yvang




mempunyal hubungan langsung dengan tindak pidann yang dikakukon, benda yong
herada dalam sitaan korena perkarn perdata stau kepailiban.

Kebijpkan pemyitaamn asel milik pelake tindsk pidana perdagangan ormg tentu
sajn haras meliputi konstruksi hukum yang memadai untok melancorkan pelacaken
datas nset itu sendiri Aingga pengebolasm sset tersebut selama masa penyidikan,
persidangan asupun seiclsh putusan Hakim dijauhkan. Kensorok= hekum dalam
penyitaan asel merspakan kerangka keérg vong dapat digunakan pary penegok
Bickim sebaigal soan upsya uank melaksamakan Ketngakan pldam dalam nndak
pidana perdagangan orang.

Atas dasar urdian tersebut. maka secara amum gita aset dalam ondak pidana
penlagmnzan erang erdin alis.

17 Unng wang merupakon keuntungon vang diperoleh dari keginton timdak pidann
perdagongan orang haik dalam bentok vang tunn maupun ueng vang desimpan

i Bank
2} Harta keksywon baik berperak maupun tidek bergernk. yang diperponakom

dalnm kegiatan tindak pedana perdaganganorang dan atin harta kekayaon hasil

tindek perdacanzan orang.
Penyilaan tersebut tenty saja horus mempunyad kekoatan hukum yvang kua pada
st dilakukan eksekusi sith hara hasil tindak pldana perdagamgan orang. Hal
tersebot feniu saja jugs hams memperhatikon pada asas wkum babws perlindungoan
huakuirn afas hak mulik kebendsan sesorang baru dapar difakakan jika haria ersebai

diperoleh secara sah, Hal ini beraru jika werbuko dalam persidangan bahwa harta
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kekoyoon vang diperodeh secara thegal dan hosl tindok pidonn perdogangon oreng
tidaklah layak mendnpatkan perlindungan hukam.
Berdasirken wraian diatas, mska perde difakukon rekonstruksi mekamisme s

pengwjuan pidnns restitusi dalam timdak pidonn perdagangan omng sebagni berikut:

™
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| T st
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w P IR i E.I Al beliga Korben Eridas pidene pcolseigar urang 1-1.\
e RN p eyl Roan

& Dl amy Dt Pyl Fenedis Poli e rbanikan infeemad bopals berbee aliar bduaigenge
tertang Hak Reeibad yang dasas ditenms chih kortan saspun keduargsnys wsak shil woeri, [iks
il ek b resinggal

=Frpds MoFl e memnles bohes Sae bebudrie bivDen mdogompulces Dubili-Beil bﬁ'qﬁ.::'
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Gambar 1, Rekonstruksi Mekanisme Pengmmon Restitusi Korhan Tindok Piduna

Perdagangan Orang




& Upayan Paksa Pidona Restitusi Melalui Mediasi Penal
Sclaim melalni wpava paksa sita harta kekayasn hasil tindak  pidimn
perdagengan omng, perle dilekukan rekonstruks Pidana Restituss melaboi Mesdiasi
Penal. Hukum positif Indonesin mengenal nsos bohwa perkom prdans tidok dnpat
disebesmkan di luar pengadilan, Mamun  demikean, dakam hal-hal  fedesths
dimungkinkion adanya penyelesaian kasos i luar pengadilan. Dalam prakick
penegakan hukom di Indonesia, beberapa kasus pidana dapat diselesaikan i luae
pengadilan melalio diskress pepegak hukom, mekanisme perdamasn, lembaga adan
dan lain schagainya. Dalam perkembangan hukum pidana akan ditemukan
kensekvensi loms babwa dalam suam peristiwa pidina yang terfadi dalam
imasyarakil ok ditemukon wlanya st 5 ila prival, Sesial eksistensinya. hukum
pidann merypokan hukum publik yong memiliki wjuan melindungi kepentingon
masyarakst dam MNepamn dengan melskukon perimbangan yang  selarns atas
kejahsan vang enadi. Perimbanoan atis peristiva phdane vang erjadi eerliba dar
regulosi pembusian pemtumn perundoangan-undangon yang merupakan kebijakon
legislasi yung hersifal parsial termyata sifat publik dan hukum pidann bergeser
sifatnys memasuki mnah hukum privit yang dikeasl sebuagail mediasi penal.
Peraturan perundang-undangan Indovesia memang tdak mengatur tentang
medinss penal, Mamon demikian s perdamalan melalod mediasi penal 1ersebal
secar parsiil distur dalam Surt Kapoln Nomor Pol: BR0Z2XI200% SDEOPS
tamggal 14 Desember 2009 eatme Penanganan Kasus Melalui Altemeive Disprne
Resofwtfon (ADR) serta Peraiuran Kepala Kepolision Megara Republik Indonesia

Momor 7 Tohun 2008 tentimg Pedomaon Dosor Strategi don Implementas
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Pemolision Mosyvamkat Dalom Penyelenggoraan Tugas Polri, Atwron Kapoelr
tersehant dibuai sebapai dasar omtuk mengator penanganan kasue pidenn melalui
ADE serta disepakati oeh para pihak . Medisi tersebat dilakukan melalui primsip
musyawsroh mutokal, menghormati norma sosil‘odsl sertn memenahi ases
koeadilan.

Mediasi penal dikenal dengon istloh smediaion in crbmiral coses, medialon
i penal wiciters, viclin offenders mediation, offender wielim e ygdmen 2
Implikast dan penyelesaan perkara df luar pengadilan rersebur memang thdak ada
landosan formalnya, hingga lazimeya dalony suatu perkara dilabukan penyelesaian
chamai melalui mekanisme hukum adat. taps eap diselesaikan juga melalun proses
penzalilan sesui hukum positl vamg berlaku, Salah satn eksistenss dan med s
penil dalom penvelesnion perkory perdinta i bidong hukem pidan odaloh dengon
pemberian restitus dalam proses peradilan pedana

Mediasi peral dapar dikocakan sehagsd perkembangsn bare dalum hukem
pidmnn, Perkembongan tersebul merupakan pemboharuan di bidong hukem pidona,
dimanma dimensi dari mediasi pennl tersebut vang dicapsi bukan keadilon formal
melalui sub sistem peradilan pidans yang diatur dulen perturan pidan yang
bersifat begal formal. Secara filosolis, mediasi penal mengupayakan winwin solus
bagi para pihak, tersangka maopun korban, Mediasi penal dapat membenkan
keaddilan tertimge bagt para pihak karens tergadi kesepakatan dintars lersengha dan

kiemhan ke jahatan,

& Lilike Mulyauli. Mediend Pesal dalew Sitem Peradilar Prdang ndemenza. FT. Adamnd, Iakanz,
2005 him 3.




alam proses Sistem Peradilon Pidons mediasi pennl menurut “Explanarory
Memorandi” dan rekomenda= Diewan Eropa Noo B (9% 19 tentang Meaiobion
in Pemad Motters dapat dilakukan dalam langkah berikut; *

a. Madel informal medintion dilokukan dengan mengundong para pihok wnhe
dilakikan pemyelesaian secara mformal, mengupayakan kesepakatan antars
pelaku dengan korben agar tidak melanjkan proses peountutan. Kases pidana
dari penuniutan atay peradilan pada prosedur masyarakat vang kebih fleksibel
dan informal daliam metikukan nepaosiasi.

b, Maodled vicrim offerder mediarion dilakukan dengan cara semua pihak berema
untak memhicarakan konflik kejabutan dan melibatkan seorang mediatior yang
welah dimmjuk, Mefiaor Japal berasal dan o pejEat formal, medfianor
inglepencens st bahkan kombinasi diantem kedoarea, Mediasi dalam bennss
seperti imi dapat difokukan pada tahap kebijakan Kepolisian, tahap penuniuian
aui babkan serelab pemidanans,

o. Modil Repararion negilation programmes dilnkokon uniuk menilsi, menoksir
Jumbah kompensasi stau pamilah perbaikan yang hams dibayarkan oleh pelako
kepads korban, Program ini menjedi cekonsiliasi diantary pars pibak yang
berkaitan dengan perencansan perbaikan materiel. Model mediasi seperti i
dapar dikenakan pads pelaku tindak pidana melalid progeam kerga agar pelaki

dapit meny imipan vang wnek membayar pante rugi kepada korban,

gEai.n'.ll Mawiawi Ariel, Medicen Pewal Pervelmotan Perbona df Laar Pengailar, Pasaka Magister,
Semarng, 2008 hbm T-12




d. Model Tradisional vitlage or wibal mioors,  model ini mengupayekan ngor
selursh masyarskat di lingkonganmya saling hertemu dan memecahkan kontlik
kejnbitan  diaptars  warganyie,  Model  pertemuoan suke (il reons)
memberken beuntungan bahwn bentuk hukum veme wdn disesuvatkan dengon
struktur masyarakat modem dan hak-hak individu yang diako menurut hukom.

. Maodel Comrindry poeelds of cowrrs, medias) dilakukan secans Aeksibel dan
informal dengan cara mediasi dan segosiass. Tupuan dard model ind sdalah
g lindar] sieang kasus dari preiianEEn St [!-lll‘q’lt.l”ill'l.

Jo Madel family and community growp references, model i dikembang kan
melalui pamisipas: masyarakat dalam sistem peradilan pidana vang melibarkan
peliku, korbsum. Keloarga pelaku Jan korban, wisrza masyaakisl, penegii
hukum,

RULU KLUHP sebagai pembaharuan hukum pidana nasional mengupayakan
aear pengaruh undek pidang terhadap korbon siae kelusrganya sens memberiban
mmaf dari korban moepum kelvargonyd menjodi dosar pertimbangan dolam
pemidanann {Pasal 56 ayat {1} horot 1 j dan kb Permberian gamti kemigian yang
layak sebagnl bemuk perbaikun kerusakan yang dilakuken secara sukarels aos
akibat vang ditimbulkan dan tisdak pidena vang dilabukan owesjadi fakoor
penpganan  pidana (Pasal 139 Babkon dimungkinkannya hakim  member
masa pengampunan (Creclrerfiih pordes™) tanpa menjotubken pidieg apapun

terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukt adanya tindak pidana dan kesalahan =

= Maskul Akadeoik RUL KUHP 2007, him, 1240




Dalam polarisasi don mekanisme mediosi penal, jika hal tersebut sunggah-
sungeuh diinginkan odeh pelake manpun korban serta unbuk mencapol kepentingan
vimg lebib luas, maks mediasi mempaksn vpave vang dipal dilukokan daion
penvelespinn perkar atns kejahotan yong dinlami oleh korbon perdagangon orang.
Medias: tersebut dilakukan sehagai bentuk kesenusan dan peloko atss keadaan-
keadann vang dialami korban sat tindak pidana werscbut dilakukan sens keadaon
laignya yang timbol terjadinve tindak pidons itw. Mediasi dilakukan agar korban
mendaparkan kompensash sebagal bentuk ganti rugh sas pendentaaniya terlehih
dahulu tanps mesungge proses persidangan.

Dakam Pasal 82 KUHP disebutkan sebagai beriko:

Avat (1) Hak menuntut hukuman korepa pelinggaran yang lerancam
hukumisn wima tidak Tmn disripada denda, tnda berlako lngi jika paksimuam
densdn dibayar denzon kersman senderi dan demikian juga dibayar onghos
perkari, jiko penuntuian teloh dilakuksn, dengan 2in amtenar vang ditunuk
dalaen undang-undang umum, dalam empo vang ditetapkannya,

Ayar 2

Jika perbuatan i terancam selainnya denda juga rampasan, maka lans
disemhkan juga benda yang patut dirempas itu atnn dibayiar harganya, yang
dhitaksir oleh ammenar yang terselsn dabim avat pertani,

Berdasarkan Pasal B2 KUHP tersebur diatas, penyelesaian di luar
pengadilan belum meaggambarkan secarn fegas adanyas kemungkinen upaya
penyelesanan perkora secara damal atau dilakukannya mediasi bagi pelaku dan
korban, Nanwn demikean, mosalah pemberian ganti gl atau kompensasi dalam
perkars pidana merupakon “satand pengaliban/divers™ (oecres of diversion )™ agar

dopot dikentikonnys penuntutan meppun penjabuhon pidans,
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Mlison penghapus penumbutan dolom Posal 82 KUHP tersebut bukon hanya
karcna lelah ada spaya gants rugilkompensass vang dibenkan kepadn korhan _ fetapi
dikarenikian ganti nugi lersebut merupakan pembayaran denda maksimam vang
diancamkan dalem tindok pidsna perdoganemn oreng, Penyelesaan kases pidann
dengan memben ganti rogs kepadn korbam perdagangan orang fidak akan
i lapis penuniiten sau pembdanien posok.

Berdasarkon uraian diates, maka proses medissi dan pembedan ganii rugi
diznwal proses penyidikan metupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku
uiiuk menyatakan penyesalonnya den bersimpati otas penderitsan korban, Selain
i, proses mediasi dapal menjads pertimbangan bagn Hakim dalam menjanshkan
sanksi pridana agar tdak mengd lebih beral Karena adamya ilikad baik dari pelaku
sejok nwal proses peradilom,

Model mediasi penal yang dapat digunakan dalam kssus tindok padann
perdagangan orang adalsh koembinesi dad Mode! vicilm offeader medlorlon dan
Maodel Reparaifon negitation programmes, Sejpk nwal penvidikan divpeynkon
umiuk menawarkon alternatif penyvelesnian perkara pidann dengan cata perdamaian
kepads pary pibak. MeKipun bentuk mediasi terscbur tdak akun menghilangban
tunbutan atas pidana pokok dari pidana perdagongan orang, namun para pihak weiap
inemEepayakan hal terbaik bapl pelaku maupan Korban perdesangan arng,

Dok hal penyelesaion perkara pidana perdagangan oring, proses medissi
tersebut dapat tenss dilakukan berbarengan dengan proses dalam sastem peradilan
pickana, Proses terseban dilakukan secors bersamaan sebagad upayn bahwa

mekonisme  penyelession  perkora dilnar pengadilon  doapat mencopal  suasto

51




penyelesminn yong memiliki kekootan bokum, Kekbywation bahwa soloh satu
pihak menghindan kesepakatan tersebol menmdi mendabh, maka kemuongkinan
hibwa perkara tersebot tetap berjalan sebelum  jatub empo daluarss stas
penuniutanmya,

Pihak pefaku don pikak korban tindak mdana perdagangan omang dapat
melakukan proses negosiasi sebelum dilakuken proses pemenksaan di depan sidang
peogadilan. Pada peoses penyidikan tersebut, pegosisi dilakukan dengan cara
mentiberikan pada pembayaran Kompensas dan pelaky kepada korban. Konsep
rekoasiliosnt diantors pelabu dan Korban pengupayakan adanys  Kesepakotan
pernbayaran ganti kerugian Kepanda kocban.

Upava mdiasi tersebol dilakukan agar apara pilak baik pelaku manpin
korban menyadori dan menghargai hasil vong diperoleh dari proses medinsi
terscbut. Mediag tersebatl tetap berpegeng pada prinsip kepastian hokom,
kemnnfoatan dan keadilan hukum. Prinsip balvws mediasi dilakukan  wnk
mengakul kesalahon vang telah dilokukon odeh pelake dan pemberian mopt dari
korhan sebagai pihak yang dimogikan akitat fegadinya tindak pidans perdagangan
orang dopat menjadi win win soliiio,

4. Tentang Timdak Ed.l.“. Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Terjudinyn penstiwa kejahatin wang dialomi oleh korbam tento saps akan
menghancarkan sistem keperciyvaan edssdap pengatran hukum pedana yvang ada.
Bahwa Megara seharusova hadie dan menjogs wargamegaranya pada akhimya

honcur karenn ketidokpercoyoan masyorakot ferhodop Megor, Dich korenn ita,
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[ 122}
Megarn harus dopot menyelesaikon konflik yong diokibatkan karenn asdanya tindok

pidana. berupaya uniuk memulihkan kembali keseimbangan dan membenkan rasa

i kepada masydarakad, Borban ke phatan didefinisiken sehogisi sessdamg vang

menderita kernginn nkibat terjod invs sunta kejahnion, BEsensi kerugian vong dislami

aleh kurhunﬁi hanya bersifat matenel ataspun penderitaan fisik tapi juga bersifat
psikalogis. Korban MEhil.lmgun kepercayaun erhadap masyorakat, lingkungan
sebitar ataupun ketertiban wnnm. Atas dasar pemikizan fersebul, maka ik
l"lrli'-'l'-ig:l.“'ﬂ'lhiﬂihill kepercivaan masyarakal, dibunalkan penganicn ki yoang
berpihak pada korban kejabatan.

Ada Beberapa model berkaitan dengan pengaturan akum pidana echadap
kaorbsn kejaharan™ yain:

. Maodel hok prosedural, model ini membenkon Ecsempatan poda kerban umul
aktif dolam polannys proses peradilan. Eurbun kejuhstan diberikan hak oniuk
mienzajuken wanoewn pidong, berhak unk hadic den didengarkan pendapanya
disetiop tingkat pengadilan, Pendekotin yang dilokukam dodom model ini
menpdiknn korhan sehagai swbyek yvang harus dibenkan hok-hok suridisnya
secara luas univk melikukon penuniuun ates kerugian yang dialaminy,

112}
. Model pelavanan, pendekatan yang dilakukan model ini adalsh diciptakannya

I

standar baki Bagl pembingan korban kejabatan yang dapas digimnakan pleh par
penczak hukum, Misalnys dalam bestuk pedoman dalam rengka miemberikan

nodifikasi kepada korban dan atan Kejaksaon dalam pessngaman perkaranya,

memberkin kompensasi sebogai sonksi pidana vang bersifal restil dan

= luliachi i Bimda Narvawi, Bungn Rampor Hebrer Pindeos, Aumm, Bandeng. 20040, Bl 85,




dampak permyatann korbon sehelom piduna dijptubkan, Korban kepahatan dilihat

sehngai pihak yong herus dilavami. Model o menupakan sarans ook

mengermbidikan inteprity of the svetern of imsiiarionolizeo s,

Jikn diperhotikon model pengwuran pidana tersebut, perlu dilokukan berbogai
pendekatan kebijakan secar integral dalam penangmulangan kejabatan, Apa yang
dikemukan okh Prof. Muladi tenmng model prosedural vang melikmkan nlr.vl:u'l:l:irl
kejahatan dalam proses peradilan maspun pembenan hak uniok mengajekan
e prdang meripakan  Kebljakan  miegeal bk podang  dalaim
memperhatibon hak-hak korban kejabatan, Hal tersebat juga tedabat dalam?mgrﬁ
PBE ke T di Milan yong memyebutkan halwm “victim s right should be peroeived
e dmtegral port of the el crifminal festice sysien™, (Hek Korban harus dilihat
secar integral sebogoi bagion integral dori keseluruhan kebijokan knmimal) , Bahwi
ppaya penanggulangan kejahatun vang integral mengandung arti pelibatan selursh
masyaraks dengan seluruh porensinya hamss dipandang sehagal bagian dar poditik
kniminal, Menvodan baohwa pennngoalongon suate kemhatan haros. dilokokon
melofui kebajakan intepral, maka kebijakan penanggulnngan terhadap kejehatan
tersebu et saja hams melibatken berbagai istansi,

Haruslah dizadarn bahwa suatu kejahatan nserupakan masalah social parhelogy
yang kllll'l'|!|'.‘!h25. Tk seirati-inata hanys dipamdians sebagal drosan ﬁ [ g Fung
jawab aparsl pepegak hukum werienty saja. Hal tersebul menjudi tanggung jawab
hagi semua instanss yang terlibat sejak ook dan pemsadikan, pensunnstan hingea

penjiluhin piding

55




&
Bun mosalah utama dori kebijakon kriminal dengan menggunokon samns penal

{hukom pidana) adalah tentang percntuan aps vang schorusnyn dijadikan tindsk
pickana dan sank=i apa vang sebapaiknys digunakan ot dikemakan kepada pelako
tindak pidonn. Kedus mosalah tersebut merupakon konsepss integral atas kehijakon
kriminal dengan kehijakan sosial mawpun kebijakan dar pembangunan nassomal
Hal ini berarti bahwa nun yang bemricniasi pada suate kebifakan secam
i.n.i:eg-ra] tidak hanya dalam bedang hukuem pidana. tetapi juga pembangomn pada
khinsigsnya, Suati kebijakan intepral dakam penanganan suan kejahatan akan hicans
tentang kebijakan atas penctopan sanksi pidana yang mernupakon Sustu upays winies
dapat menanggalangs kephatan yang terjadi dalam macyarakat,

Ketjakan meneiapkan samnksi pidana dan permidamaan eni s tdak erkepas
dofi perspektif fibosofis Megorn yait Poncusile, Kerangkes pemikiran Filesofi
Pancasila telah tercantum dalam UL PTPPO. Adanys unsur-unsur dan sistem
pedindungen hukum bagi korban perdagangan orang dulam bemuk pemberisn
kompensasi, resttusi, repatrinsi dom rehabilitnsi. Unsur-unsor dan ketentunn
perlindungam hukum  fersebut merspakan upayva Megary unhs  hadir dan
memberikan keadilan.

Tujuan pengenaan sunksi prdana dipengaruhi olebh alasan vang dijadikan dasar
pengancamd dan peajEanilan pldang, dilam koateks i alasan pemidanaan sodalah
pembalasan, kemanfstam, dan gabungan antars pembalasan vang memibiki wjomn
aran pembyalasan vang diberikan kepada pelaku dengan muksud dan tojuan fertenti.
Dz Cilsafar pemisdansn scbagai andasan flosofis diromuskan babwa wkunmn

doser  keadilon bila terjadi pelonggaran hukum pidonn moks songmt erat




hubungonnyn dengon proses  penegakon hukum  pidinn, Berdosarkon sudat
tungzional. sistern pemidanasn disrikan  sebagnl keseluruhan sistem (aturan
perundang-undangan) untak Fengsicnalisass pidaony dan keseloruhan sisteo (atern
perundang-undangnn) vong mengatur bogaimasn hukom pidona ditepokkan ot
dicperasional kan secara konkret. sehingea seseorang dapat dijgtuhi <snkss Chukam
pickana.

Berdasarkan pandang isi maks, sistem pembidanasn identk deagan
miglen pescgakan hukum pidansg vapg tendin dan sub-sisiem Hokom Pidans
materiillsubsatantif, sob-sistem Hokum Pidana Formsil dan sob-sistem Hukon
Pelak sanaan Pidana. Sementara dalam sodit notma-substantif, sistem pemicana
dapisl airtikan sebigan keselurulsn sestem atermnimoema hukom pidang madenil
umiuk permidanmam: atou Kesclurmohan sistem ateran'norma hukum pidone matene |
uniuk  pembenan/penjatuhan dan peloksamagn pudana. Atas dasar pengertian
tersebi meks, keseluruhan peratwran perondang-undmngan vang ada di dalam
EUHP msnpun ondang-undang khusus di loae KUHP, pada hakikntnyn, mervpakon
satu kesptuan sistem pemidanzan, yang terdin dan atiman amum | gereral mles)
dum aruran khosus Cspeciad neles ).

Penganeran tentang pidana khusus dikemuokan oleh K, Wantjik Salely™ bahwa
ga vang diriar dalan KLTHP pash tdak dapar mengikun perkembangan 2aman.
Akan timbul berbagai perbustan vang tidak disebutkan dalam KUHP sehagai suate

perbuatan yang merugikan masyarakar dan melawan hukom Oleh kaena iw

penguma’pemeringh hams dapat mengeloarkan suate peramiran ataw perundang-

= A rin Samsdin, Tdmk Mok Shaows, Snor Orafika, lebarta. 2008, kim. 13




-4 |
urdlangan yong menystukon bahwa suate perbuoton menjmh tindak  pidona.

Berhubung findak pidana fersebut tidak berada dalam KUHP makas disebut sehagai
tindak pidana di lwr KLHP,

Balah satw bentuk don tindak pidenn kbusus tersebut adaolab tindok pidonn
perdazangan orang vang detor dafam UL TPPO. Uindang-undang im dibentuk
dalam mngka mmgmbﬂﬁun pedindungan kepada selumb warga Negara Indopesia
wang menjadi korban dasi tindak pidana perdagangan orang, lenutama perenpuin
dlin anak, Tmddak padana ['IEﬁli.'lg-’IIIEi.'lt'l Curang S g Bernentan pan denga harkal dan
martobat manusia sorta melang gor hak asash manosia. Aras dasar hal teescbuot, dalan
perkara tmdak pidana perdagangan orang, hal vang patut diingal  adalah
memberikan perlindungan wehadap korkso agar idak bedanjul menjadi Korbas
kembali dapm suate proses tindak pidona, Korban harus tedindongi kepentingon
hukumnya seria tidok dilangzar haknva sehogai manassia. Pedindungan bagi korban
jugs berurl adanva jeminan saunzn vang diberiban sbibar durl penderisn
atnupun kerugian yang timbul dari saate tindok pidana, Dalam tedsk pidana
perdazanoan orang . santuman yvang dikerikom berupa pembenan ganti mogi (restitusi,
kompensast, rehabilitasi mawpun jaminan kesejaheram sosial. Pemberan ganti
rugt bags korkan tersebul pada dasarnya merupakan bagian integral dan hak asasi
di bedang kese jahtersan ara jamiran sosial,

Konsep lentang ganti regi tersebul merupakan ide dasar vang berorientasi
terhadap kesulitan yang dibodapi oleh korben, Ganti mogs dapa disebng sebagsi
pickana tambaban, namn demikion kebiokan pidana gant rugi wersebur dapa

ditetapkon sebagai kebijokon pemidompon umem untuk semuon delik, pidane vang
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mngnkibstkan kerugian bags korban, Adanyn kebyakan terschot tenbe akon
memberikan peluang dan aminan bags korban tindak pidana anto mendapatkan
eamti ruge disiping pidiona pokok yang ditetaplan kepads pelaku,

Canti negh «dalem ?Flii.l’. pidena perdngonean orang diterikan dalam beniuk
restibusi, Boonsep pidana restitusi bags korhan E‘dagangm arang telah diatur dalam
Pasal | ayan {13) don Posal 45 sampai dengan Pesal 50 UL PTPPO. Selain i
ks bwan E;i:k pidana perdagangan orang juga dilindungs untuk mendapathan hak
resrities] berdasarkan lll'Eﬂ'llﬂdﬂﬂﬂﬂ]‘l Saksi dan Korban, MNamiin demikian, falam
peluksanoannys korban perdagangan oeang wniuk mendapat had restiusi seringhali
tidak terpenahi.

Restitesi merupakan upava karban tndak pedana perdagaigan orang umik
memperodeh kendilan, Hukom yang ditetopkan codch Megin tentu dihompken dopal
memberikan rasa keadilan, memberkan pengayvoman bagi seluruh masyarakat.
Hukum dan keadilan meropakan subiamsl yang  berbeda, nomus wetsp loanes
ditegnkkon sebagai suniu kesatuan yong dapat membels kepentingan mss yarakat,
Masyamkat sebagai pencari keadilon berangeapan bahwa suato keadilan mekekal
pada hukum yang dibeptuk okeh Negara,

Berdasarkan kajian filsafat, keodilan horus menseoubi dua prissip yvailu!
pertaina Gdak merugikan sesearrng doi kedua, perlakisn Kepads Hap-tap madtisia
apa vang menjodi haknya,'' Jika Kedua prinsip tersebul terpenubi. maka keadilan

baru dapat fercapai. Secara hukum, keadilan membenkan  perlakoan vang sama

U HM. Apus Sanloscy, Mk, Wora! & Kewdion, Kencanma Prenods Media Group. Jalana M2,
hh= &5,
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kepods semun orang den sesuni dengan ketentuan bukum vang berlaku, Hal ini
herarti bahaa sefiap oramg yvang tunduk don taat pada hokem hams dilindong: oleh
Megar, Buhws soato keadilaon memopakan swatu ke jujuran, memberikan ke bebasoan
kepoda seluruh warga Negorn agar tddok mendapotkan perlakumn sewenang-wenang
aleh orang lain

Meparn schagai organisssl yang besar memiliki hok dan kewajiban timbsal balik
terhadap warga negaranyd. Pedindungan vang diberikan terhadap warga Negara
merupakan hak posstlf yasg wajib dipenuhi oleh Negarn, Dalam ketentuan  Pasal
2B D avar (1), Pasal 28 Goayat (1), Pasal 28 [ ayat (23 {4) UUD 1945 Amendemen
Eedoa Tabnm 200K famiran hal tesebut menvatakan balwa:

@
Pasal I8 Drayat{1):
Setiap orang berhak stas pengekuan, juminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yong adil serta perlakusn yang samndi hadapan hukum,

Pasal 2% G ayat {1} :
Setiap ofang berhak aas pedindingan dirl prball, keluarga, kehosmatas,
martali). din horts bends yang dibuisvah kekussasnnya, sern berhak seas rass
amian i braah kekvasoannya, serta berhok atas mss aman dan perlindengan
dan mmcamem ketnkwinn untuk berbunt don fidek berbuoast sesoste yong
miertpakan hak azasi.

B 2% 1 Ay (2) i dyal i) _
i2) Setiup orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifist diskriminanf atas
dosar opapun dun berhok mendapatkon perlindungom terhadep perlnkuan
bersilat diskraminatif it
(41 Perlindungan, pemajuan, pepegakan, don pemenuhan hak asesi manusia
sdalah ranggung jawah negard, [eRUTAmE pemeriniah.

Aty dasar Pasal-Pasal fersebut diatns, maks UUD 1945 menjamin balia

1]
Megarn berkewajiban memberikan  perlindungan atas din pribadi, keloarga,
kehormatan, martabar dan hata benda sctiap warga negara melalui perangkai-

perangkat hubumnya, el karena i, jika warga segara menjadi kocban susdy




tindak pidona, secom moral Megorn wajib memikul tanggung jowsb umtuk
memberikan kompensasi sehagn benfulk pertanggeungjawahan,

gnwumi. restitusi, maupun ehabilitasi merspakan bentuk keadilan vang
dopat dibenikem Negam kepedn setmp wargn negars:. Dolom tindok  pidann
perdazangan orang, keadilan yvang dihamapkan adalah penerapan sanksi yang
sepialan dengan perbuatan pelaku. Pelaku nﬂ:ﬂht pildana perdagongan orang capat
dikenakan sanksi berupa pidana pesjars, pidans deeda, dan pidana tambahan.
Sanksl dalam ﬁrm& prcdana perfagangan orang lerdin atas posalpasal yang
menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan desda minimaol-meksimal . Ada
juga pasgal vang hanya menggunakan sanksi pidana saja dengan sanksi pidana
imimirmal-mmaksimal, Ada samksi vang dietapha dengan pidan maksima dan denda
minksimal serta penggenoan posal-pesal dengan smnks pedons maksimal seja,
Ketentvan Pasal 48 mavpon Pasal 50 ayvat (4) UU PTPPD menjad ambigu dan
sangut berentang an dengan wjuan ueams dibeanys widspg-undsng erseba,

Dalem beberupa putvsan kises findok pidena perdagingan orang vang teloh
divratkan pada bab sehelummya, terlihat Hakim memang menjatuhkim sanmksi
pidana kumungan penggunti bagi pelatu dengan remang wako sekion 3 friga)
hingzgs 6 {enam) bulan. Hal ink tentu saja sangat memgikan korban, karena secara
olomatis pdihan pidana karmngan penggantt tersebut pada akhirmya akan oenjadi
pilihan bigi peloke dibandingkam harus membayar sejumlah vz nestitusi,

Berdasarkan uraian diatas, parlu dilakukan reloisoruks sanksi pidana resimosi
vang dibedakukan pada pelak ﬁlﬂiﬂk pidana perdagangan orang. Hal rersebur

horus. dilakukan mepgingst bahwa restitusi merupaokan kewajiban vang hores
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diberkun oleh peloky perdagongan orang don henes diboyarkon kepodn korben
atnupun ohli warisnya dengan menghitung jumish E‘ugian yang diderita oleh
korban baik secars materi] mospun pon matedil, Bekonstruksi dapat dimakmnai
sehigal proses membongun kembali ataw  menporganisosikon  kembali - otes
sesmain S Sementara uurul: BN Marbun, rekonsiruksi sdalah pengembalian
sesuaiu ke wempal semula; penyuwsunan atau penggambaran kembali dari bahan-
bahin yang ada dan dsasun kembali sebagaimana adanyva ata kejadion seemla
Rekonsiruksl dapi dikatakan sehagsl s apiaya dan pembalansin hukom,
Indonesia sebagai organizasi yang besar, negars yang berdasarkan hukum., maka
dalam menpalankan Kegiatonmea wajih memberikan perlindongan hak asas kepada
seluruh warga megaranya benlmakan hukum vang berdako, Menurnn Soedato,
pembahamam hakum pidane dilakukon dengan berbagai alesan, diniarenya alnson
politik, soswlogs, dan praktis (kebutuhan dalam pruktk)™ Oleh karena it
pembaharuan koo yasg dilakubkin meupakan wpaya umuk perkembangan kases
vong terjadi di dolam mosyarekat dim perkembangan dori hukum it semdin,
Rekonstruksi yaitn membangun kembali sistem hukam padana nasional. [stilah
rekonsiruksi berkaite emn dengan musalah fow reform dun few developren.
Pembaharuan dan pembangunan jiﬁ:emgkum pidana pemal systesr reform i
developmen) dan peasd reform, Indosesia vang sedang bemupaya metakiukan
pembangunan hokom, eres meningkidken apsya pembaharvan bukum  secans

terpadn melalun kodifikas: dan voofikasi hukom di berbagan bidang  ukuom.

= nenaeiti Efendi, Rekensrraks Oower Fermiaarepan Mykaoe Mok Serbarss NilabSial ek
B Rasa Kovditor wems Hidep delam ddasyaradar, Presadarcedie, Depak, 2008, hlm 35

BN Marbus, Kowas Palivk, Pustibs Sisar Harpas, Rk, 1996, klm. 469

¥ hlcmamg Siohosm, MPrachatorson Hekaa Pidamr foclonesio, PT Gramedia, Bk, 2006, him. |
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Pembaharvan hukum tersebut dilokukon untuk mendukung perubabon di berbagai

hidanz =eda mengikub dinamika hakom vang beftembang disdam masgyvarakat,

Menurt Sudierto pembaburuan badamg hukum tersebot berfamdsskan padis berbagai

alasan yaita:

1) Alssan Politis, yaite hahea bahwa seatn negara merdekn hams mempunyal
hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggann nasionil.

I Alasan Sosiologis, yailu alasan yang menghendaks adanya bukum yang
e erl ka1 ifyi-imilai by sati bangsn

1) Alasan Prakiis, vaitu alasan yang antara lain bersumber pada Kenyataan baliwa
hizganya  bekas  negarta-negata pajahan  mewarizi kum negara yang
menjrEbny s dengan bahasa ashi vang banvak dipakai Ean tidak dipalami oleh
gencrasi muds dom negorn yang barn merdeka ersebat

Berbmgas slasan tersebet tentu akam ikt mendukong berbags opays pembangunan

bk agar dapst mempercepal ser meningkatkan kegizum pembabarsan huksm

don membone pembentukan sistem hukum nasional dalom berbagai aspek,

Pembaburan lakum tersebut akan menjamin kelestarian dan integritas hangsa dan

memberi poekan, orahan sena domongan erjadioya perubshan sosial ke an

terwaujudnya tatanan masvarakat vang sdil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

LAY Fd s,
Pembaharan dari substansi hukum pidans dapat dimuolai dengan pembaharsn

kum pidana matenal (KUHP dan U0 de fuar KUHPY, hokom pidana foemal

= sadorto, Mgt Piivga dan Perkemboo o Masyerabor, Sier Baar, Bandung, 1993, hiog, S6-
i,
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{KUHAPY, don hukem peloksonpon pidena, Sementemn Pembohomon struktur
hukum pidana. dilakukan dengan pembaharuan melalul penataan institusslembapa,
sigfemn  mamispemen'tata leksama dan mekaismenyn  osert sansmd prasirns
pendukung dmig'b:m penegakan hukum pidano {(sistem perdilen pidonad, Selsin
it dilakukan pula perchahaman bodaya hukom pidana, yaite mosalah kesadaran
hikum, perilakn hukum, pendadikan bukum dan dmue hukum pidana.

Satjipto Faharje berpendaput gh'u.:: p-enﬂli:'ﬂn tentang hukum harus kembali
iz filosaifes dasariya, vt hiskom i adas annek manusia, ™ Benfasakan ksl
terschul, maks manusia menjadi tik orientasi hukum. Hukum yang skon meelayani
manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena i, hukum i bakan merapsan ingisi
wang lepas dari kepentingam mamasia

Proses dan berlakunya bukwm dilnkukan melalui perebahan-perubahan yong
ticlak E-r;mmt pecla peraturan saja, tetaps dibutubkan kreativitas para pelaku bukum
dulam mengakwalizasilan hukum pada roang dan wakio yang wpst. Pars penegak
hukum dwpot melakukon perabshan stns mokna dari suate perendang-undangon
Erl]'m hamis menungen perubahan peraturan fofamging the lae). Pemturan yang oda
dup lerliba tidak efickuif dalom pelaksanaanny s baras dapa dirubob agar keadilan
dapat dirasakan oleh masyarakat pencan keadilan. Pepegak hukum hares dapat
relakikan inferprestasi techadap setap persuran perundang-undangan yang o
Inteprestosi fersebut  akan membenkan  manfaal bags setisp  kepentingan-

kepent ingan sosial dan masyarakait luas.

 majipan Radandpo, Fyiun Progsesl Drpeas dan Prakely, Episiema esiimi, Semarasg, M1,
hlm. 5




Balom teon keodilon vomg dikemukakon oleh Aristoteles disehutkan bahwa,

keadilan tidak hanya bicara tentang kebahagian niss dimnya sendiri. skan tetapi

hicara entang kebahsgion areg lin, Babwo keadifin memopakan bagian dir

komdisi sosinl yang adw dodarm mosyorakat, keadilan tersebut merwpakan kepotubsn

masyaraka terhadap hukom yang nda. Keadilan mempakan perbaikan yang hams

dilakukon atas verjedinya suatn kejahatan.

7]
Anistoteles mengembanghan konsep keadilon menjadi beberagra bagian yaitu @

i Kendilan disimbiosl, merupakan bentuk kesdilan dadam hal pembagian yang

In.

setar, Armsiolcles menvebutkan babwa keadilon adalah tentang bagaimana
sesearang mendapatkan bagiz yang <ama, baik oo dalom hal kelsorsracan, haria
bettcha, miupun Kekuasian poditik, S alil Berfungsi entuk memperbaiki sif-
silat kepribadion yang terlihat pado perbuatan yang disengojn maepen perbunton
yang tak disengajn. gahw-l::m:lilm distributif merupakan keadilan  dokirin
pengah sntara  doa eksrem emang keddsksamasn  ancorn dus wjumng
ketidukpatuian. Setiap findakan yang dilakukan secaers berdebih otsu  kurong
jugn menghendaki kesamaan, Seandainyn bertindak tidak adil berami tidak
samg ruis sedanghan vang adil berart samu mis. Eesdila menipakan susi
jalan tengaly vang barus disujudban,

Keadifan  rectifeation  (Kieekst), Setiap orang akan mencan perlindun gan dasl
Hiskim ketiks bechadapan dengan buekom. kioens Hakim yange akan berperon
memnskan apakah seseorang bersalah ata ndak . Keputusan akhic secars adil

dilam suaw perkara akan menjodi s aan wengah bagi para pibak vang
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sedang berperkarn, Hokim Ldmng.‘mdn di posisi pertengohan di antar dun
perkara yaitu keadilan.

Anstoteles menyvatakan bihwa dalam keadilan  yang paling wama adalish
moral yong bersumber dan akal budi, Konsep keadilanm dolom  pondangon
Aristoteles bersitat tealogis, dimana jika seszommng bertindak adil maka hal tersebut
merdpakan puncak dari b.::bu]'ﬂgilun-gnm'l keadilan Aristoteles dilakubsn melalui
dus metode teontis, dimana seseorang dapat mengetalus tentang keadilan melalui
ey Yinmgd el Bediia imen@etani ke i melali merode ks vl penekanai
pada aspek indakon dan pembukiian mengeno tindakan adil yong dilakukan.

Penerapan hukem secara adil dalam proses I:ukum?ndai pedana perdagangan
arang, Japal dilakukan uniuk menyelesaikan perssalan secam ks ereiang
dafnm memberikon kendilan substontit bagi pam korban, Proses hukum yang bumnt
dnfam penerapan =anks: pidamn restituss kepada pelaku kepshatan perdagangan
oreng dihsraphben dapar sebesdl melalul kead@lon dismibadf. Konsep kessirasn
secarn proposionnl {sembongh diberikan kepado korban dalem menumtut hoknyo
umtuk mendapatkan restitusi. Penegak hukom melakokan berbagai upaya umtok
dupat memenuhi hak restinesi bagi korban perdagangun orng,

Konsep keadilan distributif dalam  mengupavakan restitusi bagl  korban
perdagangan orng dilakukan dengan mempertimbangkan haseal dan akal wntik
memberikan hok restrusi bags karban perdagangan ocang, Bahwas mengupayakian
resiisi bagn korban perdagangan orang dapar membenkan keadilan bagi para
karhin, Aristoteles berpendapas bahvwa suata keadilan vimg dapan diberikan kepada

masyarake merupekon bagin dor peds etk it sendin, Dolem peniloion




mixsyarakig, jikn seseorang dopat bertindnk secarm odil bagi orong lain msks socam
etik keadilan telah terecpd. Kesdilan merupakan sspek hukum vang dnpai
dilakukin untuk melihat peloksaman sinksi, berst afaopun ringanmya  sost
perbastun kejohatan, Dalom pandengan Anstoteles keadilan don tots nilw salimg
herkaan karena memiliki esensi ﬂln’i ctikn vang hidup dofam masyamkat.
Eetidukadilan dalam hubungan sosial. depa mengakibatkon gejolak-gejolak sosial
wang negatifl yang berakibat adanya perlakukan diskaminatif dan keserababan,

Melalul rekonsiniks sisiem sanksl pidasg restiiisd dapar dijadikan sebagal
pedomian dalam pengajuan restitusi bags korhan tindak pidana perdagangan orang.
Ketengan mengena: sanksi ganti kerugan kepada korban harus distur kembali agar
dhapat memberikan jaminan bahwa Korban etk mendapatkan hak-hak ganti rgi
tersehan, Penemupan sanksi pidana restitua ersebat digunpkan untuk membenkon
ras  kesdilan bagi masyarakst yang dibenkan kepods pelangpar kejshatan
perdagangan orany . ldealnya. jika pelaou tindak pidana perdagangan orang helum
memiliki usng , muka restitusi hanes dijadikan sebogni butong, Hal ini berarii kapon
saja pelnky memilikl oang ataspun kekayaan dikemodian har. maka Taksa dapat
melakukan penyilsan haria keavaan ierscburdan diberi kan kepada Korbvan st pun
ahli wansnya.

Rekonsaruksi ans pidana restitusi bagl korban perdagangan orsng sanf inl
membutvhikan perehaban prosedur tentang gasti moe, Tertoma seal pengajuan
hak-hak ganti mugs yvang dibenkan kepada korban, Persoalan tentang besaran ganti
keruzian kepada kocban akan diremuskan sebagaimang dadam pidana denda dan

bukon semate-matn diserohkan kepeds Hakim univk menentukon besoron gonbi
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kerugion kepado korban, Momun kebijakon pemberion restitusi bagl korben
dilakukon untuk membangun suahe sistem vang dapat digunskan mink membenkan
kemudihan bagi korhan perdagangim oring dalom penzajoan hak restiusi,

Pembenan restituss bogi korbun perdugangan oreng merupakon suau upavo
penezakan hukum pidana yang mempakan suatu kebijakan veng dilakukan dalam
beberapa vahap, mulab dari thap fermualasi . aplikasi dan cksekusi. Tahap formlasi
dan pesegakan bukum dalam hal hak restitusi bagi korban perdagangan orang
dilakukan odéh pembuar undang-undang, Dalam tahap legistanf rersebur, pas
pembual undang-wedang wlah menuangkon entang hak vestitusi dalam Pasal 48
LT PTPPO. Ealam penjelasan Pasal 45 Ayar {1) bahwa mekanisme pengajuan
dilaksinikan sejak korban melaporkan Lasus yvang Galaminya kepmula Kepolisi
Megarn Hepublik Indonesin sctempat dan ditangoni obeh penyidik bersamann
dengan penanganan bindek  peiona yeng  dilakokon. Penomdut amuem
memberitgiokan kepadas korban wenmng bakeye wniek  mensajuban restitusi,
selonjutnyn peruntg amum memeampaikan jumish kervpen yang dideriin korben
akibat tindak pidana perdagmnpan ortang bersamaan dengan tanbsan, MNamuon
demikim dalom mekenisme terscbar idek menghilangkan hek korban ik
mengajukan sendiel gugatan atas kemugiannya, Restiiusi vang ditelophan oleh
Hakim tersebut dapat diritipkan di Pengadilan tempeat perkar dipinis (Pasal 48 ayat
(53U PTPPO).

Sementacs dadam talap aplikasi, gerapu hukum dilakikan oleh aparat
penegak hukum, yaie dimula dar Bepolisian, Bejaksan dan Hakim, Dalam ahag

yisdikatif ini, nkan ferlibat bogoimaona sparat penegok hukum berupeya agor parn




korhan perdagangon orng tersehut mendoparkan hok restitusi melaloi mekonisme

yang telah ditetspkan. Padn dessmya permobonan restitus: oleh kocban dopa

digjukan dengom cara sebagai berikut:

i Pengajuan restiiusi sejak korban melaporkon kasus pidana ke Polisi ssiempat,

b. Permohonan restitusi dengan cam mengajukan sendin gozatan perdata atas
kerugian ke Pengadilion Megeri setempat.

Mekanisime pengojuan restitus dalam tndak perdagangan tersebut pada
diasariga telah menpupayokan agar festinas) dagat dapikan oleh korhai, MNaiiin
dalam pelekzanaannya, pengajean restitusi terscbul seringkali tidak terealisasi.
Tidak terlaksananya pemberian hak rostims bagl korban seringkals terjadi dalam
alwap eksekusi vang merupkan ohap pelaksangan  keputsan Hakim. vain
kebijakan eksckutif atan sdministrotive. Salah snte hel vang mengakibatkon tidek
terlaksananya restisusi dalam tahap eksekusi dikarenakan sdanyn ketentuan dalam
Pasal 500 ayar (4) yvang menvehbnban babwa jika pelako idak mampu ik
pemberian restitus: maka digenti dengan pidane kurangan penggoanti selomn | {setu)
tahnan . Hal ini teéntu =aja sangat merugikan korban dan ke loarganya, karena pelako
dopat  memilih omelakokan pidens kurongan  pengzanti dibandinghkan  hanes
mentbayar restitust pada korban,

Kaimep balhwa kerban pendagangan ofang sejak awal pelaporan kasusnya ke
Kepolisian akan dilsformasikan tentang kak restilesi vang dapal diajukannys dan
dimasikan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Dalam tahap i, Penyidik
didam melakukan pemeriksoan perkora terbadap korban wajib memberikan

informasi tentang hok restitusi vong dapat diterimas oleh korban, Seloin ite, penvidik




witjib menmnyokan tentapg keruginn yang teloh diolami korban, Dosar otk
mengzajuan gami mgi kersebat, korhan diarahlan vntuk mengumpaolkon bukd i-bukti
berupa baya-biaya vang swiah dikehearkan sejak direkro obleh pelako perdigmingan
oreng. Bukti berepn bon don stae koitans: dopat memudehkon korbon untok
mengajoken resitusl dan meminis kepada penyidik agar bukte-hokin tersebio
dilampirkan dalam berkas perkana.

Selain penyidik, peran Penuntut Unum juga sangat penting dakun proses
pengajian hak resdmsi. Bendasarkan informass vang diberkan oleh penyidik
m!m:'nggngim: vang diderita oleh kosban, Penuntut Ussan dapat menyampaiban
jurnlah kemugian yang diderith korban secars bersamazn dalam toatstan. Dalam
Pazal 4% UL FTFPCRercantum kewajiban Penunt Lmmn antuk memberiab ki
kepray korbam bahwa kerbon berhek mengajukan restitusi. Dibondingken dengon
ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian lgtd UK sampai
dengan Pasal 101 KIUTHAF). Pasal dulam KEUHAP wersebw dok menyeburkan
babwa Penuntut Umum wajih memberitnhuksn hok korbon wies gonti mugi don
dinukan schelum peguisitortuntuton, atau selmbat-lambtatnya sehelum Hakim
menjaiulikian putmsan. (Fasal 98) Perbedapn veng jelas antra keteptoon ierschut
dan untuk dilaksanakan, mengingat korban bissanya adalah anggoa sasyarakat
g awarm bk dai belian menpetahinn hak-hak apa <aja vang dimilikl seorig
korban TPPOD membentahukon kepoda korban akan bak yasg  dimilikinya
merupiakan baoan hesa hagt seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban
sk rnanyan Pemnton Umnsam sam sangat memibantu korban dalam mencar keadilan

dengon mendapatkan restitusi yang memang menjodi haknya,




Draftar kenagion ying diberikan oleh korban melalui penvidik okan menjadi
pertimbanzan bagr Penuntot Umom oatuk menuniot pelako agar memberikan
restituesi bagl korbon perdagangan orang, Restitesi merupakon alid yang berbuergi
hagi Penustut Umum dolam menentukan hukumon, percegohan, rehabilitos, dun
memberikan kompensasi bag) korhan perdagangan orang. Sejnk awal penyvidikan,
korban akan diminta untuk mengist entang kerugian yang swlab didericanya,
Balwa restitusi bagi korban perdagangan orang tidak terbatas pada kompensas
itk perawatan medis, perawatan prikologs, pelayanan  masvarakal, grois
income/nilai lavanan, biava pengecara, ataupun selokasi biaya wyang wlah
dikehzrkan oleh korban sejak dimmalainya pereknitan. Pewgajuan tentang hizya apa
sain vang sulab dikelwarkan obeh korban Sapat dilibar dar kKEasilikas: kerugian v
didezritn oleh korbon dengan rincian sehopai berkot
2) Biaya behan kerugian yang didenta korban

a. Bisya awms ceders yveng ditimbulkan dan kejabaran vang dislami korban,
b, Bigys keschotan dim konseling aine travma yang danlami
c. Himyva proses peradilan
d. Biwys seas Juks fisik dun psikis yang dialami okeh korban
1) Biaya Pemenksaan Medis
b, Biaya perawatin Kok
o By atas perawitan bagl kirhan vang selamat dam opays perdsgingan
(MHIAE.
41 Biaya lain-lain

m, Bieya duki don pemakaman jiko korban meninggal
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b, Bioyo sewn momah amon selama proses persidangan

c. Biaya pengurusan dokumen sast sebelum keberangkatan

d, By trapsportas sebelom manpen seteloh terjdi tindak pidana

¢. Bisyn tidok resmi yomg ditavarkon kepads ogen tenogn kerja poda st
perekmatan

f. Biaya dendn vang ditetapkan okeh perekna jika korhin melakukan kesalahan

o Bisya atas pemotongan gop yang  beelebihan untuk membayar pajak,

s

IFaRSPOFas, manpn jaminan sosial kodhan yang tdak resiml

Sclurul perkiraan biays terscbur akan dicanumkan dalam BAP, kemudian
dhigarmpatkan pada Taksa Penuniut Deum. dan deemear dalam oomiucan, gelain
msnci o ki biayva dadion BAFP, waka dafarm proses peny ihikan hemdaknyi jugia

dil akukan medinsi antira kocban dan atan keluarganya
5. Hekomendas Hekonsiruksi Pidana Samksi Korongan Pengeanti dalam

Tindak Pldana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal asss pifion delichen silla poong sine praevia
lege poemall (tidak ada tindsk pidanad'delik, tidak ada hukoman tanpa (didasarih
peraturan yang mendaholuinya). Hal ini berari kepastizn bubum hares dopat
dijamin dan harus dapar msemberikan kesdilan bags terdakwa. Bahwa suatu pidana
s berdassrkan undang-undang, makas pengerian entang hukeman  akan
menjadi lebib Lo karena di dalamnyi ercanium tenang keseluomhan somss, vaitu
mcrrere kepatutan, noma kesopanan, noro kesusikan mavpun noems kKebiasaan,
Sistem hukom i Indonesia menyebuikon babwa pidana maupun perboatan-

perbuaton yang dioncem pidang hars tercantum dolom unsdspg-undang pidona,
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[112]
Oleh korena ity seseorang vong dijatuhi pidons atwe terpidans adaloh orang yong

dimyatakan bersalah ataw telnh melanggar sustu peraturan hukum pidana. Mamun
demikion, seseorang jugs mungkin dibokum kisrena melangpar switn ketentuisn
yong bukon hukum pidenn, Atas dnsor hal tersebat, mengutip pesdopast Sedarto
hiabwa hukum pidann mempakan sistem sanksi yang bersifat negatf. Diterapkan
sebanal sarang penjatuban sanksi jika upayva lain sudah tidak memadai. Oleh Karena
itu, hukum pidana dapat dikataksn memiliks fungsi atan sifat vang sobsadar,'’

Penjanihan sanksi pidana meripakan salah sone cara dakam pendoggalangan
suaty tndak pidara. Sanksi pidanas mevapakan reaksi atas delik vang dijauhkan
berdasackan vonis Hakim melalui sidang peradilan atss terbuknings  perbatn
pickana vang Jilakukan oleh temsangka, Selsin i, penjauban sanksi pidana
pullun bagiom yang tidok dapst dipisahknn dom substansi atae  mesteri
perundang-undangan iu sendini. Penjatuhsn pidana tentu akan memberikan
kepastian hukim den hfadilunnuﬂﬂ hunys bagl pelaku. namun jugs bagi koeban
tindak pidanm, Kepastian hukum tersebut berpegang peda asos kepalitos bohwa tiado
grhuatnn yvang diselin sebagai sustn tindak pidana terkecunli telah dintur dalam
porairan enulis,

Dralam kebijakan legislasi, penetapan sanksi dalam hukum pidana, menjudi
hagian penting dalam slsem  pemidanaan, Perjamihan sankss pidana dapa
memberikan arh dan pertimbangon entang apa vang aksn dijadikan sanksa dalam
suaty nadak pidana. Kebijakan pen jasfuban sanksi padana meruipakan sarina ok

menanggulangl kejahatan, vang dilakukan dengan berbagai pertimbengan rsional

T Sudirto., Fiwkeor cian Hnkem Padoms, Alummi, Badong, 1931, Gilm, 30
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serto kebijakan yong disesuaikan dengan kesdaon dan perkembangan hukom yong

terjadi di masvarakat.

Bicara bentang perkembangan sanksi dilam bokum pidana tedibal bahan
sedppat mungkin sanks vang dijotuhkan okom bermantoat untuk resosialisas: peiaku
tindak pidana. Solehoddin menyebutkan babwa terdapat Eﬂ Jalur atn dorfile track
aysrern dalam penjacuhion sanksi pidana, vai sanksi pidana bersiCal poviisfive e
disatu pihak dan sanksi pidana yang bersifat nndakan (freatmen) di lam pibak'®
Dl penjelasannya Solehuddin menyetuikan balwa sanks pidanig yang bersifan
bukurnan maupun tedakan mempunyai ide dasar vang berbeds, Ide dazar sanksi
pickana adalah tentang mengapa diadakan sustu pemidansn, hal i@ berati abhwa
sanksi pidapa wersebut bersifan reaktil dan merekankan pada unsur pembalasan,
Penderitoon  sengnja  dibebankan E}adn peloku  yang melingger peraturma
perundang-undangan dan membenkan pendentsan agar pelaku sodar akibat dari
perbuatinnya.

Hementars dokam sonksi tindaken berdnsarkon poda ide untuk apn dilokukon
suatn pemidanaan, yaitn sanksi vang dikenkan kepada pefoko vang bersifad
anpisipaif.  Sanksd tindsksn  dibenken  sebagai uwpays  unuk membenkan
pedindungan terhadap mosyarakat dan melakokan permbinaan fechadap pelaku agar
dapat meribah perilaku buaruknyva, Tejuan dari sanksd tndakan adalah itk
mendidik pelaku agor menjadi lebih baik. Perbedson orientasi dasar dari jenis

sanks: pidana moupun sanks tndakan terhbat dan paham indeterminisme yang

= Ond Shodebaidldin, Sisiewe Sanksd delam Mutan Pidare, We Damr Dowble Treck Sertees dor
fmpdesewerarinve, Raja Gralfindo Persacls, Felosis 2004, him17.
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diakui dolam senksi pidaonn, Doalom Filsafar indeterminisme discbutkon bahwio
sejutimyn manusia memiliks kehendok bebas, oleh karena it sefiap pemdanann
vimg dilixkukan akun dinrshkon pada pence laan moem] dan penderitean bagi pelako,
Sedangkun dolam paham filsefat determinisme menyebutkan tentung  aswmsi
kemdisi kehidupan  dan perilaku sesorang  secara indivkin maspun sehagii
sebelompok M}'MJL&L-EMduhn sunksi pidana maupun sanksi tindaknn dalan
siglem pemidanasn sepatunya sejajer dalam peraturan legilasi. hal iersebut
dikarenakan deelbde frack susten memilikn pelieang difungsikannya sanksi-sanksi
yang bersifol setributif dan weleokog s secara seimbang dan proporseonal.

Sudarta™ menyebutkan ﬂm sanksi pidana merupakan penderitaan yang
sengaji dibebankan kepada crang yang melakukan sualy perbuatan dengan svamil-
syarat lertentu yang bersitiel pembalosan aos kesalabon = pembuat. Sedangkon
canksi tindakan merupakan sanksi yang dilakokan uniuk membenkan perlindungan
terhadap mesyvaraks selain dilokukon juga pembinaan terhadap 5§ pelako.

Hunksi pidana sesungruhnyn merapokan sdnt reaktif ﬁ sinty perbuainn
pickana yang dilakukan oleh pelaku. Namun demikian penjatuhan bukoman bagi
pelaku dndak pidang harus menjadi perismbangan bagi Hakim upik memikickan
pula pasib dari korban vang mengalami kerugian dan perbuatan pidana yang
dilakukan oleh pelaku. Hakim dafam daps melakokan suan kebijakan dalam
pengpunsan hukem  pidans vang merupaksn samns pensnggulangan susu

a
kejahatan. Kehiphan hekum pidana dapar dilakukan melahn proses siematik,

wait melale peregakan hukum pidana dadom ani leas.

¥ Banlsmrto, Mk Pidmre. i 1. Y svssaes Swbar, Senareng. P90, Blin T
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Penegakon hukam pidann menipokian suatu proses kebipakan, yong dilakuken
melalui beberaps tnhepan sehapai beribost:

. Tahwp formuolas, yaite whop penegakan bhukom in abstrskio oleh badan pembaa)
undang-undang yang mempakan tahap kebipakan legis latif,

2. %ap aplikasi, yvaitu takap penerapan hukum pidamn oleh aparat penegak hukom
yvang dilakukan aleh pihak Kepolizsian hingea Pengadilon, Tahap inl menpakan
tahiap kebijakan yudikand.

1, Tahap eksekusl. yastu tahap dimana apatar penegak bukum mekaksanakan
hukuman pidang secars konkeit uintuk melaksanakon sanksi pidana. Tabap ini
dapa disebur talap kebijakan eksekuti§ atau adminisirant.

Dalwm kegiatan penegokan hikum, muks ahap kebijokan aplikasi dan tahag

kebijakan eksekusi merupakom kegiman pilihan pidang vang dopat dilakukan clch

para penegak hukum.  Pilihan pidans vang akan digunakan dalum kebijakan
formulas] dape dipilih melolul berbags jenis sanksi pidans veng dikenal dalam
bk pidang,

a

Secars gans besar sistem pemidanaan terdivi stas 3 {fga) permasalahan
pokok.  yaim Em.m_g jenis  pidana  (strafhoort) . lamsnya  ancwnan  pidans

(trafivaar), dan pelaksanasn pidana (sreaferodes). Dalam ketentuan Pasal 10

RLUHP jemis pidans (seepfsooed) terdin atas

I. Pidana pokok beropa: pidama mati.  pidana penjar, pidans kerongan., pidans
denda cian prcdam tunspai.

2. Pidana tambabon berups;  pencabutan beberapa hak eren,  perampasan

barang-bamng terteptu, pergumuman putesan Hokim,
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Dalam pidans pokok, seringkoli dinncom dengon perbuatan pidana yong

sama. Atas dasar hal tersebat Hakim hanya dopst menjatubken =atn dismara pidons
vimg digmcamkan du, Hakim bebas dalam pemilih o ancaman pidana, nsmun
demikiin lnmanya sncaman pidans (sirafeeaed) wtae umdsh oncaman, ditentuken
aleh msksimum dan minimom ancaman, Ketenduan tentang ga;—bﬂns i ksimm
dan minimom inl membsar Hakin bebas bergenik untok meseniukan pidana yang
lepat dalam sustu perkara. Mamon demikion, kebebacun Hakim int bukan berarti
dapar membiis Hakin bertiiklak sewening-wedimg dalsm mensinikian pidan
dengan sifat yang subyekef,

Batas mak<imom dan missroun dalsm pemidanaan daps dipermmakan
Hakim wntuk memperiinmgkan tar belakang dari smat peristiva pidana vang
terjodi, yoru melihot bermt otau nngonnya Jdelik don cora delik tersebut dilnkukan,
Selain itw pribadi tersangka jugs menjadi bohan pertimbangan bagi Hakim, wmur,
dun kesdoan-keadaon seng suasang sas delik ezrsebur dilakuksn, - dissamping
pertimbangon lnin yang berkoiton dengan tingkot imelekival atn kecendnson
tersamzka.

Mengenai masaleh maksimum Khosas dan minimom Klusus wmuk pidana
penjara dan pidana denda divraikan sebagar benkut
o Masalah Mk Khisoy

Penenbean tentang smanys ataw berat ringannyva susty pidana penjard pada

dasaraya merupakan masalab dari kebiakan padana. Masalah tentang minimom dan
mksimum penjorubon pidana penjora saal ini masith menjadi o oama dadam

rekenstruksi dori KUHP, Dalom konsep KUHP Buku [, fetop mempetehanken




sistem vimg seloma ind berlaku menurot KEUHP (WS Hal terschut dopot difihot

dalam Pasal 54 konsep don penjelasannya sehagni berikut:™

[} Tetap memhagi pidona penjars untuk seamor hidup dam untuk wikio tertent;

2 Umtuk pidona penjarn dalam weakin tertentu tetap dianut sistem minimam dun
mak simum umum seria maksimum Khusas untuk tiap-tiap jenis tindak padana,

Sistem mankmum dan maksimem erschat saat ink masih digunakan dalam prakiek

legislatif.

Sementar i dalivin Pasal 65 RUL KUHP buku §rahn diseborkan halvad
maksinum pidana penjara vang dapat diancamkan unk delik-delik dimoar pada
Buku 11 iskah penjars seamuor Ridup o padanss dalsn wakto teraniu paling B
I35 {Hina belas) tabun. Batss imaksimam 15 Oima belasd talon i Gyt oilampaui
sampat maksimem 200 {day puluh) taben, tetapi banye sebogai pemberatan bagi
delik-delik tertentu. Hal ing berarti tidok dimungkinkan susto delik somats-mata
digneam dengan gl:slmum 20 {dua puluby tahun. kecuali sebagal shermatif dirl
delik vang diancam dengon pidann moti atios seumor hidup, ®ow  sebagoi
pemberatan wntuk delik pokoek yang diancam dengan pidana penjars maksimum 15
{lima belas) tabumn,

Prinsip bahwa batas maksimum khusus teriinggs untuk pidansa penjars dalam
waki rertentu adalah 15 (lina belash mehuen, Mamin demikian, tidak ditentiikan
secar pasti batas maksimom khusus yang paling rendah untuk tindak pidang yang

diancam dengan pidana pengaea. Berdasarkan Pasal 78 (2) RUD KUHP, bahwa ada

—
* Burcky Mawswi Aried. Hsnga Bampel Kebipeken Hubum Pldaea Perbembomgan Pesvesunam
Kovasep KUEF Sane, Edisd kecun cetakan beerspas, Prenomediz Groap. Inkara, 3004 hhm, 172
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tindak pidana vang dioncom dengon pidans penjora tidok lebib dor 3 (tiga) bulas,
nomun anjuk mensdapkan maksimum khusus yang paling rendah adalah [ zatu)
tahun ! Untuk defik-delik vang bobotnya dinilai kerang dari satu tahun penjara,
haryis aksm disneam dengom pidans denda. Masalah berikuinyn inlah menentukon
maksimum khoses omtuk Hap findak pidans yang berkisar antara | (sat) ﬂun
sampal maksimum 13 (lima belasp tabum aau seumar hidep auw 20 (doa puluhy
[T

Penenman maksimum Khoses dikaitkan dengan aspek mareriil ata aspek
simbolik, yaitu unrek menunjukkan tingkat kesenusan {bobovkualitas) dan sustu
tindak pidana. Penentuan maksmman pidana memberikan batas ata wourn objeknd
mengenal kualias perbuatan vang “tidak disukai™ atn yang dipandang “merugikan
ataw membahayakon™ masyarskat, Bohan perfimbangon loin dort penentusn
maksimum pidans mengondung espek moral, yate untuk memberikon hatas
abjektl kopan si pelaku dapar ditahan kapan terjadi deluwarss penunmnzn dan
dobwworsn pelnksanosn pidann,

Penjatuhan pidana maksamum khusus dalam KUHP juga berbicara tentang
ditambab gy dikuranginyy pidams penjars menjadi sou per g berdusarkan
pemberat’peringanan. Kelestuan penjatuhan pidass penjara 13 {salu per tiga)
tersebint tdak Banva terhadap ancaman maksioum, et | terhadap ancamm

minimumyit.  Termasok  pengbolian pidane  erhadap anak yang  pidana

“ Badan Pembinaen Hlukem Nasional, Deafd Seasah Akederrk R femfang KUHF, Kemengeriim
Hukum cles Mok Asas Manosie, Jakarta, 2015, hlm. 58




maksimumnya menjodi setengnh dan moksimum delik yong bemsangkotan, yaitu
terhadap anak dibgwah 18 (delopan belashtahun dam percobaan dadak mampu.
b Blisalah Minimum Khosos

Katentuan minimuem khusus untuk dedik-delik terteni dironuskan di dalam
Pasal & (23 RUL KUHFP Bukw 1. Ketenhmn i dimaksod bahwa minimom amum
satu hari perlu diimbangi dengan mininmm Khssos ersama uniuk delik-delik yang
dipandang sangal merugikan atan membahayakan masyarakal pada semnya dan
delik-delik yang dikualifikas: oleh akibataya, Mengenal ssstem minimam kKhisis
ini, perfu ditegackan balowa banya dimungkinkan mdnimum khosus ik pidana
penjara; tidak dimungkinkan ueniok pedanag desds. Berapa lamanga munimmn
klvuses (untuk pidana penjara), depsan kbih dan 1 Gsane) hari, Lamanya minimaii
Ehusws iersebm tidok memberikon batesan, bempo lamapva minimum kheses vung
paling remdab atan pabing bngei. Lamanva minmom khusos hores discsankan
depngan sifan, hakikar don kassalivisbobo delik vang bersapgksan.

Penjstuhan sanksi psdonn mervpakon suatu spayve untek  merehobilitasi
perilaku dari pelsko kejahatan. Meskipun demikian, sanksi pidang diciptakan
sebaral susm ancaman dori kebebasan mapusia kareng aelah mekakuksn sus
kejahatan, sehingga pelaku skon mengalami kenestapaan kareny dikesakan sanksi
k. Penjataban sanks pidana jugs aeiipakan st dpava aeniek dapat
memperodeh kepostion hukum dan keadition, Berbscary tentang ﬁmidnnm bagi
pelaku nndak pidana dan penganah pidana bagi korban kegahatan, maka berat
mngannya suan pidana yaeg digguhkan Hakim mengahi wjuan wtama dari

pemidanoan i seadin,




Sepanjang sejoroh perkembangm penjatuhan bukuman, dikenal dolem 3

(tigad cara yaitu: *

I

2

L]

Ciarin mmernbalins sl fex folfovs Gnsas pembalasan), Can ini dilakokan dengan
mengeuniken penyelesaian pembalosan vang sama dengnn tindsk pidans yang
dilakifan aleh pelako. Mamon seirng wakiu, cara tersehut dianggap kurang
mewlukung masyarakat uniek menjadi lebih teribe Odeh karena i, sehagai
bentuk pembalasan, maks cara ind digant dengan memberkan gansti cugi
Kepiada ko,

Tahap kedua yang djlnkulmaudujaluﬁntm'km ganti rugi kepada kockas atau
keluarga korban Gndak pidona dalam benmlk uang atao benda terteniu yang
telah desepakani. Namun demitian, moncel persoakan lain dien pemberian ganti
rugi terschut, yaitu tentang jumlah ganti rugi yang haus diberikon kepada
korban atsupun keluarganya.

Tahep ketgy, dilokukan melalui Negara. Serelah verbemuknys Megars, maka

[ 162}
hukum pidonn ditnksunaken oleh penegnk hukum vaitw Kepolision, Eejpksomn

dan Kehaiiman termasuk juga advokat untuk membekn kepentingan tersangka.

Jika diperhatikan ketiga iahapun rersebor, maka pelsku kejuhatan akan dikenokan

sanksi atas segala perbuatan.perbuatan yang dilabukan olehoyva, Pesentuan alas

shala F'|¢T|"H.I:'|'I":h|!'| !1"|I.'-‘.’1'|J:'II]I ST l-:l&jiﬂ"lil[.."lﬂ hanis beqdnsaerkan asas Eg:l“f:‘m. Lisaki

Megard univk membenkan sanksi melalui aparit penegak hokum adalah ik

mewijiedkan keadilan bagi korban kejahatan i sendan.

0 Deisman Semasir, Mok Penclopr dowe Pemorveradaten, Penerbil Muanz Aol Bimdung,
2006, hlm A
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Baloem hol penerapon sonksi pidans, pertivtbangan harus dilokukon secarn
sebosimn . obyektit. dan rasional. Prinsip hahwa Indonesin adalsh Negam hukom,
ik Megary akan meminta pertanggungiowaban peliske atae perbostan jabul vimng
dilakuknnoyn, Pertanggungaovaban pidana tersebod merupnkon keadilan don bukum
dasar datam mengatur kehidopan manosia. Mamm demikin. dalam pencrapan
hinkum pidana baik Polisi, Jeksa moaspun Hekim harus berhati-hac dan bijaksana
agar hak pelaky maspun korban tindak pedana tidsk dlangear.

Hakim pada dasamyas dapar menetapkan jangka wakiu mininiem, namiin
demikian untuk kejalatan yang bersifar berst don sangat seqius tdak dopat dijanshi
pickana kurang dan tiga tahan dan ustsk kejahatan bersmya sekurang-kurangna
sabe Ghum, Daliom pengaiubon padana esebur, Hakim juga dapat melaknksn
berbagin pendekatan, Terdupaot tign pendekotondsistem dalom mensiapkan lamanya
ancaman pidana yaitus*

o Pendekawmn wradisional dengan sistem indelinice sae sistem maksimoam. yaita
menctapkon mak=mum umam dan moksimum khosos untuk sstinp findok
priclami.

b, Pendekotsn  imwjinaiif  own pendekstan realil, yain dengan  melakoksn
penyederhanaan peaggolongan Gndak pidana dalam beberapa tingkatan dan
sekaligus mepetapkan maksimum pdand watak tap Kelompok tindak pldana

tersetl,

1 B Maw i Aricl OpJCil, hlm, 178
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©.  Pendekotan prktis, vaite dnegon menctapken maksimom pidiena yeng
disesunikan dengan maeksiomom pedana vang pada umumnva sering dipatuhkan
daliom praktik pengadilan secara myata,

Keunggulon dari penpatuhan pidong yang bersifot maksimum tersebwl pado
intinya mengandung aspek perlindungan kepada masyarakst dan membenkan
perlindungan kepada setiap individu, Hal wersebut dikarenakan pidana maksimum
menuajukan dngkat keserivsan dor tndak pidana it sendin, memberikan peluang
kepada kekuasaan pemidanan untuk melakikan diskresi secars Tlekabel dan
memberikan peelindungan kepada pelako dalam penctapkan batas-batas kebebasan
dari kekvassan pemmadanaan. Jika dilibat secara obyektil, penjauban pidana secan
maksimiinn merupEakan simbol e kualits oomna ving berada dalam masyamkal
yimg butuh mendopatkon perfindm gon,

Menurut Muladi™ | apabila menggunakan pendekastan vang bersifat tradisionsl
makn Tumgsi hubum pidass skan selalu disrehboan unwok mempenahonkan den
melindungi mila-nilas moral, Akibatnya . kesalohon akon selalu menjadi unsor wtamn
datam menentukan syarnt pemidanazn. Hal tersshut berkaitan dengan dengan teori
pemidanaan yang bersifac rerributil, Sementars Emuml Herben L. Packer," ada dus
pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikesi moeal yang
herbeda aani samm lon, vaknl pandangan retribistf (cereibat view) dan pandangan

sersfivenrdonn Cantidivaivn vigw'),

- B.‘-ljiinuln Sarmeer , Opdi, hlm 171
* Herbent L. Packer, The Limits of the Criminal Senction, Standord University Prese, Culiforsiz,
198, hilm. 4.
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Balom pandongon retribatif, pemidonaon mempakon ganjoren pegatif yong
diberikan kepadn pelaku atas perilako menyimpang vang telsh dilskukannya.
FPermndsmuan digumskin E:hngni pembalazan ates kesalaban yang dilakukan serts
berdsor pada wnggung jeweb moralnya mesing-masing. Pandongen ini dikstaken
bersifat melihat ke belakang {Packward-lookmg). Sementarn dalom Pandangan
seriftirienn, pemdanann hores difihat dori segi manfaat atay kKegunaanmy, yaii
mansfaal apa yong akan diperoleh dari sstuass atan keadaan yang ingin dicapai dalam
penjaiuiban pidans, Dhsist lan, pemidanaan bemujuan sk memperhaiki sikap atao
tingkaly labku wrepidang sera ustuk mescegall orang lain dan kenwsgkinan
melakukan perhustan vang serupa. Padangan i dikatakan berorientas ke depan
{ferweard-foeking) din sekaligus mempunya sifal pescegabim (detterenced. ™

Memurot perspektit kendilon retribatif, ke jahiston pdalah pelanggaman terhadop
tertib publik (peblic order) atsn- suatu perbustan melswan masyarakst, melswan
budan koblekil dori warga negara. menenung serangkaian standar oleh instiosi-
institusi demokratik masynrakot schingga adminisirast perndilon menekimkon padn
pertangrangiawahan secarn ekskhssif ofeh negars (memonopoli) penuntatan dan
pepceakannya. Pemidenoan model rewibutif dipusmban pads pelangoar, schinggu
korban tersolasi dan Gdak memperoleh bantuan dan dikonfromasi dengan sikap
agress dafl lerdakwa dan penasilag  hukminya  yang terkadang  menpajiakn
pertanyaan viang tidak relevan atau merendohkannya,

Dralan banvak hal, Podisi don Teksa dalam melakukan wgss dengan dalib

membanty kepentingin korban, wiapn dalom prokiikeye korbanlah yang jusing

** Thid.. hilm. Wy




membante  institusi fersebut dalom meloksannkan  tugesnya,  karenn korben
diprsisikon sehogai saksi vang tisda lsin adalsh sebagm salah sato glat bukt dalam
proses pembukizon sehingga korbin sesungguhnya dikorban wntuk kedoa ki, yaito
oleh kejohaton (pelanggaran hukem pidonn) don oleh renksi masvamkat terhadup
kejhatan.

Elemen-clemen keadilan retribntil adalah pembalasan, pemidanaan, ssolasi,
shigmatisasi, dan penpraan. Permidanaan secara reteibutif memiliks ciei-ciel sebaga
herikur:

L) wjuan pidana semata-mata uniuk pembalasan;

I pembalisan merapakan ojuan uiama, tanpa mengasdung arana-sarasa ik
L Biuin, mysabnya kesepah@rm raky:

1) kesnlishan mempakan satu-spunya syvarsd bogi adanya pidana;

4) pidang harus discspaikan dengan kesalahon pembuat;

5) pidana melihat ke belokang yang mcrepsban pencelaan yamg murng dan
tujusnmya tidok anhek memperbaiki, mendidik, otau memnsyorskatkon kembali
pelanggar,

Aspek retributi f dalan penjaiuhan pidana selalu diksitkan dengan ketereelasn
yang dibust eleh si pelabu pembuat pidana. Gagasan penjatuban pidana secara
rertibutil tersebun tentu saja tdak lepas din asas proporsionalitas. Dalam e
desers, pemikiran lentang proposionalitas dalam pemidenoan, Andrew Hirsch

dalam Fva Achjani™ menvebutkan babwa dessert theory diterjerahkan sehaga

" Eva Achpad Zulfa, Fergeseran Paradipeg Fesmdaraan, OV Lobuk Aguap, Bandimp 2011, hlim.
3k
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desseat rational rest E the fden the peral sanction showdd fofvly the degree of
reprehensibleness . (thar is. the harmfulness and cdpabilite) of the actor condicd .
Flirsch menyebutkien Ehun berinya sanksi pidana hires seimbang dengan
kesulahinn pelaku, Hal tersebut snms bakmyn dalam pandangzon osas retnibobif, bahwo
penjatuhan pidana hams mempertiimbangkan tindak pidana yangz dilakukan oleh
pelaku. Sedain Epmjn‘t:ﬂnu picana juga harus scsuai dengan kesalahan yang
dilabukan oleh pelakue. Pidasa yang proporsions] akan oemastikan baliwa
penghukumath pidain yang deaiihkan pada pelaki hafies sebanding  dengan
kerugian yang dialami korban, Senk<d yang diberikan Eepada pelaku horus
menimbang kergian vang efal difimbalkan. Oleh karens it penjatuban pidana
vang sepisdan dengan Kesafahan pelaku skan memberikan perindungan bagi
migsyarakst don memberikan kepercoyann bahwn hukwm belah ditegakkon,

Selain aspek retnbutil, penjatuhan sunksi pidana juga dilihat pads aspek
preventil, viit memandang kesalshan secara prospekiifl schognl ukuran umuk
menentukon tindsk pidonn yoeng dilnkukon, Aspek preventif juga j:u-u.n unik
mencegah masyamkast agar tidak melakukan tindak pidana. Masyarokal jusa
dimintg umtuk menghindan perbusten pidans. Aspek retibutif dan preventif dari
penjatuhan tersebul tentu saja tidak terlepas dan asas propossionalites, babvwa harus
ala perimbangan ankaca kesalabian dan hukuman. Uik rnpinlang hesar kecilnva
sugty kesalshon pelsku tente saje akon melibsl jensis tndok pidana yang
dilskukannya, Untuk melibat apakab summ nsdak pidasa berar atau ringan hans

dipertimbangkan tentang,
2a |
o) nilni kerugian meteriil vang ditimbulkon akibat dom suasty tindak pidann




b pamdongan atow penilniom mesyarnkal terhodap suaty perbustan ferenty unbuk
wakfu tertentu.

Avs proporsionalites wajib dilokukan daliem pengadilan oleh Hakim dengian
pertimbangan babhwe penjatehan sanksi pidang vang sepodan dari suats tinduk
pidana. dengan cara menentukan berat athn Aangannya ancaman suata pidana bams
dijawihkan sesual dengan ancaman pidana yang ditctapken dalam perundang-
ulangan. Menurst Andrew Voo Hirs ™ kesepadanan pidana yang dijatuhkan
bertujuan wintuk memenuhi peinsp keadilan, leh karena i, pidans ndak boleh
lebil rendah atou melebihi scamen pidana, Penentuan jumloh atg lamanya
ancaman pidana menganut sistem maksimum, disamping adamya minimum aimain
akiod Eetap dipenahankon adanya maksimn kKhuses oetuk ap dodak padana,
Sistem minimum khusos trmbtltﬁpnt digunakon dilam tindak pidana tertenng

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bndok pidana kbusus yang
berkahan dengan kejohsan dan perumpasan kemerdekamn orang. Pertimbangan
habowa ?ndak picana perdogomean orang merpaksn suato tindek pidana yong
hersifat khusus karena berentangan dengan harkat dan martahat manosin dan
melanggar bk gsasi manusia, Dalom Hokem Pideons Khisus sering digunakan
sanksi pidana vong beral, seperii pidana pesjara seumur hidup dan pidana mati,
FUHP soaiipais Ulndang-Undang Pldans Khusas sengiihkan pembetatan pldan

terhadap tinduk pidama yang mempunya unsur khusus,

—a
= At Aimuol Syamso, Penjshufes Pidome dor Do Prinee Dasar ke Pidame, Prenda
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kategan khusus pembertan pidena yang dintor dodom ateran tentang Tindok

Pidana (Kephatan dan Pelanggarsn| dalam rumusan delik yang terdspat dalam

Buku 1 dan Boke I KUFIF, Poda pembendan khoses dibedakan ke dalom dus

kebormpok vaiu kelompok pertaoma menipakan pemberson dolam kotepon khisus

yHRZ seragam, vaitu pemberaton pola seragam seperti pemberstan dalam kategori

i alan i perberat saiu per o,

Drakam kensep RUL KUHP Pasal 141 disebutkan baliwa Takior vang daped

et Perberat pudang lendin atas:

i

=

1]

=

£

-

Penyalahgunaan kewenangan, keswmpalan maopun sorana yang dimilikinya
akshat jabatan yang dibenkan. Pelanggaran yang dilakukan karena pabatan
rersetil diancam dengan pidana atae tindak pidana

Tindak pidenn  yang  dilnkukon  mengeunakan  bendern  kebangsoan,
mengounokan  lombang  Megara Indopesia msopun mengounskan Iz
kehangssan Indonesial

Melakukan tindak pidono dengan menyalshgunokon keakiom moupun profesi

yang dimilikinya;

. Melakukan tindak pidens bersoma-sama demgan anak di bawsh wour 18

(delapan belas) eabun;

Melakukan madak pldana secara bersekuri, bersama-san, dengan kekerasan,
dengan car vang kejam, ati dengan berencanms

Melakukan tindak padana pada saar fecjadi buro hara acapun bencana alass,
Melakukan tindak pidana pady saar kondis Megara dalam keadosan bahaya;

Pengulangon tindok pidum; abay




i, Foktor lum yong bersumber dom hukum yveng hidup dafaom masyarakat,

Berdasarken konsep Pasal 140 dan Pasal 141 RUL KUHP bersehot makn
pemberatan 1S3 (sa per tige) dilskokan bapi pembarengas tindak padona,
Pemberaton 153 (sate per tign) smesman pidana tersebut ditetapkan pade tindok
pickana denpgan koalifikes) yang sesuai dengan teori hukum pedona yvang befah
dissbukan diatas, Dapat katakan bahwa p:mtn:rm% [sily per liga) pidana wrsebis
pada dasarnya bewifal kosoitis deéngan berbagan pertimbangan  faktor-Fakior
pendukung sepert pengulmgan Eﬂﬂﬂ prdana Vang dinentukia dalam Pagal 24
atmupus lndak pidana dalam mass jabatan vang ditenukon dalam Pasal 25, Olch
karena it dalam kal ancarman pidana diberatkan dizebabloan adanyva pengalanga
frecalived delik. Ancaman pidans juga diberiakan Karema adanya Kealilas kKiusus
pelnku {subick delik)y, Kebompok kedua, yasto pemberaton dolam kotegori khusus
yang fidnk seragam, wintu pemberatan padana dilakokan baik demgan peningkatan
kualites moupun kuamices ancamsn pldiansnya,

Dalam tindok pidons perdagangan orang, pembenstan penjatuhan sanksi
pickana terjmli Karepa perubahan jenis pelana, misalnya pemabahan jenis pidana
peojurs yang ditambahkan menjudi saw per tiga dun ancaman pidana pokok ot
menjadi penjara sewmur hidup jika menyebabkan kematian korban, ditambah
dengan pidana denda dan pidana restitusi, Lain halnya poli pemberaian ancaman
piang dalam KUHP sdalah menggunakon skema, babowa dislam bl maksiomom
klsusus dalam suam andak padana sama dengan maksimiom amum anik pidana
penjara, maka pidons vang diancambkan beradil mengadi jenis pidana yang lelib

bermt (pidann mati), Pemberaton terhadap jumloh pidons dapot dilokukon depgon




menambabkon jumbah meksimum kKhusas, Dalam bal ini pemberaton dilakuken
karcna sdnny s unsur khosws {vang dapat beropa kelakwan stao skibat) don sirafivar
syt tindik pidana,

Dalam delik percobnsm, pembantesn don permufokotan johot dolnm susie
tindak pidana yang bersifat khesus akan diperberat ancaman pidananya dalam LI
Tindak Pidana Khuses, jika dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang
diancamkan dalan KUHP. Dalan UL Pidana Khuses, pola pemberatan pidana
menggunikan model pergancaman pedana kurmulanl digumakan dalam UL PTPPO,
Ealam Pasal 297 KUTHP mn[mg::;tn;da;mgan witity, sk mawpan laki-laki yang
belurm dewasan diancam pidana penara paling lama enam mhon. Sementara dalam
Pagal 324 KUHP. tarang st vang menjalakan pemisgaan budak amu dengan
sengitjin tunet serta dan longsung dodom kegintan pemingoan budiak tersebut diancam
dengan pidang penpara schagas satu-satunyn pidansg vang diancembkan |2 {dua belas)
Latuian.

Dalam UL FTPPO. yong merpakan UL pidans khusos, perdegangom budnk
diperberst menjadi maksimom 15 (lma belasy talm penjar dan dends sampai
dengan Kp. ﬁ)&%ﬂﬂ}m fenam ratus juts rupiah). Semieotars dalam Pasal 15
disvatakan bahwa, jika perdagangan orang tersebut dilakukan oleh korporasi maka,
%unl pidasa denda  dengan pemberatan tiga kall darl pidana desda vang
ditetspkin dixkaim Eﬁhl 2, Pasal 3, Pausal 4. Pasal 5 dan Pasal 6. Pelaku korporasi
juga dejatuihi padana ?ﬂhahnn berupa pencabitan 5in usaba, perampasan kekayaam
Tasil vindak pidana, pencabutan stas badan hukum, pemecatom peaguris serl

larangan mendinkon korporosi yapg sumis




Dalam UL PTPPO foktor pembert pidana yong diberikon sudah mersjok
pada ketentwan dalam KUHP vang bersifat umum {uniuk semuoa pidans) dasn
berfoke pemberitam satu per tiga dan ancaman pidans. Daliom beberapa Pasal LIL
PFTPRO pengatursn pembenitan 173 (sstw per tiga} pidana tersebut sangnt releven
dalam arti bahwa kejahatan yang dilakekan dalam kondisi dan wakte tertentn baik
korena dilakukan oleh pejabat dengen profesi dan keahlian encnm maupm
dikarenokon akibat vang ditisbulkan daei pidasa perdagangan orang fersebut.
Femisralan sall pet Hgn anciman pudand fersebill secany ﬁiuﬂlﬁtaﬂ ek
akibat dard derajar Ketercelaan perbuatan yang telah dilak Ltan.gthﬂdam Ancama
Iikuman antara satu perbuatan dengan perbuatan lam dalam UL PTPPC erseban
ahilsarapkan dapssl memboa pelaku menjas jera.

Hal vong peru diingat bahwn perbustan vang dilekukon secera bersamo- snmi
dodam suaiu tindak pidana Em: diangzap menmgkstkan ketercelaan perbuatan
secara signifikan: Tindak pidana yong dilakuksn secara bersama-sumn bissanys
dilakukan korenn pelaku merupakon bogien dori kelompok perdagangon omng.
Diampak dan tindakan bersama-sama tersehot akan memberikan dampak lehkib
besar pads korbun Kurena pads akhimys korban dek mampy melakukan
pedawanan. ?ﬂdﬂ!{ pidana perdagangan orang vang dilakukan secara bersamna-
s Tersebal memipikan adinya perencaniam Kemhatan, odeh Kiwena ] dEapwil
dijadikan sebagai unsur pemberat, Eml:l:num tindak pilana tersebut ditetapkon

karena fakior lan vang bersumber dar hokum yang hidop dalam masyarakar,

a
ataupun dkibat yarg ditimbulkon bagi korban tindak pidana perdagangan orang,
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Hal lmin yong perle diingat bahwa perkembangon dodom Hukem Pidana yang
memasakkan korporasi sebagai subyek delik justro dopat menjadi faktor vang
milatarbelnkangs mengaps Elion berbagal undang-undamg di luar KUHP, lermasi
Umdang-Undong Hukum Pidons Ehesus, disdoksn model pengancaman pidann
altematif-kumulatif, vang  dengannyn  dapat meningkaotkan  dayn tangkis
{iletierence) sanksi pidana dan sifat jeranyd. Penjatuban Eﬂm piddana bagi
kotporasi terdin dari pidansa pokok berupa denda dan/atan pidana tambahan, seperti
wing penggantl, Pidana denda ﬂm rinidak pldana perdapgangan amng yang
dilakukan plel korporasi berupa desda maksimal Rp. 50000000 000 - (Bina mil yar
rupiaby deagan pemberatan tga kali dari ?idana pokak penungxan, dan penjarahan
pickana tasmibihan berips pencabulan izin ussha, perompasan kekiyaan bisil e
pidana, pencabutan states badon J11|!-;l.|r|.1.?§nm1h'u1 pengunas, pelampgan kepad
pengurus uniuk mepdinksn korporssi dalam bidang usaha vang sama, pemberian
cantl rugl dan restiasi.

Penjstuhan pidann terhodap korporasi pelnku tindok pidsma perdapangon
areng menpadi tidak efektf jika hanys digptohkan pidana dendas. Hol lnin yang perhs
diinga bshwi dalsm hal penjuuhan pidans penjara werhadap Korporasi padis
akhirmya akan menjadi kendala tersendin dalam pelaksinaannya. Efektivitas pidana
denda hagh koeporasi sangatlah rendah karens para penguris korporasi dapat
mensiasti dengan cara pengajusn dipalitkannyn korporosi tersebut jika denda
araupan hak restitass bagi kerban dianggap terlalu membebankan: Hal lan yang
perdu diingal, dalam penjaruhon prdana sk semua l;.miﬂ'. pridana dapar dikakukan

oleh kerporusi dim sanksi pidana schogaimann dimamuskon dodom Pasal 10 KLHP,
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Posal 11 UL PTPPO tentang permoufakston johst untuk melakokon tindok
pidana perdnganzan orang diancam pidang lehib berat sesum ketentunn Pasal 2,
Fasal 2. Posal 4, Pasal 5 don Pasal 6 jika perboatan tersebol benir-benar
divwujudkon, Berbedn halnys dengan omumeyn permufakotn jahat dalnm hol
memberikan bantuon sagt perang, KUHP mesjatuhi pidang tersebot dengan pdana
penjara enam tahun. Undang-Undang Pidana Khusus juga mengadokan pidana pada
perbuatan persiapan {selain permufakatan jalat) yeog umunnya dalam KUHP fidak
dapar dikenakan pidana. Dalam doken renfang  percobsan delik misalnya,
“perbuatan persiapan” melakukan tindak pidona yang belum dapat dikualifikasi
webapan “permulaan pelaksamman™ vang dapat dipidama, fidak dijadikon undes
pigkanit, Berbeda halnya dadam tindak pelana pesdagangan orimg . pudan visng s
dinncamkan dengan findok pidona yang selesai sckalipun masih didam tahap
persiapan, seperit “merencanakon” atao “mengumpul dang” uniuk pelaksanaan
ot tindsk podens melekukan perekruten moupun eksploimsi dan melakokan
penginiminn ke huar wilovah tempat inggal korban,

Amcaman pidann dakam tindak pidana perdagangan orang sehenimya bakan
schodar “sanksi™ yvang dupat dijaiubkan oleh Hakim yvang wlah ditetapkan dalam
undang-undang, tetaps juga meropakan justifikssi morad atas krimisalisasi,
Teuka M teslang s api das vang bigarimang v g sesisl disi adil ba g karban
ﬁdi}i pidains perdagzangan orang. Pemberantasan lindak pidana perdagangom orng
dilskukan melalui pendekatan penegakan hukom yang bersumberkan kanginan
uitk menghormati hak asasi manwsia vaiw korban, Oleh karena iw, ketika dalam

KUHP penentun pidonn bagi delik percobaom misalnve dilandast oleh “kehendok
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Jahatnya” yang teloh fermyntn, yong dipandang tidak begitu berbabayn apobila
dibandingkan denzun delik vang selesm sehingea diancam pidana lehih ringan,
minka dalam percobaan ﬁnu perdagangin orang pidana vang ditetapkan adalah
pidann penpara maksimum 15 (lima belas) thun, pidano dendn paling banvok Rp,
GOO TN (M0 - (emam ratus juta rupiah).

Pada dasamys pemberatan ancanun pidana dengan meningkotkan Kualicas
pidann dalag UL Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dus bagian. Pertams,
pemberan apabila dibandingkan dengan kKejahatan yang mifp sepemi yang
terdapai dalam KUHP. Dalam tindak pidana perdagangan orang misalnya, diascan
dengan picana seamur hidup jika mengakebatian kematian. Tindak picana i pada
dasarnyi merapakan benuk Khusus Jan sk pedana dalom KUHP yang berups
pembumzhan  (dioncowm pidinae 15 tahand, perampason kemerdekaon (diancam
pickana ¥ tabun). perusakan Fasilitas wram (diancem piduna 4 tahun)

Pemberaan kuantites pidana dalam UL PTPPO cukep banyak dicemskan
apahila dibondingksn antora delik umumnya dolom KUHP don delik khususnya,
Tindnk pidana perdaganzan orang dalam KUHP digneam pidann penjara paling
lamy enam tabun, ewp diperberat dengan sangat drasts kusnits pidananya
menjadi paling kima seumur hidup jika sengakibatkan kemation, pidana 15 {lima
belas) rehion bagl setap orng vang melakukan perekritan, peagangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahon atay peperimasn seseorang  demgon
pengginaan ancaman kekerazan, pencalikan, peayekapan, pemalsian, pempan,

penyalahpuraan  kekuasaan ataupun  posisi renlan. penjesatan  hutang o




memberikan pembayoaran oton monfest woloupun memperokeh persctujunn dari
orang ying memegang kendali atas orang loin dan berujuan ontuk dieksploitasi.

Pemberitan kuantitas pidiana yiang signifikon tedihat dalam ketemtoan Pasal 7
don Pasal #, dimons snesman pidana ditambah 173 (sate per tign) dari pidann pokok
jika T;-li:rlgalcihaﬂan korban mengzikami luka berat, pangzuan jiwa berat, terkena
penyakit menular yang membahayakan jiwanya, menyebabkan kehamilan st
lergangpu atauw hilangnya fungzi eproduksinya, ataupun mengakibatkan kematian.

Tergambar bahwa pembeniik ssdang-idang tdak mengpunakan “pola”
erieniu dalam melakukan pemberatan pdong. Pemberatan padang cenderung
dilakukan lebib dan polka pemberstan serupa vang dilakokan KUHP. vaitu ditambah
imaak si s klsusnya 1053 (sanw per tigad kebil berd atau dengan menmnbah antan
2 (dua) sempoi dengan 2 {liga) when dan delik genemlisnys,. Pengancaman
kurmulatit dalam UL FTPPO mengakibatken Hakim terikat mniuk menjatnhkan
pidang kedus jenis phlans wrsebut sekalipus (dosdde pengiies), yang dapa
dipandeng sehogmi pemberaten pidinn, Demikion puli dedem hal neomon pidani
yong menzeunakan moded altematit-komuolatt, dijptuhkan oleh Hokem menjadi
kumulatif, Tunps pedoman yang menentukan, tdak diperkenankan peajuuban dus
pidana yang disncamkan secara altermatif-kumuolatl secam maksioun, akan
renyebabkan ferdadi pemberatan pidana tersebu,

Dadam LU F'TFE'CIE&E pidans bun yang disncam kepads pelaky terdiri atas
pidana pokok berupa pidana penjara dan pedana mmbahan berupa pemberhentian
secara tdak hormat dan jabatannya bagi penyelengeaman vang menyalahgumakan
kekursaon yveng mepgakibstkon fterodinyas findak pidana perdogangon ommg.
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Perdogangan orong jugs mengotor tentang pidoma kurungan, nomun demikion
pidana kurungan bukanlah pidena yvang berdin sendin. melainkan padana vang
dlijatuhkan sebagai pidang penpeanti de i pidana vang digiuhka rlgbnga.i pengganti
don pidang dendn vang tidak dibayorken (Pasal 253 don pidons kurongasn pengganti
ﬁl pelako tidak mamipu membayar restius kepada korban (Pasal S0 avat (45,
Pasal EZ%I{P menyebutkon babwa pidana penjara din komengan sdalsh
pidana pokok yang dapat dipukkan Hakim selain pidana mati, pidona denda, dan
plckana tumipan (Pasal 10 KUHP), Menurnt Lamistang, pidana penjars sdalah
pembatazan kebebasan bergerak Enmng terpidana yang dilakukan demgan camu
mermasukan ke dalam lembaga permasyarakatan dengan kewajiban menant sami
peraieran dan taia lemib yang berlake di embaga permis varakatan yang Jikaitkn
dengon suntu tindaknn jika melanggar permiuran terschal .”Etga digsar hinl tersebut,
maka dapat dikstakan bahwa ];n;njam memnspakan salah =atu pidana pokok yang
membaas] kebebasan sescornng dengsan card memasukan narapidons ke dalam
lembagn pemasyvarekaton vntok dapni dilokukan pembinnan. Sementarn dolam
Pasal 12 KLUHP disebutkan bahwa pidana penjara dikenakan selama seumur hidop
ata selam weaki teneniu. antim ssta haed hingga dos puluh b secam benonn-
turut serts dalam mass hukwmannyva dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP).
Dakami Mewionie von Toelichiing, pidana kuningan dibentuk sehapgai salah
saty pidana pokok dikerenakan dibutuhkan suaiu jenis pidana vang sederhans
berupa pembatasan bergerak Bags pelako tindak pedana yang bersifal rngan dan

dibutuhkan pula jems pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi pelaku

“PALF Lomintimg. fwka Pendienser fmaevesin, Aomier, Bunduag, |94, hlm, 56




tindak pidona vong tidok begitn juhat (oweredia Sowesta), Pidana kumesgon
herunesi juaa gﬂguj penggzanti pudana dends. apabila dends yang diputuskan
tidak dipenubi atou dibevierkon sesual dengan wakin yang dientukan, Pidang
kurungon berdasarkan ketentusn Pasal 18 wyat ¢ 1) KUHP dikenakon poling pendek
satn hari dan palmg lama s tahun, dapat diperpanjang sebagai pemberatan
hukuman penjara paling lama | tahun 4 bulan {satu tahos empat bulang (Pasal 18
ayat (3) KUHP). Selain bty dikenakan kewajiban kerga tetaps lebib ringan daripada
kewajiban kerja termpidana penfara (Pasal 19 aya1 (2} KUHP), Sementarg dalam
ketentuan Pasal 30 g'm (2) KUHP disebutkan balvwa pidana kurengan dikenakan
kepads oeang yang melakokan tindak pidana pelanggaran atan sehagai pengganti
pikana denda vang Goiak Japan diksyvarkan.

Dabpm perkorn pidans nomor 296 P50 80200 2PN, Chd dengan terdakwi
Johan, El:lakwn dengan Pasal 2 syat (1) UL BRI Momor 21 Tahun 2007 tentang
gﬂﬁtmﬂnmﬂ Tindak Pidang Perdapangan Ovang jo Pasal 48 mvet (1) das (2) jo
Posall 55 pyat (1) ke -1 KUHP. Johon didekswn sebogai orong vang melokukon
perbwiatan atau sebagni orng vamg torut osera melakukan  perbuatan,  yaito
melakukan pengiriman mu]-;Edﬂum din siaw ke hoar negeri dengan cans apup
yang mengakibatkan apak tersebut tereksploitasi, kehilangan kekavsan atau
pemghis i, penderitaan, bava untuk tndakan peraswate medis dan ata peikologl
danfatiny kenagian lain yong didenita korban sehagai skibat dari perdsgangan orang.,

Dalam  wnatutanya  Jaksa Penuntut Ulmom, menunimt Majelis Hakim
Pengadilan Megeri Cibakik yang memeriksa dan mengadil perkara cerdokwa Johan

[ 122}
agar menjotuhkon pidann penjora kepado terdokwa seloma 14 {fempst belas tahun}
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penjor dendo sehesar Rp 300000000, (bign ratus juis ropsh), Bestitusi sebesor
Bp. |56 6500~ (serstus lima puloh enam jutn sembilan rates enam puloh lino
rib bl Apabaln restitusi sk dibeviarkien maka diganti dengan pidana
pengganti & (enom) bulan, dikorangn selemahave selams terdakwa bersda dolam
tahannan, dengan perintah terdakwa betag ditnhan,

Jika diperhatikan puatusan tersebw diatas, tedilat bahwa pidana E.mngnn
peagganti mempakan "saksi ambahan® yang djaiuhkan oleh pengadilan, deagan
suary sifar fakuleanlf, Terlihar altemative sanksi pidana yang dapar dipilib oleh
Tohan selaku é-;pjdn.u untuk memilih, apakah skan membayer sejumlah sanksi
resgasi atan akan digant dengan buloaman komingan bila resceuss rersebat tidak
ditayarkan. Lamanyva kuringn penggant ditentukan olel Magelis Hakim dalam
mamesan e petasnnye, Tedihot sangat kontradiktif dolam stelsel pemidanaosn
restiiusi dengan hukuman pidana kurungan pepgganti ind. Penjsiuhan pidana oleh
Huik i rersebat eenie saja berpedomsn pada gﬁul 50 ayam (4) U PTPPO, dimans
dizzbutkan jika pelaky tdok mamps membayar restitnsi, maka dopat digont dengen
pickann penjarn kumngan peagzanti paling lama | (sabu) tahun. Keberadaan pidana
pemjura kurungan pengganti tersebun tenie s ndsk mengumungkun bagi korhan,
karena pada akhimya pelaiy eemilih pidena penjara kurungan  pengganti
dibandingkan  membayarkan  festimisi. Hal  ini renmi saja mengakibatkan
ketidak jedasan hukum, Dissio sisi memberikan dukungan penuh bagi koeban untuk
mendapatkan hak restimusi. namun disisa lan mesbenkan karapan paku, karena

jika pelaku tidak mampo membyar diberikan kermganan dengan pidana kuningan

penggomii,
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Tujuan pidann restitusi dolom tindok pidana perdogangan orang et sajo
umiuk membust efek jers, namun jika dilihst dan beherapn kasos yamg ditediti
seringkali  terpidinn memilil untuk menjalani pidans kurengan - pengeanti
dibandingkan membayar pidann resitusi. Pado akhimys pidsna koremgan penggant
restifisl hukanlah jalan keloar yang dibotuhkan untuk mengeksekosi putusan
pidkana restitesi dalam perdagangan omang,

Pada dasarnya berat ringannya sustu pidana vang dijatuhkans kepada terpidana
akan dipenganihi okeh berhagai fakior, dianraranya nijusn danl pidana ite sendin,
metiv s sescorang seal melakukan tindak pidans wersebut, i::ni:«.ugndak pricans yang
dilakukan sesearang, seris hal yang meringankan atsupun memberatkan tndak
pickana tersebul, Penganih Deral @l ringamiya pidina vang dijanhkan pad
terdakwen tidok okan somp sau swma loinnya, hal beescbat borgamtung padi
kesadaran hukum dan mentalitas terpidona veng bersanghuian.

Pola pemberatan ancaman pidong dadom KUHP daps dibedsban dalam dug
katepon. Perrerna, dolam ketegori ymam pemberton pidann vang distur dolam
Aturan Umuam Buku | KUHP. Dalam kal i, KUHP menggunakan “pola™ yang
seragum, misalnya pemberaien karcna adanya perbarcngan. baik koarena oo s
idenlis, concersas realls maupun veorigezette handeling {sekalipun reedapat 1ekaik
pemberatan yamg berbeds satu swma B, Dalam hal inl acaman pedaia vang
dlitentukam menjach 103 (satw per tigah lebih berat dari ancaman pidanis ying ferdapal
dalam rummsan delik terselnn yang memoat ancaman pudans yang fechers, Pola

pemberatan pidam dengan menambahkan pidana penjara s per tga lebib bera




kirenn sedanyn perburengan tersebut dolam banyok hol jugo ditketi oleh RUL
KUHP

KUHP juga mengeumikan skemay pola pembenstan ancaman pedanis badvag
dalam hal maksimum khusus dalam seato tindok pidana samn dengan minksimem
wmum untuk pidona pengaca, maka pedona yang disncamkan beralin menjadl jenis
pickana yang lehih berat (pidana ma p, Pemberian terhadap jumlah pidama jugn
dapat dilakukan dengan menambahkan pumlab maksimom khusus. Dabaun bal i
pemberatan dilakukan karena adwnya unsir Khisis (yang dapar berupa kelakua
atiu akibaty dani serefBosr suatu tindak pidana,

Pengaunaan pola ini dipertahankan sebagai cermman dan ditermmanya pabam
utilitarian. sehingga kumulasi oo digengan secam erhatas, Berboda hanyi
dengon Amerika Serikot yung menggunokan kumulnsi murni §zeivere comedaric)
uniuk sediap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis reirtbonf dalam
pencnwn pidansnyva. Alimme wilivodan percaya bahwa sedap orang harus dipidana
berdasackon pandangon untuk membenikan kebokan peda mosyarakat, Dolam
aliran wtilitarian disebutkan babwa pemidanaan mempakan efek atas perilaku yang
mengakibatkan suaiu kerugian bagi mis yarskar langsung muaupun MNegara, Oleh
karena iy, bags alican ini, Eonsep sanksi pidana diletakan pada fungs pencegahan
atas terpadinya st tidak pldana diings yang akan dataing

Ketentuan pidans dalam UL PTPPO secars jelas menvebutkan bahwa bagi

a
pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan pidama penjara 3- 15 tahun dan

' Bardo Mawewi, dpCir, hlm. 173,

"oandi fpesal Abidin din Andi Hanzah, Senne-tennd Sluras Peviagudin Delid des Hiokr
Peadrereries . Raja Grufindo Persacks, Jadoorta 20006, him. 238,
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dendn Bp, 120 MMM - (seratus dua puluh juta ropash) hingga Rpm.ﬁm.-
{enam matus jula mopiah). Sanksi pidana yang sedemikian berat tersebut termyntn
tidak menwronkan jumbah kasos dird perdigangan oreng o sendin, Hal ind tentu
sajn sangmi mempribotinkon, Dalem ketentuon pidone ULT FTPPO, gnhwn RETITLI
unsurtindak pidana perdagangan orang divraikan dandikenakan sanksi Drilihnt dari
perbuiatin perdagangan orang, maks sanksi dapat dibagi menjedi dus bagian yaiw
perbuiatan yang merupakan tindak pidina perdagangan ormg dan perbuatan yang
herkaman dengan tndak pldans perdagangan of ang.

Pada bab [ UU PTPPO beberapa pasal menyeboatkan enlang ancamn sanksi
ﬁua chitarnbah 173 (2atn per tiga) dori padans pokok. Tika diperhanikan pemberatan
kuantias pikana dalom UL PTPPC dapat dililan dari amcaman pelana dalam
keteninan Posal 7.8, 16, moavpan 17 UL FTPPO, Terdihat bahwn pemberotan pidans
dilakukon karepa sdonya kualitas khusus pelaku Gsubjek delik), misalnya karenn
pelaku berasal dori keluaros sendin meoupuan kooporesi dan pejabal negarg vang
menyalnhgunakon kekupsan, moka mmcaman pidonn ditombah 153 (satu per tigo)
dari pidans  pokok.  Jika  perbuatan pidana perdagangan omng  dersebud
mengakibetkan keoutian, menyebabkon penyvakit menulur, cacar, aopan jika
kerbannya adalah anak, maka ancaman pidana pesjara juga ditambah 13 {satu per
tigad darl pidana pokok

Keteniuan sanssi pidana dengan fambabany smecaman pidams penjara B3 (sai
per higa) bagi pela Pml.ik pidana perdagangan ofang dalam UL PTPRC adalsh

sehigai berkun
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Tabel 2. Ketentuon Ancaman Pidany Perdagangan Ormang

a). | Pasal 2 Eﬁ:i:hna dengan pldans penjar paling singlat
Tentang perdagangan J imgad talen dan paling lhma 15 Cim bels)
tahun. Pilans  denda  paling O sedikic

Rp 20000000 - dan palimg  banyak

b, | Pasiad 3 dan Pasal 4 Dipidana dengan pidana penjara paling =ingkst
Perdagangan omng ke | 3 (hgsh tahen dan paling lama 15 (limn belas)
dalarm wilawah atwipun | when Peiana denda paling sedikin
luar wilayah Indomesia Eope 30 0000000 - dan paling banyak
_ . 500000000 -

ch | Posal 5 Dipidann dengan FIJdIIH PETH AT puhng smg!ﬂ!
Penganghkatan anak | 3 (tiga) tahen dan paling lama 15 (ima belas)
untuk dieksplairzsi Tahian Paclana denda paling seclakar

Rp I X000 -  dan paling  bhanyak

L 30600000000 - |

d} | Pasal & Dipickana dengan pidua penjara paling singkat
Pengiriman anak keluor | 3 (tiga) tahon das paling lama 15 (lina belas )
neger twhun,  Piiona denda paling  sedikit

BEplXL00ux1 - dan palimg  Banvak

- B p. 500, (K000 - ,

g | Fisal 7 Ancamun pidina ditanbaly 173 (sa@@per liga)
Mengakibatkan  korban | dari ancaman padana dolom Pasal 2 ayar (2},
menderitn  luka  berat, | Pesal 3, Pasal 4, Pased 5 dan Pusal 6,
gangguan  jiwa  berar, | Jika mengakibatkan kematia@@dipidan pengara
penyakil menwlar, | paling lama seumur hidup dan pedana denda
kehantilan, terganggunys | paling  sedikit Ep 200000000 - dan  paling
funosi reproduksi banyak Bp. 5 000 00000 -

f) | Pasal B Apcaman pudana ditambals 153 §sa Fobiga)
Pepyelenggors  Megora | dari oncaman pidina dolam Pasal Syt (29,
vang menyalshpumakan | Pasal 3, Pasal 4, Pasal 3 dan Pasal 6 selan i
keknsaan dikenakan padana tnmbaban herupa

pemberbention secara  tidak bormat  dan

. Jabatannya, .

gl | Pasad [6 Ancaman pidoenn ditembah 123 {sokn per tign)

Perdagungan onng | kepada  setiap  orang dalam kelompok

dilzkukan oleh kelompok | terorganisasi tersebut dari apcaman - pedana
FEFOTEINi3iEs] dalam Pasal 2,

hy | Fasal | T Ancamgin padana ditembah 173 {satn per tiga)
Eiwhan perdagangsn | dari wncaman pidins dalim Pasal 2. Pusal 3,
orang adalak anak Pusal 4,
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likn diperhatikan dari lomanya ancaman sanksi pidonn tersebut, terlihat
babwa UL FTPPCY membedakon lamanya ancaman pidana yvang sangat berat dan
ameaman pidana minimum khusos, Lamanys anciman pidana dalam UL FTPPO
dopat digelongankon pidona vang sungat berat kerenw soma dengon ancimin sanksi
pickana maksimal dalam KLUHP, vastu |15 {limz helash tahon untuk pidana penjara.
Sementird uniuk pidana dends UL FTPPO menctapkan sanksi paldana ﬁhinu]
sebanyak Bp 5 D00 000000 {lma milyar ropiah) dan akan bertambal lagi jumlah
dendanya jika pelakunyva adalah korporasi

[ralam Pasal 2 hingga Pazal T UL FTPPO ersebut tedihat jenis tindsk pidana
dan sanksi padana yang difarabkan. Ia.m Pasal 7 ayvat (13 adalah 3 (taga) rabam
bagi i pendaganzan Kemudsan GStambshkan Gengan sanksn 13 (salo per Gzl
huskuman doni okibst yong ditimbulkan, makn jumlsh penjotohan pidane adalanh 4
{empat) gl‘um hukuman minimal dan 15 (lima belas) tahun oniuk perdagangan
divambaby 103 {sau per tea) hekeman dad akiba yang ditimballan . mska jumlah
sankst yang diberikan sdaloh 20 (dus puluh ) tehoun hokomen mok simal, Perhatungan
sanksi pidina dendanya menjacdi gling sedikif Bp, IS0 OKEINHY, - {=eralis enam
puluby juts rupish) dan paling banyak Bp. 80000000, - (delapan ranes juta rupiah).

Penjatuhan tambalan pidana 173 (satu per figa) Lers.ebu:pakan =alah satu
cara wntek membenkan kesdilan bagy kothan dan memberikan penjesasn langsung
kepidy pelaku akibat kejahatan perdisgangan emng yang dilabukanmya. Penjatuhan
Pkuraan 103 (s per tga) dan pidana pokok yang ditetapkan dalam hal pengganti
pigking kunangan ﬁl pelaky yang tdak maw membayar restitesl kepada korban

ditarapkon dapot memberikan efck jern, Penjotuhan pidone penjorn pengganti
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menjadi satu per tign terscbut merupakan bentuk perwujudon kepostion ke den
pertimbanzan hahwa kesetaman yong tepal dengan pidans restitusi. Pengeandisn
pickana  kurungan menjedi penpiuhon pidosa penjera 153 (satu per tigad diari
hukuman pokok aken memberikon penperasn don sekalipes menutup peluang bagi
i terd akwa perdaganzan emng untuk memilih penggant pidana penjata daripads
memilih membay arkan 'uuui kepada korban. Pelaku rindak pilana perdagangin
orang akan melilat bahws akibal sustu pelanggoran lukum vang dillakukannya
akan mengadt nsako benipn tambabnn paling pengra,

Bagi pembenuk undang-undang mesctapkan “jenis dan jumlah™ pidana
adalab oniuk menmjukkan dan menjelaskan sifst ketercelaan darr pdana it
seodin,  Standar witek  meneatukan bahws  kejshatan  perdagmgan  arang
merupakan suate hukwm pidann kheses schingga harus diperhitupgkan lentang
herat ningan sanksinya, apakah terialu sediat, sudah cukop wtme sudsh fepat dalam
PenETLpamnyaL.

Menurut Barda M. Arief, pola pemidanasn mervpaken pedomon pembuaion
At penvosiman pidana bagi pembentuk andang-undang, vang dibedskan dengan
pedomian pemidanuan verg merapakun pedoman bagi Hukim dalam menjainhkos
pidana.’* Pola pemidanaan {termasuk pola pemberatan pidana) pada dasamya
ferupakan suati pejala vang lepaital dafl amcann pacdanes Vang terdapn i lain

momuesan tindak pidana dalam perundang-andangan,™ vang dengannya dapat

“ Barcly Mawiwi Ariel, Sange Buapel Ketdoban Sbun Poeea, Cisma Adiva Bhalai, Bondung,
TG, bl 167- 164

“ Bords Mowswd Arief dalam Chairel ks, Pole Pradberatoe Pdang delam Sk Pidong
A, Jovoad Mioksne Moo of Yol 58 Osoder 2600, flm, 507
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diketahui kehendok pembentek undong-undong berkennon dengon juminh don jenis
pidana vang seyogianya dijgiuhkan terbadap seomng pembuat tindak pidana.

LIL PFTPPO sebagui nndang-undang bokum pidana khosos, dilak ekon dengian
menggunikan pemberstan dalom kotepors khusus vanp tidok serugnm tersebud
dilakukan untuk penmgkatan kenlitss mavpan koontidas sncaman padana dalam
tindak pidina perdagongan orang. Pola pemberatan ancamin pidana dalam UU
PTPPO teesebut menggunakan skera maksinum khusus dan maksimum e
itk padana penjars. Pemberatan rerhadap jumlah pidasa jugs dapar dikikukan
dengan menambahkan sanksi pidana restiusi vang hares diberikan kepada tindak
kerban perdagangan orang.

Pola pemberatan pidana dengan menggunakan model pengancarmn pidans
kurmlatid dalam LIL PTF':I-‘U%N dibandingkan ortarn perdngangan omng dolam
KLUHP vang diancem dengan pidana penjars schagai sstu-satunya pidons vang
digneamkan 12 mhun (dus belas wahun) diperberat dalom opdang-undang Khsses
mengadi maksimum 15 (lirma belos) tnhun penjorn dan dendo sompoi dengom Rp,
SO TN OO0 ENE denam matus juta rupiahy. Pola pidana maksomsm tersebat fdak
mengganbarkan apa yeng diguakan olch pembentuk undang-undang schagal pola
pengancaman pidana dengan mengzunakan model pengancanan pidasa wnggal,
priekema kurmilanf atau pldama alvermani - kuenil s,

Penjatuhan pidares dalsm tindsk pidana perdagangan erang fenie sijs hares
dipskerkan juga dampak yang dinmbulkan dar sdanya perbuatan ahat rerseba
terhadap korbannyva, Selain i, penjaubon pidana dalam perdagangan orang juga

hors melihat aspek kemonfostan dori penjetuhon sanksi pidans terscbat,
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Bardn Mowawi Aricf * menpemuknkan bahwa hukum pidann pesitit sat ini
lehih menskankan pada perlindungan korhan ie absirecto don secam fidak
langsume. Sementara Siswanto Sumarso™ mengutip pendapal V.V, Stanciu bahwis
bogi korban terdapst dus sifat mendosar vong melekot podo korbun, yaito
penderitaan { suferirg b dan ketidakadilan (iniestice). Korhan suato tindak pidana
tidak dapai hanyva dpandang scbagal akibat perbuatan vang WMegal, karena pada
kenyataannya, hukom yang sda jugs dapat mesimbulkan ketsdakadalan.

gml Ok aiwar (00 LILE Moy, 48 Tahun 20090 2ntang Kekussann Kehakiman
dizcbutkan bahviwa Pengadilan dilarang Eﬂmhﬂi uniuk memerikss, mengadali. dan
mermisis st perkaea vang diajukan dengan dalih habwa hukum tidak ada ata
kurang pelas. melainkan wajih uniuk memenks dan mengadilinya, Hakim Jalion
sisigm perndilon pidena merupakon pihak yvang mencmdukan saloh st tidsknvn
seseorang, jikn terbukt h:wﬂuh.gh Hakim aksn menjafubkan sanksi pidana.
Berkmitan dengan penjamhan sanksl pldang rersebur, Hakim memiliki kebebasan
urvuk memilih jenis pidona (srafseont] vang dikehendakinys, sehubungan dengan
sistem alernative di dolam pengancaman pidana dalom undang-ondang. I:I-:I.'im
jugs memiliki ketebasan wmok menesmwkon beruinyy pidans  (Sorafiar), yang
dijstuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya batas minimum dan
kst mmum (Fasa 12 KUHP)

Paddar desarnys hukoeman it bersifal prospektif, melihal pada masa depan,

Oleh karesa itu hukwman diharapkan dapar memberikan perbaikan sikap pelaku

* Hardls Nawawi Ariel . Heherape Arpew Kefwinkan Feonepaban dow Pergehangos Haubwor Pidome,
€8S Adityn Bebai, Bundung, 2005 hlim, B

“ Riawpmio Sanorsa, Viknbweodep! dalam Ssew Peradiian Pidang, Smar Cralika, Jakana, 2004, hipy
52.
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kejnhatan, ol ini diksrenskon hukoman memiliks sifor koreknf, Hukuman idealnyn
horos dapat memenuhi fungsi umibek Eﬂayarli tiga pihak. yaitu- ™

) Retributif, melayani pibak yang dibvins stae dilangear haknya;

2 Korekiil, melovani si pelanggar;

3 Preventif, melayam masyarakat lias.

Atas dusar uran eesebol, Fakim hares dapst melakokan pesemen hukom sgar
pidann kurangan pengeanti restitust eseb idak memgikan koerbon, Dleh karenn
it divusulkan ketenbenn pidans kuningan pengeanti restilusi dalam Passd 500 ayst
{4} vang seoula dikenakan pidana peaggant kKurungan diubah nenjadi sau per
tiga dari pidana pokok sepenti ketentuan dalam Pasal 7, B, 16, mavpun [T UU
FTPEY. Penmmbxaban sanksi picana 103 (s@u per Higa) tersehur dapal memiseiakan
keadilan bagi korban perdagengan orng. Keadilan dalam penambaban sanksi
pickana safu per figa tersebul akan memelilara bak-bak korban sera membenkan
keadilom sosial bagh msvarakar,
[alam k::tl:nl:uunEsnl 12 RUL KUHP tahun 2015, dischutkon bahas:
{I'} Hakim dalsm mengadili suatn perkara pidana mempertimbangkan tegaknya
hukum dan keadilan.
(2} Jiko dalam mempertimbangkan tegoknya hukum don keodilan scbogmimamng
dimaksud padn ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipedcmmdon,

Haksm dapat mengutamakan keadilan,

a
I Ridimnas, Kagthl T delom Pawdasoan den Dompabry Terhadep Tugei-rupns
Pewvearabans. Majalal Pemisyaroksten Mo, WO Tadan ke 00 Juli 361Z, hilm. 36
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Atas dasor ketentunn Passd 12 tersebut, moks scorang Hakim hemes mampu
melakukan penilainn Kemampaan berpidang, harus berani dan mampue mengammbil
keputwsian yanp dapat mewopsdkon Kesdilom bigi masyvirskat, D pandangan
Hakim Artijo®, adslah sumtu kewsjiban bagi Hakim untuk menggoli niloi-nilai
hiskurn yamg ads dalam masyamakat dan memberikan rass keadilan sesuan yang
digmanatkan dalam UL Pokok Kekussaan Kehakimin.

Sementara Richard Poland™ berpendapat balvwa bahwa seorang yuris ataw ahli
Bigkaiin Wares dapar imehihs kesus-kasus eogkie dengan melakokan pendekata
secara komprehensif. Oleh karena inu Hakim dalam pertimbangan hukunnys akan
melakukan pertimbangan secar yuridis, pertimbangan flosofis dan penimhanga
SOsIlERS

&

Hakim sebogai penegak hukum wisjib menggali, memohami nilai-nila keodilon
yang hidup dalam masyarakat. {Meh karena ity dalam melakukan pertimbangan
berar ringaonnya  penjiuban phling kepads pelako, Hakbm harus memikirkan
tentang sifod-gifnt jwhat  otwpun sifat balk dori terpadena, Hokim jugn hones
menyesiaikan ﬂ!um perundang-undangan yoang ada sesuai dengan kondisi
pernstiwanya. Hal rersebin dilukukan ok menegukkan keacdilun, memberikan
kepastian hukum dan memberikan kebenaran dan kejelasan agar vadang-undang

yang ada dapat diterapkan pada peristiwg kongkrel vang reradi dalam masyarska

32
¥ Dponaei Efendi, Relorarmbal Daor Pertebanger Hokias Mabin Serbardy Vilal-Mlnd Rk
R Benreldive s ol el My kil Prenaesdin Goonp. Dhepok, 200%, Hlm, 290
“  Wichord Poland, Legal  Measemlng,  hpfwww fogler edufacadesjon coporne imis
programsitunsniiesmajues:nmoaripee: kwdricle slegal - resaming Sl
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Unituk dupat mewujudkon kepastion hukum, moks pede dilokukan hal sebagai
benkut: ™

i Poditik bukom, yaite merwmskan i dan wjuoan hukom Bepeda mssyarakad;

b. Membangkitan kesadoran hukom dori pada - pejobni hukom poadas lembagn
legiglahif, eksekwtif, poliss dan pengadilan akan tupsan dan fuagsi okum dalam
pembarian masyurakat,

Sanksi hukum pidana dilakuks uniuk menang gulang) gdﬂju vang mrenupakan

st kesatuan dengan kebijakan pembsongunan fasional rermasuk dhidang ekonomi

yong mena kebijakan pidena tersebul meliput kebijokan formuolasi, kebijakan
aplikasi dan kebifakan pelaksanaan. ™

Berkaitan dengan tmdak pidana pendagangan orang. Hakim haros meliha
bubwa tindak pidape tercbst mervpaken  kejehaton  lwar bissa  schinggn
hukumannyn dapat diperberst. Hokim dalam penpotuhan pidang bagi pelako
perdagangan orang selain dapst mesgeunskan sanksl pidane kemulstif yoiw
dengmn menggunakan pidoma dends dom pidana penjorn, dopnt es digunakon
tambahan pedana 13 {=atu per tiga) dan pidanan pokok jika terpédana fidak dapst
membayar restitusi.

Usulan tentang perubaban Pasal 5) ayat {4) tersebut dilakukan mengingat

habaws Hakim dagal melakokan erohosan-terobosan atas penjanahan sanksi pidana

&
o, MeAohamuidpsdjo dulom Fontia Musl, Kesctaraen Pidema Dang Peopgamtd dom Pengeaali

Pidmaa Dang Pengroan dateesr Soopko Melimdangr Mok Ebormenis Mepana don Keportion
flutum, Hasil Porclitian Ungpula Institusi yung dibiayai obch Dilai meladui TRPA Kopertis
Wilayah [V Jawa Bar. Kementesian Penclidikan dan Kebhodayion, Tehbam Angyanm 21k, him,

Rupansn, Kepalicaan Ehowony Cifabad fan Kebd el Mutum Pidesa, Celakom Pertama, Edisi
Frertmms., Alami, Bandsmg, 2000, hbm. 10
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sesunl dengan intuisi dim pertimbangan hati nursninye, Bicom tentimg hukum,
miakn akan hicara tentang keadilon bam selursh maesyarakat. Hakim yvang herfugas
menjatubikian sqmksi pidana emto saja harus memiliki poela pikic vang memyelumuh
don wish uniuk membenkan keadilan bogs semun pihak. Hol vong haros diingst
habwa prinsap dan kesdilan hukum adalah bentuk dan kepastian hukum . Prinsip
keadilan akan menjudi pegangan bagi Hakim uniuk menganaliss semiua perkara
uburn muls dari tshap kosstantic. tahap kualifikasi hingga tahap konstituir.
Keadilan frefipakan nEan yang simewa dan tuan hukom kareia akin
menciptakan suaty peratuean yang adil vang mengatur kepemtingan sclunh
masvarakal agar mengadi sermbang.

Lralien kooteks penanganim tndak piding pendagangin omng, Hakim s
mengimgat bahwa keadilan memapokan konsensus =esiol, mokn keadilon menjodi
motor penggerak bagi semwa perilsky mansia, Keadiban haros fersujud bagi
korhan perdapangan orng dalam bemuk penjaruhan pidane resiitosi yang huares
dilaksanskan aleh pelaky,

Teon Kesfilan  Aristoteles  sebapal grewd theory dan penclitian ini
mengunskapkian tentang gasasan teori keadilan disiribsiive, Uniok mew o judkan
keadilan bags koeban tndak pidana perdagangan orang adalah meelalui pemberian
sanksi padong festiash bags pelaky, Sainkss padais festimesd teesehil menipakn
bentuk dan keadilan distribudil, Seperti dikemukskaon oleh Anstideles bahawa
keadilan diszeibunef dibedakukan kepada sesenvang sesm dengan perbuatan yang
telah dilakukan, Jika pelako tindak pidona perdagangan orang wlah mekikukan

keswlohon depgon corn memperdagengkon sescorang, mka din hams dibukom
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3
sesunl dengan apn yong telah diperbuatnya. Hal ini menguatkan dari Arisioieles

bahwa prinsip dari keadilan  distinbutif adalsh menekinkan pada a=as atso
kesebandingan yang dipilai berdmsarkan atas perbuatan pelako tindak pidanis
perdugzongan orang,

Tika datam peraturan perundang-undangan teptang perdagangan orang belah
terkandung substansi keadilan bagi korban dalam bentuk perolchan restitusi, maka
ulang-undang tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum.
Alas dasar pemi kiean tersehio, maka prengitilian sanks pilinag fesriis) menipakin
bentok peranggungjawaban pidana vang dapar dilakukan olch pelaky tedhadap
kerban. Restinus metupaskan sarana perbaikan yang hars dilakukan cerhadag
kartsin tindak  pidass perGigangan omng. Eanend Dml o werselul  menipakin
rekonsiliosi  dom restornsi vong dapat dilakukan oleh pelaku, Jikn
pertangrungawshon pidona diremoskan sebaom suste bentuk perboatan umuk
menebus kealabon oleh peloke, maks doapa dikoskan habwa peruinggung jow abian
pidmnn adolab pemilnion yang dilakukan berdnsarken terpenuhimya unsar pidani
ataupun terboktinys suatu tindak padama yang tebih dilakukan seormg pelanko.

Unsur dari pertianggungjowaban pidana adalah babws idsk sda sus pidana
tanpa kesalaban, CMeb karena itw dalam tndak pidana perdagangan oranmg,
pertangEumgawaban pldan pelaku sebapgai pembudt kesalahan mempendagangkan
arsng wiib dilihat unsor-unser Gedak pidana yang telah delakokomya, Babais
tercelanya perbuatan pelaku dalam tiodak pedona perdagangan orang merupakan

disor baginya unwk mempenanggungiawabkon  perbuatanmva, Hal  ersebu
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dikurennkon secom obyekif, pelaku ﬁlﬂ-ﬂk pidana perdagangan orong teloh
melanggar aturan vang ditetapkan datam UL PTPRO.

Menurut Roeslan Seleh™ soatu bentuk kesalahan timbul karens dua hal ﬁu
ndamya perbustan vang bersifet melowan hukum dan merupakon suste perbuntosn
tercela secara ohyekbf don akibat yang ditimbalksn dari perbostan seseorsng
schagal orang vang tercela perbuatannya. Babwa kesalahan menjadi unsar utama
dan bentuk pertanggungjawaban pidana dimana didalaniuiya teckandung pencelamn
secari obyeknl mapun secafa siubyektif, Secara subyeknf, si pembuar kesalahan
patut dipersalahkan atas perbustansys vang tercela sehingga dia barus dipidana,
Remeatara secara obyekif, pelaku relah melakukan perbuatan st tindak pidan

Al suat perbuatan yang dilarang Jdan disncam dengan hukuman sesi dengan

peraurnn perumdnng-undongirm vang berluku,

Teor perimggunggwaban pidana yvang menjadi middle theary dari penelitian
ini menjedi dasuwr uniek meneggaskon behwa setiap orang vang melsbokan kesalshan
memperdagingkan oreng Inin don mengambil keentungon secora matern dari
perbuatnnnya tersebot haruslah bertangzungjawabh memberkan sejumlah zanti rugi
kepads  korbunoys.  Perlapgguogjowaban  pidang sangst  peoting dalam
mengupayakan pembenan restitust bagl korban tindak pidana perdagangan orang.
Hal tersehin disehabkan bahwa permanggungjaswaban pidans adalab kossekuensi

152
ving ditimbolkan dari tindak pidang yang sudah dilakukan oleh pelaku.

" Rioeslan Saleh, Perbuntod Piddng daw Perfeipgingiwaban Pidaon, D Peapertian Dacae
il ffwhoewe Pichea, ce. I, Adsara Bam. Jakana, 1980 hilm. 8l
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Pertanggungjowaban pidons berfungsi odjudikotif yong menjodi pedoman bagi
Hakim dalnm melibat kondisi-kondisi tertente dan penstiwen bokum yang terjadi
i men judi dasir | pembaat tindak pidana untok berang pungjiawab. Pads hap
peneraken hukum yang menpakon appiied feory dan penelition i, mako dolam
hal persngpungiawshan pidana akan terlihat bagaimana Hakim menpatubkan
sanbsi padana vang scsiai bagi pelaku.

Uniuk menegakan aiuran sanksa Edmu kurungan pengoant dalam isdak
pldang perdagangan orang vang silah nidak relevan lagh. maka Hakim
menangan kasos tindak pidans perdagangan ovang hanis mampu berpikis secara
progresif untuk mesgambel inigisnd dan mengabaikan atiean persndang-undangan
pikca melilnar hukum sormaive erehu Glak dapal menciptikan Keadikan, Creh
karcnn itw, giks peraturan  perundong-undangan  tersebut tkdak mompu lagi
memberikan keadilan, maka Hokim hams menerobos  norma-nomma tertolis
tersethi.

Beteloh proses pemeriksoon terhadop perongpungjwswsban pidona tersangkn
tindak picana perdagangan oning dapat dibuktikan, maka berdnsarkan kesalahan
mormative  Hakim  hanes dapal membuktiken  ketercelnan  ersangha aoss
perbustannya tersebut sehingga dapar mempertangoungjawabkan perbuatinnys,
Peran Polisi di awal penyidikan menjodi momentam uniik menegakan keadilan
bagi korban dadaom mendapatkan bk restilusi, Kerjpama antar pesegsk. ukom

dalam meagupayakan bak restituss tentu akan memberikan keadilan Bage karban

penlagangan orang.,
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Penjatuhan pidma?ﬁthusi bigi pelaky tindok pidann perdagangon orang dopat
diternplkan dalam kondisi sehagai benkut:

i Jika terpidona tidak mampe memberikan hak restivesi kepada korban maka
dikenaknn pidoma tembahmn 173 {sote per bga) don prdana pokok;

b. lika terpidama tidak mampa membayarkan hak restitusi secara penoh, maka
pembayaran restitust dapat dilakukan secarz beruhap;

. Terpidana juga dapat membayarkan hak restitusi bagi korban perdagangan orang
dengan cara mencicil

Pengganti pidona hak restitusi berupa tambaban pidana penjara 153 {satu per
tiga) yvang dijamehian kepada terdakwa merupakan akibar dari ketidskeampoan
uiluk enemmbiyar resitess kepida kosban, Jika dsanalisis aspek Resetinan antas
penjiutuhon tmbshan pidona penjora 103 Csata per tigah fersebat dorni pidona pekok
dibandingkan dengan besarnya vang vang diperoleh oleh ferdakwn dari hasil
perdagangan orang atsepun keruzian vang dislami korban, make bl rersebur sedah
dopst memberikan kendilan bagi korbon,

Penggant pidana restitos) berupa penambaham satu per tiga pidana penjara dari
pidana pokok tentu saja uniuk menghindari podensd bagi terpidans uniuk memilib
tambahan pidana penjora kurungan dibandingkan memberikan pidana restitusi bagi
korhan, Usng restitusi maspin perabahan pidana penjara 173 {san per tiga) dari
pidkana pokok tersebut dibarspkan akan sebanding dengan kerugian yang dislami
kerhan perdagangan orang,

Argumen mengajukan rekonstuksi penjambon pidana kurungan pengganti

20 |
menpadi 143 {sptu per tign} dori pidena pokok terscbut berondaskon pada;
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I. Sonksi pidono vang ditetapkon peda pelake tindok pidons perdagangnn oreng

hamis  dopat menjamin kermagian ekonomi yang didenta oleh kothan dan
keluirpanya,

I, Dalwm proses sestem hukum pidonm, opanst penegak hukum yang terliboe dalam
proses  penangargnn omdak pidamn perdagancan omng hams sudah  dapat
miemastikon dan memiliki bukti jumlah kerugian yvang diderita odeh kochan. Hal
tersebul dilakukan agar dalam memperiimbangan pemidanaan penjars, keougian
secara ekopomi vang dialami obeh korban harus serara dalam bal pemberian gant
FECiYA.

3. Bahwa pidana kumungan pengganhi tdaklah sehanding gﬂﬂ:ﬂ Kerugian yang
dialami oeh karban tindak pidans pendagangian orng.

Parn  pencguk  hukum  hams mampa mengejewontahkon  peratsnm
perundang-undangan tersehut dengan menggunskan kecerdasan intelekiual dan
kecerdusan spiritsad agar wercapel suau keadilan bagl korban. Babaas hukum vang
oda honss berpihek kepadn menasio, karenn hukam dibust uniok memenahi mso
keadilan hazi manosia, Jiks dolam berbagni pofesan dalam Kases tindak pidana
perdagungan orang seringkali verjadi kebuniuan dalizm pelaksunan pidann restisi,
maka penggunzan keadilan disteibuif dapat membaniu para penegak hukum dalam
inemgarmbil kepunsan peapaiiben sanksl yang seniipal bag pelakio

Esensinya upays untuk mendispatkan restitust bagn korban tindak prdini
perdagangan arang dapat dilakokan melsog tindakan preventf, tindakan represif
adim tindakan resworatil, Tindakan prevenil ekah dilokukan oleh pemerinieh dengan

mengeluorkon berbogd peraturon perundong-undongan uniuk memastikan bahwi
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korhan mendapotkan ganti rugi meloloi restitusi, Konsep goanti mgi terschut
ditawearkan melalo mediasi penal dinwal penyidikan. Dagwal penyidikan juga dapa
dilakukan tindakan restorative melabm wpaya paksa sita bt kekavaan pelako vang
diperoleh dori kegiaton tindak pidans perdagongon orang. Meskipun tidok medsh
untuk dilakukan upaya paksa st harta terschot . tetap harus dinpayakan s2jak awal
langkah-Lingkah procedural sita hana Kekayunan iersebut. Dimulal dard pelacakan
aset, pembekuin rekening tabungan, dan penyiioan dand aser vang sda. Langkah
lamgkal rersebin merupakan upayas darl stiap ahap penepakan hukum yang hass
dilaksopakan sgar korban dapar memperoleh restitusi. Sita bana kekavaon weescbu
merupakan pesan yang dapat disampaikan oleh pemenncah kepada masyarakst
habwa upiya memberanbs perdagangan orang menjadi prEonEas ubon unn
memberikan perfindungon hukem kepada masyverakat Indomesia

Jika pidana denda seringkali tsduk diburaukan obeh pars pelako, maka upayva
puikcsn siva hara kekayaan wen shan membuar peliky jers dan masyarakan takut
uruk melakukommya, Peloke tindsk pidana perdagangan orong skan tnkut jikn hasil
kekayaan vang dipemlehnya akan disita negarn fanpa hons melalui perdilan
picana lebih dubulu. Upaya paksa hana kekayoaan dalam tindak pidang perdagangan
orang dapat dilakukan melalui perampasan asel pelaku, Dalam Pasal 1 oangha 2
Maskah RULN rentang Perampasan Asel Tindak Pidana idrafl ke V1, Seprember
ZONE ) disebutkan bahwa
a. Aset yang diperoleh atan diduga beraal dan tndak pidana

b, Kekavaan adok wajar vang dipersamakan dengan ases tindak padans
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Sementora dalam Pasal 4 dischutian bobwn aset tindak pidona yong dopot dimmpos

hemupa:

Agel yang diperoleh secan Bngsang miepun tidak Tangsang berisal dari tindak
pidone.  termasuk  kekayonn  didelommnyn  setelah dikonversi,  divhab,
dignbunzkean dengan kekayaan yang dihasilkan afan diperoleh langsung dan
tindak podana tersebet. Termasak  didalamnya, pendapaan, modal, at
keuntungan ekonon binnya yang dipereleh dari kekavaan teesebut,

&3

Aset vang dadinga akan digunakan atau telah digunakan sebagal samma maupin

prasarana untuk melakukon suaty tindak pidana.

cohser yang terkait dengan tndak pdana yang teranckaferdakwa mening ol

dainia, elarikan dirs. sakin permanen ., tlak diketxhe keberadaannya atin alasan

fuwin,

. Aset berupa barang temuan

o Aser lainnya yang soh sebagal peng ganti eset tindak pldana.

Aset vang ditemmuknn dalom proses penyidikan dopat dilakuken perompason

untuk merghmdori terpdinya penghilangan, pernsakan manpun manipulisi ates

assel yang ada. Aset yang daps dimmpas adalah;

L. baragg bergerak, baik beraujud maupun idak berwujud maupun barang tidak

herperak vang |:_I|'|'In.-_'r|'1|||3'|'| dai Dndkak |"|ighri:'| p&ﬂ]ﬁﬂﬂﬂgﬁ:l g,

2, Perampasin aset tersebot akan digumkan sebapal pembayaran gomti tugs bagi

kodhan vang jumbabnya sama dengan harta yang dpermleh dan tndak padana

perdugangan orang jika dia werbuko bersalal.
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Sementarn tindokon represif agar korbon memperoleh  gonti ragi, Sanksi
pidana yang ditelapkan pga cukop berst. harapannys masyvarakat akan takut dan
tidak akony terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, Sementin todakan
represif vong dapat dilakukan untuk penegakan hukum tisdnk pidons perdogangan
areng, melakukan rekonstrukss atas penjatuhan pidana konmgan penzoanti yvang
semula hasya scloma | (satw) tabun digant menjadi sanksi pidana penjara 103 (satu
per tiga) dari pidana pokok yang dtetapkan dalaen UL PTPPO. lika dalam teori
pemidanaan  disehutkan fentang gﬂ pembalasan, ool felanf, atopun e
gabungan dalam penjataban sanksi pidana. maka dipilih penggunaan pemidanaan
wang bersifal keadilan dizieibanf,

&

Hatkim sebaga penegak hukim wijib menggali. memalsn mibea-nilai keasliln
yimg hidup dalem masyarakat, Cheh ksrena sy dalom melakukan perimbongon
berat rimgannya penjotuhan pidong kepada pelaky, Hokim haros memikikan
temang sifa-sifar jehar  swpun sifat balk derd erpidass. Hakim juga b
menyesuaikan permiunm perundong-undongan yong ado sesuai dengan kondisi
peristiwanye. Hal tersebof dilnkuvkan untuk menegokkan Eeodilan, membenkan
kepastian bukum dan memberikan Kebenansn dian kejelasan agar ondang-undiang
yang ada dapat diterapkan pada peristiwa kongkret vang terjadi dalam mosyarakat,

Sankst hukum pidans dElakukan optuk menanggilangl kejahatan vang

mempakan saly kesstuan dengan kebijkan pembangunan nasional termasuk
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dibidong chonomi yang mons kebijpkon pidonn tersebod melipoti kebijakon
Formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan pelaksanaan, *

Hukuman merupakon instumen dari hokom pidana, dan hokam pidana
memiliki mikni yong tidok netml dimano nilai tersebol memggambarkan perhntisn
masyaraka untuk mempercdeh keamanan dan kesepahiersan atas kehidupannys.
Hal ini mempakan bentuk tenggung  jawsb dai atwran hekom  fenceng
peaghuluman yang memastikan keinginan mosyarakat uniuk memperoleh keadilun
dan mermihiki Kesamaan didepan hiukum,

Usulan pentang perababon Pasal 30 avar (4) perlu dilabukan mengingar bahwa
Hakim dapat eelakukan terobosan-teroboian atas penjaishan sanks pidana sesaai
dengzin invaisi dan pertimbxangan i nuraninya, Bicar eatang hukun. moka sk
bicorn  teptang  keodilan bagi selurvh  masyomkat, Hokim  vang  berugos
menpatubkon smnkss pidana tentu saja harws memiliki pela pikir veng memyelunsh
up wowh unuk memberikan keadilan bagl semun pihab. Hal vang herws diingat
babws prinsip dar kesdilan hukom adaleh beniuk dari kepastian hekom. Prinsip
keadilan akan menjndi pegangan bagi Hakim unok menganalisis semua perkara
ukum mula dari wahap konstsncir, ehap kualifikasi hingga wehap konstitir,
Beadilan merupakan fupuan vang istimewa dari tgjuan hukum karena akan
ieheipakan sian peratiicin vang adil vang medgatur Kepeitingan sefirh

missyarakid agur mengdi seimbang.

—3
Rupansn, Kepalicaan Ehowosy Cifabad fan Kebd ek Mutum Pidesa, Celakom Pertama, Edisi
Pertina, Alumnd, Bandeng. 2010, hlm. §L
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Calm kopteks penangonan timdak pidann perdogangon omng, Hokim hames
mengmeat bahwa keadilan menopakan komsensus sosinl . maks keadilan menjadi
motor pengperak bogi semua periloky mamesia, Beadifn haros lerwojod bagi
korban perdugangan orang dalam bentuk pengoiuhem padans restitusi yong hars

dilaksanzkan aleh pelako,
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BAR Y
PFENUTUP
I. Kesimypalan
Pemenuhan pemberin restitusi bogi korban perdugangan orong  harus
dilakukan dengan metakukan beberapa upaya. diantaranya dengan mengajukan
rekomiendast sehagal beriko:

a. Perampasan aset yang dimiliki oleb pelaku meklui upayva paksa sifa haria
Kekavann vang diperodeh dafl trdak padaid perdagatian ormg seak proses
peayidikon. Konsep ita bana dalam bukum pidasa Eﬂya dopat dilakukan
oleh pemyidik jika mendapat surar 1mn dan Ketsa Pengadilan Negeri
setermpet, Namun demikion, fka dalam Keadaan mendesak. penyvidik dapat
bertindak scndin jika tidok memungkinkan unisk mendapatkan sk izin
terbzhih dahulo. Eﬁ.‘.’lﬂl dilakukan penyiiaan ssset, peovidik  wajib
melaporkan kepads Kens Pengadilan Megen uniuk memperaleh persewjuan
atis proses penyvithan fersebut
Drasar hukum dari penyitaan tersebut adalah Pasal | angka 16 EUHAP, yang
mienycbutkan bahws penyitian merupakan serangkuian tndakan penyidik
uniuk mengarnabil alily dan aau menyimpan di bawah penguasasnnya beoda
berperak  #lai fdak  bergerak, Perwijod  @aun ridak  berwinjind  wimik
Eepentingan  pembukian dalam penyidikon, penuniten dan peradilan,
Setelah dmermukannyva bukti-hukn  dan hasil penggeledahan  erhadap

rersan gk, maka penyitdan merupakaon indak lnngue dari proses penyidikin,
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Cabam proses penvidikon lapgkah otoma yong haros dilokukon oleh penyvidik
adalsh melakekan penyitaan sset hasil tindak pidana perdagangan orng
tersebul agar dapt membenkan kepastion hukom bogic korban psdn sial
melakuken upays mumbstan hak restitusi . Site haris kekovean terscbut akon
melindungi hak asasi korhan perdazengin omang scria dapat memberikan
kemanfastan dan kesejahierasn bagi korban dam atw keluargs berban,
Upava sita haria kekovaon tersebut dapat dilabukan lebibh dahuly tanpa
menungEd perintah pengadilan, hal ersebur dilakukan hanya sebagai upaya
pencegahan beralibinya hata kekayaan tersebul ke pihak lain, Sewclah
berlangiing proses penyedikan, sifa hama tersebor dapar deajukan wmiok
pengesalannya dan ditiipken ke pengmlilan sampi pelake dinyatakn
terbukti dun bersalah ﬁuﬁ melukukan tindek pidaona perdagangmm oong
Mengupayakan pembenan restibusi melalos medimsi penal

Kaomsep pengaturan pidang restitus dalam ?ndal: pidans perdaansan orag
dilokukan sejok wwal proses penyidikan, Dalam proses penyidikom, diajukon
konsep medinsd sejak awal dilpockannya findak pidann perdagangan amng .
Progies mediasi terebul meupakan negosiasi yang dilukokan dengan cans
menitiberatkan pada perbayaran kompensai dani pelaku kepada korben dan
kelmarganya. Konsep mediasi tersebil ditakukan antasa pefaku dan korban
demi mengupayakan adanya kesepakatan pembayiasm gants keregian kepaidi
korhan dan keluarganya, Mediasi yang dilakuwkan tep berpegang pada
prinzip kepastian hokom, kemanfaotm dan keadilan hukom, Dadam proses

medinsl  tersebut  peloku mengokui  don menyesali perbuofan veng
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dilokukannyn don memohon sdanyn pemberion manf dori korban dan
kelwarganyn. Mamun demikian. proses mediasi tersehut tidak menghibangkan
tuntutan prdanamyva. Pada prinsipmya medinsi tersebut dilakukan untuk dapal
ganti rugi terlebib dabulu kepodn korban dan kelusrgsmya, sehinges dopat
dijadikan perimbangan bagi Haokim dalam penjatuban sanksi prdananya
dalam proses peradilan, Proses mediasi memang tidak lnzim dilakukan dalam
suaty peradilan pidana, namun démikian harwlah diingat babwa d:]lumgd:t
pidang perdagangan orang jugs ecadi kerugian ekopoimi yang cukup besas
bagi kowban dan keluarga. (Heh karena i, dalam tindak pidans perdagangan
oran g tidak menwup kemonpkinan dikakokan mediasi penal.

o Unnik  pelaksanaan  pidana kurungan pengeant dalam  ondak  pidana
perdagangun orang, dilakukan rekomstruksi pidana  kwrangsn  pengganti
tersebat ditnkukan dengan cara penambaban 173 (satu pertigs) pidana pen jan
dars pildans pokok yang ditetapkan aleh UL PTPPO das menghapes pidana
kurungon pengeanti jiko pelaky tidak mampa memberikan restitusi kepadn
kothon misupun keluarganys, Pertimbangan penambaban 153 Satu per tigab
pidang penjars tersebut dilabukan dengan perhitungan feoung  pidana
maksimum yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana perdagangan
prang akan menjali sebanding dibadingkan jika poada akhirova pelaku
mienghindar pembayvarnn hak restitusi korbon, Penjatuban pidana maksimam
khusus juza terlihat dalam KIUTHP dengan melihst pemberal atad permganan
dar tindak pidana yang dilakukom, Dilakukan penjatobon pidana 15 dima

belosy tahun jiks dilakukon eksploifesi terhadop korban,  Pemberaton
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kuantitas pidonn vang signifikon terlibot dalom ketentuon Posal 7 don Pasal &,
dimena ancarman pidang ditambah  sepertign dan pidama pokok  jika
mengaki bitkisn korban mengalami hoka berat, gangpoan jiwa berad, lerken
penyakit mennlor yang membahmakon jiwanya, menyebabkon kehwmilon
atmn tergangou atnu hilangaya fungs: reproduksinya. stanpun mengaki katkan

Kematian.

. Baran

a) Para penegak hukum hanis bekerjasama dan memdiki kesamsn pandangan
berkaitan dengan bak sestitosi yang wajib diberikun oleh pelaku tedhadap
karhan. Penjanihan pidana cestitus meropakan kesennuan mstlak ﬁg’ hanes
diberikan - kepada korban  Endak pidasa perdagangan  orang  abapu
kclwarganyn, Oleh kargnn Su peramuesan tentang rekonstruksi dan opayn
medlimgi. sitn hartn kekavsan hassl tindak pidona perdagangan orang hames
dibustban pedomannya.

b Dibustubkan peningkaion umioh pidona kurupgon pengponti vang semuln
ilitetapkan hamya | {sstul tnhon diganti menjadi pklona kwrongan pidana
pengeanti yang ditmmbabkan 1S3 (sate per tige) dari pidans pokok yang
ditetspkan oleh Hakim. Pertimbangan peningkatan jumlah pidana kunungan
et Eanni i jody 103 {2t e Diza b tersebint diastagm I'I,'|-ill:!|1-t=’lr't:ll-'l'ﬁ-ﬂﬂ karhaan
tidak hamya mengsbami kerogian secarn fisik maopun psikes, betapi jugi
mienuliki kerugian secama ekonomi. (Heh karena i, ganti rigi dalam beniuk
restiusl akan sangal benmanfon bagi pemuelian kocban, Tidak hanva

pemulihan seearn fisik don psikis, tapl juga penulibon seearn ckonomi kareno
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wang restitusi tersebut dopat digunnkon sehagal modal wsaha bagi korben
atmspun  kelosrpanyva  karenn  kehifanpgsn  harapan  ontuk - memperleh
pendapatan vang lavik sant menerimis tawirn pekerjasn yong oy ata hanvi
mierupakim tipuan yang dilakukan oleh pelskuy,

ol Peru dilakukan strategi dalam hal sosialisasi mavpun adviokasi bagi korban

tindak pidana perdagangan orang uniuk mempersleh bak restitusi. Sosializasi
dapar dilakukan melalui bestuk pesvoeluban kepada nusvarakad tentang
restiisl vang diedma bagl Eorban tindak pidana, Sementars dalam
melakokan advekasi, upaya ustuk mempercleh gant rug bagi korban tadak
priclana sudah harus dilakokan sejak awal proses penvidikan.

i Ditagubkan  pemaniauan  m@upun evaleast alas keberhasilan  perelehan
restitusi yong diterimi cleh korban tindok pidann perdsgangan orang maupun
keluarganya, Jika jumlsh penerimaan resitust masih mimim, maka dapai
dipastikan  balwn  korban  tindak  pidens  perdapangen orang Gdek

memperdeh keadilan selomn proses persidangon,
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